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ENGKAJIAN  keamanan  di  ASEAN  disoroti  kecenderungan  dan  arahnya  oleh  Her- 


man Joseph  S.  Kraft.  Dikatakan  bahwa  ancaman  pokok  terhadap  keamanan  berasal 


dari  keadaan  dalam  negeri.  Dan  satu-satunya  cara  untuk  menangani  ini  adalah  de- 
ngan  pembangunan  nasional,  khususnya  usaha  pembangunan  negara-bangsa.  Menjadi  dok- 
trin  bahwa  ketahanan  nasional  dan  regional  secara  paling  baik  ditingkatkan  yaiiu  melalui 
pembangunan  masyarakat,  dalam  arti  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya.  Akan  tetapi, 
perubahan-perubahan  dalam  lingkungan  internasional  telah  begitu  banyak  mengganggu 
perspektif  keamanan  negara-negara  ASEAN,  sehingga  dibutuhkan  lebih  banyak  perhatian 
pada  masalah  ancaman  dari  luar  negeri. 

Pertumbuhan  ekonomi  tampaknya  memang  mampu  memacu  peningkatan  konsumsi 
energi.  Hal  ini  terlihat  jelas  di  beberapa  negara  berkembang  terutama  di  kawasan  ASEAN. 
Menurut  Hadi  Soesaslro,  yang  menjadi  persoalan  ialah  upaya  apakah  yang  harus  diambil 
agar  peningkatan  konsumsi  energi  tersebut  jangan  sampai  menjadi  kendala  bagi  f>^mba- 
ngunan  ekonomi  suatu  negara.  Sudah  tepatkah  kebijakan  pemberian  subsidi  silang  pada 
beberapa  produk  BBM  tertentu  bila  dilihat  dari  segi  perekonomian  negara,  kendati  hal  iiu 
dimaksudkan  untuk  pemcrataan  sosial?  Kebijakan  penentuan  harga  BBM  memang  mcmiliki 
beberapa  tujuan  antara  lain  dcmi  pemerataan  sosial  agar  harga  beberapa  BBM  lerscbut  tcr- 
jangkau  rakyai  miskin,  namun  masih  ada  tujuan  lain  scperti  cfisicnsi  ekonomi  scrta  kcla- 
yakan  kcuangan.  Harga  energi  hcndaknya  jangan  dijadikan  alai  untuk  mcngatasi  problem 
pcngcntasan  kcmiskinan,  scbab  justru  ccndcrung  mcngaburkan  akar  pcnycbab  dari  masalah 
itu  sendiri. 

Pasar  minyak  dunia  saa!  ini  dipcngaruhi  olch  lakior-faklor  scpcrii  rvcrkcmbangan  harga 
minyak,  kuota  dan  pasokan  minyak  scrla  perscpsi  pclnku  pasar  hcrjangka  (future  markcth 
Perkcmbangan  harga  minyak  akhir-akhir  ini  icrus  mcnunjukkan  pcnurunan.  Scdangkan 
plafon  dan  kuota  yang  dilctapkan  OFM^T,  mcnurui  Wijarso,  scrinp  dilanggar  olch  para  ang- 
gota  OPEC.  Di  samping  itu  pclaku  pasar  hcrjangka  tcrnyala  juga  tiicmiliki  pcngaruh  dalam 
perkcmbangan  harga  dan  pasar  minyak.  Pro.spck  pasar  minyak  untuk  iriwulan  11/1994  di- 
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perkirakan  akan  terus  melemah.  Sedangkan  prospek  pasar  minyak  untuk  jangka  yang  lebih 
panjang  akan  banyak  dipengaruhi  oleh  kebijakan  Saudi  Arabia.  Padahal  sikap  negara  terse- 
but  tampaknya  tidak  akan  mendongkrak  harga  minyak  ke  tingkat  yang  lebih  baik.  Dan  hal 
itu  akan  berdampak  kurang  baik  bagi  Indonesia. 

Dalam  tulisannyaAsnani  Usman  menguraikan  bahwa  dengan  pelbagai  latar  belakang  se- 
jarah,  kepentingan  nasional,  dan  Iain-lain,  negara  kawasan  Asia  Timur  belum  memungkin- 
kan  membentuk  kerja  sama  keamanan  multilateral  secara  formal.  Segala  gagasan  yang 
mengarah  ke  sana  masih  dianggap  tidak  realistis.  Tetapi  walaupun  begitu  pihak-pihak  non- 
pemerintah,  seperti  kalangan  universitas  dan  lembaga  penelitian,  dan  Iain-lain  atas  kapasitas 
pribadi  telah  merintis  dialog  membahas  masalah  tadi,  sekaligus  memberikan  kesempatan  ke- 
pada  negara-negara  di  kawasan  membicarakan  masalah  secara  terbuka  dan  komprehensif. 
Dialog  semacam  ini  pada  gilirannya  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  stabilitas  dan 
keamanan. 

Sebagai  anggota  masyarakat  internasional,  apalagi  sebagai  Ketua  Gerakan  Non  Blok,  In- 
donesia tidak  dapat  menjauhi  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  hubungan  antara 
negara.  Misalnya  masalah  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, 
menurut  Bamarto  Bandoro,  Indonesia  tidak  hanya  dituntut  untuk  memiliki  kepekaan  yang 
tinggi  terhadap  masalah  HAM,  tetapi  perlu  juga  tampil  dengan  pemikiran  baru,  yang  ber- 
makna  bagi  perbaikan  implementasi  serta  pemahaman  yang  lebih  mendasar  mengenai  masa- 
lah-masalah  tadi. 

Indonesia  dievaluasi  Mochtar  Kusuma-Atmadja  menjalankan  politik  luar  negeri  sesuai 
kepentingan  nasionalnya,  dengan  memperhatikan  kedudukan  pentingnya  sebagai  negara 
kunci  di  Asia  Tenggara.  Berprinsip  bebas  dan  aktif  yang  selalu  menjaga  kemandirian  dan 
tak  mengurbankan  identitas,  hubungan  bilateral  Indonesia  dengan  negara  lain  pada  umum- 
nya  baik,  terutama  dengan  negara  tetangga.  Penanganan  Kamboja  telah  membantu  ASEAN 
berkembang  sebagai  satuan  politik  yang  kuat  dengan  reputasi  semakin  berwibawa,  walau- 
pun ASEAN  pada  dasarnya  persekutuan  negara  untuk  kerja  sama  ekonomi,  sosial  dan 
budaya.  Di  OKI  Indonesia  mendekatkan  OKI  pada  gerakan  umum  negara  berkembang.  Di 
arena  lebih  luas  Indonesia  berhasil  menjadikan  Gerakan  Non-Blok  faktor  penting  dalam 
percaturan  internasional,  sebagai  gerakan. pembela  kepentingan  negara  berkembang  guna 
memperbaiki  nasib  dalam  kedudukan  ekonomi  dan  politik.  Indonesia  dapat  memprakarsai 
usaha  pembentukan  Tata  Dunia  Internasional  Baru  dengan  menjadikan  keputusan-kepu- 
tusan  Konperensi  Asia  Afrika  sebagai  agenda  dari  negara-negara  berkembang  Non-Blok  un- 
tuk "Gerakan  Menuju  Tatanan  Dunia  Internasional  Baru". 

Kebijakan  negara  sekuler  di  India  dinilai  kembali  oleh  Dhurorudin  Mashad.  Negara  se- 
kuler  ini  diartikan  bai  wa  negara  India  tidak  menjadi  negara  agama,  namun  mengakui  kebe- 
basan  beragama  di  mana  masing-masing  agama  bebas  melaksanakan  ajaran-ajarannya  un- 
tuk kepentingan  keteraturan  sosial  dan  moral  kemasyarakatan.  Dalam  pelaksanaan  sangat- 
lah  sulit,  sebab  dari  segi  hukum  hanya  sedikit  sekali  diberikan  patokan  untuk  memberlaku- 
kan  kebijakan  umum.  Diabstraksi  dari  hukum  dasar  (UUD)  dan  kebiasaan-kebiasaan 
hukum,  akibatnya  gagal  mengatasi  dinamika  dan  detail-detail  interaksi  agama-agama  di  In- 
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dia.  Maka  selama  46  tahun  sejarah  India,  penerapan  negara  sekuler  belum  terlaksana  seperti 
yang  dikonsepsikan  Nehru.  Persoalan  pelik  menyangkut  isu-isu  keagamaan  tetap  sering 
muncul  ke  permukaan,  yang  tak  jarang  mengancam  stabilitas  dan  demokrasi  di  India.  Dan 
itu  memperlihatkan  tidak  konsistennya  paham  negara  sekuler,  agar  tidak  memihak  satu 
agama  mana  pun. 

Pertemuan  para  pemimpin  APEC  ke-5  di  Seattle  yang  didahului  dengan  Periemuan 
SOM  tidak  mengeluarkan  suatu  putusan  konkret  tentang  bentuk,  struktur  dan  kelembagaan 
APEC.  Mereka  hanya  merumuskan  pandangan  yang  berupa  Pernyataan  Visi  Ekonomi 
(Economic  Vision  Statement),  yang  antara  lain  berupa  komitmen  untuk  mencipiakan  masa 
depan  yang  stabil  dan  makmur  bagi  rakyat  di  kawasan  Asia  Pasifik  dengan  memperkuat  lan- 
dasan  kerja  sama  ekonomi.  Ringkasan  peristiwa  yang  diberi  judul  "Membangun  Kerja 
Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik"  memuat  Pertemuan  APEC  yang  berlangsung  di  Seattle,  AS, 
pada  bulan  November  1993  dan  persiapan  Pertemuan  APEC  di  Indonesia  November  1994, 
yang  disusun  oleh  Tim  Departemen  Hubungan  Internasional. 


April  1994 


REDAKSI 


Pengkajian  Keamanan  di  ASEAN: 
Kecenderungan  dan  Arah* 

Herman  Joseph  S.  Kraft 


PERISTIWA-peristiwa  sangat  penting 
dan  perubahan-perubahan  cepat  yang 
terjadi  tiga  tahun  lalu,  telah  membu- 
ka  jalan  untuk  penyusunan  kembali  tatanan 
politik  global.  Berakhirnya  Perang  Dingin 
dan  hancurnya  Uni  Soviet  adalah  kejadian 
yang  paling  penting  dan  menyebabkan  trans- 
formasi  sistem  internasional.  Akan  tetapi, 
transformasi  ini  juga  mendatangkan  tan- 
tangan-tantangan  teoretis  baru  yang  me- 
nyangkut  bukan  hanya  tugas  pekerjaan  para 
akademikus,  yang  bagaimanapun  sewajar- 
nya  terlibat  dalam  pemecahannya,  melain- 
kan  juga  tugas  pekerjaan  lingkungan  elite 
politik.  Di  antara  tantangan-tantangan  teo- 
retis ini,  konsep  mengenai  keamanan  telah 
menjadi  salah  satu  perhatian  terpenting  se- 
sudah  masa  Perang  Dingin. 

Dari  awal  persaingan  yang  berpola  dua- 
kutub  antara  Amerika  Serikat  dan  Uni  So- 

*Diterjemahkan  oleh  Sunarto  nDaru  Mursito  dari 
Herman  Joseph  S.  Kraft,  "Security  Studies  in  ASEAN: 
Trends  and  Directions"  dalam  Konperensi  mengenai 
The  Future  of  Asia  Pacific  Security  Studies  and  Ex- 
change Activities  (Indonesia:  Hotel  Sanur  Beach  Bali, 
12-15  Desember  1993). 


Viet,  pengkajian-pengkajian  keamanan  ter- 
utama  bercorak  satu  dimensi  yang  pertama- 
tama  berpusat  pada  kekuatan  militer  dan 
penggunaannya  dalam  usaha  mencapai  tu- 
juan-tujuan  politis.  Pada  pokoknya  hal  ini 
merupakan  ciri  pengkajian-pengkajian  stra- 
tegi  yang  menjadi  sub-bidang  terkemuka 
dari  pengkajian  bidang  keamanan.^  Pengka- 
jian strategi  pada  umumnya  memperhatikan 
hubungan  antara  kekuatan  dan  penggunaan- 
nya dalam  politik  luar  negeri.  Secara  lebih 
khusus,  ia  pertama-tama  dikaitkan  dengan 
peperangan  dalam  berbagai  bentuknya,  poli- 
tik pertahanan  Amerika  Serikat,  dan  an- 
caman  nuklir.  Karena  cepatnya  gerak  peru- 
bahan  dalam  sistem  internasional,  maka 
orientasi  yang  sempit  ini  akan  membatasi  ke- 
mampuan  pengkajian-pengkajian  strategi 
hanya  untuk  mengatasi  perubahan  dimensi- 


Diskusi  bagus  mengenai  masalah  ini  dapat  ditemu- 
kan  dalam  Barry  Buzan,  People.  States  and  Fear:  The 
National  Security  Problem  in  International  Relations 
(Brighton,  Susex:  Wheatsheaf  Books,  Ltd.,  1983):  8. 
Lihat  juga  Joseph  S.  Nye,  Jr.,  "The  Contribution  of 
Strategic  Studies:  Future  Challenges,"  Adelphi  Paper 
235  (Sprihg  1989):  22-23. 
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dimensi  masalah  keamanan.  Kepentingan 
ekonomi  dan  anggaran  belanja  negara  --  se- 
perti  ada-tidaknya  daya  saing  perdagangan 
dan  masalah  proteksionisme,  defisit  ang- 
garan, dan  beban  hutang  nasional  --  sudah 
menjadi  bagian  depan  dari  debat-debat  poli- 
tik  mengenai  terancamnya  kesejahteraan 
bangsa-bangsa  dan  stabilitas  negara-negara. 
Isu-isu  baru  seperti  lingkungan  hidup,  ke- 
imigrasian,  narkotika  dan  AIDs  juga  telah 
mulai  memasuki  bidang  yang  dahulunya  ti- 
dak  disentuh  pengkajian  strategi.  Mengha- 
dapi  perkembangan-perkembangan  ini,  para 
ahli  maupun  pengkaji-pengkaji  bidang  ke- 
amanan diharuskan  menilai  kembali  konsep- 
tualisasi  bidang  pekerjaan  mereka.^ 

Perubahan-perubahan  yang  diakibatkan 
oleh  berakhirnya  Perang  Dingin  juga  telah 
berperan  menonjolkan  isu  dan  perkembang- 
an  baru  di  Asia  Tenggara  yang  mempenga- 
ruhi  perspektif  keamanan  negara-negara 
ASEAN.  Meskipun  demikian,  kebutuhan 
untuk  "memikirkan  kembali"  masalah  ke- 
amanan belumlah  mencapai  tingkat  mende- 

^Sckarang  ada  pcrkembangan  literatur  tentang  isu 
ini.  Lihat  Marie  M.  Lowcntha],  "National  Security  as  a 
Concept:  Does  It  Need  to  be  Redefined?"  CRS  Report 
for  Congress  (7  Januari  1993);  James  R.  Golden.  "Eco- 
nomics and  National  Strategy:  Convergence,  Global 
Networks,  and  Cooperative  Competition,"  The  IVas- 
hingion  Quarterly  (Summer  1993):  91-113;  AIpo  M. 
Ru,ii,  After  the  Cold  War:  Europe's  New  Political  Ar- 
chitecture (Hampshire.  U.K.:  MacMiilan  Press.  1993); 
Graham  Alli.wn  and  Gregory  Trcvcrlon,  cd.  Rethinkinft 
America's  Security:  Hcyond  Cold  War  to  New  World 
Order  (New  York  and  London:  W.W.  Norton  and  Co.. 
1992);  dan  Theodore  C.  .Sorcniwrn.  "Rethinking  Nn 
tional  Security,"  Foreign  A/fairs  (Summer  1990):  1-18. 
Akan  fctapi,  ad«  jufta  yang  mcngingnlknn  hnhwn  mnn 
perluas  lingkup  pengkajian  kcnmnnnn  dcngnn  mrmn- 
.<ukkan  hal  hal  baru  "akan  mcrutak  kohcrrn^i  inlclck- 
tual.  dan  mcmbuatnya  leWh  «ukar  memikirkan  prmr- 
cahan  bagi  masalah  pcniing  apa  pun  "  I  ihat  Stephen 
Wall.  "The  Rcnaiwancc  of  ,S<«curilv  Siudic:."  Interna 
lional  Studies  Quarterly       no.  2  ( Juni  1991):  213. 


sak  sebagaimana  di  negara-negara  Eropa 
dan  Amerika  Utara.  Seperti  halnya  dengan 
kebanyakan  negara  yang  sedang  berkem- 
bang  dan  kurang  berkembang,  maka  masa- 
lah keamanan  di  aniara  negara-negara 
ASEAN  selalu  menjadi  fenomena  dengan 
banyak  aspek  yang  ditandai  oleh  saling  ke- 
lergantungan  yang  kompleks  aniara  hal-hal 
dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Sebagaimana 
ditunjukkan  oleh  seorang  analis,  bahwa  hal 
ini: 

"...  tercermin  daiam  keadaan  sosial  dan  ekonomi 
kebanyakan  negara  berkembang  yang  mudah  ler- 
ganggu,  yang  diperburuk  oleh  kenyataan  bahwa  ba- 
nyak negara  berkembang  sedang  mengalami  krisis 
identitas  dan  masalah  legitimasi  politis  dan  historis. 
Sementara  di  negara-negara  maju  konsep  negara- 
bangsa  mungkin  telah  berganti,  maka  di  negara- 
negara  berkembang  kedudukan  entitas  politik  cntah 
itu  bangsa  atau  negara  paling-paling  belum  mantap 
dan  tak  menentu.  Patut  dikemukakan  bahwa  di  ke- 
banyakan negara  berkembang  keterkaiian  antara 
berbagai  komponen  stabilitas  nasional  terbukti  ber- 
peran lebih  penting  dalam  memburuk  atau  mem- 
baiknya  keamanan.  Dalam  hal  sejarah  politik.  kom- 
posisi  sosial  dan  kenyataan  ekonomi.  ada  kaitan 
yang  kuat  antara  berbagai  fakior  dalam  negeri  dan 
luar  negeri  untuk  terbinanya  keamanan.  .AkibatnN-a 
adalah  sangat  memperumit  pekerjaan  para  cUtc  pc- 
nguasa  dalam  mencoba  mengelola  keamanan  (pada 
semua  tingkat)  sambil  sekaligus  mcngupa>-»kan  icr- 
capainya  tujuan  pembangunan  dan  maniapnv-a  kchi- 
dupan  bernegara."' 

Kcndatipun  analisis  konvcnsional  mc- 
mandang  apa  yang  dicapai  dalam  pycmba- 
ngiinan  bang.sa  dan  negara  .scba^ai  sudah  re- 
latif  tinggi.  namini  negara-negara  .-VSEAN 
pcrcaya  bahwa  pembangunan  ini  bcrlang- 
siing  icrus  dalam  era  pasca  Perang  I>ingin. 
Sekalipim  demikian.  pengkajian  keamanan 
di  ASEAN  harus  mcngkaji  pcruhahan-pcru- 

'Vcrid  S«>igh.  "Confronting  the  I990»:  Security  In 
the  rvvcloping  Counirie*."  A<Mphi  r*aper  251  (.Sum- 
mer 1990):  3. 
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bahan  dalam  lingkup  kawasan  yang  diaki- 
batkan  oleh  berakhirnya  Perang  Dingin,  dan 
harus  menganalisis  dampaknya  bagi  per- 
spektif  keamanan  masing-masing  negara 
ASEAN  dan  stabilitas  kawasan  secara  kese- 
luruhan.  Makalah  ini  mengulas  bagaimana 
pengkajian  keamanan  di  ASEAN  disesuai- 
kan  dengan .  perkembangan-perkembangan 
di  kawasan  menyusul  berakhirnya  Perang 
Dingin.  Di  dalamnya  dibahas  keadaan  peng- 
kajian keamanan  setelah  kehancuran  struk- 
tur  dua-kutub  yang  menguasai  politik  inter- 
nasional  hampir  sepanjang  masa  sesudah  Pe- 
rang Dunia  II.  Akan  tetapi,  pembahasan  ini 
dibatasi  oleh  tiga  hal. 

Pertama,  kumpulan  karangan  mengenai 
keamanan  Asia  Tenggara  dan  khususnya  ke- 
amanan ASEAN  adalah  luas.  Namun  ka- 
rangan yang  justru  berarti  adalah  kajian- 
kajian  yang  dibuat  oleh  para  ahli  dan  anali- 
sis  yang  berasal  dari  luar  kawasan.  Secara 
bersama-sama,  karya  dari  para  ahli  ini  mem- 
beri  sumbangan  besar  untuk  pengembangan 
pengkajian  keamanan  di  kawasan.  Akan  te- 
tapi, karangan  mereka  lebih  bersifat  indi- 
katif  tentang  apa  yang  secara  historis  lebih 
merupakan  upaya-upaya  keamanan  negara- 
negara  di  luar  kawasan  daripada  apa  yang 
dipikirkan  negara-negara  Asia  Tenggara 
(dan  ASEAN)  sendiri  tentang  upaya  ke- 
amanan mereka.  Berkenaan  dengan  yang  ke- 
dualah  makalah  ini  ingin  meneliti,  yakni 
upaya  keamanan  dari  negara-negara 
ASEAN  sebagaimana  ditunjukkan  dalam 
kecenderungan  dan  arah  pengkajian-peng- 
kajian  keamanan  di  negara-negara  ASEAN. 
Makalah  ini  melihat  ulasan-ulasan  yang  di- 
ajukan  oleh  ahli-ahli  dan  lembaga-lembaga 
ASEAN  mengenai  hal-hal  yang  dipikirkan 
akan  mengganggu  keamanan  negara-negara 
ASEAN. 

Kedua,  makalah  ini  menghadapi  kendala 


berkenaan  dengan  bahasa.  Kebanyakan  ka- 
rangan yang  mengkaji  keamanan  di  ASEAN 
ditulis  dalam  bahasa  Inggris  dan  kebanyak- 
an seminarnya  pun  dilaksanakan  dalam  ba- 
hasa Inggris.  Akan  tetapi,  ada  sejumlah  pe- 
nelitian  yang  agak  banyak  di  Indonesia  dan 
Thailand  yang  ditulis  dalam  bahasa  dan  tu- 
hsan  (khusus  Thailand)  mereka  masing- 
masing.  Hal-hal  ini  tidak  termuat  dalam  ma- 
kalah ini. 

Ketiga,  karena  kekurangan  data  maka 
Brunei  Darussalam  tidak  dimasukkan  dalam 
pengkajian  ini.  Pengkajian  bidang  keaman- 
an di  Brunei  masih  dalam  tahap  awal  per- 
kembangan.  Meskipun  usaha-usaha  untuk 
mendirikan  suatu  lembaga  Pengkajian  Poli- 
tik dan  Strategi  telah  dilakukan  sejak  tahun 
1989,  namun  belum  dihasilkan  sesuatu  pun 
yang  konkret.  Menteri  Luar  Negerilah  yang 
berperan  aktif  bertukar  pikiran  mengenai 
keamanan  di  kawasan.  Oleh  karena  itu,  sa- 
ngat  sedikit  saja  terbitan  penehtian  yang 
memberitahukan  perkembangan  pengkajian 
keamanan  di  Brunei. 


Lingkup  Pengkajian  Keamanan  di 
ASEAN 

Stephen  Walt  pernah  sekali  menulis  bah- 
wa  "usaha  apa  pun  untuk  menyebut  persis- 
nya  lingkup  dari  pengkajian  keamanan  ada- 
lah sesuatu  yang  sewenang-wenang"  Ling- 
kup itu  tentunya  berhubungan  dengan  per- 
sepsi-persepsi  tentang  "nilai-nilai  pokok" 
apa  yang  ingin  dilindungi  atau  diamankan 
oleh  negara  yang  bersangkutan.  Dasar-dasar 
rasional  untuk  keamanan  ASEAN  ditentu- 
kan  oleh  tuntutan-tuntutan  keadaan  pasca 
penjajahan  demi  pembangunan  negara- 
bangsa  di  negara-negara  yang  sedang  ber- 

''Walt,  op.  cit.,  212. 
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kembang.  Tuntutan  ini  dipengaruhi  oleh 
nuansa  historis  yang  menghasilkan  definisi 
ancaman,  dan  penentuan  kebijakan  keaman- 
an  merupakan  wewenang  pemegang  kekua- 
saan.  Dan  karena  itu,  menjadikan  "keaman- 
an"  secara  subyektif  didasarkan  pada  per- 
sepsi-persepsi  dari  para  pengambil  keputus- 
an  negara.  Tantangan  apa  pun  terhadap  oto- 
ritas  politik  elite  penguasa  dan  kebijakan- 
kebijakan  demi  tujuan  pembangunan  nega- 
ra-bangsa,  dipandang  sebagai  ancaman  pada 
keamanan  negara.  Sifat  relatifnya  keaman- 
an  di  antara  negara-negara  sedang  berkem- 
bang  seringkali  membangkitkan  tantangan- 
tantangan  bagi  pihak-pihak  di  luar  lingkaran 
kekuasaan.  Tantangan-tantangan  ini  biasa- 
nya  adalah  akibat  perbedaan  etnis  dan/atau 
ideoiogis,  dan  demi  legitimasi  rezim.^  Tan- 
tangan-tantangan domestik  ini  menjelaskan 
pentingnya  ancaman  dalam  negeri  bagi  ke- 
amanan nasionaJ  di  negara-negara  berkem- 
bang,  dan  merupakan  faktor-faktor  yang 
membuat  negara  menjadi  lebih  rawan  terha- 
dap campur  tangan  luar  dan  peka  pada  an- 
caman yang  terang-terangan  dari  luar  negeri. 

Dalam  konteks  ini  negara-negara 
ASEAN  telah  mendefinisikan  keamanan  se- 
cara komprehensif  yang  mencakup  lebih  da- 
ripada  melulu  masalah  militer  atau  perta- 
hanan.  Konsep  keamanan  komprehensif  ini 
memandang  politik,  ekonomi,  dan  kesejah- 
teraan  sosial  masyarakat  dan  negara  sebagai 
scgi-scgi  keamanan  yang  sama  pentingnya. 
Secara  kon.scptual  ini  dibcrlakukan  baik 
pada  tingkat  dalam  negeri  maupun  inicrna- 
sional. 

Keamanan  komprehensif  secara  rcsnii  di- 
pcgang  tcguh  olch  Indonesia.  Mnlnysin.  clan 

'Disku<i  bcrikul  diangkat  dari  iuli«an  Mulhiah  Ala- 
gappa.  The  Nalinnal  Set  i/riiy  of  Drvdrtping  Stntci: 
Lexxnns /mm  Thai/and  {{"kivcT .  Ma««achuM!ll«:  Auburn 
House  Publishing  Co..  1987);  5-14. 


Singapura  sebagai  doktrin  keamanannya. 
Doktrin  kefahanan  nasional  Indonesia  seca- 
ra resmi  diakui  pada  tahun  1973.  Mantan 
Menteri  Luar  Negeri  Mochtar  Kusumaat- 
madja  menunjukkan  penekanan  keamanan 
komprehensif  di  dalam  negeri  dengan  argu- 
mennya  bahwa  ketahanan  nasional  secara 
paling  baik  ditingkatkan  "melalui  pemba- 
ngunan masyarakat  dalam  arti  ekonomi,  po- 
litik, sosial,  dan  budaya".^  Bersamaan  de- 
ngan konsep  mengenai  ketahanan  kawasan, 
maka  ketahanan  nasional  juga  secara  resmi 
telah  diakui  oleh  ASEAN  sebagai  kerangka 
uniuk  keamanan  kawasan.  Sebagaimana  di- 
kemukakan  oleh  Jusuf  Wanandi,  kerangka 
ini  berpandangan  bahwa  "jika  masing-ma- 
sing  negara  anggota  (ASEAN)  dapat  melak- 
sanakan  seluruh  pembangunan  nasionalnya 
dan  mengatasi  ancaman-ancaman  dalam 
negeri,  maka  otomatis  akan  dihasilkan  keta- 
hanan kawasan  sama  seperti  sebuah  mata- 
rantai  mendapatkan  seluruh  kekuaiannya 
dari  kekuatan  masing-masing  matarantai".' 

Konsep  Singapura  tentang  penahanan 
menyeluruh  berasal  dari  falsafah  pasca  ke- 
merdekaannya  yang  menekankan  identiias 
nasional,  kesatuan  internal,  dan  pemba- 
ngunan ekonomi.  Sementara  konsep  .Malay- 
sia sendiri  tentang  keamanan  komprehensif 
berasal  dari  upaya-upaya  politik  umum  yang 
digunakan  selama  Masa  Darurai  tahun  1948- 
I960.    Filipina  tidak  mcrumuskan  doktrin 

*Mochinr  Kusiiina  Aiinadja.  '".Stimc  ThoughiJi  on 
A.Si-.AN  .Sccuriiy  C\H>j>craiion;  An  Indono-ian'i  Per- 
.'spcciivc."  Minixiry  of  Foreign  Affairs,  Indonfsic  Oen 
Kerjaxama  Keamanan  Regional  {i».V»x\»:  \  *>. 

luMif  Wanandi.  "A.SI  AN  IVt\pofti\T*  <mi  Intrma- 
(ional  Sccuriiy;  An  Indonesian  Vio»,"  dalam  Donald 
Mush  NkMillcn,  cd  Ax^an  f\<rTpeai\'es  on  tntema- 
(innaf  Sn-unfv  (No*  York:  S».  Martin'*  f*re%%,  1984); 
41 

'Miilhiah  .Ma^appa.  "i  ompfchm«.i\c  Scc\in(y:  In- 
terprttation«  in  ASI  AN  Counirw*,"  dalam  Roben  A 
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keamanan  nasional,  namun  ada  rumusan 
yang  jelas  tentang  gagasan  bahwa  keamanan 
negara  dapat  dijamin  paling  baik  dengan 
"mengusahakan  tingkat  dan  langkah  pem- 
bangunan  ekonomi  yang  diinginkan  di  satu 
pihak,  dan  ketertiban  umum  pada  tingkat 
nasional  dan  lokal  di  lain  pihak. Pandang- 
an  Thailand  tentang  keamanan  bervariasi  se- 
suai  dengan  perhatian  khusus  masing-ma- 
sing  rezim.  Meskipun  demikian,  ada  kesa- 
maan  bidang  yang  memperlihatkan  keingin- 
annya  pada  perspektif  keamanan  yang  multi- 
dimensi  (yang  menekankan  segi  politik,  eko- 
nomi, psiko-sosial,  dan  militer)  lebih  daripa- 
da  secara  sempit  dibatasi  pada  bidang  mill- 
ter.^0 

Mendefinisikan  keamanan  secara  kom- 
prehensif  untuk  menjawab  tuntutan  memba- 
ngun  bangsa  dan  negara  mempunyai  penga- 
ruh  yang  berarti  bagi  perkembangan  peng- 
kajian  keamanan  di  ASEAN.  Pertama, 
pengkajian  keamanan  di  ASEAN  pada 
umumnya  berorientasi  pada  kebijakan. 
Amat  sedikit  dibutuhkan  dan  karena  itu 
sangat  sedikit  dilakukan  usaha  membangun 
teori  atau  pengkajian  konseptual  tentang  ke- 
amanan di  ASEAN. Demikianlah  adanya, 
meskipun  ternyata  bidang  pengkajian  ke- 
amanan di  ASEAN  sekarang  telah  meluas 


Scalapino,  et.al.,  ed.  Asian  Security  Issues:  Regional 
and  Global  (Berkeley:  Institute  of  East  Asian  Studies, 
1988):  50. 

'Fidel  V.  Ramos,  "Nation  Building  and  National 
Security,"  pidato  pada  hari  jadi  ke-81  Philippine  Col- 
umbian Association,  Plaza  Dilao,  Paco,  Manila,  11  De- 
sember  1988. 

'"Alagappa.  The  National  Security  of  Developing 
States,  op.  cit.,  38-39. 

"Muthiah  Alagappa  barangkali  pantas  mendapat 
perhatian  di  antara  ahli-ahli  keamanan  ASEAN  karena 
sumbangannya  pada  pembangunan  teori  dan  model  dan 
konseptualisasi  dalam  bidang  keamanan. 


hingga  mencakup  kalangan  akademikus  se- 
bagai  penyumbang  penting  dalam  pemba- 
hasannya.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  se- 
orang  pakar  yang  sudah  jauh  terlibat  dalam 
pengkajian  keamanan  di  kawasan:  "Peng- 
kajian strategi  Asia  Tenggara  ....  sampai 
suatu  tingkat  yang  berarti,  bukanlah  karya 
filsafati,  metodologis,  teratur,  atau  mem- 
punyai misi.  Pengkajian  ini  pertama-tama 
lebih  merupakan  pengakuan  akan  kenyataan 
yang  ada,  bukan  dalam  istilah-istilah  menge- 
nai  bagaimana  situasi  khusus  seharusnya, 
melainkan  sebagai  gantinya,  apakah  situasi 
yang  sebenarnya".'^  Adanya  ancaman  yang 
jelas  bagi  negara,  seperti  kaum  pemberontak 
Komunis  yang  berusaha  menggulingkan  pe- 
merintahan,  menuntut  ditetapkannya  kebi- 
jakan yang  tegas.  Hal  ini  misalnya  tidak 
sama  dengan  masalah  ancaman  nuklir  dari 
Uni  Soviet  yang  ditujukan  ke  Amerika  Seri- 
kat,  atau  sebaliknya.  Meskipun  tidak  kurang 
rielnya  suatu  ancaman,  seperti  pemberon- 
takan  itu,  namun  ancaman  serangan  nuklir 
tidaklah  langsung  dan  karena  itu  mendorong 
adanya  pemikiran  teoretis  dan  konseptual. 

Kedua,  orientasi  pembangunan  negara- 
bangsa  telah  mengarahkan  perhatian,  ken- 
datipun  tidak  secara  eksklusif,  pada  an- 
caman dari  dalam  negeri  terhadap  kelesta- 
rian  negara.  Hal  ini  berlawanan  dengan  ke- 
cenderungan  pengkajian  keamanan  di  Ame- 
rika Serikat  dan  Eropa  yang  menekankan 
keamanan  internasional.  Isu  keamanan  in- 
ternasional  telah  dipandang  penting  oleh  ne- 
gara-negara  ASEAN.  Khususnya  Singapura 
telah  menyesuaikan  kegiatan  politiknya  de- 

'^Sandhu,  op.  cit.,  29. 

'^Joseph  S.  Nye,  Jr.,  "The  Contribution  of  Strate- 
gic Studies:  Future  Challenges,"  Adelphi  Paper  215 
(Spring  1989):  22-23;  dan  Neta  C.  Crawford,  "Once 
and  Future  Security  Studies,"  Security  Studies  1,  no.  2 
(Winter  1991):  285. 
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ngan  persaingan  Perang  Dingin  antara  Ame- 
rika  Serikat  dan  Uni  Soviet.''*  Akan  tetapi, 
Asia  Tenggara  pada  dasarnya  merupakan 
suatu  "kawasan  pergolakan"  daiam  empat 
puluh  tahun  terakhir,  di  mana  "hampir  lima 
puluh  pemberontakan,  baik  Komunis  mau- 
pun  separatis,  ...  terjadi  atau  sedang  berke- 
camuk  karena  berbagai  sebab  atau  peristiwa 
dan  untuk  bermacam-macam  tujuan  dan  ke- 
pentingan".'"  Berakhirnya  Perang  Dingin 
sekarang  mungkin  memaksa  negara-negara 
ASEAN  untuk  lebih  serius  memikirkan 
implikasi-implikasi  dari  adanya  lingkungan 
keamanan  internasional  yang  tak  menentu. 

Lingkungan  Keamanan  di  ASEAN 
Pasca  Perang  Dingin 

Berakhirnya  Perang  Dingin  ditandai  de- 
ngan  restrukturisasi  lingkungan  keamanan 
di  Asia  Tenggara.  Meskipun  dampaknya 
atas  kawasan  kurang  menunjukkan  proporsi 
dramatis  dibanding  perubahan-perubahan 
yang  dihasilkannya  di  Eropa  dan  dalam  hu- 


'^Sangat  banyak  publikasi  diterbitkan  oleh  ahli-ahli 
Singapura  mcngcnai  Uni  Soviet  dan  hubungannya  de- 
ngan  kawasan  Asia-Pasifik.  Lihat  Lau  Teik  Soon  dan 
BilvecT  Singh,  ed..  The  Soviet  Union  in  the  Asia-Pacific 
Region  (Singapura:  Hcincmann  Asia  for  the  Singapore 
Institute  of  International  Affairs,  1989);  Derek  da 
Cunha,  Soviet  Naval  Power  in  the  Pacific  (Singapore: 
Lynnc  Reiner  for  Injitituie  of  Southeast  Asian  Studies. 
1990);  dan  Derek  da  Cunha.  "Major  Asian  Powers  and 
the  Development  of  the  Singaporean  and  Mnlnysinn 
Armed  Forces."  Contemporary  SoulhvaM  Asia  13.  no. 
I  (Juni  1991):  61-63. 

"Chai-Anan  Samudavanija  dan  Sukhumband 
Paribaira.  " r>cvelopmenl  for  Security.  Security  for 
Development:  Prospects  for  Durable  .Stability  in  Stiulh- 
eiwt  A<ia."  daiam  Ku<:»ma  Snitwonft«r  dan  Sukhum- 
band Paribatra,  cd..  Hurahlr  Stnhilitv  in  S<}uthenM  Atia 
(Singapura  Institute  for  SoiiihcaM  Amah  .Studies, 
1997):  3. 


bungan  aniar  adidaya,  namun  kehancuran 
struktur  Perang  Dingin  lelah  membawa  ma- 
salah-masaiah  baru  dan  menonjolkan  isu-isu 
yang  sebelumnya  lak  dihiraukan  yang  seka- 
rang secara  langsung  mengganggu  kepen- 
tingan  keamanan  negara-negara  ASEAN. 
Semeniara  perhaiian  sehubungan  dengan 
pembangunan  bangsa  dan  negara  menyebab- 
kan  negara-negara  ASEAN  menguiamakan 
stabilitas  politik  dalam  negeri,  maka  seka- 
rang lebih  banyak  perhatian  diberikan  pada 
stabilitas  kawasan. 

Berakhirnya  persaingan  dua  adidaya  pa- 
da mulanya  dipikirkan  merupakan  tanda  da- 
tangnya  lingkungan  keamanan  yang  lebih 
baik  di  kawasan.  Bahaya  global  perang 
nuklir  berkurang  dengan  semakin  menyurui- 
nya  persaingan  antara  Amerika  Serikat  dan 
Uni  Soviet.  Di  samping  itu,  normalisasi  hu- 
bungan  Cina-Soviet  yang  menyusul  membu- 
ka  jalan  bagi  era  kerja  sama  negara-negara 
besar  yang  secara  dramatis  mempengaruhi 
stabilitas  kawasan.  Hal  ini  secara  langsung 
terbukti  di  Asia  Tenggara  dengan  dicapainya 
kesepakatan  oleh  anggota-anggota  tetap 
Dewan  Keamanan  PBB  dalam  bulan  .Agus- 
tus  1990  yang  menyetujui  suatu  kerangka 
komprehensif  penyelesaian  konflik  Kam- 
boja. 

Membaiknya  hubungan  negara-negara 
besar  juga  tclah  mempengaruhi  hubungan 
negara-negara  ASEAN  dengan  Uni  Soviet 
dan  Rcpublik  Rakyat  Cina.  Kunjungan  bcr- 
scjarah  dilakiikan  oleh  Presidcn  .Socharto 
dari  Indonesia  dan  Perdana  Mcntcri  Loo 
Kuati  Vcw  dari  Sitigapura  kc  Moskow.  ma- 
.sing-niasiiig  pada  tahun  1989  dan  1990,  di- 
ikuli  oleh  dipcrluasnya  undangan  bagi  Uni 
Soviet  oleh  ASI-AN  uyituk  inciighadiri  pcm- 
bukaan  Pcrtctnuan  MciKcri-mcnicri  ASIiAN 
dalam  bulan  .luli  1991.  Ihibungan  diploma- 
lik  dipulihkati  lagi  aniara  Jakarta  dan  l^- 
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jing  dalam  bulan  Agustus  1990  setelah  me- 
ngalami  kekosongan  selama  duapuluhtiga 
taliun.  Peresmian  hubungan  diplomatik  an- 
tara  Singapura  dan  Beijing  menyusul  pada 
bulan  Oktober  dalam  tahun  yang  sama. 

Akan  tetapi,  era  kehendak  baik  (era  of 
goodwill)  ini  tidak  berlangsung  lama,  ketika 
tatanan  global  yang  berciri  dua  kutub  mem- 
buka  jalan  bagi  suatu  struktur  banyak  kutub 
yang  kompleks  berisikan  ketidakpastian. 
Bagi  negara-negara  ASEAN,  ketidakpastian 
ini  berkisar  pada  empat  masalah  penting 
yang  berkaitan:  (1)  pengurangan  kehadiran 
militer  AS  di  kawasan;  (2)  munculnya  pe- 
ranan  kekuatan-kekuatan  regional;  (3)  per- 
selisihan-perselisihan  teritorial  yang  tak  ter- 
pecahkan  di  Asia  Tenggara;  dan  (4)  kete- 
gangan-ketegangan  yang  berhubungan  de- 
ngan  perdagangan. 

Penarikan  kekuatan  AS  dari  pangkalan- 
pangkalannya  di  Filipina  dan  besarnya  pe- 
motongan  anggaran  pertahanannya  telah 
menimbulkan  pertanyaan  tentang  kemam- 
puan  AS  untuk  melaksanakan  perannya  se- 
bagai  kekuatan  pengimbang,  perantara  yang 
jujur,  dan  akhirnya  penjamin  stabilitas  di 
kawasan  Asia-Pasifik.^^  Dengan  hilangnya 
ancaman  militer  yang  pasti  bagi  kepentingan 
AS,  maka  aturan-aturan  yang  mempersya- 
ratkan  dapat  digunakannya  kekuatan  militer 
AS  menjadi  tidak  jelas.  Bagi  negara-negara 
ASEAN  masalah  yang  utama  adalah  kese- 
diaan  para  pemimpin  politik  AS  untuk 
menggunakan  kekuatan  militernya  dalam 
konflik  regional  yang  melibatkan  satu  atau 
lebih  negara  sekutunya  di  kawasan.'^  Ting- 

'*Lihat  Departemen  Pertahanan  AS,  "A  Strategic . 
Framework  for  the  Asian-Pacific  Rim."  Suatu  laporan 
untuk  Congress  yang  disiapkan  oleh  Office  of  Assistant 
Secretary  of  Defense  for  International  Security  Affairs, 
1992. 

Zakaria  Haji  Ahmad,  "Images  of  American 
Power:  Perspectives  from  Southeast  Asia,"  makalah 


kat  ketidakpastian  berbeda  di  antara  negara- 
negara  ASEAN,  dengan  Filipina  jelas  yang 
paling  terpengaruh  oleh  masalah  ini.  Dasa- 
warsa-dasawarsa  ketergantungan  pada  du- 
kungan  militer  AS  telah  membuat  angkatan 
bersenjata  Filipina  dalam  posisi  sulit  untuk 
mengambil  alih  tugas-tugas  pertahanan  luar 
negeri  yang  di  masa  lalu  dilakukan  kekuatan 
AS.  Lebih  lanjut,  jaminan  dukungan  militer 
yang  diberikan  dalam  Persetujuan  Pertahan- 
an Timbal  Balik  sekarang  muiai  tak  berarti 
setelah  kekuatan  AS  meninggalkan  Filipi- 
na. 

Meskipun  demikian,  negara-negara 
ASEAN  yang  lain  lebih  memprihatinkan 
akibat-akibat  pada  stabilitas  negara  tepian 
Pasifik  Barat  dari  penarikan  seluruh  kekuat- 
an AS  di  kawasan.  Hal  ini  khususnya  sangat 
berarti  berkaitan  dengan  ambisi-ambisi  ke- 
kuatan Asia  yang  tumbuh  pesat.  Perspektif 
setiap  negara  berbeda-beda,  tetapi  pada 
umumnya  Cina,  India  dan  Jepang  dipan- 
dang  menjadi  ancaman  potensial  yang  besar 
bagi  stabilitas  kawasan. 


UPSK  (Strategic  and  Security  Studies  Programme, 
University  Kebangsaan  Malaysia,  1991):  23. 

'^Lihat  "Facing  the  Future:  A  Philippine  Agenda 
for  Philippine- American  Relations,"  Solidarity  (Special 
Issue),  nos.  137-138  (Januari-Juni  1993):  19-46  dan 
61-69;  Carolina  G.  Hernandez,  "The  Philippines: 
Preparing  for  Aftermath  of  the  Phaseout,"  dalam 
Viberto  Selochan,  ed.  Security  in  the  Asia-Pacific  Re- 
gion: The  Challenge  of  a  Changing  Environment  (Can- 
berra: Australian  Defence  Studies  Centre,  1993): 
107-1 19;  dan  Herman  Joseph  S.  Kraft,  "After  the  Bases 
are  Gone:  A  Philippine  Perspective  on  the  Future  of 
Philippine- US  Security  Relations,"  Pacific  Forum/ 
CSIS  Policy  Report  Series  (Mei  1993). 

"Lihat  Chandran  Jeshurun,  ed.  China,  India, 
Japan  and  the  Security  of  Southeast  Asia  (Singapura: 
Institute  for  Southeast  Asian  Studies,  1993);  Hasnan 
Habib,  "ASEAN  and  Regional  Security,"  Ministry  of 
Foreign  Affairs,  Indonesia  dan  Kerjasama  Keamanan 
Regional  (Jakarta:  1993):  28-29;  Sukhumband  Pariba- 
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Keprihatinan  sehubungan  dengan  peran- 
an  AS  yang  tak  meneniu  dalam  keamanan 
kawasan,  dan  munculnya  Cina,  India  dan 
Jepang  sebagai  potensi  kekuatan-kekuatan 
hegemonis  telah  mendorong  negara-negara 
ASEAN  untuk  mengambil  langkah  mening- 
katkan  kesiapan  militer  mereka,  suatu  pro- 
ses yang  dapat  menyebabkan  merebaknya 
perlombaan  senjata  di  kawasan.  Kebijakan 
pengembangan  senjata  dan  modernisasi  mi- 
liter di  antara  negara-negara  ASEAN  seka- 
rang  telah  dilihat  seolah-olah  menunjukkan 
lahirnya  perlombaan  persenjataan  di  Asia 
Tenggara.'°  Apakah  perlengkapan  ASEAN 
merupakan  lahirnya  perlombaan  senjata 
atau  hanya  tanggapan  pada  kebutuhan 
jangka  panjang  yang  sudah  semestinya, 
bagaimanapun  menimbulkan  pertanyaan 
terhadap  siapakah  persenjataan  ini  dituju- 
kan.  Hal  ini  menjadi  makin  penting  ketika 
muncul  perselisihan  antar  negara  sekawasan. 

Selama  masa  Perang  Dingin,  menguat- 
nya  hubungan-hubungan  antar  negara 
ASEAN  dalam  Konperensi  Puncak  di  Bali 
pada  tahun  1976  dan  persatuan  yang  dise- 
babkan  oleh  pendirian  bersama  ASEAN 
menghadapi  konflik  Kamboja,  berakibat 
klaim-klaim  tentorial  tumpang-tindih  yang 
melibatkan  negara-negara  ASEAN  sangat 
mengendap  di  bawah  permukaan.  Akan 

tra.  "Alia- Pacific  Regional  Security  Issues,"  dalam 
Rohanna  Mahmood  dan  Rustam  A.  Sani,  cd.  Con- 
fidence Building  and  Conflict  Reduction  in  the  Pacific 
(Kuala  Lumpur:  Instiiutc  for  Siraicgic  and  Inicrna- 
tional  Studies.  1993):  36  dan  40;  Abdul  Ra/^k  Abdullah 
Baginda.  "The  Changing  Siraicgic  Environment  of  the 
A5i*-Pacinc  Region:  A  Malaysian  Pcrspcalvc.'*  dalam 
Sclochan.  op.  cil..  7g-R6;  dan  Julius  C.  Pnrrcnas. 
"China  and  Japan  in  ASfiAN's  Strategic  F'crccpliims." 
Contemporary  Southeast  Asia  12,  no.  3  (r>c»cml>cr 
1990):  1 9a- 224. 

*^lve«r  Singh.  "ASEAr>r$  Arms  Procurements: 
Challenge  of  (he  Security  I.>ilemma  in  the  Post-Cold 
War  Era.'"  Comparative  Strategv  12  (1993):  199-223. 


teiapi,  masalah-masalah  ini  tak  terhindari 
muncul  kembali  ketika  isu-isu  geo-strategis 
era  Perang  Dingin  berkurang  arti  peniingnya 
dan  pudarlah  konflik  Kamboja  sebagai  suatu 
ancaman  dalam  kesadaran  pembuat  poliiik 
ASEAN.  Yang  terkemuka  di  antara  masa- 
lah-masalah tentorial  ini  adalah  bersaingnya 
klaim-klaim  pemilikan  pulau-pulau  di  dan 
landas  kontinen  dari  Laut  Cina  Selatan.  Ini 
melibatkan  Brunei,  Cina,  Malaysia,  Filipi- 
na,  Taiwan  dan  Vietnam.  Peningkatan  mili- 
terisasi  daerah  itu  dan  sikap  Cina  yang  tanpa 
kompromi  atas  masalah  kedaulatan  telah 
menciptakan  suatu  situasi  yang  mengkhawa- 
tirkan  sebagai  berpotensi  menjadi  konflik 
bersenjata.  Masalah  lain  meliputi  perselisih- 
an mengenai  Sabah  antara  Malaysia  dan  Fi- 
lipina,  mengenai  Pedra  Branca  (Pulau  Batu 
Puti)  antara  Malaysia  dan  Singapura,  me- 
ngenai Sipadan/Ligitan  antara  Malaysia  dan 
Indonesia,  mengenai  Limbang  antara  Malay- 
sia dan  Brunei,  dan  sejumlah  klaim  tum- 
pang-tindih mengenai  landas  kontinen  dan 
zona  ekonomi  eksklusif  di  Asia  Tenggara. 

Bahkan  tatkala  konfrontasi  militer  glo- 
bal antar  negara  adidaya  berlangsung  sebe- 
lum  terjadinya  perselisihan  antar  kawasan, 
timbulnya  isu-isu  pertentangan  dagang  pada 
tahun  1980-an  telah  makin  mencuatkan  ma- 
salah ekonomi  dalam  hubungan  intcrna.<;io 
nal.  Ironisnya,  Amcrika  Serikailah  yang 
bcrada  pada  pusal  pcrma.salahan-pcrmasa- 
lahan  ini.  Mcnyurutnya  arti  ancaman  Soviet 
tclah  mcnggcscr  foku.s  poIiiik  luar  ncgeri  AS 
tertuju  pada  hasil-ha.sil  domcstik  akibat  kc- 
dudukannya  yang  makin  berkurang  dalam 
.sistcm  ekonomi  inlernasionai.  Sikap  r>cme- 
rintah  Amcrika  Serikat  sckarang  yang  mcng* 
utnmnkan  pada  pcrmnsnlahan  Kosial  dan 
ekonomi  dalam  ncgeri,  mcnibuatnya  bcrten- 
(angan  dengan  sckutu-sekutu  Asianya.  Se- 
mentara  kcbijakan-kebijakan  AS  pertama- 
(ama  dilujukan  untuk  mcngurangi  dcfisit 
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perdagangannya  dengan  Jepang,  hal  demi- 
kian  ini  juga  diterapkan  dalam  hubungan- 
nya  dengan  negara-negara  Asia  Timur  lain- 
nya,  termasuk  negara-negara  ASEAN.  Se- 
bagai  akibatnya,  perbedaan-perbedaan  per- 
sepsi  mengenai  praktek-praktek  dagang 
yang  dapat  diterima  dan  keprihatinan-kepri- 
hatinan  atas  proteksionisme  sekarang  telah 
menggantikan  ketakutan  akan  konflik  antar 
negara  besar  sebagai  ancaman  utama  bagi 
stabilitas  kawasan. 

Meskipun  ada  peningkatan  yang  nyata 
dalam  memandang  penting  politik  luar  nege- 
ri  dan  hubungan  internasional,  namun  per- 
hatian  utama  negara-negara  ASEAN  tetap- 
lah  terhadap  stabilitas  dalam  negeri.  Sung- 
guh  telah  ada  banyak  kemajuan,  ketika  an- 
caman pemberontakan  Komunis  hampir  se- 
penuhnya  menghilang  di  ASEAN. Hanya 
Filipina  masih  menghadapi  kegiatan  pembe- 
rontakan Komunis,  tetapi  gerakannya  ter- 
hambat  oleh  perbedaan  ideologis  yang  terpe- 
cah-pecah.'^^  Sebenarnya  para  pengkaji  ke- 
amanan  di  Filipina  telah  mulai  mengutama- 
kan  keamanan  melampaui  masalah  pembe- 
rontakan.^^ Sekalipun  demikian,  tantangan- 
tantangan  dalam  negeri  masih  tetap  hal  yang 
utama  bagi  negara-negara  ASEAN. 

Nation-building  di  ASEAN  tetap  meng- 
hadapi hambatan-hambatan  yang  ber- 
akar  pada  perbedaan  etnis  dan  sektoral, 

^'Lihat  Leonard  C.  Sebastian,  "Ending  an  Armed 
Struggle  Without  Surrender:  The  Demise  of  the  Com- 
munist Party  of  Malaya  (1979-1989)  and  Aftermath," 
Contemporary  Southeast  Asia  13,  no.  3  (Desember 
1991):  271-298. 

22 

Untuk  diskusi  mengenai.  perbedaan  ideologi  ini, 
lihat  the  Special  Issue  on  the  Philippine  Left  dari  Kasa- 
rinlan  18,  no.  1  (Kwartal  Ketiga  1992). 

^^Suatu  ilustrasi  penting  ada  dalam  Julius  C.  Parre- 
nas,  "Beyond  the  Insurgency:  Prospects  for  Philippine 
Security  in  the  Year  2000,"  Strategic  Papers  1,  no.  1 
(1989). 


Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  menge- 
sankan  (kecuali  Fihpina)  tidak  memecah- 
kan,  dan  kebanyakan  justru  lebih  memper- 
buruk,  masalah  pembagian  kekayaan  yang 
tidak  merata  di  masyarakat  negara-negara 
ASEAN.  Kesenjangan  tetap  ada  di  antara 
daerah  desa  dan  kota,  sektor  pertanian  dan 
industri,  dan  di  antara  kelompok  etnis. 
Pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  dan  mo- 
dernisasi  yang  menyertainya  juga  menda- 
tangkan  kemungkinan  reaksi  politis  tak  me- 
nyenangkan  dari  kelompok  tradisional  yang 
berdalih  untuk  melindungi  nilai-nilai  dan 
kebenaran-kebenaran  agama  maupun  et- 
nis.   Di  lain  pihak,  pluralisme  politik  yang 
semakin  besar,  sebagai  akibat  samping  kebi- 
jakan  ekonomi  deregulasi  dari  pemerintah, 
merupakan  tantangan  potensial  bagi  pe- 
nguasa  negara-negara  yang  sedang  berkem- 
bang. 

Percampuran  perhatian  keamanan  inter- 
nasional yang  baru  di  tengah  berlanjutnya 
masalah-masalah  domestik  ini  menciptakan 
lingkungan  keamanan  baru  yang  seyogyanya 
menjadi  bahan  kajian  keamanan  di  kawa- 
san. 


Perkembangan  Terakhir  Pengkajian 
Keamanan  di  ASEAN 

Berakhirnya  Perang  Dingin  terjadi  bersa- 
maan  dengan  sejumlah  perkembangan  baru 
yang  ada  dalam  bidang  pengkajian  keaman- 

^^Kusuma  Snitwongse,  "Strategic  Developments  in 
Southeast  Asia,"  dalam  Desmond  Ball,  ed.  Strategic 
Studies  in  a  Changing  World:  Global,  Regional  and 
Australian  Perspectives  (Canberra:  Strategic  and  De- 
fence Studies  Centre,  1992):  281. 

Mohammad  Abu  Bakar,  "External  Influences  on 
Contemporary  Islamic  Resurgence  in  Malaysia,"  Con- 
temporary Southeast  Asia  13,  no.  2  (September  1991): 
227. 
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an  di  kawasan  ASEAN. 

Perkembangan  Kelembaiiaan.'  Pengka- 
jian  yang  sistematis  tentang  masalah  kc- 
amanan  di  ASEAN  tidak  mengherankan  di- 
mulai  sebagai  bidang  tugas  pemerintah.  Ke- 
lompok  pengkajian  khusus  dan  kuliah-ku- 
liah  teratur  di  daJam  akademi  dan  lembaga 
staf  pertahanan  dan  militer  yang  berbeda- 
beda  di  seiiap  negara,  khususnya  merupakan 
pusat-pusat  siimber  daya  yang  penting  untuk 
pengkajian  keamanan.  Penekanan  orientasi 
pembangunannya,  dil^starikan  dalam  kuri- 
kulum  lembaga-Iembaga  pendidikan  militer 
ASEAN.  Ini  memberi  sumbangan  yang  sa- 
ngat  besar  untuk  mulainya  gagasan  bahwa 
militer  harus  memainkan  suatu  peranan 
yang  besar  dalam  pembangunan  nasional- 
nya.^^  Menteri-menteri  Luar  Negeri  masing- 
masing  negara  ASEAN,  khususnya  think- 
tank  departemennya,  juga  telah  dan  terus 
memberikan  sumbangan  penting  bagi  pe- 
ngembangan  pengkajian  keamanan.  Dewan 
Riset  dan  Pengembangan  Indonesia,  Lemba- 
ga Diplomasi  dan  Hubungan  Internasional 
Malaysia,  Lembaga  Pelayanan  Luar  Negeri 
Fiiipina,  dan  Lembaga  Urusan-urusan  Luar 
Negeri  Thailand  sudah  sangat  aktif  meng- 
analisis  dan  meneliti  isu-isu  keamanan  inter- 
nasional. Akan  tetapi,  banyak  hasil  karya 
dari  kantor-kantor  ini  hanya  diperuntukkan 
kenentingan  pemerintah  dan  scdikit  saj;i 
sumbangannya  untuk  pcrbincangan  umuiii 
tentang  keamanan.   Bahkan  karya-karya 


Di^kiKi  dalam  baftian  ini  banyak  mcngnmbi!  dnri 
K.S.  Siindhii.  "Stralcgic  Siiidic;  in  ihc  Region."  djilnni 
Desmond  Bail  dan  I^vid  Horner,  cd.  up.  til.,  224-255. 

^i.  9o€6)»\\  Djiwandono  dnn  Yon^i  Miin  ('licnnij. 
"The  Military  and  f)cvclopmcnf  in  .SonihcaM  Ama.  Per 
spcctives  from  Obtcrvcrs  and  Pracfifioners."  dalam  I 
Soedjali  Djiwandono  dan  Yun  Mun  Oicong.  cd.  SnI 
dien  and  Stability  in  S^wlheau  Aua  (Singapiira:  In 
stiune  for  Southea.«t  A^iian  Studies.  1988).  9. 


tulis  mahasiswa  akademi  pertahanan  dan 
staf  militer  pada  umumnya  dipandang  "ber- 
sifat  rahasia".  Hanya  di  dalam  lembaga 
akademi  sungguh-sungguh  ada  arus  infor- 
masi  yang  bebas  tentang  apa  yang  dipan- 
dang topik-topik  sensilif. 

Isu-isu  mengenai  keamanan  interna- 
sional dan  stabilitas  politik  dalam  negeri  mu- 
lai  diperkenalkan  sebagai  bagian  dari  ta- 
waran  matakuliah  di  universitas-universitas 
dan  sebagai  topik  diskusi  di  organisasi  atau 
lembaga  berbasiskan  universitas  dalam 
tahun  1950-an.  Lembaga  Pengkajian  Asia  di 
Universitas  Fiiipina  dan  Perkumpulan  So- 
sialis  dari  Universitas  Malaya  di  aniaranya 
adalah  yang  pertama  mengorganisasi  forum 
demikian.  Di  Bangkok  Lembaga  Pengkajian 
Asia  (IAS)  akhirnya  didirikan  di  Universitas 
Chulalongkorn  pada  tahun  1967. 

Lembaga-Iembaga  dan  think-tank  inde- 
penden  yang  sepenuhnya  mengkaji  keaman- 
an mulai  menjadi  penting  dalam  masa  tahun 
1960  dan  1970-an.  SUA  (Singapore  Institute 
of  International  Affairs)  berdiri  pada  tahun 
1962,  ISEAS  (Institute  of  Southeast  Asian 
Studies)  didirikan  di  Singapura  pada  tahun 
1968,  CSIS  (Centre  for  Strategic  and  Inter- 
national Studies)  didirikan  di  Jakarta  tahun 
1971  dan  ISIS  (Institute  of  Strategic  and  In- 
ternationa/Studies) didirikan  di  Kuala  Lum- 
pur tahun  1983.  Tiga  lembaga  yang  icrakhir 
akhirnya  menjadi  think  tank  besar  di  antara 
oigani.sasi-organi.sasi  .-XSEAN  dcngan  du- 
kungan  slaf  dan  profcsional  ."^cpcnuhnya 
yang  icrdiri  dari  l(X)  orang  atau  Icbih.  Pada 
tahun  l98(>-aji  sctiap  negara  di  ASE.AN  (ke- 
cuali  Brunei)  iclah  incmiliki  liga  lembaga 
at  an  Icbih  yang  bcrkcpcniingan  dcngan  pe- 
ncliiian  dan  analisis  l^u-i^u  keamanan. 

I  crnbaga-lcmbaga  ini  umumnya  mcmi- 
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liki  karakteristik  dan  tujuan-tujuan  yang  sa- 
ma.  Mereka  mendefinisikan  keamanan 
dalam  konteksnya  yang  luas,  mengikuti  pe- 
ngarahan  yang  digariskan  pemerintah  mere- 
ka. Apakah  ini  menyangkut  kerangka  kerja 
atau  pegangan  prinsip,  dapat  diketahui  dari 
corak  hubungan  pimpinan  lembaga  dengan 
pemerintah  di  negara  itu.  Yang  juga  menco- 
lok  adalah  fokusnya  pada  pragmatisme  dan 
realisme.  Bahkan  di  lingkungan-lingkungan 
akademis,  pengkajian  keamanan  berlanjut 
entah  itu  berorientasi  kebijakan  (seperti 
halnya  di  CSIS-Jakarta  dan  ISIS-Kuala 
Lumpur)  atau  berorientasi  isu  (seperti  hal- 
nya ISEAS). 

Sekarang  ini  perkembangan  kelembaga- 
an  dalam  pengkajian  keamanan  di  ASEAN 
ditandai  oleh  semakin  menonjolnya  lemba- 
ga-lembaga  ini  terlibat  dalam  isu-isu  politik 
ekonomi  internasional  dan  pendirian 
ASEAN- ISIS  (ASEAN  Institutes  of  Stra- 
tegic and  International  Studies). 

Pada  umumnya  lembaga-lembaga  peng- 
kajian strategis  yang  telah  berperan  menon- 
jol  di  tiap-tiap  negara  ASEAN,  dilibatkan 
dalam  program  riset  urusan  keamanan  pada 
bermacam-macam  bidang.  Bahkan  ketika 
keamanan  didefinisikan  dalam  arti  luas, 
yang  diutamakan  adalah  masalah-masalah 
politik  dan  militer.  Dengan  munculnya  isu 
perselisihan  perdagangan  internasional,  po- 
litik ekonomi  telah  menjadi  aspek  penting 
dari  agenda  keamanan  di  kawasan.  CRC- 
IISS  (Center  for  Research  and  Communi- 
cations fnstitiite  for  Internationa/  and 
Strategic  Studies)  yang  didirikan  dalam  ta- 
hun  1988  untuk  menyelidiki  isu-isu  hubung- 
an internasional  dan  keamanan,  telah  meng- 
alihkan  perhatian  mereka  dari  isu-isu  poli- 
tik-militer  dalam  sistem  internasional  menu- 
ju  politik  perdagangan  dan  hubungan  eko- 
nomi internasional.  Pada  waktu  yang  sama, 


lembaga-lembaga  yang  tidak  merasa  berke- 
pentingan  dengan  masalah  keamanan  telah 
dilibatkan  riset  atas  stabilitas  kawasan  dan 
ketegangan-ketegangan  ekonomi  yang  mun- 
cul  dari  masalah  perdagangan  dan  ekonomi 
di  kawasan  Asia-Pasifik.  Yang  terpenting  di 
antara  lembaga-lembaga  ini  adalah  Institute 
of  East  Asian  Political  Economy  of  the  Na- 
tional University  dari  Singapura,  Institute  of 
Policy  Studies  dari  Singapura,  dan  Institute 
of  Political  Economy  of  Tammasat  Univer- 
sity di  Thailand. 

Bahkan  ketika  isu-isu  ekonomi  politik 
sudah  menjadi  semakin  menonjol  bagi  lem- 
baga-lembaga yang  tak  berorientasi  ke- 
amanan, perkaitan  dan  pembagian  penga- 
laman  di  antara  lembaga-lembaga  yang 
mengutamakan  pengkajian  keamanan  itu 
mendorong  didirikannya  jaringan  ASEAN- 
ISIS  (ASEAN  Institutes  of  Strategic  and  In- 
ternational Studies)  pada  bulan  Juni  1988. 
Ini  adalah  organisasi  non-pemerintah  yang 
melibatkan  lima  lembaga  dari  negara-negara 
ASEAN  (kecuali  Brunei).  Anggota  pendiri- 
nya  adalah  CSIS-Jakarta,  ISIS-Kuala  Lum- 
pur, CIDS  (Centre  for  Integrative  and  De- 
velopment Studies)  dari  Universitas  Fili- 
pina,  SUA,  dan  ISIS  (Institute  of  Secu- 
rity and  International  Studies)  dari  Universi- 
tas Chulalongkorn  di  Bangkok.  CIDS,  SUA, 
dan  ISIS- Bangkok  mempunyai  staf  opera- 
sional  dari  akademikus  universitas,  meski- 
pun  hanya  CIDS  dan  ISIS  merupakan  ba- 
gian  dari  universitasnya.  Seperti  disebutkan 
di  muka,  CSIS  dan  ISIS-Kuala  Lumpur  ke- 
duanya  didukung  oleh  staf  dan  tenaga  pro- 
fesional  sepenuhnya.  ISEAS,  organisasi  riset 
terbesar  ketiga  di  kawasan  tidak  dimungkin- 
kan  oleh  peraturannya  untuk  mewakili  salah 
satu  negara  mana  pun  dan  karena  itu  tidak 
secara  formal  menjadi  bagian  dari  ASEAN- 
ISIS.  Akan  tetapi,  ia  bekerjasama  dengan 
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ASEAN-ISIS  daJam  hal  apa  saja  yang  ia 
bisa. 

Perkaitan  lembaga  banyak  berhubungan 
dengan  jalinan  antar  pribadi,  yang  telah  ter- 
bina  sejak  avval  tahun  1980-an  di  antara  para 
pimpinan  lembaga-Iembaga  yang  berlainan. 
Bahwa  jalinan  antar  pribadi  ini  merupakan 
dasar  dalam  perkaitan  yang  jauh  melebihi 
perkaitan  kelembagaan,  terlihat  ketika  Dr. 
Carolina  G.  Hernandez  digantikan  sebagai 
Direktur  CIDS.  CIDS  menjadi  tidak  aktif 
dalam  jaringan  kerja  dan  akhirnya  ia  digan- 
tikan oleh  ISDS  (Institute  for  Strategic 
and  Development  Studies)  pada  tahun  1992. 
ISDS  adalah  organisasi  riset  non-pemerintah 
yang  didirikan  oleh  sekelompok  akademikus 
dari  Universitas  Filipina  yang  dipimpin  oleh 
Dr.  Hernandez. 

ASEAN-ISIS  diakui  oleh  negara-negara 
ASEAN  dan  sumbangannya  untuk  organi- 
sasi ASEAN  telah  tercatat  beberapa  kali. 
ASE.AN-ISIS  telah  memainkan  peran  yang 
bermaksud  untuk  meluaskan  batas-batas 
kerja  sama  melampaui  apa  yang  dapat  dite- 
rima  secara  peraturan  diplomatik.  Melalui 
penyaringan  gagasan  dari  dan  oleh  para  ahli, 
ilmuwan  dan  pendapat  para  pimpinan  yang 
tak  dihambat  oleh  kapasitas  resmi  mereka, 
ASEAN-ISIS  mencoba  mendiskusikan  isu- 
isu  dan  mcnemukan  cara  yang  dapat  meme- 
cahkan  perbedaan-pcrbcdaan  tanpa  meng- 
gunakan  kckcrasan.  Untuk  tujuan  ini, 
ASEAN-ISIS  melalui  komponcn  kclcmbaga- 
annya  mcnyclcnggarakan  scjumlah  konpc- 
rcmi  dan  pcrtcmuan  sctiap  tahun.  Dulam 
pertemuan-pcrtcmuan  ini  diundang  Icmba- 
ga-lembaga  scjcnis  dari  Amcrika  Scrikal.  Jc- 
pang  dan  Korea  Sclaian. 

"Unluk  uraian  Icbih  hiai  mcnpcnai  pcranan  fSlS- 
A.SFAN.  lihnJ  Carolina  V,  Hcrnandc/.  "The  Role  of 
(he  ASEAN  ISIS.  •  ASFAN  tSIS  Mnnitnr.  I«ue  no.  6 
(April  1993):  l-J. 


Riset  dan  Dialog-dialog  Multilateral.  Da- 
lam lima  tahun  yang  lalu  dialog-dialog  ke- 
amanan  multilateral  sudah  menjadi  suatu  in- 
dustri  yang  berkembang  di  antara  lembaga- 
Iembaga  pengkajian  strategi  dan  keamanan 
di  ASEAN.  Lebih  lagi  ketika  negara-negara 
ASEAN  mulai  memperhatikan  isu-isu  ke- 
amanan luar  negeri,  bahkan  meskipun  masa- 
lah-masalah  dalam  negeri  teru.s  menonjol 
dalam  kesadaran  pendapat  para  pemimpin 
dan  pembuat  keputusan  poliiik.  Dialog- 
dialog  ini  memainkan  suatu  fungsi  yang  pen- 
ting  di  kawasan,  karena  ini  merupakan  dia- 
log-dialog dan  pertemuan-pertemuan  resmi 
tanpa  kekakuan  dan  batas-batas  kepejabai- 
an  yang  menghalangi  tukar-menukar  ide  se- 
cara bebas.  Terutamalah  diacu  sebagai  jalur 
kedua  diplomasi,  ia  memungkinkan  par^ 
ahli,  pimpinan  militer,  pejabat  hubungan 
luar  negeri  dan  pengemuka  pendapat  lain 
mendiskusikan  isu-isu  tanpa  dihambat  kedu- 
dukan  resmi  dalam  negara  mereka  masing- 
masing.  Para  pejabat  mengambil  bagian  da- 
lam kapasitas  tak  resmi  mereka  -  bagai 
mitos  yang  memungkinkan  negara-negara 
yang  bersangkutan  menyebarkan  ide-ide  se- 
belum  mereka  secara  resmi  harus  mendisku- 
sikannya. 

Dialog-dialog  keatnanan  multilateral  di 
ASEAN  telah  berlangsung  pada  tiga  tingkai: 
tingkat  subkawasan  (melibaikan  hanya  ne- 
gara-negara anggoia  .ASl-.AN),  tingkat  ka- 
wasan (dengan  negara-negara  Asia  Tcnggara 
lain  di  .samping  ASl-AN),  dan  tingkat  wila- 
yah  Asia-Pa.sifik.  Pada  tingkat  subkawasan 
pcrtcmuan  berlangsung  antara  anggola- 
anggota  ASIiAN  dalam  forum- forum  yang 
berlainan.  Di  antara  rangkaian  tcrpcnting 
yang  sekarang  dilakukan  adalah  "loka- 
Karya  ASl:AN-ISIS  untuk  McnmgKatkan 
Kerja  Sama  Keamanan  di  ASEAN".  Loka- 
karva  vang  pcrtama  ini  berlangsung  di  Ja- 


PENGKAJIAN  KEAMANAN  DI  ASEAN 


97 


karta  pada  tanggal  4-5  Juni  1993.  Diskusi- 
diskusinya  diikhtisarkan  dalam  sUatu  memo- 
randum yang  diserahkan  kepada  pejabat- 
pejabat  senior  ASEAN.  Pertemuan  yang  ke- 
dua  diadakan  pada  bulan  Oktober  1993  di 
Kuala  Lumpur.  Pertemuan  ini  diusahakan 
untuk  mendiskusikan  dalam  istilah-istilah 
yang  lebih  detail  bidang-bidang  di  mana 
ASEAN  dapat  melakukan  kerja  sama  ke- 
amanan.  Fakta  bahwa  pertemuan- pertemu- 
an ini  benar-benar  terlaksana,  bagaimana- 
pun  menunjukkan  bahwa  pekerjaan  yang 
serius  sedang  dilakukan  untuk  meningkat- 
kan  kerja  sama  keamanan  di  antara  negara- 
negara  ASEAN.  Pada  bulan  Januari  1994 
dua  pertemuan  akan  diadakan  di  Filipina 
untuk  mendiskusikan  keprihatinan-kepriha- 
tinan  di  antara  negara-negara  ASEAN.  Per- 
temuan yang  pertama  akan  membahas  ma- 
salah-masalah  yang  tak  terpecahkan,  se- 
dangkan  pertemuan  yang  kedua  membahas 
hak-hak  asasi  manusia  di  ASEAN,  arti  dan 
interpretasinya  mencakupi  seluruh  kawasan. 

.  Pada  tingkat  regional,  ISIS-Kuala  Lum- 
pur sedang  menyelenggarakan  serangkaian 
pertemuan  bertemakan  Forum  Asia  Teng- 
gara.  Pertemuan  kelima  diadakan  di  Kuala 
Lumpur  dalam  bulan  Oktober  1993.  Forum 
berusaha  mengajak  para  partisipannya  ber- 
dialog  mengenai  isu-isu  tentang  masalah  kri- 
tis  bersama  dan  berusaha  mempromosikan 
pengertian  yang  lebih  baik  tentang  isu-isu  ini 
dan  kebijakan-kebijakan  nasional  melalui 
tukar-menukar  pandangan  secara  informal 
di  antara  para  pembuat  keputusan,  ahli-ahli, 
dan  sektor  swasta.  Pertemuan  yang  terakhif 
mendiskusikan  dua  masalah:  aspirasi  ma- 
sing-masing  negara  Asia  Tenggara  meng- 
hadapi  abad  mendatang,  dan  cara-cara 
membangun  "Satu  Masyarakat  Asia  Teng- 
gara", Forum  telah  mendiskusikan  meka- 
nisme  kerja  sama  dan  pengurangan  kete- 


gangan  di  Asia  Tenggara.  Selain  Forum  ini, 
lembaga-Iembaga  ASEAN-ISIS  juga  sedang 
mempersiapkan  serangkaian  pertemuan 
dialog  dengan  Korea  Selatan,  Vietnam, 
Kamboja  dan  Cina  dalam  tahun  1994. 

ISEAS  juga  telah  sibuk  dengan  riset  dan 
lokakarya  yang  bersifat  multilateral  dalam 
hal  isu-isu  mengenai  kawasan.  RSSP  (the 
Regional  Strategic  Studies  Program)  dari 
ISEAS  yang  didirikan  pada  tahun  1981  telah 
mengorganisasi  lima  program  riset  yang  ber- 
beda-beda,  yang  berfokus  pada  sumber- 
sumber  ketidakstabilan  di  Asia  Tenggara. 
Program-program    ini    adalah  Sumber- 
sumber  Ketidakstabilan  Bersenjata,  Kepe- 
mimpinan  dan  Keamanan  di  Asia  Tenggara, 
Pertahanan  dan  Pembangunan  di  Asia  Teng- 
gara, Kekuatan-kekuatan  Besar  Asia  dan 
Keamanan  Asia  Tenggara,  dan  Praktek- 
praktek  Demokrasi  dan  Konseptualisasi  Ke- 
kuatan  di  Asia  Tenggara.  Program  yang  ter- 
akhir  bersifat  terus-menerus,  dan  adalah 
satu  dari  sedikit  mekanisme  multilateral  be- 
sar yang  memperhatikan  bidang  politik  da- 
lam negeri  sekarang  ini.  Program-program 
ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  sebagai  beri- 
kut:  (1)  melengkapi  konsep-konsep  global 
dan  metode-metode  analisis  dengan  penger- 
tian yang  lebih  cermat  mengenai  keadaan- 
keadaan  aktual  di  kawasan;  (2)  menjamin  se- 
banyak  mungkin  keterlibatan  dari  orang- 
orang  Asia  Tenggara  dalam  usaha  ini;  dan 
(3)  mempertimbangkan  rangkaian  pendapat 
dan  keahlian  profesional  Asia  Tenggara 
yang  berlain-lainan,  termasuk  bukan  hanya 
personil  pemerintah  dan  militer,  melainkan 
juga  masyarakat  akademikus,  mass  media, 
dan  kalangan  bisnis.  Aspek  yang  terpenting 
dari  semua  program  ini  adalah  pengembang- 
an  suatu  badan  keahlian  dalam  pengkajian 
keamanan.  Oleh  sebab  itu  ISEAS  bersifat 
aktif  bukan  hanya  dalam  riset,  melainkan 
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juga  dalam  pelatihan. 

Secara  khusus  harus  dikemukakan  pra- 
karsa  Indonesia  mengenai  masalah  Spratley. 
Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  yang  mewa- 
kili  pihak  bukan  penuntut  dalam  persengke- 
taan  Spratley,  menyelenggarakan  empai  lo- 
kakarya    mengenai    "Mengelola  Potensi 
Konflik  di  Laut  Cina  Selatan".  Lokakarya 
ini  dimaksudkan  untuk  mencari  cara-cara 
damai  pemecahan  masalah  Laut  Cina  Sela- 
tan. Lokakarya  yang  terakhir  diadakan  pada 
bulan  Agustus  1993  di  Surabaya.  Akan  te- 
tapi,  karena  pendirian  Cina  yang  bersikukuh 
atas  seal  kedaulatan,  keberhasilan  lokakar- 
ya-lokakarya    untuk    membangun  keper- 
cayaan  dan  mengurangi  ketegangan  di  an- 
tara  yang  bersengketa  mencapai  batas-batas- 
nya,  tanpa  suatu  pun  terobosan  besar  dida- 
patkan.  Pertemuan-pertemuan  itu  pada  diri- 
nya  penting  (meminjam  pepatah  Churchill 
bahwa  selalu  lebih  baik  "bercakap-cakap 
daripada  berperang"),  tetapi  bergerak  me- 
nuju  suatu  penyelesaian  masalahnya  masih 
tak  berkepastian  setelah  berlangsung  empat 
pertemuan  itu. 

Pada  tingkat  kawasan  Asia-Pasifik, 
suatu  program  dialog  yang  terus-menerus 
telah  sukses  menjadi  suatu  peristiwa  besar 
dalam  diplomasi  Jalur  IL  Konperensi  Asia- 
Pasifik  APR  (Asia-Pacific  Roundtable) 
pertama  kali  diadakan  pada  bulan  Januari 
1987.  Inilah  proses  informal  pertama  yang 
mclibatkan  kawasan  Asia-Pasifik  mcmbahas 
isu-isu  stratcgi  dan  kcamanan.  Sclama  lujuh 
tahun  konperensi  dilaksanakan  secara  tcr- 
atur,  APR  telah  mcnjacji  sistcm  pcmbinaan 
kcpcrcayaan  mclalui  konsuliasi-konsultasi 
konstrukfif  dan  tukar-rncnnkar  pagasan. 
APR  disclcnggarakan  olcli  ISIS- Kuala  I  um- 
pur  sepanjang  cnam  lahnn  pcrlauin  pcng- 
adaannya.  Konperensi  Kctnjiih  juga  diada- 
kan di  Kuala  Lumptir,  tetapi  disclcnggara- 


kan oleh  ASEAN-ISIS.  Dengan  lebih  dari 
200  partisipannya  sekarang  APR  merupakan 
mekanisme  dialog  informal  yang  lerbesar  di 
kawasan  Asia-Pasifik. 

Filipina  dan  Thailand  bekerjasama  me- 
nyelenggarakan konperensi  dua  tahap  me- 
ngenai "ASEAN  dan  Kawasan  Asia-Pasifik: 
Prospek  Kerjasama  Keamanan  dalam  Tahun 
1990-an".  Konperensi  tahap  pertama  diada- 
kan di  Manila  pada  bulan  Juni  1991  dan 
tahap  kedua  diadakan  di  Bangkok  setahun 
kemudian.  Konperensi  ini  secara  langsung 
merupakan  jawaban  atas  perubahan-peru- 
bahan  cepat  yang  terjadi  di  kawasan  Asia 
Timur  akibat  pengurangan  angkatan  bersen- 
jata  AS  di  kawasan,  kehancuran  Uni  Soviet, 
dan  masa  depan  bangkitnya  Cina,  Jepang 
dan  India  sebagai  kekuatan  besar  di  kawa- 
san. 

Pelatihan.  Siapakah  ahli-ahli  yang  seka- 
rang terlibat  dalam  pengkajian  keamanan? 
Apakah  latar  belakang  profesional  mereka? 
Salah  satu  fakta  menarik  mengenai  keadaan 
pengkajian  keamanan  di  ASEAN  sekarang 
adalah  sangat  terbatasnya  jumlah  ahli-ahli 
yang  bekerja  di  bidang  ini.  Kini  jumlah  ini 
didominasi  oleh  ahli-ahli  senior  yang  telah 
bekerja  dalam  pengkajian  keamanan  sclama 
sebagian  besar  kehidupan  profesional  mere- 
ka. Kebanyakan  dari  ahli-ahli  ini  mcmiliki 
pendidikan  kesarjanaan  dalam  ilmu  poliiik 
atau  hubungan  intcrnasional  yang  didapat- 
kan  dari  Universiias-universita.s  di  .-Xmcrika 
Scrikai  atau  Eropa.  dan  mcngajar  di  pcrgu- 
ruan  linggi  sepanjang  .schagian  hcsar  kehi- 
dupan profesional  mcrcka.  Minat  mcrcka 
akan  pengkajian  keamanan  biasanya  sebagai 
akibat  satnping  dari  pelatihan  profesional 
mcrcka.  Aila  kokecualian  penting  atas  apa 
yang  dikalakan  ladi.  scpcrii  .hisuf  Wanandi 
(yang  dalam  waklu  lama  menjadi  pimpinan 
CSIS)  memperoleh  Kesarjanaan  Hukumnya 
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dari  Universitas  Indonesia;  Dr.  Noordin 
Sopiee  memperoleh  Ph.D.  nya  dari  London 
School  of  Economics,  tetapi  memulai  karier- 
nya  sebagai  wartawan  di  New  Straits  Times, 
meningkat  ke  kedudukan  Pimpinan  Redaksi 
sebelum  menjadi  Direktur  Jenderal  ISIS- 
Kuala  Lumpur;  dan  Dr.  Hadi  Soesastro,  se- 
karang  Direktur  Eksekutif  CSIS  memper- 
oleh Ph.D. nya  dari  Rand  Graduate  School, 
tetapi  sebelumnya  memperoleh  ijazah  Insi- 
nyur  dari  Jerman  Barat.  Akan  tetapi  tanpa 
memandang  latar  belakang  mereka,  ahli-ahli 
ini  telah  berhasil  mencapai  kesepakatan 
akan  parameter-parameter  pengkajian  ke- 
amanan  di  ASEAN.  Parameter  ini  ditentu- 
kan  oleh  realisme  dan  pragrnatisme.  Mereka 
telah  banyak  bertanggung  jawab  atas  riset 
keamanan  di  kawasan  dan  akhirnya  atas  ke- 
adaan  pengkajian  keamanan  di  kawasan  se- 
karang.  Bagaimanapun  perkembangan  peng- 
kajian keamanan  di  ASEAN  dimungkinkan, 
terutama  karena  hubungan-hubungan  priba- 
di  yang  mendasari  hubungan  profesional 
yang  terjalin  selama  interaksi  bertahun- 
tahun  dari  ahli-ahli  senior  ini  di  kawasan. 

Ada  juga  sejumlah  kecil  ahli-ahli  lebih 
muda  yang  sekarang  terhbat  dalam  bidang 
ini.  Sama  seperti  para  ahli  senior,  banyak 
dari  mereka  mendapatkan  pelatihan  formal- 
nya  di  Amerika  Serikat  dan  Eropa.  Bebe- 
rapa  mendapatkan  pelatihannya  di  Austra- 
lia, khususnya  dari  Strategic  and  Defence 
Studies  Centre  di  Australian  National  Uni- 
versity. Akan  tetapi  tidak  seperti  kecende- 
rungan  rekan  senior  mereka,  kebanyakan 
dari  ahli  muda  ini  lebih  terspesialisasi  ke- 
mampuannya  -  hasil  dari  suatu  pelatihan 
yang  lebih  berorientasi  metodologis.  Sambil 
melanjutkan  menganut  pragmatisme  yang 
mencirikan  pengkajian  keamanan  di 
ASEAN,  mereka  memanfaatkan  pendekat- 
an-pendekatan  yang  lain  daripada  analisis 


biasa  yang  bermuatan  pelaksanaan  kebijak- 
an. 

Publikasi-publikasi.  Aneka  lembaga  di 
kawasan  tadi  mempunyai  publikasinya  ma- 
sing-masing.  Penerbitannya  berupa  buku- 
buku  oleh  seorang  pengarang,  penerbitan 
oleh  seorang  editor,  makalah-makalah  pada 
kesempatan  tertentu,  majalah  tiga  bulanan 
dan  terbitan  tahunan.  Di  antara  berbagai 
lembaga  ini  ISEAS  memiliki  kumpulan  pu- 
blikasi  yang  paling  luas,  termasuk  majalah 
paling  menonjol  yang  sekarang  diterbitkan 
di  ASEAN,  Contemporary  Southeast  Asia. 
Karangan-karangan   yang   dimuat  dalam 
Contemporary  Southeast  Asia  adalah  cam- 
puran  sumbangan  dari  dalam  dan  luar  kawa- 
san ASEAN.  Majalah  ini  sejak  tahun  1987 
dipusatkan  pada  permasalahan  RSSP.  Te- 
muan-temuan  dari  program  RSPP  yang  di- 
diskusikan  tadi  juga  diterbitkan  berseri  ber- 
judul  "Issues  in  Southeast  Asian  Security". 
ISEAS  juga  menerbitkan  majalah  tahunan 
(Southeast  Asian  Affairs)  yang  memuat  isur 
isu  penting  tahun  lalu  di  masing-masing  ne- 
gara  Asia  Tenggara.  RSSP  juga  telah  mener- 
bitkan beberapa  buku  editorial  yang  dida- 
sarkan  pada  konperensi  atau  lokakarya  yang 
diselenggarakannya.  la  juga  mempunyai  ter- 
bitan berseri  Pacific  Strategic  Papers  yang 
berfokus  pada  isu-isu  politik  mihter  di  ka- 
wasan Asia-Pasifik. 

CSIS  dan  ISIS-Kuala  Lumpur  merupa- 
kan  dua  lembaga  lain  yang  memiliki  koleksi 
publikasi  yang  luas.  Di  samping  menerbit- 
kan buku  dengan  satu  pengarang  dan  ba- 
nyak pengarang,  keduanya  juga  menerbit- 
kan makalah-makalah  pada  kesempatan- 
kesempatan  tertentu.  ISIS-Kuala  Lumpur 
mempunyai  seri  tulisan  mengenai  isu-isu 
strategis  dan  hubungan  internasional  yang 
bernama  ISIS  Pacific  Papers.  CSIS  menye- 
lenggarakan  majalah  tiga  bulanan  berbahasa 
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Inggris  yang  baik  (Indonesian  Quarterly) 
yang  pertama-tama  menanipilkan  ahli-ahli 
Indonesia,  tetapi  pada  kesempatan  terteniii 
menampilkan  karangan  ah!i  dari  luar  Indo- 
nesia. Di  Filipina,  CRC-IISS  menerbitkan 
makaJah-makalahnya  sendiri  pada  kesem- 
patan tertentu,  di  samping  menerbitkan  ma- 
jalah  tiga  bulanan  yang  beruama  Straiegic 
Papers.  Semenjak  beralih  ke  tema  politik 
ekonomi  internasional,  masadepan  Strategic 
Papers  tidaklah  menentu. 

Tunjangan  Finansial.  Keberhasilan  lem- 
baga-lembaga  pengkajian  strategis  dan  ke- 
amanan  sangat  dilancarkan  oleh  pendanaan 
yang  diberikan  oleh  entah  pemerintah  atau 
yayasan  penderma.  Yayasan-yayasan  Ame- 
rika,  khususnya  Ford  Foundation,  Asia 
Foundation,  dan  Rockefeller  Foundation  sa- 
ngat bermurah  hati  dalam  menunjang  dana 
bagi  proyek-proyek,  program-program,  dan 
lembaga  pembangunan.  RSSP  misalnya,  di- 
beri  dana  pembangunan  oleh  Ford  dan 
Rockefeller  Foundation.  Begitu  juga  ISIS- 
Bangkok  telah  didukung  oleh  bantuan  ke- 
uangannya.  Di  samping  yayasan-yayasan 
Amerika  ini,  Friedrich  Ebert  Stiftung  Foun- 
dation pun  sangat  aktif  menunjang  loka- 
karya  dan  konperensi  yang  diselenggarakan 
oleh  lembaga-lembaga  ASEAN.  Demikian 
pula  ASEAN  Fund  dan  CIDA  dari  Kanada. 
Sasakawa  Peace  Foundation  dari  Jcpang 
telah  aktif  di  Singapura  dan  Malaysia,  se- 
mentara  Japan  Foundation  iclah  nicmbiayai 
pcngcmbangan  Pusal  Pengkajian  Jepang  di 
Univcr5ii(a.s  Thammasai  Bangkok. 

Sclain  uniuk  kcgialan  Icmbaga-lcnibnga 
risct.  yayasan-yayasan  penderma  juga  iclah 
mcmbanfu  pcngcmbangan  lapisan  ahli  pcnp. 
kajian  keamanan  di  A  SI- AN.  Mac  Arthur 
Foundation  mcmbcrikan  hcaslswa  untnk 
studi  S2  dalam  program  Pcngkaiian  .Straic 
gi.s  dari  Pusaf  Pengkajian  Siratcgis  dan  Per 


tahanan  Universiias  Nasional  Australia  bagi 
mahasiswa  negara-negara  ASEAN  sampai 
lahun  1991.  Beasiswa  Fullbrighi  juga  telah 
memungkinkan  para  ahli  mengadakan  riset 
atau  menyelesaikan  pengkajian-pengkajian 
mereka.  JIIA  (Japan  Institute  for  Interna- 
tional Affairs)  juga  memberikan  beasiswa 
bagi  para  ahli  ASEAN. 


Ke.senjangan  dan  Ma.salah 

Untuk  semua  yang  telah  dicapai  dalam 
pengkajian  keamanan  di  ASEAN,  ada  isu- 
isu  yang  perlu  diamati. 

Topik  Riset.  Didasarkan  pada  trend  se- 
karang  dalam  riset  pengkajian,  bidang-bi- 
dang  berikut  perlu  diselidiki  lebih  lanjut: 

(1)  Memperbaiki  dasar  teoretis/konseptual 
pengkajian  keamanan  di  ASEAN.  Hal 
ini  penting  berkenaan  dengan  persisnya 
apa  yang  merupakan  kebaikan  kerja 
dalam  pengkajian  keamanan.  Faedah 
keamanan  komprehensif  sebagai  suatu 
konsep  hanyalah  berguna,  sejauh  ini 
mampu  mengideniifikasi  secara  jdas 
apakah  yang  menjadi  bagian  khas  dari 
struktur  keamanan  komprehensif  dan 
bagaimana  keduanya  saling  bcrhubung- 
an. 

(2)  l\'nentu-pencn!u  siabiliias  regional  sctC" 
lah  lidak  adanya  kckuaian  hcgcmonis;. 
Apakah  faklor-faklor  yang  scharusnya 
ilipandang  tidak  dapat  luiak  ada  bagi 
stahilitas  kawasan  tanpa  adanya  kckuat- 
an  hcgcnumis  sebagai  pcniamm  final  sia- 
biliias? Bagaimana  faklor-faklor  iiu  i>cr- 
lu  diatnankan  di  dalam  lingkiingan  ka- 
wasan yang  pcnnh  dengan  Kriidakpavii 
an  dan  kccurigaan? 

(3)  Mcnvclidiki  mckanismc  khnsu<.  immk 
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meningkatkan  kerja  sama  keamanan 
ASEAN.  Lokakarya-lokakarya  ASEAN- 
ISIS  telah  membahas  konsep-konsep 
umum  kerja  sama  di  ASEAN,  namun 
terhenti  pada  ketidakpastian  konseptual 
mengenai  keamanan  komprehensif,  se- 
belum  dapat  mendiskusikan  bidang  khu- 
sus  kerja  sama  yang  dapat  diteliti  oleh 
negara-negara  ASEAN.  Barangkali  se- 
karanglah  waktunya  untuk  melihat  ba- 
gaimana  kerja  sama  keamanan  dapat 
dioperasionalkan  dan  dalam  bidang-bi- 
dang  apa  dioperasionalkan. 

(4)  Pembinaan  kepercayaan  di  ASEAN. 
Adanya  saling  kecurigaan  yang  berlanjut 
di  antara  negara-negara  ASEAN  meru- 
pakan  ancaman  bagi  ASEAN  sendiri. 
Kebijakan-kebijakan  khusus  apakah 
yang  perlu  dilaksanakan  untuk  mengu- 
rangi  akibat-akibat  dari  saling  curiga  an- 
tar  negara  ASEAN  itu? 

(5)  Pembinaan  kepercayaan  di  A^ia.  Tcng 
gara.  Kebutuhan  adanya  transparansi  di 
wilayah-wilayah  tempat  berlangsung  ke- 
curigaan dan  mungkin  terjadi  konflik, 
merupakan  suatu  keharusan  demi  pem- 
bangunan  masyarakat  Asia  Tenggara. 

(6)  Perspektif-perspektif  ASEAN  dalam  hu- 
bungan  ekonomi  dan  keamanan  regio- 
nal. 

(7)  Lingkungan  dan  Keamanan  Asia  Teng- 
gara. Perhatian  yang  muncul  atas  isu-isu 
lingkungan  seharusnya  dis^ljdiki  dalam 
istilah  perspektif  ASEAN  mengenai  per- 
masalahan  dan  dampak  aktualnya  pada 
kesejahteraan  manusia  dalam  masyara- 
kat ASEAN. 

(8)  Hak-hak  Asasi  Manusia.  Adakah  per- 
spektif ASEAN  dalam  hal  hak  asasi  ma- 
nusia? Bagaimana  sebaikhya  ASEAN 
menanggapi  "doktrin  intervensionisme" 
yang  sekarang  muncul  di  Amerika  Seri- 


kat  sehubungan  dengan  isu  hak-hak  asa- 
si manusia? 

Pelatihan  Ahli-ahli  Muda.  Tidak  tersedia 
statistik  yang  menunjukkan  berapa  banyak 
ahli-ahli  muda  di  ASEAN  yang  terhbat  da- 
lam pengkajian  keamanan  atau  memandang 
dirinya  terlibat  dalam  pengkajian  keaman- 
an. Akan  tetapi,  yang  tampak  adalah  tidak 
banyak  yang  tetap  terlibat  dalam  pengkajian 
keamanan.  Ada  sejumlah  alasannya.  Perta- 
ma,  bidang  ini  telah  menjadi  lebih  kompleks 
tepat  ketika  ciri  komprehensif  keamanan  di- 
jadikan  pertimbangan.  Hal  ini  telah  menjadi 
lebih  tampak  karena  menonjolnya  isu-isu 
ekonomi  menjadi  makin  nyata  dalam  ling- 
kungan keamanan  sekarang  ini.  Pelatihan 
yang  formal  dalam  ilmu  politik  atau  hu- 
bungan  internasional  tidak  mungkin  cukup 
memenuhi  tuntutan  pengkajian  keamanan, 
jika  subbidang  pengkajian  keamanan  yang 
lebih  berspesifikasi  tidak  didefinisikan. 

Kedua,  tepat  ketika  subbidang-subbi- 
dang  demikian  didefinisikan,  pelatihan  for- 
mal perlu  untuk  memenuhi  tuntutan  keca- 
kapan-kecakapan  subbidang  ini  yang  mung- 
kin tidak  ada  di  kawasan.  Melalui  cara  yang 
dengannya  ahli-ahli  generasi  sebelumnya 
mendapatkan  pelatihan  mereka  di  Amerika 
Serikat  atau  Eropa,  maka  generasi  sekarang 
juga  harus  melakukan  yang  sama.  Dalam 
cara  teknologi  riset  ada  sedikit  yang  dapat 
dialihkan  untuk  peningkatan  para  ahli  ke- 
amanan. Jepang  dan  Australia  sekarang 
juga  merupakan  negara  yang  dipilih  untuk 
belajar,  pertama-tama  karena  adanya  bea- 
siswa  belajar. 

Ketiga,  dalam  cara  sama  sebagaimana 
pertemuan-pertemuan  teratur  di  antara  ahli- 
ahli  senior  yang  berperan  melatih  mereka 
membahas  isu-isu  keamanan  di  kawasan, 
maka  para  ahli  yang  lebih  muda  sebaiknya 
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diundang  menghadiri  lokakarya  atau  uniuk 
melakukan  riset  di  negara-negara  ASEAN 
yang  lain,  demi  memberi  mereka  kesempat- 
an  berinteraksi  dengan  para  ahli  lain  di  ka- 
wasan,  khususnya  dengan  tingkat  yang  seba- 
ya.  Konperensi  Pemimpin-pemimpin  Muda 
ASEAN  yang  diadakan  setiap  tahun  selama 
lima  tahun  sampai  tahun  1992  adalah  pen- 
ting,  dalam  arti  nienyumbang  pendidikan 
dan  pelatihan  ahli-ahli  muda  di  kawasan. 
Kemungkinan  bertukar  pikiran  dengan  ting- 
kat yang  sebaya  merupakan  bagian  dari  la- 
tihan  informal  mereka. 

Kesimpulan 

Nyata  bahwa  di  ASEAN  pengkajian  ke- 
amanan  telah  dapat  menempa  wadah  untuk 
dirinya  sendiri.  Akan  tetapi,  ini  bukanlah 
apa  yang  diperlukan  masa  mendatang.  Peru- 
bahan-perubahan    dalam    lingkungan  ke- 


amanan  internasional  telah  begitu  banyak 
mengganggu  perspektif  keamanan  negara- 
negara  ASEAN,  sehingga  dibutuhkan  lebih 
banyak  perhatian  pada  masalah  ancaman 
luar  negeri.  Meskipun  demikian,  haJ  ini 
sama  sekali  tidak  menggeser  usaha  pemba- 
ngunan  negara-negara  di  ASEAN.  Ancaman 
yang  pokok  tetaplah  keadaan  dalam  negeri. 
Dan  satu-satunya  cara  untuk  menangani  ini 
adalah  melalui  pembangunan  nasional. 

Pengkajian  keamanan  di  ASEAN  seka- 
rang  umumnya  didominasi  oleh  berbagai 
lembaga  strategi  dan  keamanan.  Ada  masa- 
lah-masalah  yang  perlu  digumuli  oleh  lem- 
baga-lembaga  ini,  sepeni  datangnya  era 
baru.  Dengan  demikian  juga  ada  peluang- 
peluang  jelas  untuk  perkembangannya  lebih 
lanjut.  Bagaimanakah  lembaga-lembaga 
ASEAN  ini  menjawab  tantangan-taniangan 
yang  muncul,  akan  menentukan  arah  masa 
depan  pengkajian  keamanan  di  ASEAN. 


Pembangunan  Ekonomi  dan  Energi 
di  Kawasan  ASEAN* 


Hadi  Soesastro 


MENINGKATNYA  permintaan 
akan  energi  berkaitan  erat  dengan 
pertumbuhan  ekonomi.  Berbagai 
studi  ekonometri  yang  berupaya  menelaah 
hubungan  kausal  antara  energi  dan  penda- 
patan  belum  berhasil  membuahkan  kesim- 
pulan  yang  jelas  (lihat  misalnya  Erol  dan 
Yu,  4987).  Akan  tetapi  secara  intuitif  tam- 
paknya  benar  bahwa  pertumbuhan  ekonomi 
tidak  hanya  membutuhkan  tetapi  juga  me- 
macu  peningkatan  konsumsi  energi.  Yang 
relevan  dengan  pembahasan  sekarang  ini 
adalah  masalah  apakah  energi  telah  dan 
akan  menjadi  kendala  utama  pembangunan 
ekonomi  banyak  negara  berkembang,  ter- 
masuk  negara-negara  di  kawasan  ASEAN, 
dan  bagaimana  ~  sekiranya  memang  demi- 
kian  --  cara  terbaik  untuk  mengatasinya. 

Ruang  Lingkup  dan  Permasalahan 

Pembangunan  dan  pertumbuhan  ekono- 
mi yang  pesat  di  negara-negara  berkembang 

*DiaJihbahasakan  dari  Hadi  Soesastro,  Energy  and 
Economic  Development  in  the  ASEAN  Region,  oleh  M. 
Bam  bang  Walgito. 


memang  diperlukan  untuk  mengentaskan 
kemiskinan.  Untuk  itu  diperlukan  pening- 
katan pasokan  energi.  Akan  tetapi  energi  itu 
sendiri  juga  dilihat  sebagai  suatu  kebutuhan 
pokok  yang  harus  dapat  dijangkau  oleh 
orang  miskin  dalam  jumlah  yang  memadai 
dan  dalam  harga  yang  serendah  mungkin. 

Pengakuan  adanya  tujuan  pemerataan 
atau  sosial  ini  sering  diterjemahkan  ke  da- 
lam kebijakan  pemberian  harga  yang  con- 
dong  mensubsidi  energi  terutama  bila  biaya 
energi  tersebut  relatif  tinggi  dibandingkan 
pendapatan  keluarga  miskin.  Akan  tetapi, 
kebijakan  seperti  ini  sering  menimbulkan 
banyak  kesulitan  serius  dalam  memperta- 
hankan  pengadaan  energi  yang  diperlukan 
(Schramm,  1985).  Dalam  pengadaan  tenaga 
listrik  misalnya,  harga  rendah  yang  dinama- 
kan  harga  lifeline,  cenderung  menyimpang 
secara  mencolok  dari  kriteria  efisiensi  eko- 
nomi. Tambahan  pula,  jumlah  subsidi  sehu- 
bungan  dengan  angka  lifeline  tersebut  ba- 
rangkali  tidak  dikompensasikan  dengan  har- 
ga barang-barang  lain  yang  harus  ditinggi- 
kan  sehingga  merusak  kesehatan  keuangan 
perusahaan  yang  bekerja  untuk  memenuhi 
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kebutuhan  masyarakai. 

Pemberian  subsidi  minyak  tanah,  yang 
biasanya  dibenarkan  aias  dasar  pengertian 
bahwa  minyak  tanah  meriipakan  bahan 
bakar  pokok  masyarakat  miskin  sehingga  di- 
harapkan  mampu  mengurangi  pemakaian 
kayu  bakar,  ternyaia  juga  mengakibatkan 
banyak  problem  dalam  pengadaan  berbagai 
produk  minyak  dalam  jangka  panjang.  Bah- 
kan  penggunaan  pola  subsidi  silang  tidaklah 
meniadakan  beban  keuangan.  Tambahan 
pula,  subsidi  silang  yang  beriebihan  malahan 
akan  menciptakan  suatu  situasi  di  mana  per- 
mintaan  akan  minyak  tanah  dan  BBM  yang 
disubsidi  lainnya  akan  jauh  melampaui  per- 
mintaan  akan  produk  lain,  sehingga  akan 
lerjadi  ketidakseimbangan  yang  parah  an- 
tara  hasil  penyilangan  dengan  konsumsi 
BBM. 

Pemakaian  energi  juga  semakin  sering 
dianggap  sebagai  penyebab  utama  degradasi 
lingkungan.  Sebagaimana  telah  diramalkan 
di  mana-mana,  berdasarkan  kecenderungan 
yang  ada  dewasa  ini,  polusi  yang  diakibat- 
kan  oleh  tenaga  listrik  yang  berasal  dari  fosil 
akan  meningkai  sepuluh  kali  lipat  dalam  em- 
pat  puluh  tahun  mendatang,  dan  dari  kenda- 
raan  akan  meningkat  lima  kali  lipat  (World 
Bank,  1992a).  Penggunaan  teknologi  yang 
"bcrsih"  dan  berlimbah  sedikit,  pemakaian 
sumbcr  cncrgi  yang  dapat  didaur-ulang  serta 
semakin  cHsicnnya  produksi  dan  pemakai- 
an cncrgi  mcrupakan  langkah-langkah  yang 
dapat  mengurangi  tingkat  polusi  lanpa  harus 
mcngorbankan  ouipui.  Untuk  mcnggalak- 
kan  langah-langkali  tcrscbul.  pctncrintah 
pcrlu  mcnganui  kcbijakan  yang  mciicakup 
antara  lain  pcnghapusan  subsidi  bagi  pcm- 
bangkit  tenaga. 

Agaknya  sudah  mcnjadi  suatu  pcraturnn 
di  kalangan  ncgara  bcrkcmbang  unluk 
membcri  harga  murah  pada  tenaga  listrik. 


Sebagaimana  dibahas  di  mana-mana  "alas- 
an   untuk   memberi   harga   rendah  pada 
umumnya  bersifat  institusional  ...  Pemerin- 
tah  seringkali  mcncampuri  kegiatan  lembaga 
utiliiy  sehari-hari,  dan  mereka  itu  cemas 
jangan-jangan  peningkatan  harga  akan  me- 
rangsang  inflasi.  Para  manajer  dan  anggota- 
nya  boleh  jadi  hanya  sedikit  berperan  dalam 
menentukan  kebijakan  harga  dan  investasi. 
Kurangnya  keakunan  dan  keterbukaan  ke- 
uangan dapat  merusak  manajemen,  entah 
itu  manajemen  perusahaan  uiiliiy  itu  sendiri 
maupun  manajemen  perusahaan  BBM  pe- 
merintah   yang  sering   memasok  mereka 
(World  Bank,  1992a,  hal.  117).  Ada  pula 
anggapan  bahwa  menentukan  harga  tenaga 
listrik  lebih  rendah  dari  semestinya  juga 
akan  menghambat  investasi  di  bidang  tekno- 
logi yang  lebih  bersih  dan  baru.  Proses  pe- 
nyusunan  harga  bagi  produk  listrik  dan  mi- 
nyak memang  amat  kompleks. 

Permintaan  yang  meningkat  paling  pesai 
sekarang  ini  maupun  di  masa  mendatang 
berasal  dari  dua  kegiatan  yakni  untuk  pem- 
bangkit  tenaga  listrik  dan  untuk  transpor- 
tasi.  Ini  berarti  peningkatan  permintaan 
akan  bahan  bakar  fosil  dalam  jumlah  besar. 
Stasiun  pembangkit  tenaga  yang  bersumbcr 
pada  fosil  besarnya  dua  pertiga  dari  kapasi- 
tas  pembangkit  tenaga  listrik  di  dunia.  Per- 
mintaan tenaga  listrik  meningkat  sckitar  S"'* 
per  tahun  di  ncgara-ncgara  bcrkcmbang  .sc- 
lama  tahun  198(>-an  dan  agaknya  akan  tcrus 
meningkat.  Di  ncgara  bcrkcmbang  l>csarnya 
konsiunsi  bahan  bakar  untuk  transporta.si 
mcncapai  Icbih  dari  .'^5"o  konsumsi  minyak 
sccnra  kcsclurtihan.  yang  meningkat  lima 
kali  Icbih  ccpai  dibanding  ncgara-ncgara 
OECn  (Ornanisaiion  for  Economic  Co- 
operation and  l^vclopment). 

OECD  mcmproycksikan  permintaan  mi- 
nyak dunia  meningkat  I.T^'o  per  tahun  sam- 


PEMBANGUNAN  EKONOMI  DAN  ENERGI 


105 


pai  dengan  tahun  2005.  Di  negara-negara 
OECD  peningkatannya  diharapkan  hanya 
sekitar  0,8%  per  tahun,  tetapi  di  negara  ber- 
kembang  permintaan  akan  minyak  diduga 
meningkat  jauh  lebih  pesat,  yakni  sekitar 
3,4%  per  tahun.  Di  samping  untuk  sektor 
transportasi,  peningkatan  permintaan  terse- 
but  diduga  berasal  dari  industri  petrokimia. 
Intensitas  minyak,  yakni  pemakaian  minyak 
per  unit  dari  GDP  diharapkan  terus  menu- 
run  sekitar  2%  per  tahun  di  negara-negara 
OEGD.  Akan  tetapi  laju  penurunan  dalam 
intensitas  minyak  ini  akan  menjadi  jauh 
lebih  lambat  di  negara-negara  berkembang, 
yang  pada  umumnya  disebabkan  oleh  ku- 
rangnya  bahan  alternatif  yang  tersedia  dan 
adanya  kecenderungan  peningkatan  urbani- 
sasi  dan  industriahsasi.  Intensitas  energi  se- 
cara  keseluruhan  di  negara-negara  OECD 
diharapkan  menurun  sekitar  1,3%  per  ta- 
hun, akan  tetapi  di  negara-negara  berkem- 
bang diduga  tidak  ada  penurunan. 

Menurut  proyeksi  OECD  kebutuhan 
energi  di  negara-negara  berkembang  sampai 
dengan  tahun  2005  diharapkan  meningkat 
4,3%  per  tahun,  padahal  di  negara-negara 
OECD  hanya  1,3%  per  tahun.  Jadi  pangsa 
konsumsi  energi  negara-negara  berkembang 
terhadap  konsumsi  energi  dunia  akan  me- 
ningkat dari  25%  pada  tahun  1988  menjadi 
34%  pada  tahun  2005  (lEA,  1991b),  dan 
akan  terus  meningkat  sampai  42%  pada  ta- 
hun 2010  dan  54%  pada  tahun  2030  (World 
Bank,  1992a).  Bagi  kawasan  Asia  Timur,  ke- 
cuali  Jepang,  kebutuhan  energi  diproyeksi- 
kan  meningkat  sekitar  5%  per  tahun  sampai 
dengan  tahun  2010.  Peningkatan  kebutuhan 
energi  di  kawasan  ASEAN  lebih  tinggi  lagi, 
yakni  sekitar  6,3%  per  tahun  (Soesastro, 
1992). 

Peningkatan  permintaan  energi  di  ka- 
wasan ASEAN,  dan  juga  di  bagian  kawasan 


Asia  Timur  lainnya  dalam  dekade  menda- 
tang  ini  diperkirakan  terjadi  bersamaan  de- 
ngan laju  peningkatan  permintaan  minyak 
yang  paling  pesat  di  kawasan  manapun  di 
dunia  (Fesharaki  dan  Yamaguchi,  1991). 
Dalam  periode  1987  sampai  dengan  1995, 
permintaan  BBM  di  Asia  Timur  (kecuali  Je- 
pang) diharapkan  meningkat  sekitar  2,5 
mmb/d  (mmb/d  =  juta  barrel  per  hari).  An- 
dil  ASEAN  sekitar  0,5  mmb/d,  sedangkan 
andil  Cina  hanya  sekitar  1  mmb/d.  Perkem- 
bangan  ini  akan  menekan  pasar  minyak  dan 
gas  regional  karena  cadangan  di  kawasan 
berpenghasilan  minyak  mentah  lokal  yang 
rendah  kadar  belerangnya  itu  mulai  menu- 
run. 

Fasharaki  dan  Yamaguchi  telah  menun- 
jukkan  bahwa  kawasan  Asia  Pasifik  akan 
makin  bergantung  pada  impor  minyak  men- 
tah dari  Timur  Tengah:  dari  sekitar  67%  di 
tahun  1985  menjadi  83%  dalam  tahun  1995 
dan  barangkali  akan  mencapai  sekitar  90% 
dalam  tahun  2000.  Hal  ini  akan  mengakibat- 
kan  munculnya  minyak  mentah  berkadar  be- 
lerang  tinggi  yang  pada  saat  yang  sama  akan 
mengakibatkan  pula  terjadinya  pengetatan 
standar  belerang  dalam  penyulingan  minyak 
bakar  mengingat  orang  semakin  menyadari 
pentingnya   kesehatan   lingkungan.  Tam- 
bahan  pula,  mereka  mengantisipasi  bahwa 
kapasitas  dan  fleksibilitas  kilang-kilang  mi- 
nyak yang  sudah  ada  maupun  yang  telah  di- 
rencanakan  ini  tidak  akan  mampu  meme- 
nuhi  kebutuhan  yang  ada.  Ini  berarti  tingkat 
impor  produk  minyak  ke  kawasan  ini  akan 
semakin  tinggi.  Peningkatan  permintaan  mi- 
nyak di  Asia  Timur  dan  di  kawasan  lainnya 
di  dunia,  sebagaimana  dikemukakan  oleh 
Fesharaki  dan  Yamaguchi,  dapat  "mengem- 
balikan  perekonomian  dunia  ke  dalam  situa- 
si  di  mana  pergolakan  atau  kegoncangan  po- 
litik  yang  terjadi  di  Timur  Tengah  akan 


106 


ANALISIS  CSIS.  1994-2 


mampu  menciptakan  kejutan  harga  yang 
mengakibatkan  kekacauan  pasar"  (Fesha- 
raki  dan  Yamaguchi,  1992,  hal.  23).  Ini  juga 
berarti  bahwa  negara-negara  ASEAN,  baik 
pengekspor  maupun  pengimpor  minyak, 
akan  lebih  mudah  mengalami  krisis  minyak 
mengingat  mereka  menjadi  semakin  bergan- 
tung  pada  minyak  impor  dan  mengingat  se- 
makin besarnya  permintaan  akan  minyak 
(Fesharaki  dan  Wu,  1992). 

Apakah  energi  menjadi  kendala  utama 
bagi  pertumbuhan  perekonomian  ASEAN? 
Sejumlah  negara  ASEAN  sekarang  ini  telah 
menghadapi  bottlenecks  yang  serius  dalam 
sektor  infrastruktur  vitalnya  termasuk  bi- 
dang  pembangkit  tenaga  listrik.  Filipina  te- 
lah mengalami  beberapa  "penggiliran  pema- 
daman  aliran  listrik"  yang  serius  sebagai 
akibat  dari  penurunan  drastis  investasi  sehu- 
bungan  dengan  krisis  ekonomi  yang  melan- 
da  negeri  ini  di  awal  tahun  1980-an.  Di  sam- 
ping  itu  10  dari  1 1  stasiun  pembangkit  listrik- 
nya  telah  berusia  lebih  dari  25  tahun,  keada- 
annya  kurang  terawat  dan  lebih  dari  sepa- 
ruhnya  menghasilkan  tenaga  kurang  dari 
50^0.  Ada  rencana  untuk  membangun  lima 
stasiun  pembangkit  tenaga  listrik,  yang  diha- 
rapkan  mampu  menambah  1.660  megawatt 
pada  kapasitas  yang  ada  sekarang  ini.  Jika 
setengah  dari  kapasitas  itu  terealisasi,  maka 
yang  dapat  dipenuhi  hanya  sekitar  20%  dari 
pcningkatan  permintaan  listrik  sclama  tahun 
1990-an  (World  Bank.  1992b). 

Bagi  Indonesia,  ada  tiga  taniangan  unluk 
mcngcmbangkan  infrastruklur.  icrmasuk 
sektor  pembangkit  tenaga  listrik:  pcrtain.i. 
pcningkatan  kapasitas  dalam  junilah  bcsai 
tetap  tidak  akan  mampu  mcmcnuhi  kcbn- 
fuhan  yang  ada.  Sekarang  ini  hanya  sckifar 
dua  per  tiga  rnmah  langga  di  dacrah  pcr- 
kotaan  dan  scpcrcmpai  di  dacrah  pcdcsaan 
yang  dapat  dilayani  kchutuhannya  akan  ic 


naga  listrik  dengan  biaya  murah  oleh  PLN. 
PLN  juga  hanya  menyediakan  sekiiar  sepa- 
ruh  dari  tenaga  listrik  yang  ada  untuk  kepen- 
tingan  industri,  sementara  sisanya  dipenuhi 
oleh  fasilitas  pembangkit  tenaga  yang  ber- 
mesin  diesel  yang  tentu  saja  kurang  ekono- 
mis.  Kedua,  guna  memperiahankan  laju  per- 
tumbuhan sekitar  6%  sampai  7%  per  tahun 
dalam  dekade  mendatang  yang  akan  didu- 
kung  oleh  pertumbuhan  sektor  industri  yang 
lebih  cepat,  maka  permintaan  akan  tenaga 
listrik  dalam  jumlah  besar  harus  dipenuhi. 
Ketiga,  perlu  dilakukan  beberapa  usaha  un- 
tuk meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi 
jasa.  Hal  ini  mencakup  peningkatan  kean- 
dalan  jasa,  pengurangan  biaya  transmisi  dan 
distribusi,  serta  peralihan  dari  ketergantung- 
an  besar  akan  produk  BBM  ke  penggunaan 
bahan  bakar  yang  lebih  murah  seperti  baiu 
bara  dan  gas  (World  Bank,  1992c). 

Tugas  yang  masih  harus  diianggulangi 
oleh  negara-negara  ASEAN  adaJah  mening- 
katkan efisiensi  energi  dan  menjaga  kelesia- 
rian  energi.  Hal  ini  akan  menjadi  suatu  kom- 
ponen  yang  amat  penting  dalam  straiegi  in- 
dustrialisasi  negara-negara  .ASE.AN.  .Mereka 
ini  telah  memulai  langkahnya  dalam  proses 
industrialisasi  vang  lebih  iniensif  encrci  dan 
karenanya  berpoiensi  mempcrparah  kcru- 
sakan  lingkungan.  Perianyaan  yang  perlu  di- 
loniarkan  di  sini  iaiah  seborapa  jauh  ncgara- 
nogara  ASEAN  mampu  mcranoang  kcbijak- 
an  industrialnya  dengan  tctap  mcnyadari  be- 
berapa hal  seperti:  jumlah  dan  jcnis  energi 
yang  dibutuhkan.  danipak  yang  dilimbulkan 
oleh  pcmakaian  energi  icrscbut  tcrhadap 
lingkungan:  kclcrbatasan  riil  dari  kcmampu- 
an  lingkungan  untuk  mcnyciap  limbah  in- 
dustri lanpa  mcmbahayakan  air.  tanah  dan 
lulara:  ancka  sumbcrdaya  energi  yang  mere- 
ka miliki.  kcscmpatan  yang  dihcrikan  oleh 
sumbcr  daya  cncrpi  tcrscbut  dalam  mcngcm- 
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bangkan  teknologi  di  dalam  negeri  mereka 
sendiri  dan  bukannya  menggantungkan  diri 
pada  teknologi  impor;  berbagai  problema 
yang  berkaitan  dengan  energi  dan  lingkung- 
an  yang  diperburuk  oleh  proses  industriali- 
sasi  yang  sedang  berjalan  sekarang  ini  dan 
aneka  kesempatan  yang  dapat  diraih  dalam 
mencari  pemecahan  inovatif  yang  harus  di- 
kembangkan  di  laboratorium-laboratorium 
negara  berkembang;  dan  akhirnya  bagaima- 
na  menetapkan  kelanjutan  suatu  perekono- 
mian  dalam  tahapan  pembangunan  terten- 
tu.' 

Perubahan  Struktural  dan  Kebutuh- 
an  Akan  Energi 

Tingkat  kebutuhan  energi  di  kawasan 
ASEAN  berbeda  satu  sama  lain.  Dalam  ta- 
hun  1991  konsumsi  energi  rata-rata  per  kapi- 
ta  berkisar  antara  218  kilogram  setara  mi- 
nyak  (kgoe/kilogram  of  oil  equivalent)  di 
Filipina  dan  279  kgoe  di  Indonesia  sampai 
6.178  kgoe  di  Singapura.  Kecuali  di  Singa- 
pura  dan  Brunei,  tingkat  konsumsi  energi 
per  kapita  (komersial)  di  empat  negara 
ASEAN  lainnya  lebih  rendah  dari  rata-rata 
negara  yang  berpendapatan  menengah,  yang 
berjumlah  1.351  kgoe  dalam  tahun  1991. 
Akan  tetapi  perlu  diperhatikan  bahwa  di 
negara-negara  seperti  Indonesia,  Filipina 
dan  Muangthai,  konsumsi  energi  non  ko- 
mersial masih  mencapai  75%  sampai  100% 
tingkat  konsumsi  energi  komersial. 

Kecuali  Filipina,  laju  pertumbuhan  kon- 
sumsi energi  di  negara-negara  ASEAN  un- 
tuk  kurun  waktu  1970-1980  dan  1980-1991 
lebih  tinggi  dibandingkan  tingkat  konsumsi 

'Dalam  menyusun  tulisan  ini  penulis  mengucapkan 
banyak  terima  kasih  pada  Mr.  Lorenzo  Kristov,  kandi- 
dat  doktor,  Universitas  California  di  Davis. 


negara-negara  berpenghasilan  menengah 
(5,4%  dan  3,4%).  Negara-negara  ASEAN 
tidak  memperhhatkan  kecenderungan  yang 
seragam  dalam  perubahan  rata-rata  laju  per- 
tumbuhan konsumsi  energi  dari  kurun 
waktu  1970-1980  sampai  1980-1991.  Seperti 
terlihat  dalam  Tabel  1,  Indonesia  dan  Fili- 
pina mengalami  penurunan  separuh  dalam 
tingkat  pertumbuhan  konsumsi  energi.  Hal 
ini  agaknya  sejalan  dengan  lambatnya  per- 
tumbuhan ekonomi  yang  dialami  kedua  ne- 
gara selama  periode  kedua.  Di  Muangthai 
laju  pertumbuhan  ekonomi  meningkat 
selama  periode  kedua  akan  tetapi  pada 
waktu  yang  sama  laju  pertumbuhan  kon- 
sumsi energi  mengalami  sedikit  penurunan. 
Di  Malaysia  dan  Singapura  laju  pertum- 
buhannya  selama  periode  kedua  lebih  lam- 
bat.  Akan  tetapi  konsumsi  energi  meningkat 
lebih  pesat  selama  periode  kedua. 

Dalam  kurun  waktu  1980-1991,  elastisi- 
tas  pendapatan  konsumsi  energi  di  Indone- 
sia, Singapura  dan  Muangthai  adalah  sekitar 
0,9,  namun  untuk  Malaysia  dan  Filipina 
angkanya  di  atas  I.  Di  kedua  negara  ini, 
elastisitas  energi  meningkat  secara  substan- 

Tabel  1 

PERTUMBUHAN  EKONOMI  DAN  KONSUMSI 
ENERGI  DI  ASEAN 
(%  Per  Tahun) 


GDP  Konsumsi  Energi 
1970-80  1980-91  1970-80  1980-91 


Indonesia 

7,2 

5,6 

9.9 

4.8 

Malaysia 

7,9 

5,7 

5.4 

7.9 

Filipina 

6,0 

1,1 

4,0 

1.9 

Singapura 

8,3 

6,6 

2.8 

5.6 

Muangthai 

7,1 

7.9 

7.9 

7.4 

Sumber:    World  Bank  (1993). 
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sial.  Di  Filipina  hal  itu  diakibatkan  oleh  ada- 
nya  stagnasi  pertumbiihan  perekonomian 
yang  terjadi  sejak  awal  tahun  1980-an.  Per- 
kembangan  yang  berbeda  ini  mencerminkan 
perbedaan  dalam  perubahan  ekonomi  dan 
teknologi,  lermasuk  pula  perubahan  dalam 
struktur  ekonomi  dan  harga  energi. 

Keseluruhan  konsumsi  energi  di  lima  ne- 
gara  ASEAN  dalam  tahun  1989  berjumiah 
75  juta  ton  setara  minyak  (mmtoe/million 
tons  of  oil  equivalen):  39,8%  dari  jumlah  itu 
dikonsumsi  Indonesia,  sedangkan  Muang- 
thai  25,6%,  Malaysia  14,5%,  Filipina  12,9% 
dan  Singapura  7,2%.  Dari  jumlah  total  ini, 
74%  atau  55,7  mmtoe  merupakan  minyak 
bumi.  Distribusi  konsumsi  minyak  di  ka- 
langan  negara  ASEAN  sama  besarnya  de- 
ngan  distribusi  konsumsi  energi  secara  kese- 
luruhan, tetapi  yang  menarik  di  sini,  prosen- 
tase  distribusi  negara-negara  pengekspor  mi- 
nyak (Indonesia  dan  Malaysia)  sedikit  lebih 
rendah  sedangkan  negara-negara  pengimpor 
minyak  proseniasenya  sedikit  lebih  tinggi. 

Dari  seluruh  konsumsi,  sekitar  32,8%  di- 
pergunakan  untuk  kegiatan  industri,  39,4% 
untuk  transportasi  dan  sisanya  27,8%  untuk 
tujuan  komersial,  pemukiman  dan  lainnya. 
Sekitar  53%  dari  seluruh  konsumsi  minyak 


dipergunakan  dalam  sektor  transportasi.  Di- 
lihat  dari  keseluruhan  konsumsi  minyak  un- 
tuk sektor  industri  di  kawasan  ini,  andil  In- 
donesia merupakan  yang  teninggi  yakni 
mencapai  41,7%,  diikuti  Malaysia  (19,3%), 
Muangthai  (18,5%),  Filipina  (12,8%)  dan 
Singapura  (7,7%).  Di  sektor  transportasi. 
andil  Muangthai  merupakan  yang  tertinggi 
yakni  35%,  diikuti  Indonesia  34%,  Malaysia 
14,6%,  Singapura  8,8%  dan  akhirnya  Fili- 
pina 7,6%.  Dalam  Tabel  2  dapat  dilihai  dis- 
tribusi energi  dan  konsumsi  minyak  secara 
sektoral  di  masing-masing  negara  ASEAN 
dalam  tahun  1989. 

Suatu  studi  (Sharma,  1991)  yang  meneliii 
perubahan  pola  pemakaian  energi  secara 
sektoral  di  negara-negara  ASEAN  selama 
periode  1973-1987  menunjukkan  bahwa 
pangsa  sektor  industri  terhadap  permintaan 
energi  secara  keseluruhan  telah  menurun  di 
Muangthai  dan  Filipina.  Orang  beranggapan 
bahwa  penurunan  di  Muangthai  itu  disebab- 
kan  oleh  peningkatan  efisiensi  dalam  pema- 
kaian energi,  karena  berdasarkan  pengamai- 
an  yang  dilakukan  selama  periode  tersebut 
tidak  ada  perubahan  struktur  industri  yang 
berarti  yang  mempengaruhi  pemakaian  ener- 
gi. Di  Filipina  penurunan  tersebut  terjadi 


Tabel  2 

KON.SUMSI  ONFRGI  DAN  MINYAK  DI  NEGARA-NEGARA  ASEAN 
SECARA  SEKTORAL  DALAM  TAHUN  1989 
(dalam  I'roscntnsc) 


Indonesia         Malaysia  Iilipina  Sw...,.  w... 


Industri 
Transpor 

Pemukiman /Komcfsial 
Lain-iain 


33.7 
IR.9 
IJ.l 


43.6 
39.7 
12.9 


MA 
12.6 


37.0 
12.7 


23,8 
54,0 

12.2 
10,0 


Sumb€r:    lEA  {1991a). 
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setelah  adanya  krisis  harga  minyak  kedua, 
dan  hal  itu  disebabkan  oleh  perubahan 
struktur  industri  dan  peningkatan  efisiensi. 
Harga  energi  yang  lebih  tinggi  dan  langkah- 
langkah  lainnya  memiliki  dampak  tersendiri 
dalam  konservasi  energi  di  sektor  tersebut. 

Pangsa  sektor  industri  di  Malaysia  tidak- 
lah  berubah  secara  mencolok  selama  kurun 
waktu  1973-1987.  Kenyataannya,  dalam  ta- 
hun  1989  pangsa  Malaysia  sama  besarnya 
dengan  tahun  1987,  yakni  sekitar  44%. 
Akan  tetapi  perlu  dicatat  bahwa  data  terse- 
but meliputi  aneka  kegiatan  di  luar  sektor 
manufaktur  (pertambangan  dan  konstruksi) 
dan  boleh  jadi  ada  pergeseran  dan  perubah- 
an dalam  efisiensi  energi  di  berbagai  sub- 
sektor.  Di  Singapura,  peningkatan  pangsa 
sektor  industri  dalam  pemakaian  energi  dise- 
babkan oleh  peningkatan  peran  manufaktur 
dalam  GDP,  percampuran  produk  industri, 
peningkatan  otomasi  dan  kebutuhan  akan 
mesin  pendingin  guna  menunjang  lingkung- 
an  kerja  yang  baik  di  berbagai  industri.  Di 
Indonesia  pangsa  sektor  industri  dalam  kon- 
sumsi  energi  juga  meningkat  selama  kurun 
waktu  tersebut.  Hal  itu  disebabkan  oleh  pro- 
ses industrialisasi  yang  tumbuh  dengan  pe- 


sat,  sektor  industri  padat  energi  yang  tum- 
buh lebih  cepat  lagi,  peningkatan  produksi 
energi  di  dalam  negeri  dan  besarnya  subsidi 
BBM  sampai  awal  tahun  1980- an.  Dalam  ta- 
hun 1989,  kecenderungan  ini  telah  tertahan 
karena  menurunnya  pangsa  sektor  industri 
sampai  ke  tingkat  yang  terjadi  dalam  tahun 
1973  (yakni  sekitar  34%). 

Pada  tahun  1989,  di  Indonesia  dan  Singa- 
pura, pangsa  subsektor-subsektor  yang  pa- 
ling padat  energi  (industri  besi  dan  baja,  in- 
dustri bahan-bahan  kimia  serta  mineral  non 
metalik)  besarnya  sekitar  70%  dari  seluruh 
konsumsi  energi  di  sektor  industri.  Pangsa 
Filipina  sebesar  56%,  Muangthai  lebih  ren- 
dah,   yakni   37,7%    sedangkan  Malaysia 
25,3%.  Di  Muangthai  misalnya,  pangsa 
sektor  industri  pangan,  tekstil  dan  kulit 
masih  sekitar  31%.  Pangsa  sektor  industfei 
pangan  di  Malaysia  juga  besar,  yakni  sekitar 
30%  (Chateau,  1992).  Sektor  manufaktur  di 
ASEAN,  kecuali  di  Filipina,  telah  berkem- 
bang  pesat  selama  dekade  yang  lampau.  La- 
ju  pertumbuhan  sektor  tersebut  di  Singapura 
adalah  sekitar  7%  per  tahun,  Muangthai  dan 
Malaysia  hampir  mencapai  10%,  serta  In- 
donesia sekitar  12%.  Dalam  Tabel  3  dapat 


Tabel  3 


DISTRIBUSI  NILAI  TAMBAH  MANUFAKTUR  DI  ASEAN 

(Persentase) 


P^"g^  Tekstil  Mesin  Kimia  Lain-lain 


1970 

1990 

1970 

1990 

1970 

1990 

1970 

1990 

1970  1990 

Indonesia 

65 

24 

14 

14 

2 

10 

6 

10 

13  42 

Malaysia 

26 

13 

3 

.6 

8 

31 

9 

11 

54  39 

Filipina 

39 

36 

8 

10 

8 

8 

13 

12 

32  34 

Singapura 

12 

4 

5 

3 

28 

53 

4 

10 

51  29 

Muangthai 

43 

29 

13 

25 

9 

12 

6 

3 

29  31 

Sumber:    World  Bank  (1993). 
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dilihat  struktur  industri  manufaktur  yang 
berubah  di  lima  negara  ASEAN. 

Studi  yang  dilakukan  Sharma  ( 1991)  juga 
memperlihatkan  perubahan  dalam  intensitas 
energi  industri.  Dikatakan  bahwa  intensitas 
energi  industri  di  Malaysia,  Filipina  dan 
Muangthai  menurun,  sedangkan  di  Indone- 
sia dan  Singapura  meningkat  antara  tahun 
1973  sampai  1980,  akan  tetapi  sesudah  tahun 
1980  di  semua  negara  ASEAN  ada  kenaikan. 
Kenaikan  intensitas  energi  baik  di  Indonesia 
maupun  Singapura  terutama  disebabkan 
oleh  pergeseran  struktur  industri  menuju  ke 
industri  padat  energi.  Dalam  studi  tersebut 
dikemukakan  pula  bahwa  kenaikan  intensi- 
tas energi  di  Malaysia,  Muangthai  dan  In- 
donesia sejak  1980  disebabkan  oleh  pening- 
katan  penggunaan  gas  alam  dalam  sektor  in- 
dustri mereka.  Ditunjukkan  pula  bahwa 
penggantian  dari  minyak  ke  gas  bumi  dan 
batubara  biasanya  mengakibatkan  kenaikan 
intensitas  energi  industri,  sekurang-kurang- 
nya  dalam  jangka  pendek  (Sharma,  1991, 
hal.  33). 

Suatu  studi  lain  (Chateau,  1991)  mem- 
perlihatkan bahwa  intensitas  energi  di  bi- 
dang  industri  kimia  dan  pangan  di  Indonesia 
telah  menurun  sekitar  6,5%  dan  8%  per  ta- 
hun, dari  tahun  1981  sampai  1985.  Akan  te- 
tapi di  Filipina  ada  kenaikan  intensitas  ener- 
gi sebcsar  10,7%  dan  1 1%  per  tahun  di  sek- 
tor-sektor  tersebut  dari  tahun  1985  sampai 
1989.  Dia  mcnguraikan  perubahan  dalam  sc- 
luruh  intensitas  industri  scbagai  suatu  "cfck 
struktural",  yang  disebabkan  oleh  perubah- 
an strukfural  dan  snatu  "cfck  non  struk- 
tural". yang  bcrasal  dari  faktor-fnktor  lain 
.scpcrti  pcnghcmatan  energi.  penggantian 
energi  atau  peralihan  slruklurnl  yang  intra- 
scktoral.  Kcsimpulan  yang  dihasilkan  oleh 
studi  tersebut  iaiah  bahwa  di  Indoncsln  peru- 
bahan sfruktiiral  tersebut  bcrakibal  Icbih  bc- 


sar  dari  efek  pengurangan  intensitas  sek- 
toral.  Di  Muangthai,  perubahan  struktural 
tidak  membawa  dampak  yang  berarti  pada 
perubahan  intensitas  energi  secara  keselu- 
ruhan.  Sedangkan  di  Filipina,  baik  perubah- 
an struktural  maupun  berbagai  variasi  da- 
lam intensitas  sektoral  berperan  dalam  pe- 
ningkatan  intensitas  energi. 

Pangsa  sektor  transportasi  dalam  kese- 
luruhan  konsumsi  energi  telah  meningkat  di 
semua  negara  ASEAN.  Peningkaian  yang 
paling  menonjol  terjadi  di  Muangthai.  Per- 
mintaan  energi  unluk  transportasi  telah  me- 
ningkat lebih  dari  10%  per  tahun  dalam  be- 
berapa  tahun  belakangan  ini  di  sebagian  be- 
sar  negara-negara  ASEAN.  Kenaikan  ini  di- 
akibatkan  oleh:  (a)  kurangnya  bahan  peng- 
ganti  bahan  bakar  untuk  transportasi;  dan 
(b)  penambahan  jumlah  kendaraan  yang  pe- 
sat  sekali  (Sharma,  1991).  Dari  data  terbaru 
(lEA,  1991)  dikatakan  bahwa  pangsa  sektor 
transportasi  di  Filipina  tampaknya  menurun 
sejak  tahun  1987.  Penurunan  ini  boleh  jadi 
diakibatkan  oleh  tingginya  kenaikan  harga 
bahan  bakar  yang  dialami  Filipina  di  sektor 
tersebut.  Akan  tetapi,  sejak  permulaan  de- 
kade  1990-an  kebutuhan  energi  untuk  trans- 
portasi meningkat  lagi  dengan  pesat. 

Studi  yang  dilakukan  Sharma  untuk  pt- 
riode  1973-1986  mcnunjukkan  bahwa  inten- 
sitas energi  pada  sektor  ini  di  .semua  bidang 
negara  ASEAN  pada  umumnya  telah  menu- 
run,  kccuali  Singapura  untuk  kurun  waktu 
1980-1986.  Penurunan  yang  cukup  tajam 
terjadi  di  Indonesia.  Malaysia  dan  Filipina. 
nipcrlihatkan  pula  bahwa  intcn.siia.s  energi, 
dalam  arli  konsumsi  bahan  bakar  per  kenda- 
raan per  tahun.  iclah  menurun  sebcsar  48% 
di  Indonesia.  .n%  di  Malaysia  dan  bahkan 
6.^%  di  Filipina  antara  lahim  197.^  sampai 
dengan  1986.  Tidak  hanva  karcna  naiknya 
liarga  minyak.  penurunan  intensitas  tersebut 
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boleh  jadi  disebabkan  pula  oleh  adanya  ken- 
daraan-kendaraan  yang  hemat  energi  serta 
adanya  peralihan  dari  kendaraan  yang  ber- 
bahan  bakar  bensin  menjadi  kendaraan  yang 
bermesin  diesel  yang  lebih  efisien  energi. 

Dalam  studi  yang  mencakup  periode 
yang  paling  akhir  disebutkan  bahwa  intensi- 
tas  energi  di  sektor  transportasi  di  ASEAN, 
dalam  arti  intensitas  energi  transportasi  per 
unit  GDP,  tampak  naik.  Kenaikannya  sebe- 
sar  lebih  dari  9%  per  tahun  di  Filipina  ( 1 982- 
1990),  4%  di  Muangthai  (1982-1989),  2,5% 
di  Malaysia  (1978-1989),  akan  tetapi  di  Indo- 
nesia intensitas  tersebut  cukup  stabil. 

Di  Indonesia  dan  Malaysia  sekitar  90% 
konsumsi  energi  selama  tahun  1989  adalah 
untuk  transportasi  darat  (IE A,  1991a).  Di 
Muangthai  besarnya  sekitar  79%,  sedang- 
kan  di  Filipina  sekitar  65%  dan  di  Singapura 
hanya  46% ,  karena  di  Singapura  ini  sebagi- 
an  terbesar  konsumsi  energinya  adalah  un- 
tuk transportasi  udara  (internasional).  Truk 
dan  pick-up  hanya  menghabiskan  setengah 
dari  bahan  bakar  untuk  transportasi  darat. 
Sisanya  dikonsumsi  oleh  aneka  jenis  kenda- 
raan lainnya.  Di  Malaysia,  Muangthai  dan 
Indonesia,  yang  paling  banyak  menghabis- 
kan bahan  bakar  adalah  kendaraan  pribadi 
dan  sepeda  motor,  sedangkan  di  Filipina 
pangsa  kendaraan  angkutan  umum  cukup 
besar  (30%,  dibandingkan  dengan  5%  di 
Malaysia,  Muangthai  dan  Indonesia). 

Chateau  (1991),  mencatat  bahwa  di  nega- 
ra-negara  ASEAN  besarnya  elastisitas  pen- 
dapatan  dari  permintaan  akan  mobil  mende- 
kati  satu.  Akan  tetapi  pada  tingkat  penda- 
patan  tertentu,  ratio  pemilikan  kendaraan 
(jumlah  mobil  per  penduduk)  beraneka  ra- 
gam  antar  sesama  anggota  ASEAN.  Hal  ini 
mencerminkan  keanekaragaman  kebijakan 
pemerintah  di  bidang  transportasi  darat 


111 

pada  umumnya  dan  kendaraan  pribadi  pada 
khususnya.  Perbedaan  harga  antara  minyak 
diesel  dan  bensin  serta  berbagai  tingkat  har- 
ga absolut  ternyata  mempengaruhi  karak- 
teristik  transportasi  darat  dan  intensitas 
energi  di  sektor  transportasi.  Perbedaan  har- 
ga antara  bensin  dan  diesel  memang  berma- 
cam-macam  di  kalangan  negara  ASEAN 
akan  tetapi  perbedaan  harga  tersebut  telah 
dipersempit  di  semua  negara  sejak  tahun 
1986. 


Kebijakan  Harga  dan  Swastanisasi 

Di  hampir  semua  negara  ASEAN  harga 
segala  jenis  energi  dikendalikan  oleh  peme- 
rintah. Penentuan  harga  produk  minyak  me- 
rupakan  masalah  kebijakan  yang  rumit  se- 
kali  dan  menjadi  pokok  pemikiran  utama 
negara-negara  ASEAN  selama  kurun  waktu 
20  tahun  terakhir.  Di  Singapura  kebijakan 
penentuan  harga  produk  minyak  secara 
efektif  menghapus  subsidi  walaupun  dibuat 
beraneka  ragam  pajak  untuk  mempengaruhi 
permintaan.  Sebagai  suatu  negara  pengim- 
por  minyak,  harga  minyak  secara  langsung 
dipengaruhi  oleh  perubahan  harga  interna- 
sional. Dalam  bulan  Juni  1987  pemerintah 
telah  mengadakan  deregulasi  kebijakan  pe- 
nentuan harga  dengan  tidak  melanjutkan 
lagi  penentuan  harga  plafon  untuk  penjual- 
an  minyak  eceran  dalam  negeri  (Doshi, 
1991). 

Penentuan  harga  produk  minyak  di  Ma- 
laysia dikaitkan  dengan  harga  minyak  inter- 
nasional akan  tetapi  harga  tersebut  masih 
tunduk  pada  campur  tangan  Kementerian 
Perdagangan  dan  Industri  secara  periodik. 
Dalam  tahun  1974  Malaysia  mulai  menca- 
nangkan  bensin,  minyak  tanah  dan  minyak 
diesel  sebagai  barang  yang  terkendali  harga- 
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nya.  Harga  minyak  tanah  dan  minyak  diesel 
telah  disubsidi  menyusul  adanya  krisis  mi- 
nyak pertama  sampai  berakhirnya  krisis  ter- 
sebut  pada  akhir  1983.  Seperti  di  negara- 
negara  ASEAN  lainnya,  ada  subsidi  bagi  mi- 
nyak tanah  karena  minyak' tersebut  banyak 
dipakai  oleh  rakyat  miskin,  sedangkan  mi- 
nyak diesel  kebanyakan  dipakai  di  sektor 
transportasi  publik.  Untuk  bensin  ada  pajak 
tinggi  karena  jenis  BBM  tersebut  kebanyak- 
an digunakan  untuk  orang  kaya.  Sebelum 
terjadinya  krisis  minyak  pertama,  segala  je- 
nis produk  BBM  dikenai  pajak  tinggi  di  Ma- 
laysia. Di  tahun  1971,  harga  bensin  adalah 
7,2  kali  lipat,  harga  minyak  tanah  2,3  kali 
lipai  dan  harga  minyak  diesel  2,8  kali  lipat 
dari  harga  pasar  internasional  (Sharma, 
1919).  Dalam  tahun  1976  pajak  minyak 
tanah  dan  minyak  diesel  dikurangi  sebesar 
80*^'o,  yang  mengakibatkan  subsidi  tersebut 


terus  membengkak.  Pada  tahun  1980  subsidi 
minyak  tanah  dan  minyak  diesel  menjadi 
58%  dan  47%  dari  harga  eceran  (Meyana- 
than  dan  Wells,  1984).  Pada  kenyaiaannya, 
subsidi  BBM  meningkat  21  kali  dalam  liga 
tahun,  dari  M$37  juta  di  tahun  1978  menjadi 
M$776  juta  di  tahun  1981. 

Tabel  4  menggambarkan  harga  bensin, 
minyak  tanah  dan  minyak  diesel  di  Indone- 
sia, Filipina  dan  Muangthai  dibandingkan 
dengan  harga  yang  ada  di  Malaysia.  Hal  itu 
menunjukkan  harga  bensin  di  Filipina  meru- 
pakan  yang  paling  tinggi  di  kawasan  dalam 
tahun  1992  padahal  sebelumnya  dalam  ta- 
hun 1974  harga  tersebut  lebih  murah.  Harga 
produk  BBM  di  Filipina  telah  diatur  sejak 
dicanangkannya  Peraturan  Komisi  Industri 
Minyak  tahun  1971.  Harga-harga  tersebut 
diatur  agar  industri  minyak  dalam  negeri 


Tabel  4 


HARGA  BBM  DI  INDONESIA,  FILIPINA  DAN  MUANGTHAI  DALAM  KAITAN-KAITANNYA 
DENGAN  HARGA  BBM  DI  MALAYSIA  (Malaysia  =  1,00) 


1974 

1980 

1983 

1986 

1993 

INDONESIA 

Bensin 

0.37 

0.45 

0,88 

0,84 

0.94 

Minyak  Tanah 

0,40 

0.25 

0.60 

0.76 

0.60 

Minyak  Diesel 

0.33 

0,38 

0,91 

0.89 

0,83 

FILIPINA 

Bensin 

0.53 

1.05 

1. 00 

0.96 

1.44 

Minyak  Tanah 

1.40 

1.38 

1.50 

1.24 

1.19 

Minyak  Diesel 

1.07 

\,50 

1.45 

1.39 

1.18 

MUANGTHAI 

Bensin 

0,5? 

0.82 

0.% 

0.92 

1.O0 

Minyak  Tanah 

1.25 

1.20 

i.i: 

1.43 

Minyak  Dtctel 

O.HO 

1.50 

1.28 

1,36 

5>umb«r:  Anntkflangkn  unliik  tahon  1974-  IQRfi  ctldn^nrkan  alfl<  Sharma  (W!).  TaM  5:  Anpka  iinmk  1991  dida- 
"iarkan  afa<  informal)  vang  dikiimpiilkan  olch  PcmcTinlah  Indonesia  «cha^aimana  dilaporkan  dalam 
AV)w/>r;«.  R  Janiiari  I99.V 
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dapat  berjalan  lancar,  selain  itu  kebijakan 
pemberian  harga  juga  dimaksudkan  untuk 
mengurangi  sebanyak  mungkin  dampak 
buruk  dari  tingginya  harga  BBM  bagi  kese- 
jahteraan  rakyat. 

Sejak  tahun  1970-an,  pengaturan  harga 
minyak  telah  memperoleh  kritikan  tajam. 
Pada  umumnya  harga  BBM  mencerminkan 
perubahan  harga  BBM  di  dunia  internasio- 
nal,  perubahan-perubahan  dalam  kurs  tukar 
antara  Peso  dan  dolar  AS  serta  oleh  pajak 
energi.  Selama  dua  krisis  minyak  tersebut, 
kenaikan  harga  minyak  internasional  dibe- 
bankan  pada  konsumen.  Akan  tetapi,  penu- 
runan  harga  minyak  internasional  yang  ter- 
jadi  di  awal  198Q-an  tidak  dibebankan  pada 
konsumen  karena  turunnya  nilai  mata  uang 
Peso  (ADB,  1987). 

Harga  BBM  mengandung  sejumlah  kom- 
ponen,  yakni:  (a)  penerimaan  perusahaan 
minyak  yang  terdiri  dari  biaya  kilang  mi- 
nyak mentah  dan  biaya  lain  ditambah  keun- 
tungan  marjinal  yang  dimungkinkan;  (b) 
biaya  transportasi  plus  biaya  marjin  penge- 
cer;  (c)  pajak;  dan  (d)  kontribusi  yang  dise- 
rahkan  ke  Dana  Stabilisasi  Harga  Minyak/ 
Oil  Price  Stabilization  Fund  (OPSF).  Tahun 
1987,  misalnya,  dari  seluruh  harga  eceran 
bensin,  sekitar  50%  di  antaranya  merupakan 
penerimaan  perusahaan  minyak,  46%  meru- 
pakan pajak  pertambahan  nilai,  dan  sisanya 
marjin  dealer.  Belum  ada  kontribusi  untuk 
OPSF.  Besarnya  penerimaan  perusahaan 
minyak  tanah  dan  minyak  diesel  adalah  seki- 
tar 66%  sampai  68%  harga  eceran,  sedang- 
kan  pajaknya  sebesar  21%  dari  harga  ecer- 
an. Kontribusi  untuk  OPSF  hanya  sekitar 
6%  sampai  8%  (Santos,  1991). 

Sekarang  ini  pajak  dimanfaatkan  untuk 
meningkatkan  pendapatan  pemerintah  ken- 
dati  pajak  tersebut  pada  mulanya  dimaksud- 


kan untuk  membiayai  pengembangan 
sumber  energi  alternatif.  OPSF  dimaksud- 
kan untuk  menstabilkan  harga.  OPSF  me- 
ngumpulkan  dana  bila  harga  plafon  peme- 
rintah pada  kenyataannya  berada  di  atas 
harga  produksi  (dalam  Peso).  Bila  harga  me- 
lampaui  harga  yang  ditentukan  pemerintah, 
maka  akan  dipakai  dana  dari  OPSF  untuk 
mengkompensasikan  kerugian  yang  dialami 
oleh  perusahaan  minyak.  Hal  ini  akan  terus 
berlanjut  sampai  dana  tersebut  habis,  yang 
berakibat  pada  penyesuaian  kenaikan  harga 
minyak.  Akan  tetapi,  bila  pemerintah  me- 
nentukan  harga  minyak  lebih  tinggi  dari 
harga  sebenarnya  untuk  jangka  waktu  ter- 
tentu,  maka  OPSF  akan  memperoleh  suatu 
nilai  permulaan  yang  akan  mengakibatkan 
penyesuaian  berupa  penurunan  harga. 

Penentuan  harga  BBM  di  Muangthai 
juga  mencakup  unsur  "dana  minyak".  Da- 
lam kasus  BBM  yang  dikilang  dalam  negeri 
di  mana  pemerintah  mengendalikan  harga 
eceran  dan  harga  kilangan,  dana  tersebut 
ekuivalen  dengan  pajak  atau  subsidi  yang 
memungkinkan  pemerintah  untuk  mengu- 
bah  harga  kilangan  tanpa  mengubah  kom- 
ponen  lain  dan  harga  eceran.  Komponen- 
komponen  lain  dalam  menentukan  harga 
minyak  adalah  pajak-pajak  (cukai,  pajak 
pemerintah  daerah  dan  pajak  usaha)  serta 
marjin  untuk  dealer.  Pada  kasus  BBM  yang 
diimpor,  pemerintah  menarik  pajak  impor 
serta  pajak  usaha  dan  pajak  daerah.  Dana 
minyak  yang  ditarik  dari  importir  biasanya 
berbeda  dengan  dana  yang  berasal  dari  pe- 
ngilangan  dalam  negeri  karena  pajak-pajak 
pada  kedua  BBM  tersebut  sedikit  berbeda 
dan  harga  minyak  kilangan  dalam  negeri 
lebih  rendah  dibanding  harga  impor  untuk 
sebagian  besar  jenis  produk  (Koomsup, 
1984a).  Dalam  tahun  1980  pemerintah  mem- 
perkenalkan  suatu  formula  penetapan  harga 
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eceran  yang  mengizinkan  harga  BBM  naik 
otomatis  jika  cadangan  Dana  Minyak  dan 
penghasilan  pemerintah  dari  pajak  usaha  tu- 
run  di  bawah  tingkat  yang  telah  ditetapkan. 
Jika  cadangan  dan  penerimaan  naik  kembali 
di  atas  harga  yang  telah  ditetapkan,  maka 
secara  otomatis  harga-harga  tersebut  akan 
turun.  Dipakainya  formula  penentuan  harga 
seperti  ini  merupakan  suatu  langkah  penting 
dalam  menderegiilasikan  proses  pemberian 
harga  BBM  di  Muangthai. 

Sebagaimana  yang  dapat  dilihat  pada 
Tabel  4  harga  bensin  masih  tetap  jauh  di 
bawah  harga-harga  di  Filipina  dan  sampai 
dengan  awal  1993  masih  di  bawah  harga  Ma- 
laysia. Selama  tahun  1980-an  harga  minyak 
tanah  dan  minyak  diesel  di  Muangthai  juga 
masih  di  bawah  harga  di  Filipina.  Di  Filipina 
kenaikan  harga  minyak  internasional  dibe- 
bankan  pada  konsumen,  sedangkan  di 
.Muangthai  pemerintah  memperkecil  efek 
tersebut  dengan  mempertahankan  agar  har- 
ga minyak  tanah  dan  minyak  diesel  tetap 
rendah.  Hal  ini  dapat  dilaksanakan  dengan 
memberi  subsidi  atau  mengurangi  pajak. 
Pada  tahun  1992,  harga  minyak  tanah  dan 
minyak  diesel  di  Muangthai  lebih  tinggi  di- 
bandingkan  harga  di  Filipina  dan  sekitar 
40^0  lebih  tinggi  dibanding  Malaysia. 

Harga  BBM  di  Indonesia  masih  lebih 
rendah  dibanding  Malaysia  kendati  penyc- 
suaian  harga  yang  tcrjadi  di  bulan  Januari 
1993  telah  mcngakibatkan  harga  bensin 
bcrada  di  suatu  litik  yang  hanya  sekitar  6% 
di  bawah  harga  di  Malaysia.  Dcmikian  pula 
dapat  dilihat  pada  'label  4,  harga  minyak 
diesel  sckarang  hanya  17%  lebih  rendah  di- 
banding harga  di  Malaysia.  Pada  lahun  1974 
harga  tersebut  bcsarnya  scpcriiga  harga  ecer- 
an di  Malaysia.  Harga  minyak  lanah  dan  mi- 
nyak diesel  tetap  rendah  selama  kurun 
waktu  1970-an  karena  mcmpcrolch  subsidi 
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besar.  Jenis  BBM  lainnya  dijual  di  atas  har- 
ga produksi.  Pada  hakekainya,  kebijakan 
pemberian  harga  mencakup  suaiu  subsidi 
silang.  Pertamina,  perusahaan  minyak  milik 
negara  diminta  uniuk  menyediakan  BBM  se- 
suai  dengan  harga  yang  telah  ditetapkan  pe- 
merintah. Penerimaan  dari  BBM  yang  tidak 
disubsidi  tidak  selalu  menutupi  subsidi  yang 
diberikan  dan  kerugian-kerugian  yang  dia- 
lami  Pertamina  diganti  oleh  pemerintah  me- 
lalui  anggaran  belanja  negara.  Oleh  karena 
itu  penyesuaian  harga  BBM  lebih  sering  dite- 
tapkan berdasarkan  situasi  anggaran  belanja 
negara. 

Subsidi  minyak  tanah  memang  dapat  di- 
benarkan  atas  dasar  pertimbangan  sosial  po- 
litik  dan  tidak  mudah  dihilangkan  begitu  sa- 
ja  bila  sudah  dilaksanakan.  Pada  tahun  1980 
harga  minyak  tanah  di  Indonesia  adalah  se- 
perempat  harga  di  Malaysia.  Kemudian  si- 
tuasinya  menjadi  lebih  kompleks  karena 
adanya  kenyataan  bahwa  harga  minyak  die- 
sel juga  harus  dibiarkan  rendah  karena  kha- 
watir  jangan-jangan  orang  akan  mengeanti 
minyak  diesel  dengan  minyak  tanah.  Hasil- 
nya  dapat  diduga,  permintaan  bahan  bakar 
yang  disubsidi  meningkat  jauh  lebih  pesat 
dibandingkan  permintaan  bahan  bakar  yang 
tidak  disubsidi  dengan  akibat  makin  mem- 
bengkaknya  subsidi  yang  berasal  dari  ang- 
garan belanja.  Bcsarnya  subsidi  mclalui  ang- 
garan belanja  negara  sudah  mencapai  sekitar 
2  milyar  dolar  dalam  (ahun  anggaran  1981/ 
1982.  hampir  sama  bcsarnya  dengan  scluruh 
bantuan  luar  negeri  yang  ditcrima  pemerin- 
tah. "Subsidi  ckonomi"  yang  mcnccrmin- 
kan  opportunity  costs  telah  dipcrkirakan 
naik  dua  kali  lipal  jumlah  subsidi  anggaran 
belanja,  atau  sekitar  4*'o  sampai  5%  GDP 
(S<icsaslro,  1986). 

Pcrkcmbangan  Icrscbiil  mcngarah  kc  icr- 
jadtnya  penyesuaian  harga  scfiap  lima  fahiin 
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sekali  antara  1982  sampai  1986.  Pada  tahun 
1986,  harga  bensin  sudah  naik  menjadi 
160%  dari  harga  1980.  Harga  minyak  tanah 
naik  340%,  dan  minyak  diesel  naik  280%. 
Harga  minyak  tanah  di  Indonesia  pada  ta- 
hun 1986  naik  sekitar  76%  dari  harga  di 
Malaysia.  Akan  tetapi,  karena'  sejak  tahun 
1986  sampai  1990  tidak  ada  penyesuaian 
harga,  maka  pada  tahun  1993  harga  minyak 
tanah  menurun  menjadi  hanya  60%  dari 
harga  minyak  tanah  di  Malaysia. 

Selama  bertahun-tahun  rasio  harga  ben- 
sin dan  minyak  diesel  di  Indonesia  menurun, 
akan  tetapi  itu  masih  1,8  di  tahun  1993,  se- 
dangkan  di  Muangthai  rasionya  sebesar  1,6 
dan  di  Malaysia  1,2.  Di  Filipina,  rasionya 
menurun  dari  1,8  dalam  tahun  1980  menjadi 


1,3  di  tahun  1986,  akan  tetapi  naik  kembali 
menjadi  2,0  pada  tahun  1993  (lihat  Tabel  5). 
Hal  ini  agaknya  menandakan  bahwa  baik  di 
Indonesia  maupun  di  Filipina,  pemerintah 
telah  gagal  menaikkan  harga  minyak  tanah 
secara  memuaskan  dan  akibatnya  harus  te- 
tap  menjaga  agar  harga  minyak  diesel  tetap 
rendah.  Dengan  adanya  penyesuaian  harga 
dalam  bulan  Januari  1993,  harga  minyak  ta- 
nah di  Indonesia  masih  sekitar  12%  lebih 
rendah  dari  harga  penawaran.  Permintaan 
minyak  tanah  dan  minyak  diesel  agaknya  te- 
rus  meningkat  dengan  lebih  pesat  daripada 
produk  BBM  lainnya.  Dalam  tahun  1992, 
konsumsi  semua  jenis  BBM  meningkat  pesat 
lagi,  sebesar  11%  per  tahun.  Imphkasi  pen- 
ting  dari  perkembangan  ini  adalah  perlunya 
pemerintah  untuk  menaikkan  impor  se- 


Tabel  5 


HARGA  BENSIN  DAN  MINYAK  TANAH  DIBANDINGKAN  DENGAN  MINYAK  DIESEL 

DI  KAWASAN  ASEAN 

1974  1980  1983  1986  1993 


INDONESIA 

G/D*  2,6  3.4  2.2  1.8  1,8 

K/D**  0.8  0.9  0.7  1.0  0.7 

MALAYSIA 

G/D  2,6  2.4  2.2  1,9  1.6 

K/D  0.8  1.0  1.0  1.1  1,0 

FILIPINA 

G/D  1,3  1.8  1,6  1.3  2,0 

1,0  1,0  1.0  1,0  1.0 

MUANGTHAI 

1,7  1,4  1,5  1,3  1,2 

1.2  0,9  0,8  1,0  1,1 


*G/D  =  Rasio  harga  bensin  terhadap  harga  minyak  diesel 
**K/D  =  Rasio  harga  minyak  tanah  terhadap  minyak  diesel 

Sumber:   sama  dengan  Tabel  4. 


116 


ANALISIS  CSIS,  1994-2 


jumlah  BBM,  khususnya  bahan  bakar  yang 
disubsidi.  Impor  BBM  diperkirakan  menca- 
pai  jumlah  1  milyar  dolar  tahun  ini. 

Tabel  6  membandingkan  harga  listrik 
rata-rata  uniuk  rumah  tangga  dan  indusiri  di 
negara-negara  ASEAN.  Harga  listrik  di  In- 
donesia sekarang  ini  sama  dengan  harga  di 
Muangthai.  Harga  rata-rata  konsumen  in- 
dustri  sama  di  empat  negara  ASEAN  tetapi 
harga  di  Filipina  lebih  tinggi  50%.  Harga 
rata-rata  untuk  rumah  tangga  di  Singapura 
dan  Malaysia  sekitar  16%  sampai  18%  lebih 
tinggi  dibanding  di  Indonesia  dan  Muang- 
thai, tetapi  harga  di  Filipina  40%  lebih  tinggi 
dibanding  Indonesia.  Sejumlah  kategori 
tarif  tetap  memperoleh  subsidi  besar  di  In- 
donesia. Apa  yang  dinamakan  angka  lifeline 
untuk  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah 
adalah  sekitar  60%  dari  biaya  penawaran. 
Demikian  pula  halnya  dengan  industri  kecil 
dan  industri  rumahan  yang  membayar  seki- 
tar 70%  dari  biaya  penawaran.  Di  sini  dite- 
rapkan  sistem  subsidi  silang. 

Di  Indonesia  permintaan  akan  tenaga  lis- 
trik meningkai  paling  pesat.  Dalam  periode 


1971-1980.  konsumsi  listrik  berkembang 
menjadi  12%  per  tahun;  dan  dalam  periode 
1981-1989  konsumsi  tersebui  meningkat 
menjadi  12,3%  per  tahun  (lihat  Tabel  7). 
Permintaan  listrik  pada  sekior  industri  ber- 
kembang mendekati  16%  selama  1980-an. 
Di  Muangthai  pertumbuhannya  juga  tinggi 
yakni  di  atas  10%  dalam  tahun  1980-an  baik 
dalam  perekonomian  secara  keseluruhan 
maupun  dalam  sektor  indusiri.  Konsumsi 
listrik  meningkat  sekitar  7%  sampai  9%  per 
tahun  di  Singapura  dan  Malaysia  selama  ta- 
hun 1980-an,  lebih  rendah  dibanding  yang 
terjadi  tahun  1970-an  yakni  sekitar  11% 
sampai  12%.  Di  Filipina,  konsumsi  tahun 
1980  hanya  meningkat  sekitar  3%  sampai 
4%  per  tahun.  Dilihat  dari  konsumsi  listrik 
per  kapita,  Indonesia  merupakan  yang  pa- 
ling rendah.  Pada  tahun  1989,  konsumsi 
listrik  per  kapita  di  Indonesia  sekitar  sepa- 
ruh  dari  konsumsi  di  Filipina  dan  sekitar  4% 
dari  konsumsi  di  Singapura. 

Tantangan  paling  penting  yang  dihadapi 
Indonesia  sampai  akhir  dekade  1990- an  ba- 
rangkali  adalah  pengembangan  sekior  tena- 


Tabe!  6 


PERBANDINGAN  HARGA  LISTRIK  DI  KAWASAN  ASEAN 


Ulilily 

Ncgara 

Tarif  Raia-raia  ($/kwh) 
Rumah  Tangga  Industh 

Refer  cnsi 

PIN 

INrX)Nf;SIA 

0,073 

0.064 

JANUARl  1^3 

TNB 

MALAYSIA 

o.im 

0.064 

Jill  1  1092 

MFRALCO 

FII  IPINA 

0.104 

0.09.< 

AGUSTUS  1992 

PUB 

SINGAPl/RA 

O.OR.l 

0.064 

AGUSTUS  1992 

MEA 

MUANGTHAI 

0.07J 

0.064 

MUI  1992 

Siimher:    Knmpa^.  H  .lanimri  1993;  angka  asli  iJihcrikan  ilalam  nipJah  dun  dikonvmilcM  l(«  dolir  AS bo^tMrtcm 

nilai  (ukar  Rp.  2.040.00  unluk  US$1. 
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ga.  Sektor  tenaga  ini  tidak  hanya  penting 
karena  kegunaan  dan  keserbagunaannya 
dalam  mendukung  sektor  modern,  tetapi 
juga  karena  hanya  di  sektor  inilah  dapat  di- 
canangkan  kebijakan  diversifikasi  sumber- 
sumber  energi.  Tantangan  ini  merupakan  sa- 
lah  satu  dari  usaha  memenuhi  kebutuhan 
yang  tumbuh  pesat,  termasuk  kebutuhan 
perlistrikan  di  daerah  pedesaan  dan  memini- 
malkan  pembangkitan  tenaga  listrik  yang 
terbatas. 

Sampai  akhir  dekade  ini,  konsumsi  lis- 
trik diproyeksikan  meningkat  sampai  7.108 
Tera  Watthour  (TWh)  dan  beban  puncaknya 
akan  berlipat  ganda  dari  tahap  yang  seka- 
rang  ini  yang  besarnya  sekitar  15  GW.  Guna 
memenuhi  kebutuhan  yang  terus  meningkat 
ini,  menurut  rencana  akan  dibangun  bebe- 
rapa  generator  baru  dengan  kapasitas  total 
19,1  GW.  Dari  jumlah  keseluruhan  ini,  seki- 
tar 12,3  GW  diharapkan  akan  dibangun  oleh 
PLN  dan  sisanya  sebesar  6,8  GW  akan  dise- 
rahkan  ke  sektor  swasta  atas  dasar  BOO 
(build,  own,  operate)  (Arismunandar,  1992). 


Investasi  secara  keseluruhan  diperkirakan 
akan  berjumlah  sekitar  US$27  milyar  (dalam 
nilai  dolar  1991). 

Telah  disadari  bahwa  kebijakan  penerap- 
an  harga  memainkan  peran  penting  untuk 
memenuhi  tantangan  tersebut.  Harga-harga 
jasa  pelayanan  umum  hendaknya  dapat  me- 
nutupi  biaya  operasi,  depresiasi  dan  bunga, 
serta  memungkinkannya  berswasembada 
dalam  investasi  baru.  Bagi  komoditi  listrik, 
dengan  ciri-ciri  investasi  yang  besar  dan 
biaya  produksi  per  unit  yang  terus  menurun 
dapat  dipakai  sistem  penentuan  harga  dua 
bagian,  di  mana  tarif  pemakai  yang  didasar- 
kan  atas  biaya  marjinal  ditambah  dengan 
jumlah  tertentu  untuk  menutup  biaya  tetap 
yang  tidak  tercakup  dalam  tarif  tersebut 
(World  Bank,  1992c). 

Sebelum  adanya  penyesuaian  harga  lis- 
trik dalam  bulan  Januari  1993,  tarif  rata- 
rata  adalah  sekitar  13%  di  bawah  harga  pe- 
nawaran,  yang,  mengakibatkan  subsidi  ta- 
hunan  menjadi  US$300  juta.  Sekitar  80% 


Tabel  7 


PERTUMBUHAN  KONSUMSI  LISTRIK  DI  KAWASAN  ASEAN 
(Persentase  Per  Tahun) 


1971-1980  1981-1989 


Total 

Industri 

Total 

Industri 

INDONESIA 

12,00 

11.9 

12,3 

15,9* 

MALAYSIA 

11,5 

10,5 

8,9 

6,7** 

FILIPINA 

8,2 

10,6 

3,7 

3,2 

SINGAPURA 

11,6 

11,5 

8,6 

8,7 

MUANGTHAI 

'  13,3 

9,3 

11,1 

10,1 

♦1981-1987 
**1981-1988 


Sumber:    lEA  (1991a). 
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dari  subsidi  tersebiii  berasal  dari  penjuaian 
untuk  daerah  pemukiman,  dan  diperkirakan 
tidak  lebih  dari  5%  yang  menjangkau  rakyat 
miskin  (World  Bank.  1992c).  Striiktur  tarif 
PLN  sekarang  ini  menuingkinkan  perusaha- 
an  pelayanan  iimum  lersebut  menghasilkan 
penerimaan  yang  mampu  menutupi  semua 
biaya  operasionalnya.  Akan  tetapi,  periu  di- 
lakukan  penyesuaian  rarif  yang  memadai 
dan  teratur  yang  merniingkinkan  PLN  me- 
naikkan  rasio  swasembada  investasinya  dari 
15%-20%  sekarang  ini,  menjadi  35%-40%. 
Peningkatan  efisiensi  internal  PLN  juga 
hams  lerus  menerus  diperbaiki. 

Keierlibaian  sektor  swasta  dalam  penga- 
daan  [enaga  listrik  atas  dasar  BOO  (atau 
BOT,  bui/d,  operate  and  transfer/mQmba.- 
ngun,  mengoperasikan  dan  mentransfer)  se- 
peni  diusulkan  di  atas,  merupakan  tantang- 
an  baru  yang  lebih  besar.  Sekarang  ini  peme- 
rintah  sedang  menyelesaikan  negosiasi  de- 
ngan  pihak  swasta  atas  proyek  pertama  yang 
berdasarkan  BOO  berskala  besar  untuk 
membangun  pembangkit  listrik  tenaga  batu- 
bara  dengan  kapasitas  1.200  MW  yang  me- 
nelan  biaya  USS1,8  milyar.  Salah  satu  masa- 
lah  pokok  dalam  perjanjian  tersebut  adalah 
persetujuan  pembelian,  yang  mencakup 
prinsip-prinsip  pcnctapan  harga  untuk 
bahan  bakar  dan  listrik,  scrta  masalah  pem- 
bagian  rcsiko.  Bila  negosiasi  ini  bcrhasil 
maka  akan  tcrbukalah  kcmungkinan  bagi  pi- 
hak swasta  untuk  mcmainkan  pcran  yang  le- 
bih besar  lagi.  Mcnurut  Komite  Tarif  1977. 
tarif  listrik  ditctapkan  sccara  icrpisali  olch 
tiga  insiansi. 

Posi.si  finansial  iigii  msiansi  iiii  mcm.'uip, 
cukup  masuk  akal  (Somboonpanya.  I9H7). 
Telah  dia  mjf  suafu  konscp  kclnynkan  finan- 
sial, anfarn  lain  untuk  nictncnuhi  syaral  pin- 
jaman  Bank  Dunia  yang  mcncfapkan  lingkat 
pcnprnihnlinn  iTiiriiriiiiTTi  Ri^'n  prr  fahun  clan 


syarat  dari  Bank  Pembangunan  Asia  yang 
menetapkan  rasio  swasembada  investasi  se- 
kurang-kurangnya  20%. 

Di    Singapura.    Lembaga  Prasarana 
Urn  um  (Public  UiHifies  Board)  bertanggung 
jawab  untuk  menyediakan  listrik  gas  kota 
dan  air.  PUB  ini  langsung  berada  di  bawah 
pengawasan  Kementerian  Pcrdagangan  dan 
Industri.  Dalam  tahun  1987  PUB  mengusul- 
kan  suatu  rencana  investasi  untuk  perluasan 
dan  peningkatan  untuk  jangka  waktu  10 
tahun  yang  diperkirakan  menelan  biaya 
S$6,2  milyar,  di  mana  SS5,2  milyar  akan  di- 
salurkan  ke  pengadaan  dan  pemasokan  tena- 
ga listrik.  Administrasi  tarif  PUB  merupa- 
kan suatu  unsur  penting  dalam  kebijakan 
penetapan  harga  (Dhoki,  1992).  Sejak  1982 
tarif  listrik  secara  teratur  disesuaikan  untuk 
mencerminkan  harga-harga  bahan  bakar 
yang  berlaku.  PUB  telah  mampu  untuk 
mempertahankan    lingkat  pengembalian 
minimum  sebesar  8%  dari  asei  letap  neio 
rata-rata.    Sebagaimana   dilaporkan  oleh 
Dhoki  (1992),  sejak  resesi  1985-1986.  Peme- 
rintah   Singapura  telah  menginstruksikan 
lembaga-lembaga  yang  memiliki  penerima- 
an, termasuk  PUB,  untuk  mengurangi  tagih- 
an  pada  pemakai  untuk  mengurangi  biaya 
operasional  perusahaan-pcrusahaan  swa.'^ia 
di  Singapura  agar  mereka  mampu  mcning- 
kaikan  daya  saing  iniernasional  mereka. 
Perkembangan  ini  menambahkan  segi  mcna- 
rik  dari  kebijakan  pcnomuan  harga  cncrgi. 
Uaruskah  kawasaii  .-X-SI-AN  inciiv:jkuti  kebi- 
jakan sepcrii  ilu? 


Krsinipiihiti 

Kobiiakan  yajig  bctlakii  ^okarang  ini 
nclalah  bahwa  pcnctapan  harga  cncrgi  memi- 
liki miuan-lujuan  scbagai  iKrikvit:  (a)  cfl- 
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siensi  ekonomi;  (b)  pemerataan  sosial;  dan 
(c)  kelayakan  keuangan.  Pengalaman  dalam 
kebijakan  penetapan  harga  dan  pembangun- 
an  ekonomi  di  dunia  berkembang  selama 
lebih  dari  25  tahun,  termasuk  di  kawasan 
ASEAN,  menyarankan  agar  kebijakan  se- 
perti  itu  hendaknya  dimodifikasi. 

Sasaran  efisiensi  ekonomi  dan  kelayakan 
finansial  tetap  merupakan  sasaran  paling 
penting  dalam  penentuan  harga  energi.  Sa- 
saran yang  berkaitan  dengan  lingkungan  su- 
dah  tersirat  di  dalamnya,  kendati  masih  be- 
lum  jelas  bagaimana  cara  terbaik  untuk 
mencantumkan  biaya  lingkungan.  Tujuan 
meningkatkan  daya  saing  internasional  me- 
mang  merupakan  sasaran  yang  menarik, 


akan  tetapi  hal  ini  kiranya  perlu  ditelaah 
lebih  lanjut.  Tujuan  untuk  pemerataan  so- 
sial harus  ditinggalkan.  Kebijakan  mensub- 
sidi  harga  energi  hendaknya  jangan  diang- 
gap  sebagai  suatu  keharusan  tetapi  sebagai 
suatu  pengecuahan,  kebijakan  tersebut  hen- 
daknya dilakukan  hanya  dalam  kasus-kasus 
di  mana  subsidi-subsidi  tersebut  benar-benar 
dapat  diarahkan  secara  tepat  yakni  mampu 
secara  efektif  menjangkau  rakyat  miskin. 
Pemberian  subsidi  silang,  yang  umumnya  di- 
tetapkan  untuk  memenuhi  tujuan  ini,  ter- 
nyata  lebih  banyak  menimbulkan  dan  bu- 
kannya  memecahkan  masalah.  Harga  energi 
hendaknya  jangan  dijadikan  alat  untuk  me- 
ngatasi  problem  pengentasan  kemiskinan. 
Hal  ini  juga  cenderung  mengaburkan  akar 
penyebab  dari  masalah  tersebut. 
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Prospek  Pasar  Minyak 


Wijarso 


Prakata 


P tRKEMBANGAN  pasar  minyak  du- 
nia  dewasa  ini  mendapat  perhatian 
besar,  khususnya  dari  produsen  dan 
pengekspor  minyak.  Tidak  hanya  di  Indone- 
sia, tetapi  juga  di  negara-negara  pengekspor 
minyak  yang  kaya  di  Timur  Tengah  yang 
tengah  menyusun  Anggaran  Belanjanya.  Ka- 
barnya,  terjadi  banyak  penurunan  penge- 
luaran.  Majalah  Tempo  baru-baru  ini  mem- 
beritakan  bahwa  Saudi  Arabia  menunda 
pembelian  berbagai  peralatan  militer  sehar- 
ga  $25  miliar  dari  Amerika  Serikat.  Pembeli- 
an peluncur  rudal  dari  Perancis  seharga  $3 
miliar  dikabarkan  dibatalkan  juga.  Ini 
mungkin  dapat  digunakan  sebagai  indikasi 
betapa  parahnya  anggaran  belanja  Saudi 
Arabia  dengan  turunnya  harga  minyak  bela- 
kangan  ini. 

Berbicara  seal  pasar  minyak,  baik  yang 
sekarang  maupun  prospeknya,  ada  tiga 
faktor  yang  menonjol  dan  perlu  mendapat 
perhatian  khusus,  yaitu: 


-  perkembangan  harga  minyak; 

-  kuota  dan  pasok  minyak;  dan 

-  persepsi  pelaku  pasar,  khususnya  di  pasar 
berjangka  (future  market). 

Faktor- faktor  itu  dapat  saling  mempenga- 
ruhi  dengan  akibat  dapat  memperkuat  harga 
minyak  atau  malahan  sebahknya  makin  me- 
lemahkan  harga  minyak. 

Perkembangan  Harga  Minyak 

Bagaimana  perkembangan  harga  minyak 
akhir-akhir  ini?  Saya  akan  menggunakan 
market  crude  Indonesia,  yaitu  Sumatra 
Light  Crude  (SLC)  atau  yang  lebih  dikenal 
sebagai  minyak  Minas,  dalam  meninjau  per- 
kembangan harga  minyak  ini.  Minas  adalah 
juga  salah  satu  dari  7  macam  minyak  yang 
digunakan  untuk  menetapkan  Harga  Rata- 
rata  Kelompok  Referensi  (Reference  Price 
Basket)  OPEC.  Harga  referensi  itu  kini  res- 
minya  adalah  $21 /b. 

Harga  Minas  yang  akan  saya  gunakan 
adalah  harga  APPI  yang  diterbitkan  ming- 
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guan  di  Hongkong.  Saya  sengaja  tidak  akan 
menggunakan  harga  jual  resmi  Indonesia, 
yaitu  ICP.  karena  ICP  sekalipun  berdasar- 
kan  harga  APPI,  sudah  dimodifikasi  dengan 
suatu  rumus  tertenlu  yang  antara  Iain  mem- 
perhitungkan  perkembangan  harga  52  ming- 
gu  sebelumnya. 

Harga  minyak  dalain  basket  OPEC 
umumnya  tidak  pernah  tercapai  atau  mele- 
bihi  harga  referen^i  OPEC,  kecuali  sewaktu 
terjadi  Perang  Teluk.  Harga  tertinggi  mi- 
nyak OPEC  dalam  masa  ketegangan  itu  ter- 
jadi pada  bulan  Oktober  1990.  Pada  per- 
tengahan  bulan  Oktober  1990,  harga  minyak 
Minas  mencapai  $39,08/b. 

Harga  minyak  menjelang  Musim  Dingin 
dan  selama  Musim  Dingin  tahun  1993-1994 
ini  tampak  enggan  untuk  beranjak  naik. 
Pada  akhir  Oktober  1993  harga  minyak  Mi- 
nas masih  di  atas  $16/b,  namun  pada  akhir 
Desember  1993  turun  menjadi  $I3,85/b.  Se- 
lama tiga  minggu  bulan  Januari  1994  terjadi 
sedikit  perbaikan,  yaitu  berkisar  antara 
S14,I4  dan  S14,35/b.  Hal  ini  mungkin  aki- 
bat  cuaca  yang  sangat  dingin  di  Amerika 
Utara,  tetapi  harga  tersebut  masih  lebih  dari 
Sl,50/b  di  bawah  harga  Minas  tiga  bulan  se- 
belumnya. 

Dcmikian  pcrgolakan  harga  minyak  Mi- 
nas akhir-akhir  ini,  dan  hal  tersebut  dapat 
dikatakan  pula  scbagai  rcflcksi  pergolakan 
harga  minyak  dunia  pada  umumnya.  Hal  ini 
tidak  scnantiasa  tcpat,  karena  harga  minyak 
di  kawa.san  Asia  Pasifik  tidak  Icrlalu  ccpai' 
terpcngaruh  pcrgolakan  harga  NYMI'.X  di 
New  York  dan  IPG  di  London,  yang  umum- 
nya lebih  fluktuatif.  Scbab  kalau  kit  a  dcwa- 
sa  ini  hcrbicara  tcntang  harga  minyak  dunia. 
yang  langsung  dilihai  adalah  harga  minyak 
di  pa.sar  bcrjangka  (future  market)  di  New 
York  dan  London. 


Pasar  minyak  sebenarnya  mengharap 
bahwa  OPEC  dalam  Konperensi  ke-95  bulan 
November  1993  lalu,  akan  memuiuskan  un- 
tuk mengurangi  plafon  dan  kuota  produksi 
negara  anggotanya  yang  ditetapkan  bulan 
September  lalu,  dengan  0,5-1,0  juta  b/h. 
Namun  OPEC  telah  memilih  untuk  menga- 
baikan  harapan  itu  dan  menetapkan  untuk 
melanjutkan  (roll-over)  plafon  produksi 
yang  ditetapkan  bulan  September  lalu  sebe- 
sar  24,52  juta  b/h. 

Kalau  kita  melihat  ke  belakang  sampai 
awal  1993,  tampak  bahwa  harga  minyak  Mi- 
nas, setelah  ada  penurunan  kuota  dalam 
MMC  OPEC  bulan  Februari  1993,  naik  dari 
sekitar  $18,75/b  sampai  mencapai  lebih  dari 
$20/b  pada  bulan  Juni  1993.  Harga  minyak, 
setelah  Konperensi  OPEC  bulan  Juni  1993, 
kemudian  mengalami  kecenderungan  turun 
dan  mencapai  harga  antara  $16-Sl7/b  pada 
bulan  September  1993.  Harga  minyak  Minas 
setelah  MMC  OPEC  bulan  September  1993 
bertahan  pada  harga  lebih  kurang  Sl6/b 
sampai  Konperensi  OPEC  bulan  November 
1993.  Naik  dan  turunnya  harga  minyak  ini 
semua  terjadi  dengan  adanya  berbagai  F>e- 
langgaran  kuota  yang  terjadi  sepanjang  ta- 
hun 1993  hingga  bulan  Oktober. 

Pada  bulan  November  dan  Desember 
1993,  negara-ncgara  OPEC,  menurut  media 
minyak  iniernasional.  dapat  dikatakan  mc- 
matuhi  kuotanya.  Namun  pada  wakiu  itu 
harga  minyak  ju.stru  menunjukkan  kecende- 
rungan turun.  sampai  di  bawah  $!4/b  pada 
akhir  lahun  1993. 

latupaknya  pcrgolakan  harga  minyak  ini 
(iciak  hanya  icrganiung  apakah  pasokan  mi- 
nyak OPFC  scsuai  dengan  plafon  yang  dite- 
tapkan OPl-C  atau  apakah  berbagai  negara 
OPFC  bcrproduksi  niclanggar  kuotanya 
Dalam  batas  batas  tcrtentu  tidak  tcrlihat 
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adanya  korelasi  yang  tegas  antara  pasokan 
minyak  yang  berlebih  dibandingkan  dengan 
plafon  OPEC,  dengan  tinggi  rendahnya  har- 
ga  minyak. 

Sementara  itu  banyak  Menteri  OPEC 
yang  mencoba  untuk  menggambarkan  penu- 
runan  harga  minyak  yang  berkelanjutan 
pada  akhir  tahun  1993  sebagai  "bukan  sal'ah 
OPEC".  Berbagai  alasan  atau  tuduhan  di- 
lontarkan  kesana-kemari.  Ada  Menteri  yang 
mengatakan  bahwa  penyebab  lemahnya  har- 
ga minyak  adalah  persediaan  di  negara  kon- 
sumen  yang  tinggi.  Memang  persediaan  itu 
tinggi,  tetapi  tingginya  persediaan  tidak  ter- 
jadi  sertamerta  (overnight).  Dunia  permi- 
nyakan  sudah  hidup  bertahun-tahun  dengan 
persediaan  yang  tinggi. 

Ada  Menteri  OPEC  lain  yang  menuding 
produsen  non-OPEC  sebagai  biang  keladi 
kemerosotan  harga  karena  produksi  non- 
OPEC  yang  meningkat.  Tetapi  produksi 
non-OPEC  yang  meningkat  sebenarnya  su- 
dah diket^hui  pada  Pertemuan  MMC  OPEC 
bulan  September  lalu,  dan  sudah  dipastikan 
terjadi  sewaktu  Konperensi  bulan  November 
kemarin,  sehingga  hal  tersebut  seharusnya 
sudah  diperhitungkan.  Lagipula,  produksi 
non-OPEC  yang  meningkat  adalah  dari 
Laut  Utara.  Dan  sejak  awal  sudah  harus  ma- 
suk  perhitungan  OPEC  bahwa  produsen 
Laut  Utara  tidak  akan  membantu  OPEC 
mengurangi  produksi  dunia  untuk  memper- 
baiki  harga  minyak.  Tambahan  produksi 
non-OPEC  di  luar  Laut  Utara  adalah  sangat 
terbatas,  sehingga  sukar  dapat  diharapkan 
akan  berarti,  seandainya  mereka  bersedia 
untuk  mengurangi  tambahan  produksi  itu. 
Salah  satu  negara  non-OPEC  yang  merasa 
dituduh  meningkatkan  produksi,  Oman, 
mengatakan  bahwa  tambahan  produksinya 
sangat  tidak  berarti  kalau  dibandingkan 
dengan  peningkatan  produksi  Kuwait.  Na- 


mun  Oman  kemudian  tercatat  sangat  aktif 
mengusahakan  solidaritas  non-OPEC  untuk 
mengurangi  produksi  demi  perbaikan  harga 
minyak. 


Plafon  dan  Kuota  OPEC 

Berbicara  mengenai  plafon  dan  kuota 
OPEC,  plafon  OPEC  pada  umumnya  diper- 
hitungkan berdasarkan  prakiraan  perminta- 
an  pasar,  dikurangi  dengan  tingkat  produksi 
non-OPEC  dan  NGL  serta  kemungkinan 
pergerakan  persediaan,  baik  positif  maupun 
negatif.  Walaupun  angka-angka  itu  mung- 
kin  ada  lebih  dan  kurangnya,  namun  boleh 
dikatakan  hasil  yang  didapat  cukup  baik. 
Apabila  negara-negara  OPEC  membatasi 
produksinya  sesuai  dengan  plafon  yang  dite- 
tapkan,  keadaan  pasar  akan  kurang  lebih  se- 
imbang.  Secara  umum,  OPEC  bertindak  un- 
tuk memenuhi  kekurangan  pasokan,  atau 
berkedudukan  sebagai  produsen  marginal. 
Yang  senantiasa  menjadi  masalah  adalah  pe- 
netapan  kuota  masing-masing  negara  ang- 
gota,  yang  tidak  dilakukan  berdasarkan 
suatu  rumusan,  tetapi  berdasarkan  negosiasi 
dan  kekuatan  masing-masing  negara  ang- 
gota  dalam  mempertahankan  haknya  di  da- 
lam  pertemuan  OPEC  yang  bersangkutan. 

Ketidakpuasan  terhadap  kuota,  apalagi 
selagi  harga  minyak  membaik,  menyebab- 
kan  terjadinya  pelanggaran.  Selain  itu,  kuo- 
ta untuk  banyak  negara  OPEC,  dan  teruta- 
ma  negara  di  Timur  Tengah,  tampaknya  erat 
hubungannya  dengan  prestise  negara  itu.  In- 
donesia merupakan  satu-satunya  negara 
OPEC  yang  pernah  menolak  kenaikan  kuo- 
ta, dan  menyerahkan  hak  tambahannya  ke- 
pada  negara  lain.  Alasan  yang  dikemukakan 
berkesan  altruistik,  bahwa  rencana  produksi 
minyak  kita  memang  sudah  cukup  untuk 
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memenuhi  kebutuhan  APBN  kita  dan  kare- 
na  ilu  pengembalian  kelebihan  kuoia  dengan 
harapan  dapat  membantu  negara  anggota 
lain.  Alasan  sebenarnya  adalah  lebih  seder- 
hana,  yaitu  untuk  menghindarkan  kesan  kita 
tidak  dapat  mencapai  kuota,  karena  itu  me- 
mang  tidak  dapat  mencapai  tingkat  produksi 
yang  setinggi  itu. 

Pengaruh  Persepsi  Pelaku  Pasar  Ber- 

jantjka  (Future  Market) 

Apa  yang  sebenarnya  terjadi  sehingga 
harga  minyak  berlanjut  turun  sekalipun  pro- 
duksi OPEC  dan  pasokan  dunia  terkendali. 
Keadaan  tahun  1986,  ketika  harga  minyak 
juga  jaiuh,  barangkali  dapat  digunakan  se- 
bagai  suatu  perbandingan.  Tampak  bahwa 
persepsi  pasar  memainkan  peran  yang  sangat 
besar.  Keadaan  waktu  itu  malah  lebih  parah 
dari  sekarang.  OPEC  waktu  itu  berusaha 
merebut  pangsa  minyak  di  pasar  internasio- 
naJ.  Harga  minyak  pada  akhir  tahun  1985 
masih  sekitar  $25/b,  pada  pertengahan  ta- 
hun 1986  jatuh,  umumnya  sampai  di  bawah 
SlO/b.  Menurut  pendapat  saya,  sebab-musa- 
bab  terjadinya  keadaan  tahun  1986  memang 
lain,  namun  apa  yang  terjadi  pada  waktu  itu 
dapat  kita  gunakan  sebagai  bahan  pemban- 
ding  yang  berharga,  untuk  memantau  ke- 
adaan sekarang. 

Dalam  usaha  merebut  pangsa  pasar  pada 
tahun  1986  itu.  OPEC  sadar  dan  mcncrima 
kenyataan  bahwa  harga  minyak  akan  jaluh. 
dan  memang  tidak  ada  usaha  unluk  mcni- 
pcrtahankan  harga  minyak.  Parn  ahli  dari 
OPEC,  scmpat  mcnycbut  .Sl8/b  sebagai  kc- 
mungkinan  harga  ambang  rcndah.  Namun 
jatuhnya  harga  minyak  mclcbihi  npa  ynng 
diperkirakan  Of*f  ('  scmiila.  lampaknya 
OPEC  pada  waktu  itu  lidak.  atau  bclnm. 
mempcrhilungkan  per  aw  future  markei.  Sc* 


bab  sebagai  akibat  kebijaksanaan  OPEC  itu, 
persepsi  pedagang  berjangka  di  NYMEX 
adalah  tidak  melihat  kemungkinan  bakal 
adanya  kekurangan  pasokan  minyak  di  pa- 
saran  dunia  dalam  waktu  dekat,  yang  dapat 
membenarkan  kenaikan  harga.  Yang  dapat 
terjadi  adalah  kebalikannya,  yaitu  karena 
OPEC  bermaksud  merebut  kembali  pangsa 
pasar,  akan  ada  kelebihan  pasokan  yang 
berakibat  menurunkan  harga.  Karena  itu 
harga  minyak  didorong  makin  melemah. 

Harga  minyak  sangat  merosot,  bahkan 
ada  laporan  pasar  yang  menyatakan  bahwa 
Arabian  Light  Crude  (ALC)  dikabarkan  di- 
jual  di  bawah  $7/b  pada  awal  bulan  Juli 
1986.  Karena  itu  dalam  Konperensi  ke-76 
yang  berlangsung  bersambung  di  Brioni  (Juli 
1986)  dan  di  Jenewa  (Agustus  1986),  OPEC 
memutuskan  untuk  membatasi  kembali  pro- 
duksinya.  Ketetapan  tersebut  dapat  diang- 
gap  "longgar"  karena  Irak  dibebaskan  dari 
ketentuan  kuota  dan  pelaksanaan  oleh  nega- 
ra anggota  lain  juga  tidak  terlalu  ketat.  Na- 
mun demikian,  harga  minyak  membaik, 
mencapai  sekitar  $14-S15  F>er  barrel  dalam 
waktu  pendek.  Menurut  pendapat  saya,  ini 
disebabkan  pedagang  d\ future  market  mulai 
melihat  kemungkinan  akan  adanya  pcmba- 
tasan  pasokan  minyak. 

Apa  relevansi  hal  tersebut  dengan  keada- 
an harga  minyak  dcwasa  ini?  l>cwa.sa  ini  ke- 
adaan pcrmintaan  dan  pasokan  minyak  bo- 
Ich  dikatakan  scimbang.  OPFiC  tidak  ber- 
maksud merebut  pangsa  minyak  dunia,  bah- 
kan berusaha  mcnycimbangkan  pasokan  de- 
ngan pcrmintaan.  Karena  itu.  diharapkan 
harga  minyak  dapat  mcmhaik.  Namun  har- 
ga minyak  icrnyala  iclap  mclcmah.  dan 
Icrtis  mclcmah.  sc|>crfi  kca(1.T.Tn  \^Sfs.  na- 
m»in  dengan  scbab  lain. 

Salah  valu  schab  utama.  menunjt  saya. 
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adalah  ucapan  para  menteri  OPEC  sendiri. 
Sejak  potensi  produksinya  pulih,  Kuwait 
ingin  mendapat  kuota  seperti  UAE.  Dalam 
keterangan  pers  MMC  bulan  Februari  1993, 
Kuwait,  dengan  kuota  1,5  juta  b/h,  meminta 
agar  dalam  pertemuan  berikutnya  dipertim- 
bangkan  kuota  bagi  Kuwait  yang  sama  de- 
ngan UAE  sebesar  2,16  juta  b/h.  Kini  sete- 
lah  memperoleh  kuota  2  juta  b/h,  Kuwait 
dalam  pemberitaan  pers  mengatakan  bahwa 
produksinya  masih  akan  ditingkatkan  lagi 
menjadi  3  juta  b/h  atau  bahkan  lebih. 

Iran  dalam  usahanya  untuk  meningkat- 
kan  harga  minyak  senantiasa  berbicara  ten- 
tang  pengurangan  produksi  OPEC.  Namun 
^  pada  waktu  yang  bersamaan  juga,  selalu  me- 
ngatakan bahwa  kemampuan  produksinya 
akan  ditingkatkan  di  atas  4  juta  b/h.  Saudi 
Arabia  tercatat  tidak  akan  menurunkan  pro- 
duksinya di  bawah  8  juta  b/h,  dan  meng- 
umumkan  juga  bahwa  potensi  produksinya 
akan  ditingkatkan  menjadi  9  atau  bahkan  10 
juta  b/h. 

Apa  yang  dilihat  spekulan  di  pasar  ber- 
jangka?  Yang  dilihat  adalah  bahwa  tidak 
akan  terjadi  kekurangan  pasokan  minyak  ke 
pasar  dunia  dalam  waktu  dekat  mendatang 
ini.  Ini  ada  kesamaannya  dengan  keadaan  ta- 
hun  1986.  Keadaan  itu  tidak  berubah  setelah 
tersiar  kabar  bahwa  Irak  bersedia  berbicara 
dengan  PBB  lagi,  walaupun  secara  realistis 
hal  itu  tidak  mungkin  akan  terjadi  dalam 
waktu  singkat,  sekalipun  embargonya  dica- 
but.  Lagipula,  Presiden  Konperensi  OPEC, 
yaitu  Menteri  Perminyakan  Qatar,  tercatat 
mengatakan  bahwa  tidak  akan  ada  usaha  un- 
tuk mengadakan  pertemuan  darurat  OPEC 
untuk  membicarakan  pengurangan  plafon 
produksi  OPEC.  Pertemuan  MMC  sesuai 
rencana  baru  akan  berlangsung  akhir  Maret 
1994.  Karena  itu  harga  terus  melemah. 


Apabila  tidak  ada  ucapan-ucapan  para 
menteri  itu,  yang  mungkin  diperlukan  untuk 
konsumsi  dalam  negerinya,  memang  tidak 
dapat  dijamin  bahwa  harga  minyak  akan 
melonjak.  Namun  pasar  tidak  akan  terlalu 
yakin  bahwa  pasokan  akan  berlebihan,  dan 
harga  niscaya  akan  terpengaruh  dan  tidak 
akan  selemah  dewasa  ini.  Apalagi  berita- 
berita  mengenai  kemungkinan  minyak  Iran 
kembali  ke  pasar  masih  sangat  samar-samar. 


Kemungkinan  yang  Akan  Datang 

Apabila  keadaan  ini  tidak  mengalami 
perubahan,  maka  harga  minyak,  memasuki 
triwulan  11/1994  akan  terus  melemah.  Se- 
dang  triwulan  II  setiap  tahun,  secara  mu- 
siman,  adalah  triwulan  dengan  permintaan 
minyak  yang  rendah.  Jika  tidak  ada  usaha 
khusus,  boleh  jadi  keadaan  harga  minyak 
akan  lebih  memprihatinkan. 

Tampaknya  OPEC  sementara  ini  hanya 
mengandalkan  kepada  usaha  Menteri  Per- 
minyakan Oman  yang  telah  melakukan  per- 
jalanan  ke  berbagai  negara  pengekspor  mi- 
nyak non-OPEC  untuk  menghimbau  mengu- 
rangi  produksi  minyak.  Yang  diberitakan 
media  massa  adalah  bahwa  anjuran  Oman 
sudah  ditolak  para  produsen  Laut  Utara. 
Tanggapan  Rusia  juga  tidak  memuaskan. 
Bahkan  Mesir  yang  semula  bersedia,  juga 
menyatakan   hanya  bersedia  mengurangi 
produksi  kalau  pengekspor  minyak  yang  be- 
sar  akan  mengurangi  produksinya  secara 
substansial.  Tetangga  kita  Malaysia  juga  ti- 
dak terlalu  semangat  melakukan  anjuran 
Oman  tersebut.  Presiden  Konperensi  OPEC 
hingga  kini  menyatakan  baru  akan  memper- 
timbangkan  pengurangan  produksi,  kalau 
non-OPEC  bersedia  untuk  melakukan  hal 
yang  sama. 
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Sewaktu  Menteri  Venezuela  Dr  Para 
bulan  lalu  menyatakan  bahwa  beliau  yakin 
harga  minyak  pada  akhir  Desember  akan 
membaik,  banyak  komentator  menyatakan 
bahwa  haJ  itu  hanya  miingkin  jika  cuaca 
membantu.  Kini  suhu  di  Amerika  Utara  sa- 
ngat  rendah,  sampai  pusat  pemerintahan  di 
Washington  DC  akhir  niinggu  lalu  tutup  se- 
lama  dua  hari,  namun  hingga  kini  harga  mi- 
nyak tidak  memberikan  reaksi  seperti  yang 
diharapkan.  Harga  yang  membaik  di  Ameri- 
ka Serikat  dengan  adanya  suhu  yang  sangat 
rendah  adalah  harga  gas  bumi  dan  sebagian 
produk  minyak. 

KaJau  semua  upaya  tidak  berhasil,  dan 
kalau  memang  dikehendaki  bahwa  harga 
minyak  membaik,  tiada  jalan  Iain  bagi 
OPEC  kecuali  menurunkan  ceiling  produk- 
sinya  secara  substansial.  Selain  itu  negara- 
negara  anggota  OPEC  melanjutkan  ketaat- 
an  peiaksanaan  kuota  seperti  yang  terjadi  se- 
karang.  Dengan  demikian  pasar  akan  perca- 
ya  bahwa  peningkatan  produksi  dikemudian 
hari,  kesemuanya  akan  dilaksanakan  dalam 
kerangka  OPEC.  Persepsi  pasar  seperti  ini, 
khususnya  pasar  berjangka,  merupakan  pra- 
syarat  untuk  perbaikan  harga  minyak  dalam 
jangka  pendek.  Namun,  besarnya  pengu- 
rangan  juga  sangat  perlu  untuk  memberikan 
kesan  kepada  pasar  akan  niat  OPEC  ini. 

Banyak  kalangan  mcngaiakan  bahwa  pe- 
ngurangan  ceiling  produksi  sckarang  ini  ha- 
rus  substansial,  dan  bukan  merupakan  token 
reduction.  Angka  yang  kini  banyak  dikcmu- 
kakan  adalah  pcngurangan  scbanyak  satu 
juta  b/h  atati  Icbih,  untuk  dapnl  memberi- 
kan cfck  "kcjutan"  yang  diharapkan.  Baru 
scfclah  OPEC  dapat  mclakukan  itu.  OPFX; 
bolch  mcnunfut  ncgara  non-OPEC  untuk 
mclakukan  hal  yang  sama. 

Namun.  OPEC  tampaknya  tidak  bcrsc- 


dia  atau  tidak  akan  mampu  melaksanakan 
pengurangan  cei/inf;  produksi  sebesar  itu. 
Oleh  karena  itu,  sebagai  alasan,  antara  lain 
dikemukakan  bahwa  OPEC  tidak  mau  men- 
jadi  swing-producer  dunia.  Tetapi  OPEC, 
sejak  tahun  tujuh-puluhan  senantiasa  bertin- 
dak  sebagai  marginal  producer.  Itu  dilaku- 
kan  setiap  kali  dalam  menentukan  ceiling. 
dan  karena  itu  senyatanya  adalah  swing- 
producer  pasar  minyak  dunia.  Suka  atau 
tidak  suka,  OPEC  akan  dipaksa  menjalan- 
kan  posisi  itu  lagi  kalau  menghendaki  harga- 
harga  minyak  membaik.  Walaupun  pene- 
muan  OPEC  November  lalu  adalah  kesem- 
patan  terbaik  untuk  bertindak,  pengurangan 
plafon  produksi  itu  masih  saja  dapat  dilak- 
sanakan dewasa  ini,  walaupun  dalam  jumlah 
yang  lebih  substansial. 

Pasar  Berjangka  (Future  Market) 
dan  Perannya 

Sedikit  mengenai  pasar  berjangka  dan 
pengaruhnya  terhadap  harga  minyak  yang 
telah  sering  disinggung.  Pada  tahun  1978 
NYMEX  mencoba  memasukkan  minyak 
mentah  ke  pasar  komoditi,  namun  tidak  ber- 
hasil. Hal  itu  disebabkan  harga  minyak  pada 
waktu  itu  hanya  mengenai  satu  kecendcrung- 
an,  yaitu  naik,  sedangkan/j//' /;/■<»  market  hi- 
dup  dari  spekulasi  pcrbedaan  harga.  U.*iaha 
tersebut  baru  berhasil  pada  tahun  1982.  ka- 
rena harga  minyak  waktu  itu  mulai  mcnga- 
lami  tluktuasi  yang  cukup  bcsar.  Pengaruh- 
nya makin  lama  makin  bcsar.  Spckula.'^i  har- 
ga ini.  atau  pcrgcrakan  harga  yang  senan- 
tiasa naik  turun.  adalah  hrrad  and  huitcr 
bagi  pclaku  pa.sar  l>criangka.  .Sclama  ada 
llukluasi.  nicrcka  lidak  hcrkcpcnlingan  apa- 
kah  tingkat  harga  ada  pada  $IO/b  atau 
H.IO/h.  Olch  karena  itu.  persepsi  yang  ada. 
rcalislis  atau  tidak.  sclama  dapat  dimanfaat- 
kan,  sangat  mcmpcngaruhi  pasar  ini.  Dan 
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karena  menggunakan  sarana  elektronik, 
harga  minyak  di  pasar  berjangka  ini,  segera 
diketahui  di  mana-mana. 

Satu  contoh  yang  sangat  menonjol  ter- 
jadi  sewaktu  Sekutu  mempersiapkan  serang- 
an  terhadap  Irak  pada  akhir  tahun  1990. 
Pada  waktu  itu  harga  minyak  melambung 
melebihi  harga  referensi  OPEC,  dan  pada 
bulan  Oktober  1990  bahkan  mencapai 
$40/b.  Padahal  OPEC  meniadakan  pemba- 
tasan  produksinya,  untuk  menutup  keku- 
rangan  pasokan  minyak  dunia  dengan  hi- 
langnya  ekspor  minyak  Irak  dan  Kuwait. 
Harga  minyak  yang  tinggi  juga  lebih  mendo- 
rong  peningkatan  produksi  oleh  negara  non- 
OPEC.  Pasar  minyak  dunia  menjadi  jenuh. 
Stock  minyak  di  negara  konsumen  pun  ting- 
gi. Mengapa  harga  minyak  tetap  tinggi? 

Tampaknya  pandangan  para  spekulan  di 
future  market  adalah  bahwa  kalau  Sekutu 
mulai  menyerang  Irak,  Irak  telah  mengan- 
cam  akan  membalas  serangan  itu  dengan 
menghancurkan   ladang   minyak  Saudi 
Arabia.  Persepsi  pelaku  di  future  market 
adalah  antisipasi  terjadinya  kelangkaan  mi- 
nyak yang  besar  jika  serangan  itu  benar  ter- 
jadi,  sehingga  dalam  keadaan  itu,  harga  mi- 
nyak naik  terus.  Namun  pada  waktu  Sekutu, 
pertengahan  Januari  1991,  benar- benar  me- 
laksanakan  serangannya  ke  Irak,  ternyata 
Irak  tidak  mampu  melaksanakan  ancaman- 
nya  untuk  menghancurkan  ladang  minyak 
Saudi  Arabia.  Dalam  waktu  sehari-dua  hari 
setelah  hal  itu  menjadi  kenyataan,  sekalipun 
serangan  ke  Irak  sedang  dalam  puncaknya, 
harga  minyak  jatuh  hingga  sekitar  $17/b. 

Prospek  Lanjutan 

Kalau  ini  adalah  masalah-masalah  yang 
menyangkut  pasar  minyak  jangka  pendek 


atau  tidak  melebihi  jangka  beberapa  bulan 
ke  depan,  bagaimanakah  prospek  pasar  mi- 
nyak yang  akan  datang?  Banyak  ahli  ber- 
pendapat  bahwa  berbicara  jangka  panjang 
akan  lebih  mudah  dibandingkan  jangka 
pendek  maupun  menengah,  karena  walau- 
pun  hasil  prediksinya  salah,  pada  waktu  itu 
prediksi  tersebut  sudah  dilupakan  masyara- 
kat. 

Dalam  satu  hal  para  pakar  sependapat 
yaitu  apabila  harga  minyak  senantiasa  ren- 
dah,  tidak  bisa  diharapkan  bahwa  pengem- 
bangan  potensi  produksi  minyak  dapat  se- 
nantiasa dipertahankan.  Dan  hal  ini  akan 
berakibat  kelangkaan,  yang  akan  menaik- 
kan  harga  minyak. 

Sebelumnya,  pandangan  soal  biaya  pro- 
duksi perlu  diluruskan.  Ada  anggapan 
bahwa  produksi  Laut  Utara  tidak  dapat  ber- 
tahan  dengan  harga  rendah.  Sebab,  apabila 
dibandingkan  dengan  biaya  produksi  negara 
OPEC,  dan  khususnya  negara  Timur  Te- 
ngah,  biaya  produksi  di  Laut  Utara  jauh 
lebih  tinggi.  Seorang  Yamani  pun  pada  awal 
tahun  1986,  tahun  OPEC  merebut  pangsa 
pasar,  sempat  melontarkan  pikiran  itu,  dan 
karena  itu  berpendapat  bahwa  penurunan 
harga  minyak  akan  berada  di  sekitar  $18/b, 
setingkat  dengan  biaya  produksi  yang  diberi- 
takan  berlaku  di  Laut  Utara. 

Namun  kenyataannya  adalah  justru 
Saudi  Arabia  yang  tidak  dapat  bertahan  ke- 
tika  harga  Arabian  Light  Crude  jatuh  sam- 
pai  di  bawah  $10/b.  Bagi  Pemerintah  Saudi 
Arabia  kelebihan  biaya  produksi,  walaupun 
sangat  rendah,  harus  juga  digunakan  untuk 
menjalankan  tugas-tugas  pemerintahannya 
dan  memenuhi  janji  dan  komitmen  ke  nega- 
ra pihak  ketiga.  Sedang  dalam  biaya  pro- 
duksi Laut  Utara  termasuk  depresiasi,  pa- 
jak,  dan  lain  sebagainya,  dapat  ditunda 


128 


ANALISIS  CSIS.  l<»4-2 


pembayarannya  atau  perhitungannya.  Sela- 
ma  harga  minyak  masih  di  atas  biaya  operasi 
lapangan,  harga  minyak  yang  rendah  tidak 
akan  mempengaruhi  kemampuan  produksi- 
nya.  Mereka  mengatakan  bahwa  harga  mi- 
nyak sampai  di  bawah  $5/b  pun  belum  akan 
memaksa  mereka  menutup  operasi  iadang 
minyak  Laut  Utara.  Pernyataan  itu  dapat  di- 
anggap  hanya  bravado  (besar  mulut)  namun 
tidak  bisa  dibuktikan  karena  harga  minyak 
belum  mencapai  titik  serendah  itu.  Nyata- 
nya,  produksi  Laut  Utara  berlanjut  seperti 
biasa.  Selain  itu,  Pemerintah  Inggris  juga 
tidak  terlaJu  tergantung  dari  pajak  minyak. 

Berapa  ambang  bawah  harga  minyak  itu 
hingga  pengembangan  ladang  minyak  baru 
akan  berkurang  atau  terhenti,  sukar  untuk 
diperkirakan.  Banyak  yang  mengatakan 
bahwa  harga  minyak  dengan  nilai  konstan 
sekarang  mungkin  sudah  sama  atau  sudah 
lebih  rendah  dengan  harga  minyak  pada 
awal  tujuh-puluhan,  tergantung  dari  faktor 
diskonto  yang  digunakan.  Apakah  itu  berar- 
ti  sudah  mencapai  ambang  berhentinya  eks- 
plorasi  dan  pengembangan  iadang  minyak? 
Tampaknya  tidak  harus  selalu  demikian,  ka- 
rena biaya  semakin  dapat  ditekan  dengan 
kemajuan  teknoiogi. 

Contoh  di  Indonesia  adalah  pengem- 
bangan ladang  minyak  berat  CP!  di  Duri. 
Scmula  dengan  cara  primer  hanya  dapat  di- 
produksi  7%-8%,  dan  biaya  opcrasinya  cu- 
kup  tinggi.  Kini  dengan  teknoiogi  maju, 
yB\{\x  steam  floodinfi,  sckalipun  dengan  bia- 
ya Icbih  bcsar,  dapai  dikuras  55%-60%. 
yang  mcmungkinkan  pcnckanan  biaya.  Sc- 
bagai  indikasi,  CPf  kini  bcrscdia  mcncrima 
split  88%  untuk  proyck  steam  flood  ini  bagi 
kcuntungan  pcmcrinfah,  dibandingkan  de- 
ngan 6(Wo  pada  awn!  (ujuh-puluhan. 

Apa  yang  dipcrlukan  indusiri  minyak 


adalah  dana  yang  cukup  untuk  mengem- 
bangkan  potensi  produksi,  karena  diperkira- 
kan permintaan  minyak,  bagaimana  pun 
majunya  awal  abad  yang  akan  datang.  Un- 
tuk dapat  menarik  dan  membenarkan  inves- 
tasi  di  bidang  perminyakan  inilah  diperlukan 
harga  minyak  yang  memadai. 

Subroto,  sebagai  Sekretaris  JenderaJ 
OPEC,  sering  mengemukakan  masalah  di- 
perlukannya  dana  ini,  dengan  menghimbau 
adanya  dialog  yang  terbuka  dan  sehat  antara 
produsen  dan  konsumen.  Diharapkan  dari 
dialog  seperti  itu  timbul  pengertian  bahwa 
produsen  memerlukan  harga  minyak  yang 
memadai.  Yang  sangat  penting  juga  adalah 
bahwa  harus  ada  demand  minyak  dengan 
kenaikan  yang  wajar.  Oleh  karena  itu  beliau 
antara  lain  menentang  mati-matian  adanya 
segala  bentuk  pajak  karbon  atau  pajak  ener- 
gi,  yang  menaikkan  harga  jual  minyak  bagi 
kepentingan  treasurer  konsumen  dan  bukan 
produsen,  namun  sekaligus  akan  mengu- 
rangi  permintaan  minyak. 

Atas  prakarsa  Presiden  Venezuela  dan 
Presiden  Perancis  telah  dapat  diselenggara- 
kan  pertemuan  para  menteri  yang  mcna- 
ngani  bidang  perminyakan  dari  negara  pro- 
dusen dan  konsumen,  untuk  membicarakan 
secara  umum  masalah  hubungan  produsen 
dan  konsumen  ini.  namun  lanpa  menying- 
gung  harga  dan  lingkat  produk.si  min>'ak. 
Pertemuan  pertama.  dinamakan  H'orkshnp, 
Iclah  dilaksanakan  di  Paris  bulan  .hili  tahun 
1991.  Sebagai  kclanjutannya  tcl.ih  disclcng- 
garakan  Workshop  kcdna  yang  dipcrluas 
bulan  Juli  1992  di  Bergen.  Norwegia.  Dalam 
Workshop  kcdua.  dari  pihak  Indonesia,  s<> 
lain  Mcnlcri  I^crtanibangan  dan  Fnergi  hadir 
pnia  Mcntcri  I  tiar  Ncgcri.  Hasilnya  adalah 
pcngcriian  vang  Icbih  baik  an(ara  produsen 
dan  konsumen.  namun  tanpa  hasil  konkrci. 
Workshop  yang  kctiga  yang  dircncanakan 
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dalam  tahun  1993  di  Spanyol,  belum  ter- 
dengar  kabar  beritanya. 

Dalam  Workshop  pertama,  lEA  membe- 
rikan  tanggapan  positif  atau  penyelenggara- 
an  dialog  antara  para  ahli  dari  negara  pro- 
dusen  dan  konsumen.  Pertemuan  yang  per- 
tama dilaksanakan  bulan  Februari  1992,  dan 
telah  diikuti  pertemuan  kedua,  bulan  No- 
vember 1993.  Pertemuan-pertemuan  ini  dia- 
dakan  di  Gedung  Pusat  IE  A  di  Paris.  Tetapi 
juga  pada  pertemuan  para  ahli  ini  harga  dan 
produksi  minyak  tidak  disinggung. 

Namun  ada  juga  pendapat  yang  menga- 
takan  bahwa  penyediaan  dana  bagi  pengem- 
bangan  lanjut  di  bidang  perminyakan  akan 
tersedia,  apabila  persyaratan  ekonomi  bagi 
perusahaan  minyak  untuk  bekerja  di  suatu 
tempat,  cukup  menarik.  Bagi  Indonesia  ini 
berarti  harus  menawarkan  insentif  yang 
cukup  menarik,  di  atas  kondisi  kontrak 
dasar  production  sharing.  Dan  insentif  ini 
tidak  lepas  hubungannya  dengan  tingkat 
harga  minyak  yang  berlaku  dan  yang  diper- 
kirakan  akan  datang. 

Mengenai  perkiraan  atau  prediksi  harga 
minyak  yang  akan  datang,  terjadi  perbedaan 
pandangan  yang  besar  antara  para  peramal 
harga  minyak.  Perusahaan  minyak  ter besar 
di  dunia,  yaitu  Exxon,  yakin  bahwa  harga- 
harga  minyak  akan  cukup  membaik,  yang 
akan  mendukung  banyak  usaha  di  bidang 
perminyakan.  Ini  sering  diucapkan  oleh 
Chairman  dan  Pimpinan  Exxon  lainnya.  Ini 
tampak  pula  dalam  kepercayaan  Exxon 
bahwa  pengembangan  proyek  gas  bumi  Na- 
tuna  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara 
ekonomis. 

Ada  pula  ahli-ahli  yang  tidak  sependapat 
dengan  ramalan  Exxon  itu,  dengan  menun- 
juk  bahwa  dalam  dasawarsa  terakhir  tidak 
terjadi  perbaikan  harga  minyak,  bahkan 


harga  minyak  secara  nominal  pun  turun. 
Kenyataan  yang  terjadi  adalah  bahwa  pada 
akhir  tahun  enampuluhan  harga  minyak 
adalah  $l,80/b  dan  dalam  jangka  satu  dasa- 
warsa, yaitu  pada  akhir  tahun  tujuhpuluhan 
menjadi  $40/b.  Tetapi  memang  benar  juga 
bahwa  kalau  dilihat  dalam  jangka  lebih  pan- 
jang  lagi,  harga  minyak  tersebut  jatuh  sam- 
pai  di  bawah  $10/b  pada  pertengahan  dela- 
panpuluhan.  Masalah  perkembangan  harga 
minyak  ini  dapat  diperdebatkan  terus,  kare- 
na  sudah  menyangkut  soal  opini. 

Oleh  karena  beranjak  ke  depan  tidak 
dapat  lepas  dari  yang  sekarang  ada,  maka 
melihat  perkembangan  pasar  dewasa  ini, 
peran  OPEC  akan  menentukan.  Dan  karena 
di  dalam  tubuh  OPEC,  Saudi  Arabia  praktis 
mempunyai  peran  paling  menentukan,  maka 
untuk  melihat  prospek  pasar  minyak  yang 
akan  datang,  perlu  ditinjau  sikap  Saudi 
Arabia  selama  ini. 


Meninjaii  Kebijaksanaan  Saudi 
Arabia 

Kalau  kita  lihat  garis  kebijaksanaan  per- 
minyakan Saudi  Arabia  sejak  awal  tahun  tu- 
juhpuluhan, tampak  bahwa  Saudi  Arabia  ti- 
dak jarang  mengubah  kebijaksanaannya  se- 
suai  dengan  kepentingan  nasionalnya.  Se- 
perti  semua  negara  OPEC  lainnya,  Saudi 
Arabia  pada  awal  tujuhpuluhan  gencar 
menghendaki  harga  minyak  yang  cukup 
tinggi.  Sebagai  Ketua  Komite  Long  Term 
Strategy  OPEC  yang  dibentuk  tahun  1975, 
Saudi  Arabia  mengusulkan  indeksasi  harga 
minyak  untuk  memungkinkan  dikembang- 
kannya  sumber  daya  energi  lain  yang  me- 
merlukan  harga  lebih  tinggi.  Pada  waktu  itu 
oleh  para  analis  perminyakan  dibayangkan 
kemungkinan  kelangkaan  minyak  dalam  me- 
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menuhi  kebiituhan  dunia.  Permintaan 
minyak  yang  tidak  dapat  dipenuhi,  lerutama 
oleh  Saudi  Arabia,  diperkirakan  dapai  me- 
rupakan  bahaya  laten  bagi  keamanan  kera- 
jaan  itu. 

Namun  kenyataannya  lain,  yaitu  bahwa 
harga  minyak  yang  tinggi  menggerakkan 
usaha  eksplorasi  dan  produksi  minyak  diber- 
bagai  lempat  di  dunia.  Laut  Utara,  yang 
pada  tahun  1973  hanya  berproduksi  kurang 
dari  70  ribu  b/h,  pada  akhir  tujuhpuluhan 
menunjukkan  tanda-tanda  menjadi  oil  pro- 
vince baru  yang  besar.  Ekspresi  perubahan 
jalan  pemikiran  Saudi  Arabia  adalah  usaha 
menekan  keinginan  kenaikan  harga  minyak 
yang  berianjut.  Dalam  Konperensi  di  tahun 
1978,  Saudi  Arabia  menoiak  keinginan  ma- 
yoritas  OPEC  untuk  menaikkan  harga  lagi. 
Akibainya,  harga  resmi  OPEC  pernah  me- 
ngaiami  i  wo- tier  price  system,  di  mana  Saudi 
Arabia  adalah  penganut  harga  yang  lebih 
rend  ah. 

Pada  awal  tahun  delapanpuluhan  seba- 
gai  akibat  Revolusi  Iran,  ketika  harga  spot 
minyak  mencapai  S40/b  dan  cenderung  akan 
terus  naik,  Saudi  Arabia  membanjiri  pasar 
dengan  berproduksi  10  juta  b/h,  sehingga 
harga  minyak  pun  kembali  ke  tingkat  resmi, 
antara  $34-$36/b.  Pada  waktu  itu  juga  su- 
dah  tampak  bahwa  produksi  non-OPEC,  di- 
dorong  harga  minyak  yang  tinggi,  dan  kcko- 
songan  akibat  Revolusi  Iran,  mulai  mcngisi 
pasaran  dunia  secara  subsiansial. 

Karcna  icUcak  olch  produksi  non- 
OPEC  yang  scmakin  bcsar  yang  memban  jiri 
pasar  dengan  harga  yang  bcrsaing  dibandiuK 
dengan  harga  resmi  minyak  OPEC,  usaha 
"bcla-diri"  OPf-.C  berwpa  pcmbaiasan  pro- 
duksinya  diserlai  dengan  pcnurunan  hargn 
resmi  OPEC  scjak  tahun  1982.  Scjak  itu. 
OPEC  mengenal  istilah-istilah  baru.  yaitu 
ceiling,  quota,  over  production  (pelanggaran 


kuota)  dan  cheating  (menjual  minyak  di 
bawah  harga  resmi  OPEC).  Harga  resmi 
OPEC  yang  pada  tahun  1980  masih  $36/b, 
pada  akhir  1985  diturunkan  menjadi  $27/b. 
Produksi  OPEC  pada  lahun  1977  pernah 
mencapai  31,2  juta  b/h,  sedang  plafon  pada 
tahun  1985  hanya  16  juta  b/h. 

Harus  diakui  bahwa  Saudi  Arabia  paling 
taat  memenuhi  ketentuan  OPEC  mengenai 
harga  minyak,  dengan  akibat  bahwa  pada 
akhir  tahun  1985,  produk.si  Saudi  Arabia  di- 
kabarkan  hanya  sekitar  2  juta  b/h.  Inilah 
yang  kemudian  "melahirkan"  kebijaksana- 
an  merebut  pangsa  pasar  kembali  pada  ta- 
hun 1986.  Jatuhnya  harga  ALC  sampai  di 
bawah  $10/b  mengubah  pemikiran  Pemerin- 
tah  Saudi  Arabia.  Harga  minyak  yang  di- 
inginkan  Raja  Fahd  pada  waktu  itu  adalah 
sekitar  $18/b,  yang  diucapkan  secara  ter- 
buka.  Namun  Yamani,  Menteri  Perminyak- 
an  Saudi  Arabia  pada  waktu  itu,  berpenda- 
pat  bahwa  kenaikan  harga  minyak  sebaik- 
nya  tidak  melebihi  $14-$15/b,  untuk  dapat 
menumbuhkan  permintaan  minyak  dunia. 
Ini  tampaknya  telah  menyebabkan  suaiu 
masalah  intern  di  Saudi  Arabia,  yang  lidak 
kita  ketahui.  Namun  yang  kiia  tahu  hanya 
hasil  akhirnya,  yaitu  bahwa  Yamani  diganti. 

Dengan  mengetahui  sekilas  sejarah  per- 
minyakan  Saudi  Arabia,  mungkin  Icbih  su- 
kar  lagi  untuk  mcnduga  apa  yang  akan  mc- 
reka  lakukan.  Apakah  akan  lebih  mcmen- 
lingkan  kuoianya  yang  sehesar  8  juia  b/h» 
aiau  peningkaian  harga.  Sikap  Saudi  Arabia 
sanipai  sckarang.  tampaknya  tidak  man  me- 
ncrima  pcngurangan  kuota.  S.ingat  mcnarik 
baliwa  pada  lahun  1982,  OPEC  mcnciapkan 
kuoia  ncgara  anggoia.  Saudi  Arabia  tidak 
mau  dibcri  kuoia  dan  mcngaiakan  akan 
menjadi  swing- imy<1ucer  untuk  mcnycim- 
bangkan  kcbuiuhan  minyak  dunia.  Alasan 
yang  dikcmukakan  iaiah  bahwa  ketctapan 
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tingkat  produksi  Saudi  Arabia  tidak  dilaku- 
kan  di  OPEC,  tetapi  di  Ryadh.  Ini  contoh 
perubahan  kebijaksanaan  Saudi  Arabia  se- 
suai  dengan  kebutuhan  nasionalnya. 

Kalau  membaca  pemberitaan  Tempo, 
tampaknya  Saudi  Arabia  kini  mencoba  me- 
nyesuaikan  hidupnya  dengan  harga  minyak 
yang  rendah.  Menarik  juga  pemberitaan  di 
Harian  Kompas  bahwa  menurut  MEES, 
yang  umumnya  adalah  akurat  sepanjang  me- 
nyangkut  negara-negara  Arab  Timur  Te- 
ngah,  negara-negara  Arab  Timur  Tengah 
kurang  berminat  untuk  mengurangi  kuota- 
nya  dalam  triwulan  11/1994  nanti.  Untuk 
jangka  lebih  panjang,  harga  yang  rendah 
akan  meningkatkan  permintaan  minyak  du- 
nia,  sehingga  dengan  memih'ki  cadangan  mi- 
nyak yang  terbesar  di  dunia,  Saudi  Arabia 
mungkin  akan  lebih  diuntungkan.  Jalan  pe- 
mikiran  Yamani  pada  akhir  tahun  1986  yang 
pada  waktu  itu  ditolak  Kerajaan,  tampak- 
nya kini  memperoleh  pengikut  kuat. 

Saudi  Arabia  juga  sangat  gigih  menen- 
tang  carbon-tax.  Kenaikan  harga  minyak 
itu,  yang  di  Eropa  diramalkan  mencapai 
$IO/b  pada  tahun  2000,  menurut  Saudi 
Arabia,  akan  berakibat  menurunnya  per- 
mintaan minyak  dengan  1,6  juta  b/h.  Apa- 
bila  carbon-tax  tersebut  dieskalasi  dengan 
inflasi  setelah  tahun  2000,  maka  pengurang- 
an  permintaan  minyak  pada  tahun  2010  di- 
perkirakan  menjadi  14  juta  b/h.  Banding- 
kan  dengan  prakiraan  permintaan  tanpa 
carbon-tax. 

Besarnya  angka  prakiraan  permintaan 
tanpa  carbon-tax,  sangat  berbeda  satu  sama 
lain.  Menurut  prakiraan  lEA,  dengan  harga 
referensi  minyak  $30/b  (dalam  konstan 
$1992)  pada  tahun  2010,  permintaan  minyak 
dunia  akan  menjadi  87  juta  b/h  atau  naik 


dengan  hampir  20juta  b/h.  Pengurangan  14 
juta  b/h  dari  kenaikan  itu  adalah  cukup 
besar.  Hal  ini  mungkin  juga  ikut  mempenga- 
ruhi  pemikiran  di  Saudi  Arabia. 

Kalau  melihat  ini  semua,  tampaknya  kita 
sementara  ini  harus  bersedia  menghadapi 
harga  minyak  yang  tidak  dapat  naik  terlalu 
tinggi,  jika  apa  yang  diberitakan  mengenai 
sikap  Saudi  Arabia  benar.  Bahkan  mungkin 
akan  lebih  memburuk  pada  triwulan  II/ 
1994.  Bagaimana  selanjutnya  pada  Semester 
11/94,  sekali  lagi  sangat  tergantung  pada  si- 
kap yang  akan  diambil  oleh  Saudi  Arabia. 

Bagi  Indonesia  harga  minyak  yang  ren- 
dah akan  berakibat  lebih  parah  dari  negara 
OPEC  lain  pada  umumnya,  kecuali  mung- 
kin Aljazair,  karena  kemampuan  kita  untuk 
menaikkan  produksi  sangat  terbatas.  Untuk 
jangka  lebih  jauh,  jalan  satu-satunya  adalah 
mengusahakan  peningkatan  kemampuan 
produksi  minyak  kita  sebagai  jalan  keluar 
yang  terbaik.  Untuk  itu  kita  perlu  lebih 
menggalakkan  usaha  eksplorasi  dan  produk- 
si. Karena  kemampuan  kita  masih  terbatas, 
perlu  diusahakan  peningkatan  daya  tarik 
bagi  kontraktor  asing. 

Hingga  kini  kita  masih  harus  bersyukur 
bahwa  penerimaan  minyak  kita  masih  ditam- 
bah  dengan  hasil  ekspor  LNG.  Bahkan  sam- 
pai  akhir  abad  ini,  masih  dapat  diharapkan 
peningkatan  penjualan  dan  penerimaan  dari 
LNG  itu.  Namun  kemampuan  kita  untuk 
menawarkan  kontrak  penjualan  LNG  jang- 
ka panjang,  teristimewa  setelah  pergantian 
abad  nanti,  mulai  diragukan  para  pemakai, 
baik  di  Jepang,  Korea  maupun  Taiwan. 
Pada  umumnya  yang  mereka  perlukan  ada- 
lah kontrak  jual  beli  untuk  jangka  panjang, 
20  tahun  atau  lebih. 


Prospek  Kerja  Sama  Keamanan 
Multilateral  di  Asia  Timur 


Asnani  Us  in  an 


BERAKHIRNYA  Perang  Dingin  telah 
menimbulkan  perubahan  di  berba- 
gai  kawasan  di  dunia.  Banyak  orang 
berharap  bahwa  dunia  pasca  Perang  Di- 
ngin akan  menjadi  iebih  aman  dan  stabil. 
Tetapi  pada  waktu  yang  sama,  berakhirnya 
Perang  Dingin  telah  menimbulkan  kekhawa- 
(iran  akan  makin  meningkatnya  konflik- 
konflik  regional  dan  internal  yang  antara 
lain  bersumber  dari  faktor-faktor  ethnis, 
persengketaan  wilayah,  dan  masalah  dalam 
negeri  lainnya.  Pada  masa  pasca  Perang  Di- 
ngin, konflik-konflik  regional  akan  memiliki 
otonomi  yang  Iebih  bcsar  untuk  berkembang 
menjadi  konflik  yang  Iebih  scrius. 

Kekhawatiran  di  atas  telah  mendorong 
ncgara-ncgara  di  bcrbagai  kawasan  mcng- 
adakan  dialog  atau  kcrja  sama  muliilntcral 
untuk  mcmbicarakan  bcrbagai  masalah  ke- 
amanan yang  mclipuii  aspck-aspck  ckono- 
mi,  politik.  dan  keamanan  baik  sccara  for* 
mal  maupun  informal.  Di  kawasan  Asia 
Tcnggara  telah  dihcntuk  ^KV  (ASEAN  Re- 
gional Forum)  scbagai  forum  regional  untuk 


membicarakan  berbagai  masalah  keamanan 
secara  formal.  Dalam  lingkungan  yang  Iebih 
luas,  di  kawasan  Asia  Pasifik,  telah  diben- 
tuk  APEC  (Asia  Pacific  Economic  Commu- 
nity) sebagai  forum  kerja  sama  regional  eko- 
nomi  secara  formal. 

Tetapi  di  kawasan  Asia  Timur  forum 
kerja  sama  seperti  itu  lidak  menunjukkan 
hasil-  yang  menggembirakan,  walaupun  be- 
berapa  pemimpin  negara-negara  di  kawasan 
ini  telah  mengajukan  berbagai  usulan  mc- 
ngenai  dialog  atau  kerja  sama  keamanan 
multilateral.  Berbagai  faktor  yang  erai  kait- 
annya  dengan  situasi  dan  kondisi  lingkungan 
keamanan  kawasan  Asia  Timur  telah  meng- 
hambat  icrlaksananya  usul-usul  yang  dia.iu- 
kan. 

Dalam  tuli.san  ini  akan  dibahas  lingkung- 
an keamanan  .Asia  Timur  dan  bcrbagai  ham- 
batan  untuk  nicmbcniuk  kcrja  .sama  ke- 
amanan multilateral.  Dengan  mcnguraikan 
hal  ini  diharapkan  dapat  dilihat  prospek  kcr- 
ja .sama  keamanan  multilateral  di  kawasan 
Asia  Timur. 
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Lingkungan  Keamanan  Asia  Timur 

Asia  Timur  merupakan  kawasan  di  mana 
terdapat  berbagai  kepentingan  negara-nega- 
ra  besar,  AS,  Uni  Soviet  (sekarang  Rusia), 
Jepang  dan  Cina.  Setelah  Perang  Dunia  II 
(PD  II),  kawasan  ini  diwarnai  oleh  situasi 
Perang  Dingin  sebagai  akibat  pertentangan 
kedua  superpower  AS- Uni  Soviet.  Berbeda 
dengan  Eropa,  di  kawasan  Asia  Timur,  ter- 
dapat negara  besar  komunis,  Cina.  Pecah- 
nya  Perang  Korea  dan  terbaginya  negara  ini 
merupakan  salah  satu  akibat  dari  situasi  Pe- 
rang Dingin  tersebut. 

Perang  Dingin  juga  telah  mendorong  ter- 
bentuknya  persekutuan-persekutuan  blok 
komunis  dan  non-komunis  yang  saling  ber- 
tentangan.  Di  pihak  blok  komunis  terjadi 
persekutuan-persekutuan  antara  Uni  Soviet- 
Cina,  Uni  Soviet-Korea  Utara,  Cina-Korea 
Utara  untuk  menghadapi  ancaman  AS,  Je- 
pang, dan  Korea  Selatan.  Korea  Utara  (teru- 
tama  untuk  menghadapi  Korea  Selatan)  te- 
lah menggantungkan  keamanannya  kepada 
Uni  Soviet  dan  Cina.  Di  pihak  blok  non- 
komunis  terjadi  aliansi-aliansi  AS- Jepang, 
AS-Korea  Selatan  untuk  menghadapi  Uni 
Soviet  dan  Cina.  Jepang  (untuk  menghadapi 
Uni  Soviet)  dan  Korea  Selatan  (terutama  un- 
tuk menghadapi  Korea  Utara)  menggantung- 
kan keamanannya  pada  AS.  Tetapi  perpe- 
cahan  Cina- Uni  Soviet  pada  dasawarsa  1960- 
an  dan  normalisasi  hubungan  Cina- AS  pada 
dasawarsa  1970- an  telah  menyebabkan  tim- 
bulnya  tiga  kekuatan  di  Asia  Timur,  yaitu 
AS,  Uni  Soviet,  dan  Cina.  Pada  periode  ini 
ancaman  utama  yang  dilihat  oleh  negara- 
negara  di  kawasan  ini  adalah  ancaman  So- 
viet (ancaman  komunis).  Sementara  itu  pe- 
misahan  diri  Taiwan  dari  daratan  Cina  sete- 
lah PD  II  telah  menimbulkan  "masalah  Tai- 
wan" di  kawasan  Asia  Timur.  Cina  tetap 


menganggap  Taiwan  sebagai  propinsinya 
dan  memproklamirkan  "keadaan  darurat 
perang"  yang  dapat  menimbulkan  kemung- 
kinan  konflik  terbuka. 

Berakhirnya  Perang  Dingin  yang  ditan- 
dai  dengan  berakhirnya  pertentangan  AS- 
Uni  Soviet  dan  terpecahnya  Uni  Soviet  telah 
mengurangi  ketegangan  di  kawasan  Asia  Ti- 
mur. Perkembangan  ini  diikuti  oleh  berba- 
gai perubahan  dalam  hubungan  antara  nega- 
ra-negara  di  kawasan  ini,  misalnya  normali- 
sasi dan  pendekatan-pendekatan  hubungan 
di  antara  negara-negara  yang  sebelumnya 
terbagi,  terpisah,  dan  bertentangan,  yaitu 
Korea  Utara-Korea  Selatan,  Cina- Taiwan, 
Cina-Korea  Selatan,  Uni  Soviet-Korea  Sela- 
tan, Jepang-Uni  Soviet,  Cina-Uni  Soviet, 
AS-Korea  Utara,  Jepang-Korea  Utara.  Peru- 
bahan ini  tidak  hanya  karena  faktor  ber- 
akhirnya Perang  Dingin,  tetapi  juga  karena 
perkembangan  dalam  negeri  masing-masing 
negara  baik  dalam  bidang  ekonomi,  politik 
maupun  militer.  Perkembangan  dalam  ne- 
geri ini  antara  lain  reformasi  poHtik  dan 
ekonomi  di  beberapa  negara  komunis. 

Perubahan  dan  perkembangan  tersebut 
menyebabkan  lingkungan  keamanan  kawa- 
san Asia  Timur  menjadi  rumit,  saling  ter- 
gantung,  dan  tidak  pasti.  Lingkungan  kawa- 
san Asia  Timur  makin  rumit  karena  ancam- 
an keamanan  tidak  lagi  bersifat  ideologi  se- 
perti  pada  periode  Perang  Dingin,  tetapi 
mencakup  aspek-aspek  yang  lebih  luas,  mi- 
salnya, masalah  ekonomi,  hak  asasi  manu- 
sia,  demokrasi,  dan  lingkungan  hidup.  Da- 
lam. bidang  ekonomi,  saling  ketergantungan 
antar  negara-negara  di  kawasan  ini  makin 
besar.  Demikian  pula  dalam  masalah  ke- 
amanan, ancaman  terhadap  salah  satu  nega- 
ra akan  mempengaruhi  kepentingan  dan  ke- 
amanan negara  lainnya.  Kemudian  masalah- 
masalah  lainnya,  seperti  hak  asasi  manusia 
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yang  sering  menjadi  persyaratan  bagi  ban- 
tuan  negara  tertentu  kepada  negara  lainnya, 
dapat  menimbulkan  ketegangan  di  antara 
mereka. 

Masih  terdapatnya  saling  curiga  di  an- 
tara negara-negara  yang  sebelumnya  berten- 
tangan  akibat  Perang  Dingin,  dan  yang 
mempunyai  sejarah  permusuhan  di  masa 
laJu,  menyebabkan  sumber  ancaman  ke- 
amanan  menjadi  tidak  pasti.  Saling  curiga 
ini  makin  sulit  dihapuskan  karena  pening- 
katan  kemampuan  militer  dan  persaingan 
ekonomi  antara  negara-negara  tersebut. 
Faktor-faktor  inilah  antara  lain  yang  menye- 
babkan suramnya  prospek  kerja  sama  multi- 
lateraJ  keamanan  kawasan  Asia  Timur. 

Di  Semenanjung  Korea,  masalah  utama 
yang  mempengaruhi  prospek  keamanan  ka- 
wasan Asia  Timur  adalah  masalah  pengem- 
bangan  senjata  nuklir  Korea  Utara.  Negara 
ini  dicurigai  telah  melakukan  pengembangan 
rudaJ  Rodong-1  yang  mempunyai  jangkauan 
1.000  km  yang  dapat  menjangkau  wilayah 
Korea  Selatan  dan  Jepang.  Oleh  karena  itu 
tidak  mengherankan  jika  pengembangan 
senjata  nuklir  ini  telah  menjadi  penghambat 
usaha  reunifikasi  Korea  Utara-Korea  Sela- 
tan, normalisasi  hubungan  Korea  Utara  de- 
ngan  Jepang  dan  AS.' 
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Dicapainya  penyelesaian  mengenai  masa- 
lah pengembangan  senjata  nuklir  Korea 
Utara  akan  memberi  dampak  positif  bagi 
prospek  keamanan  kawasan,  karena  hal  ini 
akan  berarti  melicinkan  jalan  bagi  reunifika- 
si Korea  Utara-Korea  Selatan.  dan  normali- 
sasi hubungan  Korea  Utara  dengan  AS  dan 
Jepang.  Tercapainya  reunifikasi  kedua 
Korea  paling  tidak  akan  menghentikan  pe- 
ngembangan senjata  nuklir  Korea  Utara, 
dan  perhatian  Korea  yang  bersatu  akan  lebih 
dicurahkan  pada  masalah  pembangunan 
ekonomi. 

Lebih  jauh  hubungan  Korea  yang  ber- 
satu dengan  negara-negara  Cina  dan  Rusia 
tidak  lagi  diliputi  kecurigaan.  Sebelumnya 
Korea  Utara  khawatir  hubungan  Cina  dan 
Rusia,  yang  sebelumnya  menjadi  "pelin- 
dungnya",  dengan  Korea  Selatan  akan  me- 
rugikannya.  Di  lain  pihak  Cina  dan  Rusia 
menganggap,  bergabungnya  kekuatan 
mereka  dengan  Korea  yang  bersatu  mampu 
menandingi  Jepang.  Cina  dan  Korea  khawa- 
tir akan  bangkitnya  kembali  militerisme  Je- 
pang.  Sehubungan  dengan  kekhawatiran 
ini,  baik  Cina  maupun  Korea  letap  meng- 
inginkan  kehadiran  AS  untuk  mencegah 
bangkitnya  militerisme  Jepang  tersebut. 

Tetapi  bersikerasnya  Korea  Utara  untuk 
tetap  mengembangkan  program  senjata  nuk- 
lirnya  akan  membawa  dampak  ncgaiif  tcrha- 
dap  prospek  keamanan  kawasan  .Asia  Tl- 
iinir.  Hukan  tidak  mungkin  hal  itu  akan  me* 
nimbuikaii  kotiflik  icrbuka  di  kawasitn  ini 
inciigiiigar  akan  tcrlibatnya  AS  dan  Jepang. 

cy,"   The  Korean  Journal  o,f  /n.-r-T.;,/,---?.  Snj.irr' 
XVIV.  n.v  2(.SummrT  7(y<  :0' 

^Ibid.,  201-207,  221;  lihat  juga  Young  .leh  Kim. 
"North  Korea's  Nuclear  Program  and  In  Impact  on 
Neighbouring  Co\intric«."  h'oreo  af*d  World  Affairs 
Wll.  M(v  t  (T  all  l«J'V  47S-4VXS. 
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Korea  Selatan  telah  membeli  rudal  Patriot 
untuk   menghadapi    kemungkinan  rudal 
Korea  Utara.  AS  akan  mendukung  Korea 
Selatan  dengan  meningkatkan  pasukan  dan 
pertahanannya,  serta  latihan  bersama  mere- 
ka  yang  disebut  Team  Spirit.  Jepang  juga 
akan  mendukung  Korea  Selatan  dan  telah 
mempertimbaiigkan  kemungkinan  membeli 
sistem  pertahanan  udara  Theater  Missile 
Defence  (TMD)  yang  merupakan  bagian 
dari  program  AS,  Strategic  Defence  Initia- 
tive  (SDI).  Tetapi  kebijaksanaan  Cina  un- 
tuk mendorong  Korea  Utara  berdialog  de- 
ngan AS  dan  berusaha  menentang  sanksi 
PBB  terhadap  Korea  Utara  diharapkan 
dapat  mencegah  kemungkinan  ini.  Bagi  Cina 
membaiknya  hubungan  Korea  Utara-AS 
akan  dapat  menjaga  keseimbangan  strategis 
di  kawasan  Asia  Timur,  dan  stabilitas  di  se- 
panjang  perbatasannya  dengan  Korea  Utara 
penting  bagi  keamanan  Cina."* 

Hubungan  Cina-Taiwan  juga  dapat 
mempengaruhi  prospek  keamanan  kawasan 
Asia  Timur.  Walaupun  pendekatan  Cina 
dan  Taiwan  mengalami  kemajuan,  prospek 
reunifikasi  kedua  negara  ini  juga  belum 
jelas.  Hubungan  Cina  dan  Taiwan  menga- 
lami kemajuan  sejak  tahun  1980.  Perda- 
gangan  Cina-Taiwan  (melalui  Hongkong) 
dan  investasi  Taiwan  di  Cina,  serta  saling 
kunjung  antara  penduduk  meningkat.  Da- 
lam  enam  bulan  pertama  tahun  1992,  perda- 
gangan  kedua  negara  mencapai  US$5,78 
milyar,  naik  31%  dari  periode  yang  sama 
tahun  sebelumnya.  Investasi  Taiwan  di  Cina 


^Kompas,  14  Juli  1993. 

''William  T.  Tow,  "Northeast  Asia  and  Interna- 
tional Security:  Transforming  Competition  to  Collabo- 
ration," Australian  Journal  of  International  Affairs  46, 
no.  1  (May  1992):  6;  Kompas.  14  Januari  1994;  Media 
Indonesia,  22  Maret  1994. 


tahun  1993  melampaui  US$4  milyar.^ 

Kemajuan  hubungan  di  atas  tidak  terle- 
pas  dari  perkembangan  dalam  negeri  ma- 
sing-masing  negara.  Proses  reformasi  eko- 
nomi  Cina  telah  membuat  negara  ini  melu- 
nakkan  sikapnya  terhadap  Taiwan.  Di  lain 
pihak  partai  Kuomintang  di  Taiwan  sedang 
mengalami  krisis,  antara  lain  menurunnya 
dukungan  rakyat  terhadap  partai  ini.  Untuk 
menarik  .dukungan  rakyat,  Presiden  Lee 
Teng-hui  dan  PM  Lien  Chan  telah  menghim- 
bau  Pemerintah  Cina  untuk  membalas  sikap 
bersahabat  Taiwan.^  Hubungan  perdagang- 
an  yang  menguntungkan  walaupun  melalui 
pihak  ketiga  tampaknya  menyadarkan  ke- 
dua pihak  akan  manfaat  yang  dicapai  dalam 
hubungan  perdagangan  mereka  yang  sekali- 
gus  dapat  mendorong  reunifikasi. 

Tetapi  Cina  tetap  menganggap  Taiwan 
merupakan  bagian  dari  propinsinya.  Oleh 
karena  itu  tindakan  Taiwan  untuk  melepas- 
kan  diri  dan  memproklamirkan  kemerdeka- 
an  pasti  akan  ditentang  Cina.  Diadakannya 
pemilu  di  Taiwan  yang  dimenangkan  oleh 
pihak  yang  ingin  mempertahankan  status 
quo  dan  menentang  pihak  yang  mengingin- 
kan  pernyataan  kemerdekaan  Taiwan  ini 
telah  meredakan  kekhawatiran  Cina  akan 
perkembangan  Taiwan  ke  arah  pemisahan.^ 

Dicapainya  kompromi  yang  dapat  me- 
nyatukan  kedua  pihak  secara  damai  akan 
memberi  pengaruh  positif  terhadap  prospek 
keamanan  kawasan  Asia  Timur.  Sebaliknya, 
diselesaikannya  masalah  Taiwan  dengan  ke- 
kuatan  militer  akan .  mengancam  stabihtas 

^Bisnis  Indonesia.  6  Januari  1993. 

^Kompas,  23  April  1993. 

Harry  Harding,  China  and  Northeast  Asia,  the 
Political  Dimension  (Boston:  University  Press  of 
America,  1988),  63-64;  lihat  juga  Van  Xuetong,  "Chi- 
na's Security  After  the  Cold  War,"  Contemporary  In- 
ternational Relations  3,  no.  5  (May  1993):  4-5. 
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dan  perdamaian  kawasan,  terutama  meng- 
ingat  kedua  pihak  telah  meningkaikan  ke- 
mampuannya  dalam  bidang  persenjataan. 
Taiwan  pada  bulan  November  1992  telah 
menandaiangani  kontrak  dengan  AS  senilai 
USS5,8  milyar  antara  lain  untuk  pembelian 
150  F-16,  900  rudal  Sidewinder.  Selain  itu 
Taiwan  telah  membeli  60  Mirage  2000-5  dari 

Q 

Perancis.  Kesempatan  Taiwan  untuk  me- 
ningkaikan pembelian  senjatanya  dari  AS 
makin  terbuka  dengan  dicabutnya  embargo 
penjualan  senjata  oleh  panel  Senat  AS  pada 
bulan  Juli  1993.  Pembatasan  penjualan  sen- 
jata ke  Taiwan  ditetapkan  pada  tahun  1982 
berdasarkan  perjanjian  antara  AS-Cina  da- 
lam usaha  untuk  mempercepat  hubungan  ke- 

Q 

dua  negara  ini. 

Menghadapi  perkembangan  ini,  walau- 
pun  mengecam  kebijaksanaan  AS  tersebut, 
Cina  tidak  bertindak  lebih  jauh,  karena  AS 
merupakan  pasar  ekspor  terbesar,  sumber 
teknologi,  dan  investasi  utamanya.  Sedang- 
kan  terhadap  Perancis,  Cina  telah  memerin- 
tahkan  untuk  menutup  konsulat  Perancis  di 
Kanton.  Di  lain  pihak  Cina  juga  telah  me- 
ningkatkan  kemampuan  militernya,  misal- 
nya  dengan  membeli  senjata  dari  Rusia  se- 
nilai USSl.S  milyar  pada  tahun  1992.  Nega- 
ra ini  antara  lain  telah  membeli  26  pesawat 
tempur  SU-27.  Cina  juga  telah  meningkat- 
kan  anggaran  pertahanannya  scbcsar  15,2% 
pada  tahun  1990  dan  pada  tahun  1991  ang- 
garan militcr  (military  spending)  mcningkat 
12.1%.'" 

*Knmpa\.  22  Juni  I99.V' 

'^Aniara.  21  luli  199.1;  lihni  DcnnK  V.  Mickey. 
"United  States  Policy  and  the  InicrnniionBl  Status  of 
Taiwan".  The  Journal  of  East  Asian  Affairs  VII,  no.  2 
(Summer/Fall  1993):  577-5SO. 

"*T.  Tow,  "Competition  to  Coilahoffltion."  3:  lihai 
juga  Tai  Ming  Cheung.  "China'*  Buving  Sptce."  far 
Eastern  Eamnmic  Review/ FEER,  9  Juli  1991.  21. 


Sementara  masalah  negara-negara  yang 
terbagi  dan  terpisah  masih  belum  terselesai- 
kan,  hubungan  aniar  negara  di  kawasan 
Asia  Timur  tetap  "menyimpan"  masalah- 
masalah  yang  dapat  mempengaruhi  prospek 
keamanan  di  kawasan  ini.  Misalnya,  hu- 
bungan Cina  dan  Jepang.  Walaupun  hu- 
bungan kedua  negara  ini  berkembang  men- 
jadi  lebih  baik,  masih  terdapai  masalah- 
masalah  perdagangan  dan  sengketa  Kepu- 
lauan  Senkaku  dalam  hubungan  kedua  nega- 
ra. 

Hubungan  perdagangan  Cina  dengan  Je- 
pang memang  mengalami  kemajuan.  Ekspor 
Jepang  ke  Cina  melonjak  50%  menjadi 
US$7,8  milyar,  dan  impor  Jepang  dari  Cina 
menjadi  US$16,6  milyar  dalam  enam  bulan 
pertama  tahun  1993.  Organisasi  Perdagang- 
an Eksternal  Jepang  (Jetro)  memperkirakan 
nilai  perdagangan  kedua  negara  melampaui 
US$30  milyar  sepanjang  tahun  1993."  Teia- 
pi  dari  data  ini  terlihat  Jepang  mengalami 
defisit  dalam  hubungan  perdagangan  kedua 
negara.  Ekspor  Jepang  telah  terhambat  oleh 
berbagai  faktor,  misalnya  penundaan  pro- 
yek,  pembatasan  impor  Cina  bagi  barang- 
barang  tertentu  Jepang,  misalnya  kendara- 
an,  serta  pembatalan  kredit  oleh  Cina.'* 

Walaupun  demikian  Jepang  letap  mem- 
bina  hubungannya  dengan  Cina.  karena  ne- 
gara ini  merupakan  pasar  yang  mcnarik  de- 
ngan jumlah  penduduk  yang  demikian  bc- 
sar.  Diperkirakan  Ciua  akan  mcnihcli  tekno- 
logi Jepang  .sctiilai  U.S5I  milyar.  Mungkin 
karena  alasan  ini  Jepang  mcmuiuskan  imtuk 
nicncahui  sanksi  pcrdagangannya  terhadap 
Cina  sctclah  pcristiwa  Tiananmen.  Ini  mem- 


l  lraian  mengcnai  hubungan  Cina  dan  .Icpang  lihai 
Matfv  Matdinp.  China  and  Sionheasi  Asia.  27-33; 
litsnis  /rt«A-'!rx;,7.  A  Aeiuim  1991 
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buktikan  bahwa  persyaratan  hak  asasi  ma- 
nusia  tidak  terlalu  menentukan  dalam  diplo- 
masi  Jepang.'^  Sebaliknya  bagi  Cina,  Je- 
pang  merupakan  investor  terbesar  yang  ke-4 
setelah  Hongkong,  Taiwan,  dan  AS  J'* 

Dari  kepentingan  kedua  negara  di  atas 
terlihat  saling  ketergantungan  yang  dapat 
dimanfaatkan  untuk  keuntungan  kedua  pi- 
hak.  Tetapi  sikap-sikap  menekan  salah  satu 
pihak  terhadap  pihak  lainnya  dapat  menim- 
bulkan  ketegangan  dan  mengancam  stabili- 
tas  kawasan.  Misalnya,  kemungkinan  Je- 
pang  mengikuti  kebijakan  AS  yang  sangat 
menekan  hak  asasi  manusia  sebagai  syarat 
utama  dalam  hubungan  perdagangan  kedua 
negara  akan  menimbulkan  tekanan  terhadap 
Cina.  Cina  yang  merasa  disudutkan  oleh  dua 
pihak  (AS  dan  Jepang)  cenderung  mengam- 
bil  langkah-langkah  yang  suiit  diduga.'^ 

Sedangkan  dalam  masalah  sengketa  Ke- 
pulauan  Senkaku,  Jepang  dan  Cina  telah 
melakukan  perundingan,  tetapi  sampai  saat 
ini  belum  berhasil  mencapai  persetujuan. 
Pada  tahun  1992,  masalah  ini  sempat  me- 
nimbulkan ketegangan  kedua  negara  ketika 
Cina  memproklamirkan  Undang-Undang 
Wilayah  Perairannya  yang  memasukkan 
Senkaku  sebagai  bagian  wilayahnya.  Tetapi 
ketegangan  ini  diredam  oleh  Cina  dengan 
penjelasan  Wakil  Menteri  Luar  Negeri  Cina, 
Xu  Dunxin  bahwa  Cina  memutuskan  untuk 
melepaskan  tuntutannya.'^  Tampaknya 
Cina  mencoba  menepati  janjinya  untuk 
tidak  membiarkan  sengketa  Kepulauan 
Senkaku  pecah  menjadi  konflik  militer.  Jan- 

'^Scalapino,  "Prospect  for  Cooperation,"  109. 
^''Kompas,  24  Oktober  1993. 

'^Rizal  Sukma,  "Hubungan  Cina-Jepang  dan 
Keamanan  Asia  Pasifik,"  Media  Indonesia,  18  Oktober 
1993. 

^^Anlara,  31  Maret  1992. 


ji  Cina  ini  dikemukakannya  pada  waktu  pe- 
nandatangan  Perjanjian  Perdamaian  dan 
Persahabatan  Cina-Jepang  tahun  1978.'^ 

Selama  janji  tersebut  ditepati  oleh  Cina, 
timbulnya  konflik  militer  dalam  masalah 
sengketa  Kepulauan  Senkaku  dapat  dihin- 
dari.  Tetapi  seberapa  jauh  janji  tersebut  di- 
penuhi  akan  sangat  tergantung  kepada  per- 
kembangan  hubungan  kedua  negara.  Saat 
ini  Cina  ma.sih  membutuhkan  bantuan  Je- 
pang bagi  pembangunan  ekonominya,  se- 
hingga  adalah  masuk  akal  jika  Cina  berupa- 
ya  mencegah  konflik  dengan  Jepang.  Tetapi 
keberhasilan  Cina  dalam  reformasi  politik, 
ekonomi,  dan  peningkatan  kekuatan  militer 
akan  menimbulkan  kekhawatiran  Jepang 
akan  munculnya  Cina  yang  dominan  dan 
menggunakan  kekuatan  militer  dalam  melin- 
dungi  kepentingannya,  termasuk  masalah 
sengketa  Kepulauan  Senkaku.'^  Oleh  karena 
itu  Jepang  tetap  menginginkan  kehadiran 
AS  untuk  menghadapi  kemungkinan  ini. 

Sementara  itu,  negara-negara  di  kawasan 
Asia  Timur  dikejutkan  oleh  pernyataan-per- 
nyataan  keras  Vladimir  Zhirinovsky  yang 
menyatakan  akan  menyatukan  kembali  be- 
kas  negara-negara  Uni  Soviet  dan  menen- 
tang  Jepang,  ketika  Partai  Demokrasi  Li- 
beral (Liberal  Democratic  Party /LDP)  yang 
berada  di  bawah  pimpinannya  memenang- 
kan  pemilihan  umum  pada  bulan  Desember 
1993  yang  lalu.  Negara-negara  Asia  Timur 
khawatir  bahwa  tampilnya  pemimpin  Rusia 
yang  seperti  ini  akan  mengancam  stabilitas 
kawasan.'^ 

Sejauh  ini,  setelah  Perang  Dingin  ber- 
akhir,  hubungan  antara  Rusia  dan  negara- 

i^lbid^ 

'^Scalapino,  "Prospect  for  Cooperation,"  109. 
^^Suara  Pembaruan,  3  Januari  1994. 
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negara  di  kawasan  ini  mcmbaik,  misalnya 
hubungan  Rusia-Cina,  Rusia-Jepang.  Rusia- 
Korea  Selatan.  Teiapi  rasa  saling  curiga  di 
antara  negara-negara  ini  nuisih  letap  ada 
karena  pengalaman  sejarah  dan  masalah- 
masalah  di  aniara  mereka  yang  belum  dapai 
diselesaikan. 

Hubungan  Rusia  dengan  Jepang,  suiit  di- 
tingkatkan  kcpada  hubungan  yang  iebih  de- 
kai  selama  masalah  sengketa  .Kepulauan 
Kuril  belum  dapat  diselesaikan.  Harapan  Je- 
pang bahwa  masalah  Kepulauan  Kuril  dapat 
diselesaikan  dengan  makin  membaiknya  hu- 
bungan kedua  negara,  ternyata  tidak  terpe- 
nuhi."^  Pada  akhir  Oktober  1993  Presiden 
Yeltsin  berkunjung  ke  Tokyo  dengan  tujuan 
untuk  meningkatkan  hubungan  kedua  nega- 
ra dan  membicarakan  penyelesaian  sengketa 
Kepulauan  Kuril.  Tercapainya  penyelesaian 
sengketa  ini  akan  melicinkan  jalan  untuk 
memperoleh  bantuan  modal  dan  teknologi 
Jepang  bagi  pengembangan  wilayah  Siberia. 
Tetapi  dalam  kunjungannya  tersebut,  Yelt- 
sin tidak  dapat  memenuhi  tuntutan  Jepang 
untuk  menyerahkan  Kepulauan  Kuril  karena 
hal  itu  akan  mendapat  tantangan  dari  dalam 
negeri  Rusia. ^'  Oleh  karena  itu  normalisasi 
hubungan  Rusia-Jepang  tidak  dapat  dilaksa- 
nakan  dan  bantuan  Jepang  kepada  Rusia 
bagi  pembangunan  Siberia  tidak  akan  diteri- 
ma  oleh  Rusia.  .Semcntara  itu,  para  pengusa- 
ha  swa.sta  Jepang  masih  kurang  berminat 
untuk  mcngadakan  invcstasi  di  negara  ini 

^raian  yan^  Icbih  dciail  mcngcnni  tcrtinmhntnya 
hubungan  R<i<ia-. Jepang  nkibai  -icniikcfii  Kepulauan 
Kuril  lihaJ  F  c^/ck  Bu^/yniki.  "Rus'.ia  anil  ilie  Asin- 
Pacific."  Pmi/ic  Af/aln  65.  no.  4  (Winter  1992-93): 
492-498. 

"Uraian  Icbih  detail  mcngenai  sengketa  Kepulauan 
Kuril  dalam  hubungan  .Jepang  dan  Ruiia  lihat  Sini 
Zhcngao.  "The  Security  Situation  in  NoriheaM  A<;ia." 
77te  Korean  Journal  nf  Internalinnal  Studies  XXIV.  no. 
2  (Summer  1993):  167. 


baik  di  bagian  benua  Eropa  maupun  di  wila- 
yah Siberia. 

Normalisasi  hubungan  Rusia  dengan  Je- 
pang akan  memberikan  prospek  yang  Iebih 
baik  bagi  keamanan  kawasan  Asia  Timur. 
Selain  itu  bantuan  Jepang  dapat  menolong 
reformasi  ekonomi  Rusia  yang  akan  mem- 
bawa  dampak  terhadap  reformasi  politik  di 
negara  itu.  Lebih  jauh,  peningkatan  hu- 
bungan kedua  negara  akan  memberi  kesem- 
patan  Jepang  untuk  lebih  independen  dari 
AS,  karena  Jepang  tidak  akan  lagi  merasa 
khawatir  dengan  "ancaman"  Rusia. 

Hubungan  Rusia  dengan  Cina  mulai 
membaik  dan  kedua  negara  ini  lelah  men- 
capai  beberapa  kesepakaian  antara  lain  ker- 
ja  sama  militer,  masalah-masalah  perbaias- 
an,  dan  konflik  regional. ^"^  Bagi  Cina,  mem- 
bangun  hubungan  baik  dengan  Rusia  pen- 
ting  untuk  memelihara  perdamaian  dan  sta- 
bilitas  di  perbatasan  kedua  negara  di  sebelah 
utara,  sehingga  Cina  dapat  memusatkan  pver- 
hatiannya  kepada  pembangunan  ekonomi- 
nya.  Bagi  Rusia  hubungan  dagang  berdasar- 
kan  barter  trade  dengan  Cina  akan  dapai 
mengatasi  kekurangan  Rusia  dalam  valuta 
asing.  Selain  itu,  Cina  merupakan  wilayah 
pasar  yang  potensial  bagi  hasil  industri  scn- 
jata  Rusia,  terutama  setelah  hubungan  Cina 
dengan  negara-negara  Barai  icrganggu  aki- 
bat   pcristiwa  Tiananmen    I*J89.*^"^  Tctnpi 

^'Scnlnpino,  "Proxpeci  for  C*v>ivi;i!uMi,'"  109. 

'\Scgal.  "International  Security."  7?^. 

^*Uraian  Icbih  detail  menpcnai  hubungan  Oina-Uni 
Soviet  lihat  Harding.  China  and  ,\<vihea.M  As>a.  2(V26; 
Aow/WT.  10  No\-cmbcr  1993. 

^'l  ihai    Huvryn^ki.   "R»isMa.""  Iihat  juga 

mengenai  |>crhiavan  hubungan  ekonomi  Ru«.ia  dan  Ona 
dalam  Cliaric*  E.  Zicglcr.  "Soviet  Strategic,  for  Dn'ri- 
opment:  Ta^t  Avia  and  the  Pacinc  BaMn."  hrc^ftc  A/- 
/<7/r.?  63.  no  4(\\inirt  )W(Von  456. 
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Cina  masih  meragukan  kemampuan  Rusia 
untuk  membantu  pembangunan  ekonomi- 
nya  mengingat  kesulitan  ekonomi  yang  di- 
hadapi  bekas  negara  adikuasa  ini,^*^ 

Dibalik  membaiknya  hubungan  kedua 
negara  tersebut,  Cina  tetap  khawatir  akan 
kekuatan  militer  Rusia  yang  tetap  dianggap 
sebagai  suatu  ancaman  terhadap  keamanan 
Cina.  Berbeda  dengan  kawasaji  Eropa,  se- 
jauh  ini  belum  ada  forum  yang  membahas 
pengurangan  senjata  konvensional  di  Asia 
Timur.  Oleh  karena  itu  Cina  tetap  meng- 
inginkan  kehadiran  AS  untuk  meredam  ke- 
khawatirannya  ini.  Tetapi  hubungan  baik 
Cina-AS  akan  sangat  terkait  dengan  kebi- 
jakan  AS  terhadap  masalah  Taiwan.  Ke- 
mungkinan  dukungan  AS  terhadap  kemer- 
dekaan  Taiwan  akan  mengancam  hubungan 

.  .  27 

ini. 

Hubungan  baik  AS-Cina  sempat  menga- 
lami  ketegangan  akibat  peristiwa  Tianan- 
men, tetapi  hubungan  ini  kemudian  berang- 
sur  normal  kembah  setelah  kedua  negara 
melakukan  pendekatan.  AS  menyadari 
bahwa  bila  Cina  diisolasi,  hal  itu  akan 
menghambat  reformasi  ekonomi  negara  ini 
yang  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan 
pohtik  dan  terulangnya  kembali  peristiwa 
Tiananmen.  Pertimbangan  ini  yang  menye- 
babkan  AS  tidak  melakukan  sanksi  ekonomi 
yang  lebih  luas  dan  mengadakan  pendekatan 
kembali. 

^'^ibid. 
2'lbid. 

28  • 

Uraian  iebih  detail  mengenai  hubungan  AS-Cina 
setelah  Peristiwa  Tiananmen  lihat  Scalapino,  "Asia  and 
the  United  States:  The  Challenges  Ahead,"  Foreign  Af- 
fairs 69,  no.  1  (1990):  93-96;  lihat  juga  Huang  Tingwei 
dan  Li  Zhiyong,  "The  Changing  Security  Scene  in  East 
Asia:  An  Analysis  of  the  US  Perspective"  (Tai  Ming 
Cheung  ed.),  Changing  Patterns  of  East  Asian  Security 
(Hongkong:  Centre  for  Asia  Pacific  Studies,  Lingnan 
College,  1991),  6. 


Selain  itu,  AS  menyadari  pentingnya 
Cina  untuk  diajak  bekerjasama  dalam  me- 
ngatasi  masalah-masalah  global  dan  regio- 
nal, misalnya  masalah-masalah  hak  asasi 
manusia,  lingkungan  hidup,  dan  stabilitas 
regional.  Keterlibatan  Cina  dalam  penyele- 
saian  konflik  Kamboja  merupakan  salah 
satu  faktor  yang  mendorong  tercapainya 
Perjanjian  Perdamaian  mengenai  Kambo- 
ja.2^ 

Beberapa  persoalan  lain  masih  meng- 
ganggu  hubungan  AS  dan  Cina,  antara  lain 
penjualan  senjata,  ketidakseimbangan  per- 
dagangan,  dan  hak-hak  asasi  manusia.  AS 
khawatir  atas  keputusan  Cina  untuk  men- 
jual  senjata-senjata  canggihnya  ke  negara- 
negara  di  kawasan  yang  sangat  sensitif,  mi- 
salnya Timur  Tengah  (Iran),  Asia  Selatan 
(Pakistan).  Oleh  karena  itu  AS  dan  negara- 
negara  lainnya  mendorong  Cina  untuk  mem- 
batasi  pengembangan  persenjataan  dan  tek- 
nologi  bagi  senjata-senjata  pemusnahan 
massal.^^ 

Ketidakseimbangan  perdagangan  antar 
AS  dan  Cina  terlihat  dari  surplus  perdagang- 
an Cina  atas  AS  meliputi  US$1 ,1  milyar  sela- 
ma  periode  Januari- April  1993.  Ekspor  Cina 
ke  AS  meliputi  US$3,87  selama  satu  kwar- 
tal,  sedangkan  impor  Cina  dari  AS  meliputi 
US$2,7  milyar.^^ 

Masalah  hak-hak  asasi  manusia  menjadi 
persoalan  dalam  hubungan  kedua  negara. 
Sehubungan  dengan  masalah  ini,  AS  antara 
lain  meminta  Cina  untuk  membebaskan 
para  pendukung  gerakan  demokrasi  dalam 


Lihat  Barber  B.  Conable,  Jr  and  David  M.  Lamp- 
ton,  "China:  The  Coming  Power,"  Foreign  Affairs 
(Winter  1992/1993):  133-134,  142-143. 

^°Ibid. 

Bisnis  Indonesia,  28  Mei  1993. 
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peristiwa  Tiananmen  tahun  1989.  Di  sam- 
ping  masalah  penjualan  senjata,  AS  telah 
mengaitkan  masalah  hak  asasi  manusia  ini 
dengan  status  mitra  dagang  yang  paling  di- 
istimewakan  (Most  Favored  Nation  -  MFN) 
Cina.  AS  akan  mengeluarkan  Cina  dari  daf- 
tar  MFN  jika  Cina  tidak  memperhatikan 
masalah  hak  asasi  manusia  dan  penjualan 
senjata  tersebut.'^"  Pendekatan  kedua  negara 
untuk  membahas  masalah  ini  menyebabkan 
Cina  masih  mendapatkan  status  MFN  sam- 
pai  bulan  Juni  1994. Kegagalan  kedua 
negara  untuk  mengatasi  masalah-masalah 
yang  timbul  di  antara  mereka  dapat  mempe- 
ngaruhi  prospek  keamanan  kawasan  Asia 
Timur. 

Sementara  itu  masalah  perdagangan  te- 
lah menjadi  "duri"  dalam  hubungan  AS- 
Jepang.  AS  telah  mengalami  defisit  dalam 
hubungan  dagangnya  dengan  Jepang  selama 
bertahun-tahun.  Pada  tahun  1989  defisit 
perdagangan  AS  dengan  Jepang  mencapai 
USS49  milyar.  Pada  tahun  1993  defisit  per- 
dagangan AS  dengan  Jepang  mencapai 
USS141,42  milyar,  naik  6,9%  dibandingkan 
tahun  1992  yang  mencapai  US$132,34  mil- 
yar."^ AS  telah  meminta  Jepang  untuk  me- 
ngubah  struktur  perdagangannya  dengan 
membuka  pasar  Jepang  bagi  AS.  Kedua  ne- 
gara telah  mengadakan  pembicaraan  menge- 
nai  hal  ini,  tctapi  belum  tcrcapai  kesepakat- 
an.  Pembicaraan  tcrakhir  aniara  kedua  ne- 
gara yang  diiakukan  pada  bulan  Marct  1994 
tidak  berha.sil  mencapai  kcscpakaian.  Je- 
pang mcnolak  tunfiitan  AS  nicngciiai  perda- 
gangan yang  dialur  (manofivd  trade),  tnisal- 
nya  tuntutan  AS  mcngcnai  pcningkntan  pen- 
jualan produk  tclckomunikasi  AS  kc  Jepang 

^^fCompos.  8  Mci  199.1 

fndnnpsia,  .1  Marcf  1994 
^Su<ira  Karya.  II  F  cbniari  l"^  ! 


sampai  30%  setahun.  AS  kecewa  dan  mene- 
gaskan  akan  mengakiifkan  kembali  Un- 
dang-Undang  Super-301,  yaiiu  undang- 
undang  perdagangan  AS  yang  memberikan 
hak  kepada  negara  ini  untuk  melakukan  tin- 
dakan  sepihak  jika  AS  menganggap  mitra- 
nya  bersifat  tertutup.^^ 

Tetapi  masalah-masalah  di  atas  tidak 
akan  menyebabkan  kedua  negara  memuius- 
kan  hubungan  diplomatik,  karena  kedua  ne- 
gara saling  tergantung.  Dalam  bidang  pena- 
hanan  dan  keamanan,  bagi  AS,  Jepang  me- 
nempati  posisi  strategis  di  kawasan  Asia  Ti- 
mur dan  merupakan  aktor  peniing  untuk 
mengamankan  strategi  global  AS.  Jepang 
juga  meringankan  beban  AS  dengan  mem- 
beri  bantuan  ekonomi  kepada  negara-negara 
berkembang.  Bagi  Jepang,  perjanjian  ke- 
amanan AS-Jepang  telah  menjamin  ke- 
amanan kawasan  ini  dan  kawasan-kawasan 
lainnya,  misalnya  Timur  Tengah  yang  meru- 
pakan sumber  enerji."'^  Menyangkui  kepen- 
tingan  ekonomi  ini,  bagi  Jepang.  .AS  meru- 
pakan pasar  yang  luas  bagi  hasil  industrinya. 

Setelah  berakhirnya  Perang  Dingin.  AS 
menginginkan  Jepang  meningkaikaii  pem- 
bagian  (sharing)  biaya  bagi  pencmpatan  pa- 
sukan  AS  di  Jepang  menjadi  50%  (sckitar 
US$3  milyar).  Keinginan  ini  telah  dipcnuhi 
oleh  Jepang.''^  Demikian  pula  keinginan  AS 
supaya  Jepang  Icbih  berpcranan  aktif  dalam 
menegakkan  perdamaian  dunia  iclah  ditun- 
jukkan  negara  ini  dengan  mcngirim  PKK 
(Ih'QCV  Keep  inn  Force)  kc  Kaniboja. 

Scmcnlara  itu.  hubungan  .AS-Rusia  me- 
ngalami kcmajuan.  .Sctclah  Perang  Dingin 

nnm.  17  Matrt  1^ 

'*Sc(tal.  " Inicrnaiional  Scvuntx  ." 

'^Uraian  Icbih  dciail  mcnpcnai  liwb\)npan  AS- 
Jepang  lihal  Tn«.  "Intcrnaiional  Sf\-^)t^l^  ,■'  °  1' 
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berakhir,  AS  mengharapkan  Rusia  menjadi 
negara  yang  demokratis.  Oleh  karejia  itu  AS 
mendukung  usaha  Presiden  Boris  Yeltsin  un- 
tuk  mengatasi  tantangan  dalam  negeri  dalam 
melaksanakan  reformasi  ekonomi  dan  poli- 
tik  di  Rusia.  AS  telah  memberi  bantuan  eko- 
nomi sebesar  US$2,5  milyar  kepada  Rusia.^^ 
Selain  itu  AS  dan  Rusia  telah  mengadakan 
Perjanjian  Kerja  Sama  yang  meliputi  pro- 
yek-proyek  penjelajah  ruang  angkasa,  ener- 
ji,  dan  pemantauan  lingkungan.^^  Pening- 
katan  bantuan  dan  kerja  sama  AS  ini  tam- 
paknya  akan  sangat  ditentukan  oleh  kema- 
juan  pelaksanaan  reformasi  ekonomi  dan 
politik  di  Rusia.  Timbulnya  perkembangan 
dalam  negeri  Rusia  yang  tidak  diinginkan 
akan  menyebabkan  AS  menunda  bantuan 
ekonominya  kepada  Rusia.'^'^ 

Sebenarnya  masalah  senjata  nuklir,  keti- 
dakseimbangan  perdagangan,  sengketa  ke- 
pulauan,  dan  kecurigaan  tradisional  meru- 
pakan  sumber-sumber  konflik  yang  telah 
ada  sebelum  Perang  Dingin  berakhir  yang 
belum  dapat  diselesaikan  oleh  negara-negara 
yang  terlibat.  Setelah  Perang  Dingin  ber- 
akhir dikhawatirkan  masalah-masalah  ini 
memicu  konflik-konflik  regional  yang  dapat 
mengancam  stabilitas  dan  keamanan  ka- 
wasan.  Sementara  itu,  akibat  pertumbuhan 
dan  saling  ketergantungan  ekonomi,  kawa- 
san  Asia  Timur  mengandung  ancaman- 
ancaman  baru,  misalnya  proteksionisme,  de- 
gradasi  lingkungan  hidup,  masalah  kepen- 
dudukan,  dan  imigrasi.'*^  Kekhawatiran  ter- 


The  Jakarta  Post,  19  Juni  1993. 

^^Suara  Pembaruan,  3  September  1993. 

"^Conable  and  Lampton,  "The  Coming  Power," 
143. 

""Lihat  Paul  M.  Evans,  "Proposals  for  Confidence 
Building  and  Conflict  Reduction  Mechanism  for  the 
Pacific:  The  Prospects  for  Multilateralism,"  paper  yang 


ancamnya  stabilitas  dan  keamanan  kawasan 
akibat  masalah-masalah  di  atas  telah  men- 
dorong  beberapa  negara  memikirkan  ga- 
gasan  kerja  sama  keamanan  multilateral  di 
kawasan  Asia  Timur  sebagai  usaha  untuk 
mencegah  kemungkinan  timbulnya  konflik. 

Gagasan  dan  Hambatan  Kerja  Sama 
Keamanan  Multilateral  di  Asia  Ti- 
mur 

Gagasan  kerja  sama  keamanan  multi- 
lateral telah  diajukan  oleh  beberapa  pemim- 
pin  dan  pejabat  tinggi  beberapa  negara  di 
kawasan  Asia  Timur.  Gagasan  kerja  sama 
keamanan  multilateral  yang  paling  ambisius 
dan  luas  dikemukakan  oleh  mantan  Presiden 
Uni  Soviet,  Mikhail  Gorbachev  dalam  pida- 
tonya  di  Vladiwostok  dan  Krasnoyarsk 
tahun  1986  dan  1988.  Pada  tahun  1990  di 
Tokyo,  Gorbachev  mengusulkan  forum  lima 
negara  (a  five  nation),  yaitu  Uni  Soviet,  AS, 
Cina,  Jepang,  dan  India  untuk  mendiskusi- 
kan  isu-isu  keamanan  Asia  Pasifik.  Demi- 
kian  pula  mantan  Menteri  Luar  Negeri  Uni 
Soviet,  Eduard  Shevardnadze  di  Vladiwos- 
tok tahun  1990  mengajukan  gagasan  yang 
sama."^^ 

Tetapi  gagasan-gagasan  yang  dikemu- 
kakan oleh  bekas  kedua  pemimpin  Uni 
Soviet  tersebut  tidak  mendapat  dukungan 
dari  AS  dan  negara-negara  pro-Barat  di  Asia 
Timur  seperti  Jepang  dan  Korea  Selatan. 
Hal  ini  antara  lain  disebabkan:  pertama, 


diajukan  dalam  ASEAN  and  A  New  Asian  Pacific 
Security  Structure,  ASEAN-ISIS  Meeting,  Jakarta, 
2-4  Juni  1991,  5. 

''^Lihat  Evans,  "Proposals  for  Confidence  Building, 
8;  lihat  juga  Andrew  Mack,  "Security  Cooperation  in 
Northeast  Asia:  Problems  and  Prospects"  Journal  of 
Northeast  Asian  Studies  XI,  no.  2  (Summer  1992): 
21-22. 
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negara-negara  pro-Barat  di  kawasan  Asia 
Timur  tersebut  percaya  bahwa  superioritas 
militer  AS  merupakan  jaminan  utama  ke- 
amanan  mereka.  Oleh  karena  itu  mereka 
tidak  menentang  sikap  AS  yang  menolak 
gagasan-gagasan  tersebut  yang  dipandang 
sebagai  maksud  Soviet  untuk  mengurangi 
superioritas  militer  regional  AS;  kedua,  ma- 
sih  adanya  rasa  curiga  terhadap  maksud- 
maksud  Soviet  karena  masalah-masalah  da- 
lam  hubungan  mereka  dengan  Uni  Soviet, 
misalnya,  sengketa  teritorial  Uni  Soviet- 
Cina  dan  Uni  Soviet- Jepang,  Korea  Selatan 
menentang  Uni  Soviet  karena  dukungannya 
terhadap  Korea  Utara.'^^ 

Gagasan  kerja  sama  keamanan  multila- 
teral juga  dikemukakan  oleh  Presiden  Korea 
Selatan,  Roh  Tae-Woo  pada  bulan  Oktober 
1989  yang  mengusulkan  Consultative  Con- 
ference yang  terdiri  dari  AS,  Uni  Soviet, 
Korea  Utara,  Korea  Selatan,  Jepang,  dan 
Cina.  Konperensi  ini  akan  membicarakan 
gagasan-gagasan  yang  luas  yang  bersangkut- 
an  dengan  stabilitas,  kemajuan  dan  kesejah- 
leraan  dalam  kawasan.  Kemudian  pada  bu- 
lan Juni  1991,  Presiden  Roh  dalam  pidato- 
nya  di  AS  kembali  mengemukakan  gagasan 
"sebuah  struktur  kerja  sama"  dalam  kawa- 
san. Tetapi  gagasan  ini  ditentang  oleh  Cina 
dan  Korea  Utara,  karena  dipandang  sebagai 
inisiatif  Korea  Selatan  untuk  mengatasi  ke- 
amanan di  .Scmcnanjung  Korea. 

Pada  tahun  1989,  Mongolia  juga  meng- 
usulkan "forum  dclapan  ncgara"  yang  ter- 
diri Mongolia.  Uni  Soviet.  AS.  Kaiiada. 
Korea  Utara  dan  Korea  Sclaian.  .Icpang.  dan 
Cina  sebagai  mckanismc  pcrmancn  untuk 


*'lbid. 

*'ljhat  Fvans.  "PropoMiU  for  Confidence  Huilding 
and  Conflict  Reduction  Mechanism  for  the  Pacific,"  9. 


konsultasi  dan  perundingan  yang  mencakup 
bidang-bidang  yang  luas,  yaitu  ekonomi,  pe- 
ngetahuan,  teknologi,  ekologi,  lingkungan 
hidup,  kebudayaan,  hubungan  militer  dan 
kemanusiaan.  Usui  ini  diikuti  oleh  konpe- 
rensi internasional  di  Ulan  Bator  bulan  Ok- 
tober 1990.  Tetapi  usul  ini  tidak  mendapat 
tanggapan  positif  dan  dukungan  dari  nega- 
ra-negara yang  bersangkutan.'*^ 

Pada  tahun  1990,  Menteri  Luar  Negeri 
Kanada,  Joe  Clark  mengemukakan  gagasan 
yang  kemudian  dikenal  dengan  Dialog  Ke- 
amanan Kooperatif  Pasifik  Utara  (North 
Pacific    Cooperative   Security  Dialogue- 
NPCSD)  yang  mencakup  "penyesuaian  tin- 
dakan-tindakan  menegakkan  saling  percaya 
(Confidence  Building  Measures  -  CBMs) 
yang  telah  terbukti  berhasil  di  Eropa.""*^ 
Pada  tahun  yang  sama  Menteri  Luar  Negeri 
Australia,  Gareth  Evans,  di  Melbourne  me- 
ngemukakan gagasan  Konperensi  Kerja 
Sama  dan  Keamanan  Asia  (Conference  on 
Security  and  Cooperation  in  Asia  -  CSC.A). 
Kedua  gagasan  itu  tidak  mendapat  tanggap- 
an positif,  terutama  dari  AS.  Khususnya 
terhadap  gagasan  CSCA,  mantan  .Menteri 
Luar  Negeri  AS,  James  Baker  menulis  sural 
kepada  Menlu  Australia  untuk  menyingkir- 
kan  gagasan  ini.  AS  melihat  gagasan  ini,  sa- 
ma halnya  dengan  gaga.san  NPCSD.  akan 
memberikan  Uni  Soviet  a  diplomatic  entree 
sebagai  pemain  di  kawasan  icrscbui.  .AS  per- 
caya bahwa  Uni  Soviet  akan  mendapat  kc- 
uniungan  dari  forum  kerja  sama  keamanan 
inullilatcral  dengan  mcnckankan  mavalah- 
masalah  keamanan  sebagai  hal  yang  lanipak 
mcnaiik.   (ctapi   sehcnarnva  bcricni,Tnf;an 


*'lbid.;  lihfli  Amltrw  S\^<V.  ". Security  Cooper aiion 
in  Northeast.  ProMcnu  and  f*ix>\pcct!>,*'  Joumo/  of 
\or(hca\t  Asiiin  Studies  XI.  no.  2  (Summer  1992):  23. 

^Ihid..  21 
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dengan  kepentingan  AS  dan  keamanan  re- 
gional."*^ 

Dikemukakannya  gagasan  CSCA  terse- 
but  oleh  Australia,  karena  Australia  me- 
mandang  bahwa  CSCE  di  kawasan  Eropa 
berhasil  menciptakan  keamanan  kawasan 
ini.  Tetapi  forum  kerja  sama  keamanan 
multilateral  seperti  CSCE  sulit  untuk  dite- 
rapkan  di  kawasan  Asia  karena  perbedaan 
antara  kedua  kawasan  yang  meliputi  berba- 
gai  faktor.  Dari  segi  kondisi  geografis, 
benua  Eropa  berupa  daratan,  sedangkan  ka- 
wasan Asia  Pasifik  terdiri  dari  daratan, 
pulau-pulau,  kepulauan,  dan  semenanjung. 
Kedua  kawasan  ini  juga  mempunyai  berba- 
gai  perbedaan  ethnis,  kebudayaan,  agama, 
tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  dan  sistem 
politik.  Perbedaan  lainnya  adalah  dalam  sis- 
tem blok  di  mana  kawasan  Eropa  memiliki 
sistem  blok  yang  jelas  yaitu  antara  blok 
Barat  (AS  dan  sekutunya)  dan  blok  Timur 
(Uni  Soviet  dan  sekutunya),  sedangkan  di 
Asia  Pasifik  sistem  blok  seperti  ini  tidak 
jelas,  terutama  karena  keberadaan  Cina.  De- 
mikian  pula  dalam  struktur  kekuatan  super- 
power terdapat  perbedaan  di  mana  Uni  So- 
viet merupakan  kekuatan  daratan,  sedang- 
kan AS  merupakan  kekuatan  maritim."*^ 

Penolakan  negara-negara  di  kawasan 
Asia  Timur  terhadap  gagasan-gagasan  kerja 
sama  atau  dialog  keamanan  multilateral  di- 
sebabkan  oleh  berbagai  alasan.  Pertama, 
isu-isu  keamanan  kunci  di  kawasan  ini  ham- 

"•'Lihat  tanggapan  dan  alasan  AS  menolak  gagasan 
CSCA  dalam  ibid.;  lihat  Edy  Prasetyono,  "Kerjasama 
Keamanan  Asia  Pasifik:  Pemikiran  dan  Masalah- 
masaiah  yang  Dihadapi,"  Analisis  CSIS  XXI,  no.  5 
(September-Oktober  1992):  414-415. 

''^Uraian  lebih  detail  mengenai  ini  lihat  Mack, 
"Security  Cooperation  in  Northeast  Asia,"  24;  Evans, 
"Proposals  for  Confidence  Building  and  Conflict  Re- 
duction Mechanism  for  the  Pacific,"  14, 


pir  semuanya  bersifat  bilateral,  misalnya, 
Korea  Utara- Korea  Selatan,  Cina- Taiwan, 
Cina-Uni  Soviet,  Jepang-Uni  Soviet.  Nega- 
ra-negara ini  melihat  bahwa  penyelesaian 
masalah  yang  timbul  di  antara  kedua  negara 
lebih  dapat  diselesaikan  dalam  hubungan  bi- 
lateral daripada  melalui  kerja  sama  keaman- 
an multilateral  yang  lebih  luas."*^  Kedua, 
Cina  tidak  pernah  menunjukkan  dengan 
jelas  rasa  tertariknya  terhadap  kerja  sama 
atau  dialog  keamanan  multilateral  seperti 
yang  diusulkan  Kanada.  Seperti  yang  dike- 
mukakan  oleh  Jin  Dexiang,  kerja  sama  ke- 
amanan, sama  halnya  dengan  kerja  sama 
ekonomi,  seharusnya  dilakukan  secara  ber- 
tahap.  Negara  ini  juga  menganggap  bahwa 
kontak-kontak  atau  pertemuan-pertemuan 
ke  arah  itu  seharusnya  lebih  bersifat  diskusi 
akademis  non-pemerintah,  disertai  dengan 
pertemuan-pertemuan  resmi  pada  tingkat 
yang  lebih  rendah.^^ 

Ketiga,  AS  curiga  terhadap  gagasan  So- 
viet yang  dianggap  dapat  merugikan  kepen- 
tingan keamanan  AS.  AS  melihat  usul-usul 
Soviet  mengenai  pengurangan  senjata  dan 
CBMs  Angkatan  Laut,  sebagai  pengurangan 
terhadap  kemampuan  deterennya,  terutama 
fleksibilitas  operasional  di  Pasifik. Selain 
itu  sejak  PD  II,  AS  merupakan  aktor  ke- 
amanan yang  paling  dominan  di  antara  ne- 
gara-negara yang  mempunyai  hubungan 
khusus  dengannya,  sehingga  tidak  menghe- 
rankan  jika  negara-negara  ini  mendukung 
kebijakan  AS  yang  menolak  gagasan  kerja 
sama  atau  dialog  keamanan  multilateral 
yang  bersifat  formal  di  kawasan  ini.  Dari  su- 
dut  pandang  AS,  institusi  keamanan  multi- 
lateral akan  mengurangi  pengaruhnya  di  ka- 


'"Ibid.,  28. 
''ibid.,  16-17. 


]44 

wasan  ini.  Oleh  karena  itu  AS  lebih  cende- 
rung  untuk  memilih  pengaturan  bilateral 
daripada  multilateral.^' 

Keempat,  Uni  Soviet  yang  mempunyai 
perhatian  yang  besar  terhadap  forum  ke- 
amanan  kooperatif  (cooperative  security) 
terlalu  disibukkan  oleh  kesulitan  ekonomi  di 
dalam  negerinya.  Meskipun  kehadiran  mili- 
ternya  berlanjut  di  kawasan  ini,  Uni  Soviet 
telah  menjadi  kurang  aktif  berpartisipasi  da- 
lam politik  regional  sekarang  ini  dibanding- 
kan  sebelum  Perang  Dingin  berakhir.^"' 

Kelima,  kebijaksanaan  keamanan  Je- 
pang  setelah  PD  II  terikat  dengan  Perjanjian 
Jepang-AS  dan  konstitusi  dalam  negerinya. 
Oleh  karena  itu  Jepang  mempunyai  kepen- 
tingan  utama  untuk  menghindarkan  perde- 
batan  dalam  negeri  mengenai  pembentukan 
kerja  sama  keamanan  multilateral.  Jepang 
beranggapan  bahwa  gagasan  kerja  sama  ke- 
amanan tidak  seharusnya  diadakan  sampai 
masaJah  bilateral,  misalnya  masalah  Kepu- 
lauan  Kuril  antara  Jepang  dan  Rusia,  disele- 
saikan  terlebih  dahulu.  Jepang  tidak  meng- 
inginkan  adanya  campur  tangan  luar  dalam 
penyelesaian  sengketa  ini,  karena  akan  mem- 

buat  permasalahan  yang  ada  menjadi  lebih 

•  54 
rumit. 

Kecnam,  gagasan  kerja  sama  keamanan 
yang  diajukan  oleh  Korea  Selatan  tidak  men- 
dapat  sambutan  dari  Korea  Utara.  Korea 
Utara  khawatir  gagasan  Korea  Selatan  bcr- 
tujuan  untuk  menyudutkan  posisinya  dalam 
forum  multilateral,  tcrutama  yang  mcnyang- 
kut  masalah  pcrscnjataan  nuklir  Korea  Uta- 
ra. 

"tbid..  28-29. 
"ibid..  28. 

**Evans,  "Proposal";  for  Confidftuc  Hdilditifj  and 
Conflict  Reduction  Mechanism  for  (hr  Panfii  .'"  16 


ANALISIS  CSIS.  1994-2 

Dari  alasan-alasan  seperti  dikemukakan 
di  atas  dapat  dilihat  bahwa  prospek  pemben- 
tukan kerja  sama  atau  dialog  keamanan 
multilateral  kelihatannya  tidak  cerah.  Paul 
Evans  menyatakan  bahwa  "the prospects/or 
any  kind  of  inclusive  governmental  consulta- 
tive process,  much  less  institution,  are  at  the 
moment  not  bright  (prospek  untuk  melibat- 
kan  setiap  bentuk  proses  konsultasi  yang  me- 
libatkan  pemerintah,  dan  kurang  melibatkan 
institusi,  pada  saat  ini  tidak  menunjukkan 
titik  terang)".^^  Walaupun  demikian  kekha- 
watiran  akan  timbulnya  konflik  yang  dapat 
mengancam  stabilitas  dan  keamanan  kawa- 
san Asia  Timur  diharapkan  dapat  mendo- 
rong  mereka  untuk  mengadakan  atau  terli- 
bat  dalam  suatu  kerja  sama  atau  dialog  ke- 
amanan multilateral  yang  dapat  diterima 
oleh  semua  pihak. 

Prospek 

Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa 
perasaan  saling  curiga  antara  negara-negara 
di  kawasan  Asia  Timur  baik  karena  penga- 
laman  sejarah  maupun  akibat  Perang  Dingin 
telah  menjadi  hambatan  utama  bagi  tcrwu- 
judnya  kerja  sama  atau  dialog  keamanan 
multilateral  di  antara  negara-negara  di 
kawasan  tersebut.  Perasaan  saling  curiga  ha- 
nya  dapat  dihilangkan  jika  mereka  mclaku- 
kan  komunikasi,  dialog,  dan  kerja  s^ma. 

Rasa  curiga  dapat  nicnimbulkan  apa 
yang  discbut  scbagai  dilcma  keamanan  yang 
mcmang  icrdapat  di  kawasan  A.Ma  Timur. 
Dilcma  keamanan  tcrjadi  apabila  pcrsiapan- 


"Cvanj.  "Non-governmental  and  'Track  Two' 
Diplomacy:  ProMenu  and  Prospect*,"  Confidcnrr 
lUiiliiint  (iml  Cnnfli*'^  Redi/cffon  in  the  f^ociftc.  ed.  hy 
Kohana  Mahmoi>d  A  RuMam  A.  Sani  (Kuala  1  umpwr: 
ISIS.  iwi).  MS. 
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persiapan  pertahanan  suatu  negara  dipan- 
dang  sebagai  petunjuk  sikap  bermusuhan 
oleh  pihak  lawan.  Pihak  lawan  ini  kemudian 
meningkatkan  kemampuan  pertahanannya 
yang  dapat  menimbulkan  kekhawatiran 
pada  pihak  pertama  dan  selanjutnya.^^  De- 
ngan  perkataan  lain,  peningkatan  keamanan 
suatu  negara  dapat  menimbulkan  rasa  tidak 
aman  bagi  negara  lainnya  yang  kemudian 
melakukan  peningkatan  pertahanan  pula. 

Misalnya,  seperti  yang  telah  diuraikan  di 
atas,  pengembangan  rudal  Rodong-1  oleh 
Korea  Utara  telah  mendorong  Korea  Selatan 
untuk  membeli  senjata  nuklir  Patriot  seba- 
gai tandingan.  Peningkatan  pertahanan 
Cina,  misalnya  peningkatan  armada  lautnya 
menjadi  kekuatan  samudera  (a  blue-water 
navy)  telah  menimbulkan  kekhawatiran  ne- 
gara-negara  di  kawasan  ini,  terutama  Je- 
pang.  Jepang  yang  mempunyai  kemampuan 
ekonomi  akan  dengan  mudah  mengembang- 
kan  kemampuan  militernya  jika  negara  ini 
merasa  keamanannya  terancam  oleh  Cina. 
Oleh  karena  itu  dilema  keamanan  dapat  di- 
atasi  dengan  mengurangi  atau  menghilang- 
kan  rasa  curiga  melalui  kerja  sama  atau 
dialog  multilateral  di  antara  mereka. 

Menghapuskan  rasa  curiga  dan  kemudi- 
an mengadakan  kerja  sama  atau  dialog  ke- 
amanan multilateral  adalah  hal  yang  sulit 
untuk  dilakukan.  Rasa  curiga  yang  sudah 
mendalam  dan  bertahun-tahun  tidak  dapat 
dilenyapkan  dalam  waktu  yang  singkat.  Ha- 
nya  melalui  dialog  rasa  curiga  ini  dapat  diha- 
puskan. 

Oleh  karena  itu  salah  satu  cara  yang 
mungkin  dapat  ditempuh  adalah  usaha  ber- 
tahap  yang  dapat  mengurangi  rasa  curiga 
dan  berangsur-angsur  melangkah  ke  arah 


Robert  Jervis,  "Security  Regimes,"  International 
Organization  36,  no.  2  (Spring  1982):  357. 


pembentukan  kerja  sama  atau  dialog  ke- 
amanan multilateral.  Menlu  Indonesia,  All 
Alatas,  mengemukakan  bahwa  untuk  me- 
ngatasi  keamanan  regional  di  kawasan  Asia 
Timur,  tidak  perlu  dengan  membentuk  fo- 
rum seperti  CSCE,  atau  bentuk-bentuk  lain- 
nya yang  lebih  luas  mengingat  perbedaan- 
perbedaan  dan  rasa  curiga  yang  ada.  Tetapi 
dapat  ditempuh  usaha  yang  bertahap,  seper- 
ti meningkatkan  hubungan  antar  negara- 
negara  di  kawasan;  penyelesaian  sengketa 
tentorial  atau  konflik  regional;  mengurangi 
konflik-konflik  militer;  pencegahan  pengem- 
bangan senjata  nuklir;  mengembangkan 
pendekatan  kerja  sama  dalam  menjamin  ke- 
amanan alur  pelayaran  dan  perhubungan 
(Sealanes  of  Community);  memperluas  dan 
meningkatkan  kerja  sama  ekonomi. 

Usaha-usaha  di  atas  harus  didukung  oleh 
pengembangan  dan  pelaksanaan  tindakan- 
tindakan  yang  saling  menegakkan  keperca- 
yaan  (CBMs)  guna  mencegah  timbulnya  ke- 
mungkinan  penggunaan  senjata  dalam  me- 
ngatasi  masalah-masalah  yang  ada.  CBMs 
adalah  tindakan-tindakan  yang  ditempuh 
melalui  persetujuan  antar  negara  untuk 
mengurangi  atau  menghapuskan  salah  per- 
sepsi,  kecurigaan,  dan  ketakutan  dengan 
membuat  maksud-maksud  militer  lebih  eks- 
plisit.  Tujuan  CBMs  adalah  meningkatkan 
saling  percaya,  pengertian,  transparansi,  ke- 
terbukaan,  dan  membatasi  diri  dari  penggu- 
naan kekuatan. 


"Uraian  yang  lebih  detail  lihat  Ali  Alatas,  "The 
Emerging  Security  Environment  in  East  Asia  and  the 
Pacific:  An  ASEAN  Perspective,"  Jurnal  Luar  Negeri, 
no.  22  (Desember  1992):  57. 

''ibid.;  lihat  Bilveer  Singh,  "Confidence  Building 
Security  Measures  in  Southeast  Asia,"  Strategy  1,  no.  1 
(1991):  27.  Dikutip  dari  Trevor  Findlay,  "Asia  Pacific 
CBSMs:  A  Prospectus,"  Working  Paper  no.  90 
(Canberra:  SDSC,  August  1990):  1. 
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Dari  pengertian  dan  tujuan  CBMs,  jelas 
terlihat  bahwa  bagi  kawasan  Asia  Timur 
yang  mempunyai  lingkungan  keamanan 
yang  rumit,  saJing  tergantung,  dan  tidak 
pasti,  CBMs  adalah  penting.  CBMs  dapat 
mengurangi  kemungkinan  pecahnya  perang 
dan  dapat  dilaksanakan  melalui  pertukaran 
informasi  atau  intelijens,  undangan  bagi 
para  pengamat  militer  untuk  menyaksikan 
manuver,  pemberitahuan  latihan-latihan  mi- 
liter yang  akan  diadakan,  dan  membuka 
hot-line.^^ 

Diiempuhnya  usaha-usaha  di  atas  tidak 
hanya  akan  mengurangi  tingkat  kecurigaan, 
tetapi  juga  akan  memberi  peluang  bagi  nega- 
ra-negara  di  kawasan  Asia  Timur  untuk 
menciptakan  apa  yang  disebut  sebagai  rezim 
keamanan  (security  regime).  Rezim  keaman- 
an di  kawasan  Asia  Timur  akan  terwujud 
jika  negara-negara  di  kawasan  ini  berhasil 
merumuskan  dan  menyusun  satu  perangkat 
prinsip-prinsip,  aturan-aturan  dan  norma- 
norma  yang  mendorong  mereka  untuk  me- 
nahan  diri  dalam  sikap  dengan  kepercayaan 
bahwa  pihak  lainnya  akan  membalasnya 
atau  melakukan  hal  yang  sama.^  Hal  ini 
dapat  tercipta  jika  negara-negara  di  Asia 
Timur  saling  bekerjasama  untuk  mengiden- 
tifikasi  dan  mengimplementasikan  cara-cara 
penyelesaian  damai  di  kawasan  ini. 

Sclain  itu  karena  gagasan-gagasan  pem- 
bcntukan  kcrja  sama  atau  dialog  keamanan 
multilateral  sccara  formal  tclah  ditcntang, 
maka  scpcrti  yang  dikcmukakan  olch  Paul 
Evans  pcmbcntukan  dialog  atau  kcrja  sama 
keamanan  multilateral  dapat  dilaksanakan 
melalui  pcrfcmuan  track  two.  Pcrtcmunn  se- 

''l.ihal  Singh.  "Confidence  HuiUiing  Security 
Mca-surcs."  28;  iihal  juga  Aiatas.  "I he  I-merginp 
Security  rinvironmcnl  in  Fast  Asia,"  58. 

•"jervis.  "Security." 


macam  ini  akan  melibatkan  kalangan  non- 
pemerintah  fnon-governmenta/J  yang  antara 
lain  terdiri  dari  akademisi,  jurnalis  dan  poli- 
tisi  (atau  militer)  dari  pemerintah  (govern- 
ment) yang  terlibat  secara  tidak  resmi  (unof- 
ficial) dalam  kapasitas  pribadi  (private).  Pe- 
merintah bisa  saja  menjadi  sponsor  perte- 
muan  semacam  ini,  tetapi  pelaksanaannya 
dilakukan  oleh  universitas  atau  lembaga  pe- 
nelitian  swasta  yang  mempunyai  hubungan 
arms-length  dengan  pemerintah  yang  ber- 
sangkutan.^' 

Sejauh  ini  telah  diadakan  beberapa  per- 
temuan  track  two  yang  membahas  berbagai 
masalah  keamanan  di  kawasan  Asia  Pasifik. 
Misalnya,  pertemuan  the  Asia  Pacific 
Roundtable  telah  diadakan  tujuh  kali.^^  Ga- 
gasan  NPCSD  yang  diajukan  Joe  Clark  yang 
ditolak  pada  waktu  dicetuskannya,  telah 
berhasil  diadakan  dalam  bentuk  pertemuan 
track  two  yang  melibatkan  pesena-pesena 
dari  universitas,  lembaga  penelitian,  dan 
departemen  pemerintah  dari  berbagai  ne- 
gara,  yaitu  Kanada,  Cina,  Jepang,  Korea 
Utara,  Korea  Selatan,  Rusia,  Mongolia,  .AS, 
Australia,  Hongkong,  Inggris,  dan  negara- 
negara  Asia  Tenggara.  Konperensi  dan  loka- 
karya  NPCSD  telah  diadakan  di  Victoria 
(April  1991),  di  Honolulu  (De.<;ember  1991), 
di  Ottawa  (Mei  1992),  di  Beijing  (Juni  1992). 
di  Yokohama  (Agustus  1992).  dan  konpe- 
rensi akhir  di  Vancouver  (Marci  19Q.^).^-^ 

Pertemuan  track  two  bisa  .^a.ja  tidak 
mcnghasilkan  suatu  pcrsctujuan  atau  pcr- 
janjian  kcrja  sama  .sccara  rcsmi.  tetapi  pa- 
ling tidak  sebagai  lahap  pcrmulaan.  usaha 

*'Evans,  "Non-pi''\fTiitnrnial  anil  'Tia>l  T«o'." 
1.^8. 

^'l  ihflt  uraian  Ichih  detail  mrnfmai  poiemiian- 
pcrtcmuan  frock  f»«\7  dalam  ibid. 

•"'iWd. 
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untuk  membicarakan  suatu  masalah  yang  se- 
cara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  sta- 
bilitas  dan  keamanan  dapat  dilakukan  seca- 
ra  terbuka.  Pembicaraan  yang  terbuka  ini 
diharapkan  dapat  meningkatkan  saling  pe- 
ngertian  dan  secara  berangsur-angsur  me- 
ngurangi  rasa  curiga  di  antara  negara-negara 
di  kawasan  ini.  Lebih  jauh,  diharapkan  ke- 
sepakatan-kesepakatan  yang  dicapai  dalam 
pertemuan  tersebut  mendapat  tanggapan  po- 
sitif  dari  pemerintah  yang  kemudian  menge- 
luarkan  suatu  keputusan  resmi  baik  me- 
nyangkut  kebijaksanaan  dalam  negeri  ma- 
sing-masing  negara  atau  kerja  sama  keaman- 
an multilateral  resmi  di  antara  negara-nega- 
ra di  kawasan  ini.  Tetapi  semuanya  itu  pada 
akhirnya  akan  tergantung  dari  kemauan  po- 
litik  masing-masing  negara  untuk  memeliha- 
ra  stabilitas  dan  keamanan  kawasan  Asia 
Timur. 


Analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa  ker- 
ja sama  keamanan  multilateral  secara  for- 
mal di  kawasan  Asia  Timur  untuk  saat  ini 
masih  dipandang  sebagai  sebuah  gagasan 
yang  tidak  realistis.  Multilateralisme  secara 
formal  di  kawasan  tersebut  masih  merupa- 
kan  sesuatu  yang  "tabu"  untuk  dibicara- 
kan.  Tetapi  upaya  lembaga  non-pemerintah 
untuk  membahas  masalah  keamanan  di  ka- 
wasan Asia  Timur  melalui  proses  track  two- 
nya  paling  tidak  telah  memberikan  kesem- 
patan  kepada  negara-negara  di  kawasan  ter- 
sebut untuk  membicarakan  dan  membahas- 
nya  secara  terbuka  dan  komprehensif.  Dia- 
log mengenai  kerja  sama  keamanan  di  kawa- 
san Asia  Timur  telah  meletakkan  landasan 
yang  kokoh  bagi  pengembangan  CBMs  an- 
tara negara-negara  di  kawasan  ini  dalam 
usaha  memelihara  stabilitas  dan  perdamai- 
an. 


Hak  Asasi  Manusia; 
Korban  Perang  Dingin,  Pelajaran 
dan  Agenda  untuk  Indonesia 

Bantarto  Bandoro 


BERAKHIRNYA  era  Perang  Dingin 
telah  memunculkan  berbagai  masa- 
lah  baru  dalam  hubungan  internasio- 
naJ.  Hak  asasi  manusia  adalah  salah  satu 
masaJah  yang  menjadi  perhatian  masyarakat 
inlernasional  dan  kini  menjadi  isu  yang  legi- 
timate dalam  hubungan  antar  negara.  Ber- 
akhirnya  Perang  Dingin  telah  meninggalkan 
persoalan-persoalan  tertentu  dalam  bidang 
hak  asasi  manusia,  yaitu:  (1)  konflik  antara 
hak  poiitik  dan  sipil,  dan  hak  ekonomi,  so- 
sial  dan  kultur;  (2)  konflik  antara  kebebasan 
(liberty),  persamaan  (equality)  dan  komuni- 
tas  (fraternity);  (3)  konflik  antara  dua  versi 
negara  modern;  dan  (4)  konflik  baru  antara 
kaya  dan  miskin. 

Dari  persoalan-persoalan  yang  dianggap 
scbagai  sisa-sisa  atau  korban  Perang  Dingin 
tcrscbut  di  atas.  dapat  dilihai  dua  konscp 
yang  bcrbcda  scbagai  suaiu  aspirasi  atau 
norma-norma  yang  ditcrima.  yaiiu  hak  asasi 
dan  dcmokrasi.  Telapi  dcfinisi  kcdua  konscp 
tersebut  sckarang  ini  scakan-akan  menjadi 
kabur  akibat  bcrgcscrnya  strukiur  sosial. 
ekonomi  dan  poiitik  dunia.  pcrgescran  mana 


belum  mencerminkan  secara  pasti  masyara- 
kat pasca  Perang  Dingin  atau  pasca  Revolusi 
Industri. 

Berakhirnya  era  Perang  Dingin  tidak 
mengakhiri  era  of  rights.  Dalam  era  yang  di- 
sebut  terakhir  ini  masyarakat  dunia  maiahan 
mulai  mencari  tata  dan  siabilitas  global, 
yang  didasarkan  atas  hak-hak.  Pencanangan 
"Dasawarsa  Pembangunan  yang  Berkelan- 
jutan"  (sustainable  development  decade)^ 
adalah  upaya  besar  masyarakat  incernasio- 
nal  untuk  menciptakan  fx^mbangunan  yang 
didasarkan  atas  kcselarasan  aniara  hak  asasi 
dan  demokrasi. 

Tulisan  ini  mencoba  memaparkan  bcbc- 
rapa  pcrsoalan  hak  asasi  manusia  scbagai 
korban  era  Perang  Dingin.  Dalam  ani 
hahwa  pcrsoalan  ini  dcwasa  ini  scmakin  pcn- 
(ijig  uniuk  dipcrhaiikan  dalam  rangka  mcn- 
ciplakaji  sense  of  jilohal  soUdanty.  Bagian 
bcrikuinya  mcmbahas  pelajaran  dan  agenda 

'"Daiflwaria  f'nnhangunan  vanp  BcrkcMnambung- 
an"  ini  mcniadi  ivrhahan  (itama  KonpntrtM  PWB 
mcnscnai  I  inpkiingan  dan  Pcmhangnnan  yang  cli«-c 
lenggarakan  di  Rio  dc  .lanciro  lahun  1992. 


HAK  ASASI  MANUSIA:  KOREAN  PERANG  DINGIN 


149 


untuk  Indonesia  dalam  masalah  hak  asasi 
manusia  ini. 


Diia  Pendeka(an  Terhadap  Demo- 
krasi 

Munculnya  negara  demokratik  modern 
tidak  dapat  dilepaskan  dari  Revolusi  Indus- 
tri  yang  terjadi  di  Eropa  dan  Amerika.  Re- 
volusi ini  tidak  hanya  menstimulir  perubah- 
an-perubaiian  politik  dan  sosial  di  kedua  ka- 
wasan  tersebut,  tetapi  juga  di  bagian-bagian 
dunia  lainnya.  Tetapi  perubahan-perubahan 
ini  tidak  selalu  menguntungkan  masyarakat 
baik  di  Eropa,  Amerika  maupun  di  bagian- 
bagian  dunia  lainnya.  Perubahan-perubahan 
ini  memang  telah  mempercepat  proses  indus- 
trialisasi  suatu  negara,  proses  mana  mem- 
percepat akumulasi  kekuatan,  kesejahteraan 
dan  know  how  mereka.  Tetapi  negara- 
negara  yang  mengalami  proses  ini  secara  ce- 
pat  cenderung  mengeksploitasi  negara-nega- 
ra  lain  yang  terbelakang  dalam  proses  indus- 
trialisasi. 

Revolusi  Industri  yang  begitu  cepat  ini 
telah  menciptakan  kelas  industrial,  kelas  ko- 
mersial  dan  kelompok  proletar  di  berbagai 
pabrik  baru.  Kelas  pekerja  yang  trampil  dan 
kelas  menengah  yang  energik  menyebabkan 
timbulnya  keinginan-keinginan  untuk  mem- 
peroleh  posisi-posisi  tertentu  dalam  suatu 
negara.  Di  sinilah  awal  munculnya  era  of 
rights  dan  negara  demokratik  modern.^  £>-a 
of  rights  ini  memfokuskan  pada  hak-hak  po- 
litik dan  sipil  yang  memungkinkan  demokra- 

^Secara  definisi  negara  demokratik  modern  adalah 
jenis  negara  yang  muncul  pada  abad  19  di  Eropa  Barat 
dan  Amerika  sebagai  akibat  pengaruh  Revolusi  Industri 
dan  Revolusi  Perancis  terhadap  negara  absoiut  dalam 
abad  16  dan  17.  Definisi  ini  diberikan  oleh  A.D.  Lind- 
say, The  Modern  Democratic  State  (New  York,  1962). 


si  memiliki  akses  ke  kelas  menengah  dan 
mengatasi  rasisme,  etnosentrisme  dan  per- 
saingan-persaingan  nasional. 

Dua  premis  mendasar  dari  negara  demo- 
kratik modern  adalah:  (1)  penyamaan  kon- 
sumerisme  dengan  kebahagiaan  dan  pertum- 
buhan  ekonomi;  dan  (2)  lambatnya  pertum- 
buhan  sosial  dan  ekonomi.  Model  dari  nega- 
ra demokratik  modern  adalah:  kapitalis, 
merkantilis,  masyarakat  dan  sistem  kelas 
menengah,  yang  menekankan  pada  hak-hak 
sipil  dan, politik.  Model  demikian  berpenda- 
pat  bahwa  hak  ekonomi,  sosial  dan  kultur 
akan  muncul  kemudian. 

Jadi,  fokus  utama  dari  negara  demokra- 
tik modern  yang  mengambil  model-model  di 
atas  adalah  hak-hak  sipil  dan  politik.  Kon- 
sentrasi  yang  terlalu  besar  pada  hak-hak 
seperti  itu  kemudian  menimbulkan  tuntutan 
untuk  mengembangkan  hak-hak  sosial,  eko- 
nomi dan  kultur. 

Revolusi  Sosialis,  terutama  di  Rusia, 
Cina  dan  Kuba  memunculkan  model  alter- 
natif  negara  demokratik  modern  dan  ber- 
saing  dengan  model  kapitalis.  Kalau  model 
kapitalis  menekankan  pada  hak-hak  sipil 
dan  politik  individu,  dan  kelas  menengah, 
maka  model  sosialis  (demokrasi  sosialis) 
mencoba  menciptakan  perimbangan  dan  me- 
majukan  persamaan  (equality),  terutama 
persamaan  dalam  bidang  ekonomi. 

Kedua  model  negara  demokratik  modern 
ini  mencoba  memajukan  hak  asasi  manusia 
dengan  cara-cara  yang  berbeda.  Kedua 
model  yang  berbeda  ini  merupakan  produk 
Revolusi  Industri  dan  karena  itu  melahirkan 
dua  versi  demokrasi  modern.  Versi  pertama 
menekankan  pada  hak  sipil  dan  politik  dan 
berpendapat  bahwa  bila  hak  juridisial  ini 
dapat  diciptakan,  maka  hak  ini  akan  mela- 
hirkan hak-hak  lainnya,  yaitu  hak  ekonomi. 


150 


ANALISISCSIS,  1994-2 


sosial  dan  kultural.  Versi  kedua  lebih  meng- 
uiamakan  hak  ekonomi  daripada  hak  poli- 
tik. 

Implementasi  kedua  pcndekatan  demo-  • 
krasi  ini,  didukung  oleh  Amerika  Serikat 
dan  Uni  Soviet,  ternyata  gagal,  karena  ke- 
dua negara  ini  terlalu  konsentrasi  pada 
persaingan  ideologi  dan  persenjataan  mere- 
ka  dengan  mengorbankan  kesejahteraan 
masing-masing  masyarakatnya.  Setelah  ber- 
akhirnya  Perang  Dingin,  mereka  kini  meng- 
hadapi  kebangkrutan  politik,  ideologi  dan 
ekonomi. 


Hak  Asasi  Manusia:  Dari  Perang  Di- 
ngin ke  Pasca  Perang  Dingin 

Manusia  dewasa  ini  berada  dalam  dunia 
pasca  modern  yang  tidak  lagi  didominasi 
oleh  teknologi  industri,  tetapi  oleh  teknologi 
eiektronik.  Selain  itu,  manusia  sekarang  ini 
lebih  banyak  didominasi  oleh  informasi  dan 
analisis  daripada  oleh  kekuatan  militer.  Per- 
debatan-perdebaian  lama  dalam  bidang  tek- 
nologi industri  sekarang  ini  telah  digantikan 
oleh  perbedatan  mengenai  teknologi  baru 
dan  masyarakat  global.  Perdebatan  lama 
berkisar  antara  kapitalisme  liberal  dan  de- 
mokrasi  sosial  atau  sosialismc.  Sekarang  ini 
perdebatan  itu  telah  digantikan  oleh  perde- 
batan mengenai  nco-libcralismc  atau  nco- 
korporatismc,  perdebatan  mana  nicngawali 
lahirnya  tata  dunia  baru  abad  dckironik. 

Proses  transformasi  (dalam  bcniiik  Rc- 
volusi  Eiektronik)  yang  bcgiiu  ccpai  dewasa 
ini  meriycbabkan  goyahnya  landasan-lnn- 
dasan  ekonomi.  politik,  kultural  dnn  sipil 
dari  masyarakat  intcrnasional.  Rcvolusi 
Eiektronik  adalah  scbuah  proses  difu'ii  tek- 
nologi baru  di  antara  para  clif  plobal.  <iuatu 


proses  yang  belum  tentu  memberikan  yang 
lerbaik  bagi  masyarakat  dunia.  Proses  yang 
cepat  ini  dapat  menggoyahkan  perimbangan 
antar  kelas  dalam  suaiu  masyarakat,  yaitu 
kelas  elil,  kelas  menengah  dan  kelas  bawah.-' 
Sekarang  ini  yang  dianggap  lebih  menonjol 
adalah  perimbangan  antara  korporasi  dan 
pemerintah.  Revitalisasi  masyarakat  sipil  di- 
butuiikan  untuk  mengimbangi  kekuatan 
korporasi  dan  negara. 

Konflik  mendasar  antara  kedua  pende- 
katan  demokrasi  ini  kemudian  meluas  (spill 
over)  ke  forum  intcrnasional  seperti  PBB. 
Dalam  bidang  hak  asasi  manusia,  konflik 
yang  terjadi  adalah  antara  hak-hak  politik 
dan  sipil  di  satu  pihak  dan  hak-hak  ekono- 
mi, sosial  dan  kultur  di  Iain  pihak.  SeF>eni 
telah  dikatakan  di  atas,  demokrasi  kapiialis 
lebih  mengutamakan  pendekatan  juridisiaJ 
(yaitu  kelas  menengah,  individualistik  dan  li- 
beral) sedangkan  demokrasi  sosialis  lebih 
mengutamakan  pendekatan  ekonomi  (yaitu 
satu  partai  dan  revolusioner).  PBB  adalah 
salah  satu  korban  pertama  dalam  pergulat- 
annya  untuk  mengembangkan  dan  mengim- 
plementasikan  Deklarasi  Universal  Hak 
Asasi  Manusia. 

Di  forum  PBB  bcrkembang  pendekatan 
blok  terhadap  masalah  hak  asasi  manu.sia.'* 

■'Kcmajuan  era  inloiiuaNi  maw  "RcvoIum  lickinv 
nik"  tidak  hanya  mcmbiiai  kolas  A\.is(upi->crclaxsl  mcn- 
jadi  lebih  kayo,  ictapi  juga  mdahirkan  cliJ-cJn  fJohal 
yang  lebih  teriniegraxi  dan  trans.na.Mon*l.  Di  lain  pihak, 
kelas  menengah,  yang  khawaiir  akan  limbulnya  anis  Vc- 
miskinan  di  ilunia.  cendening  meniadi  pcka  dan  mcniru 
|Hiln  huhip  kelas  kaya.  misalnya  dengan  mrng^vinakan 
iinsiir  rasi.vmc.  kekerflNan  dan  scbagainxa.  Tang^a4>an 
^eniacam  ini  lenlu  akan  melemahkan  mcnialiia^  pcitiba- 
harti  dari  kela%  menengah  yang  vctingkali  dig\makan 
nnt\ik  meliinakkan  konflik  aniara  yang  kaya  dan  mi%- 
kin. 

*l  ihat  Hatiiaito  llandon^.  Krbnakan  Inter naiirtnal 
Mnk  A^ati  Maninia."'  Anohw  V.^   !0((HiohrT  lORJl). 
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Blok  Barat,  misalnya,  mendesak  agar  PBB 
mengambil  langkah-langkah  konkret  yang 
bertujuan  untuk  melindungi  dan  memaju- 
kan  hak-hak  sipil  dan  politik  sebagai  satu- 
satunya  aspek  penting  dari  hak  asasi  manu- 
sia.  Motivasi  blok  Barat  ini  adalah  kepen- 
tingan  kekuatan  yang  berkuasa  di  negara- 
negara  itu  sesuai  dengan  kebijaksanaan  hak 
asasi  mereka  yang  lebih  mengutamakan  rea- 
lisasi  dan  perlindungan  hak-hak  sipil  dan  po- 
litik. Dengan  sikap  semacam  itu,  kelihatan- 
nya  mereka  berusaha  memaksakan  sistem 
politiknya  terhadap  negara-negara  lain  yang 
mempunyai  sistem  politik  yang  berbeda  dan 
mehndungi  dasar  sistem  kapitalis  terhadap 
kemungkinan  penetrasi  gagasan-gagasan 
sosiahs  di  dunia.  Sementara  itu,  negara- 
negara  pendukung  demokrasi  sosialis  me- 
ngesampingkan  hak-hak  asasi  manusia  indi- 
vidu  dan  sebaliknya  menekankan  kebebasan 
dan  hak  asasi  kolektif.  Mereka  juga  berusa- 
ha mengalihkan  kegiatan  PBB  ke  arah  pe- 
nyelesaian  pelanggaran  hak  asasi  secara 
massal  khususnya  sebagai  akibat  pelaksana- 
an  kebijaksanaan  kolonialisme  dan  imperial- 
isme. 

Jadi,  dampak  pertentangan  antara  kedua 
pendekatan  terhadap  demokrasi  tidak  hanya 
terbatas  pada  hubungan  antar  negara,  tetapi 
telah  merambah  ke  forum  internasional 
(PBB)  yang  seharusnya  menjadi  sarana  per- 
juangan  hak  asasi  dunia. 

Kapitalisme  demokratik  yang  dipelopori 
Barat  sebenarnya  berakar  dari  kelas  mene- 
ngah  dan  dilandasi  oleh  proteksi  terhadap 
properti  dan  individu,'dan  ini  pada  giliran- 
nya  melahirkan  konsentrasi  yang  besar  ter- 
hadap kesejahteraan  (misalnya  di  Amerika 
Serikat).  Konsentrasi  pada  kesejahteraan 
yang  berlebihan  ini  cenderung  memberikan 
proteksi  terhadap  kelas  kaya  dan  mengabai- 
kan  faktor  persamaan  (equality).  Jadi,  de- 


ngan mengatasnamakan  kebebasan,  sistem 
demikian  lebih  menghargai  pihak  yang  lebih 
kuat  dan  kaya  dan  menolak  adanya  persa- 
maan dan  komunitas. 

Berbeda  dengan  kubu  kapitalis,  kubu 
sosialis  mendukung  konflik  kelas,  supremasi 
partai  dan  revolusi,  dan  mencoba  mencipta- 
kan  pribadi-pribadi  sosiahs.  Ini  membentuk 
dasar  dari  kultur  baru  keamanan  dan  persa- 
maan bagi  semua  orang  sebelum  kebebasan 
politik  diciptakan.  Jadi,  atas  nama  persama- 
an dan  kehormatan,  sistem  demikian  men- 
ciptakan  birokrasi  yang  kurang  peka  terha- 
dap perkembangan  dan  ini  dapat  menjadi 
hambatan  bagi  kebebasan  dan  sense  of  com- 
munity. 

Pengamatan  terhadap  dua  pendekatan 
demokrasi  yang  berbeda  selama  Perang  Di- 
ngin  menunjukkan  bahwa  visi  Revolusi  Pe- 
rancis  mengenai  liberty,  equality  ddin  frater- 
nity telah  diabaikan  dan  bahkan  pada  masa 
tersebut  mereka  lebih  mengutamakan  per- 
tentangan antara  liberty  dan  equality  dan 
mengabaikan  faktor  fraternity. 

Jadi,  Perang  Dingin  tidak  hanya  meng- 
hambat  upaya  memajukan  demokrasi,  hu- 
manisme  dan  hak  asasi  secara  penuh,  tetapi 
juga  telah  merongrong  pembangunan  di 
negara-negara  Selatan.  Ekspansi  demokrasi 
dan  humanisme  secara  penuh  telah  dihenti- 
kan  oleh  dua  sistem  melalui  cara-cara  yang 
berbeda,  sistem  mana  mengakibatkan  gagal- 
nya  kedua  model  pembangunan  tersebut. 

Pada  masa  Perang  Dingin,  kedua  negara 
superpower  saling  bersaing  untuk  mencapai 
hegemoni  global.  Persaingan  ini  telah  mem- 
pengaruhi  upaya  masyarakat  internasional 
untuk  memperkuat  sistem  internasional 
yang  sebenarnya  telah  lemah,  seperti  PBB, 
Bank  Dunia  dan  Dana  Moneter  Internasio- 
nal (IMF).  Persaingan  yang  tajam  antara 
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dua  ideologi  yang  berbeda  ini  membuat  ma- 
salah  hak  asasi  dan  sisiem  proteksi  hak  asasi 
diabaikan.  Selain  itu,  Perang  Dingin  lelah 
membuat  konsep  demokrasi  mcnjadi  lidak 
berarti,  dan  tidak  saiupun  dari  kcdua  super- 
power ini  memperoleh  manfaai  dari  pcne- 
rapan  model  demokrasinya.  Sccara  singkal 
dapat  dikatakan  bahwa  kediia  superpower 
memiliki  visi  demokrasi  dan  hak  asasi  yang 
[idak  lengkap  dan  tidak  memadai.  Visi  yang 
demikian  ini  tidak  hanya  menghambat  Icr- 
bentuknya  visi  global  hak  asasi,  tetapi  juga 
menghapiiskan  sense  of  global  solidarity 
(komunitas  global). 

Dewasa  ini,  terutama  pada  tahun-tahun 
pertama  setelah  Perang  Dingin  berakhir,  ke- 
lihatannya  terdapat  kevakuman  dalam  dis- 
kusi  mengenai  hak  asasi  dan  demokrasi. 
Dunia  tidak  memiliki  paradigma  demokratik 
baru,  seperangkat  nilai-nilai  inti  global  dan 
pandangan  mengenai  hak  asasi  yang  terpa- 
du.  Ada  kesan  bahwa  negara-negara  di 
dunia  sekarang  ini  sedang  menghadapi  tan- 
tangan  ganda,  yaitu:  mereka  harus  mampu 
bertahan  dalam  kompetisi  global  dan  mere- 
ka dipicu  untuk  mencari  status  superpower 
ekonomi  bary  agar  dapat  menjadi  negara 
yang  maj^  secara  teknologi  dan  ekonomi  se- 
perti  Jepang  dan  Amerika  Serikat.  Sebagai 
akibatnya,  pandangan-pandangan  mengenai 
neo-libcraiismc  dan  nco-korporatismc  akan 
menjadi  pandangan  yang  sangai  dominan 
pada  masa  pasca  f^crang  Dingin  ini. 

5>cjarah  pcrgulatan  hak  asasi  manusia  di- 
gambarkan  olch  liadanya  pcrhatian  yang  sc- 
rius  Icrhadap  isu  komunitas  (fraternity},  sc- 
hingga  dunia  gagal  mcnghapuskan  kctcgang- 
an  antara  kcbcbasan  dan  pcrsamaan.  Scpcrii 
dikcfahui  bahwa  Rcvolusi  Pcrancis  tcrkcnal 
dengan  tiga  moto,  yaitu:  kcbcbasati.  pcrsa- 
maan dan  komimitas.  Revohisi  ini  tncncobn 
mencari  pcriinbangan  antara  kciiga  tenia 


tersebut,  karena  para  perancang  revolusi  ini 
menyadari  bahwa  kebebasan  tanpa  persa- 
maan  akan  mengarah  pada  tirani,  dan  persa- 
maan  tanpa  kebebasan  akan  memusnahkan 
masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibentuk 
komunitas  yang  mampu  membawa  "persa- 
maan"  dan  "kebebasan"  hidup  secara  ber- 
dampingan. 

A.D.  Lind.say  mencoba  merekonsiliasi 
dua  tema  utama  dari  demokrasi,  yaitu:  per- 
samaan  dalam  akses  dan  keamanan  ekonomi 
dan  hak  dan  kebebasan  individu.^  la  menga- 
takan  bahwa  "negara  merupakan  pelayan 
dari  komunitas".  Jadi,  Lindsay  menempai- 
kan  komunitas  di  atas  kebebasan  dan  persa- 
maan,  karena  ia  menyadari  bahwa  dua  moto 
yang  disebut  terakhir  hanya  akan  hidup  bila 
ada  perasaan  akan  komunitas  yang  kuai. 

Sementara  itu,  dalam  Deklarasi  Univer- 
sal Hak  Asasi  Manusia,  PBB  mencoba  mem- 
buat kelima  kategori  hak  asasi  manusia 
(yaitu:  polilik,  sipil,  ekonomi,  sosial  dan 
kultural)  saling  bergantung,  saling  berkaiian 
dan  sama  penting.  Tetapi  seperii  telah  ler- 
bukii  bahwa  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet 
merongrong  upaya  PBB  untuk  mencem- 
bangkan  komunitas  global  berdasarkan  hak 
asasi  yang  terdapat  dalam  Deklarasi  terse- 
but. 

Apa  yang  hendak  dikatakan  di  .sini  ada- 
lah  bahwa  hak  asasi  manusia  kclihaiannya 
tclah  menjadi  korban  Perang  Dingin  antara 
Amerika  vScrikat  dan  I'ni  Soviet.  Ia  tclah  di- 
kubur  olcli  kuainya  pcricniangan  idatlogi 
aniaia  tncrcka.  Konscntrasi  kcdua  negara  ini 
pada  m.is.tiah-masi'lah  militcr  yang  tcrlalu 
besar  dan  pcrtcniangan  idci->logi  yang  mc- 
nguras  sumhcr-sumlKr  daya  di  kcdua  ma- 
syarakat dan  sckutu  <^cku(unya  (clah  mcng- 

'a  r>  I  in<i«nv,  Ihc  V/.>i7rr'-  i'^morroiH-  Siii  •  iV>-^v 
VorK:  Oxford  I'tiivcrwiy  Prcv*.  1962), 
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hambat  bahkan  menghentikan  proses  hak 
asasi  manusia  dan  demokrasi.  Perang  Di- 
ngin  sekarang  ini  memang  telah  berakhir,  te- 
tapi  proses  modernisasi  pasca  industri  dan 
teknologi  baru  akan  terus  berlangsung,  dan 
proses  demikian  tidak  selamanya  mengun- 
tungkan  manusia.  Sekarang  ini,  muncul  ke- 
khawatiran  bahwa  negara  modern,  sejahtera 
dan  yang  memiliki  kapasitas  teknologi  akan 
memaksakan  tekanan  dalam  bentuk  baru 
terhadap  negara-negara  lain.  Tekanan  demi- 
kian jelas  akan  memunculkan  masalah  hak 
asasi. 


Pelajaran  untuk  Indonesia 

Perang  Dingin  yang  berlangsung  lebih 
dari  tiga  dasawarsa  tidak  hanya  telah  menga- 
baikan  masalah  hak  asasi,  tetapi  juga  meng- 
hambat  proses  pengembangan  demokrasi  di 
berbagai  kawasan  di  dunia.  Kini  setelah  Pe- 
rang Dingin  berakhir  negara-negara  di  dunia 
dihadapkan  pada  fenomena  baru,  yaitu 
bahwa  hak  asasi  telah  menjadi  isu  yang 
legitimate  dalam  hubungan  antar  negara.^ 
Bagaimana  negara  memperlakukan  warga- 
nya  sekarang  ini  tidak  lagi  menjadi  persoal- 
an  domestik  negara  tersebut.  Ini  berarti 
bahwa  perdebatan  dan  diskusi  mengenai  hak 
asasi  akan  menjadi  lebih  terbuka. 

Sebagai  salah  satu  anggota  masyarakat 
internasional,  Indonesia  mendukung  imple- 
mentasi  dan  proteksi  hak  asasi  manusia  ber- 
dasarkan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi 
Manusia  dan  persetujuan-persetujuan  inter- 
nasional lainnya.  Indonesia  harus  menyadari 
bahwa  berakhirnya  era  Perang  Dingin  tidak 
secara  otomatis  menghapuskan  tantangan 
lain  yang  harus  dihadapi  oleh  negara-negara 

*Bilahari  Kausikan,  "Asia's  Different  Standard," 
Foreign  Policy,  No.  92  (Fall  1993). 


di  dunia  termasuk  Indonesia.  Tantangan- 
tantangan  ini  akan  menyentuh  persoalan 
hak  asasi  manusia. 

Negara-negara  berdaulat  dewasa  ini  akan 
menghadapi  tantangan  dari  berbagai  arah. 
Tantangan  ini  antara  lain  datang  dari 
"atas",  yaitu  karena  tekanan-tekanan  dari 
organisasi  regional  dan  internasional  dan 
dari  "bawah",  yaitu  tekanan  dari  berbagai 
kelompok  dalam  masyarakat.  Negara-nega- 
ra ini  juga  menghadapi  tantangan  akibat  me- 
ningkatnya  kebutuhan  individu,  dan  tan- 
tangan yang  muncul  karena  "akibat  sam- 
pingan",  yaitu  akibat  globalisasi  ekonomi, 
telekomunikasi  dan  transportasi.  Isu  hak 
asasi  yang  muncul  dari  tantangan-tantangan 
demikian  ini  sekarang  ini  kelihatannya  akan 
menjadi  isu  yang  menonjol.  Yang  jelas  ada- 
lah  bahwa  pembangunan  dalam  bidang  hak 
asasi  manusia  di  kawasan  Asia  dan  di  Indo- 
nesia khususnya  akan  dibentuk  oleh  pemba- 
ngunan internal  (internal  development)  di 
Indonesia  sendiri,  tetapi  Indonesia  harus 
menyadari  bahwa  tekanan-tekanan  dari 
Amerika  Serikat  atau  negara-negara  Barat 
lainnya  akan  terus  berlanjut. 

Seperti  telah  dikatakan  di  atas  bahwa 
negara-negara  maju  (sejahtera)  dan  yang 
memiliki  kapasitas  teknologi  dewasa  ini 
akan  cenderung  untuk  menerapkan  tekanan- 
tekanan  dalam  bentuk  baru.  Oleh  karena 
itu,  Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN 
lainnya  perlu  mengembangkan  strategi  yang 
mampu  menangkal  tekanain-tekanan  terse- 
but di  atas.  Strategi  demikian  misalnya  da- 
pat  berupa  kebijaksanaan  yang  memajukan 
lingkungan,  pembangunan  yang  berkelan- 
jutan  dan  peningkatan  hak  asasi  manusia. 
Ketiga  unsur  ini  saling  terkait  dan  saling 
memperkuat  (mutually  enforcing).  Kebijak- 
sanaan yang  mengkombinasikan  ketiga  fak- 
tor  di  atas  tidak  hanya  akan  membantu  me- 
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lindungi  dan  memajukan  lingkungan  alam 
dan  poiitik  umat  manusia,  tetapi  juga  ling- 
kungan ekonomi  dan  sosial. 

Selain  kebijaksanaan  demikian,  Indone- 
sia, sebagai  salah  satu  negara  berkembang, 
juga  dapat  mengembangkan  sikap  yang  di- 
dasarkan  a[as  principle  of  indivisibility, 
yaitu  bahwa  hak  poiitik  dan  sipii  tidak  dapat 
dipisahkan  dari  hak  ekonomi,  sosial  dan  kul- 
tural,  dan  ketiga  hak  demikian  harus  dija- 
lankan  secara  bersamaan  daJam  tahap-tahap 
yang  disesuaikan  dengan  tahapan  pemba- 
ngunan.  Indonesia  perlu  menekankan 
bahwa  hak  yang  satu  tidak  lebih  penting  da- 
ripada  hak-hak  yang  lainnya. 

Pembangunan  ekonomi  di  Indonesia,  se- 
peni  juga  negara-negara  berkembang  lain- 
nya, memang  harus  diberi  prioritas  dan  da- 
lam  menjaJankan  proses  pembangunan,  In- 
donesia tidak  dapat  menerapkan  demokrasi 
gaya  Barat.  Tetapi,  karena  Indonesia  akan 
semakin  berkembang,  maka  negara  tersebut 
juga  akan  berkembang  secara  poiitik  dan 
tuntutan  akan  partisipasi  poiitik  dalam  ma- 
syarakatnya  juga  akan  semakin  meningkat. 
Oleh  karena  itu,  kebijaksanaan  yang  diambil 
harus  mencerminkan  kepekaan  yang  muncul 
dalam  masyarakatnya.  Mungkin  yang  lebih 
penting  bagi  Indonesia  adalah  menghindari 
kebijaksanaan  yang  salah  (policy  errors). 
Pada  akhirnya,  Indonesia  harus  mampu 
mcmpcrlihatkan  kcpada  masyarakatnya 
bahwa  pcmcrintahnya  adalah  pcmcrinlah 
yang  baiV  f-ond  yowrnincni) . 

Sebagian  hcsar  negara  berkembang,  tcr- 
masuk  Indonesia,  bcrpcndapai  bahwu  hak 
asasi  manusia  bcrsifat  universal  scjKrii  icr- 
cantum  dalam  Dcklara.si  Hak  A.sa.si  Manusia 

'DIskusi  mcngcnai  tinrxi  gnwrnmenf  dan  hmi  pnv- 
ernmenf  dapat  ditcmukan  dalam  Ki<hor  Mahbiihanl. 
"The  Wc«f  and  the  ReM."  Nafitmal  fntemt.  No.  28 
(Summer  1992). 


tahun  1948,  tetapi  implementasinya  harus 
disesuaikan  dengan  lahap  pembangunan 
ekonomi,  sejarah  bangsa,  nilai-nilai  kuliural 
dan  sistem  sosial  dan  poiitik  negara  yang 
bersangkutan.  Ini  berarti  bahwa  tidak  ada 
jenis  demokrasi  tunggal  yang  dapat  diterap- 
kan  secara  global,  apakah  itu  sistem  Ameri- 
ka  Serikat  dengan  pemisahan  kekuasaan 
atau  sistem  Westminster  yang  mengutama- 
kan  kekuasaan  Parlemen. 

Yang  jelas  konsep  dunia  berkembang 
mengenai  hak  asasi  manusia  berbeda  dari 
konsep  Barat  (Euro-American).  Konsep  du- 
nia berkembang  mengenai  hak  asasi  mem- 
fokuskan  pada  hak  komunitas  (rights  of 
community).  Sesuatu  yang  inheren  dalam 
konsep  ini  adalah  keyakinan  bahwa  hak  in- 
dividu  hanya  dapat  direalisasi  apabila  hak- 
hak  yang  lebih  luas  telah  terbentuk.  Konsep 
demikian  antara  lain  dapat  ditemukan  da- 
lam pernyataan  Pertemuan  Tingkat  Tinggi 
X  Negara  Nonblok  di  Jakarta  tahun  1992/'' 
Dimasukkannya  konsep  demikian  dalam 
Deklarasi  Jakarta  tidak  hanya  menunjuk- 
kan  penegasan  Indonesia,  sebagai  Keiua 
Gerakan  Non-Blok,  bahwa  hak  asasi  ma- 
nusia yang  mendasar  dan  kebebasan  fun- 
damental memiliki  validitas  yang  universal, 
tetapi  juga  menunjukkan  bah\^a  Indonesia 
memiliki  komitmen  untuk  bckcrjasama  da- 
lam pcrlindungan  hak  asasi  manusia. 

Pcmikiran-pcmikiran  Indonesia  yang  icr- 
luang  dalam  Deklarasi  Jakarta  tersebut  me- 
rupakan  rcllcksi  akan  kcsadarannya  bahwa 
sctclah  Pcrang  Dingin  bcrakhir.  masyarakai 
dunia  sckarang  ini  bcrgulat  untuk  mcncipta- 
kan  kebebasan.  pcrsamaan  dan  komuniias. 
Selain  itu,  niclalui  forum  (.»NH.  Indonesia 


*rt^ih  ConffTVffce  of  Htvifji  of  State  or  Go^Tm 
mfnt  of  Nt^n  Alitrwd  Cownthr%.  .lakarta.  Doc.  NAC 
lO/Doc.  12.  ft  Scptembpr  1992. 
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juga  menegaskan  sikapnya  bahwa  lima  kate- 
gori  dari  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Ma- 
nusia  1948,  yaitu:  hak  politik,  sipil,  ekono- 
mi,  sosial  dan  kultural  memiliki  arti  penting 
yang  sama.  Kegagalan  dua  pandangan  yang 
saling  bersaing  mengenai  hak  asasi  manu- 
sia  -  yaitu  visi  kapitalis  dan  sosialis  ~  me- 
nunjukkan  bahwa  hak  sipil,  ekonomi,  sosial, 
kebudayaan  dan  politik  sebenarnya  saling 
berkaitan,  saling  bergantung  dan  sama  pen- 
tingnya. 

Sebagai  anggota  masyarakat  internasio- 
nal  apalagi  sebagai  Ketua  GNB,-  Indonesia 
tidak  dapat  menjauhi  perubahan-perubahan 
yang  terjadi  dalam  hubungan  antar  negara. 
Oleh  karena  itu,  Indonesia  tidak  hanya  di- 
tuntut  untuk  memiliki  kepekaan  yang  tinggi 
dalam  masalah  hak  asasi  manusia,  tetapi 
juga  tampil  dengan  pemikiran-pemikiran 
baru,  pemikiran  mana  sangat  penting  bagi 
perbaikan  implementasi  hak  asasi  manusia 
dan  bagi  pemahaman  yang  lebih  besar  me- 
ngenai masalah  tersebut.  Sebagai  anggota 
ASEAN,  Indonesia  setidak-tidaknya  dapat 
menggunakan  rekomendasi  yang  diberikan 
oleh  ASEAN  TSIS^  sebagai  panduan  kebi- 
jaksanaannya. 

Indonesia  harus  dapat  menarik  pelajaran 
dari  kegagalan  dua  visi  mengenai  hak  asasi 
dan  demokrasi  seperti  disebutkan  di  atas, 
dan  oleh  karena  itu  pemikiran  dan  kebijak- 
sanaannya  yang  diambil  dalam  bidang  hak 
asasi  manusia  sekarang  ini  dan  pada  masa 
yang  akan  datang  sekurang-kurangnya  da- 
pat menjawab  pertanyaan  yang  pernah  di- 
ajukan  oleh  Martin  Luther  King  Jr  dalam 


bukunya  yang  berjudul  Where  Do  We  Go 
from  Here:  Chaos  or  Community?^^ 

Selain  itu,  Indonesia  harus  menyadari 
bahwa  komunitas  global  sekarang  ini  memi- 
liki peluang  yang  lebih  besar  dalam  mencip- 
takan  global  learning  experience.  Seperti  di- 
ketahui  bahwa  tanggal  10  Desember  1998 
masyarakat  internasional  akan  memperi- 
ngati  lima  puluh  tahun  diterimanya  Resolusi 
Majelis  Umum  PBB  mengenai  Deklarasi 
Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  konteks  ini,  In- 
donesia, baik  sebagai  anggota  PBB  (khusus- 
nya  sebagai  anggota  Komisi  Hak  Asasi  Ma- 
nusia PBB),  anggota  ASEAN  maupun  seba- 
gai Ketua  GNB,  perlu  mencantumkan  dalam 
agenda  diplomatiknya  suatu  prakarsa  yang 
mempersatukan  masyarakat  dunia  untuk 
melakukan  global  educational  campaign. 
Kampanye  ini  tidak  hanya  mengintegrasikan 
kelima  komponen  hak  asasi  manusia  dalam 
Deklarasi  1948,  tetapi  juga  komponen-kom- 
ponen  yang  terdapat  dalam  Global  Charter 
on  Ecology  and  Development. ' ' 


The  Environment  and  Human  Rights  in  Interna- 
tional Relations  -  An  Agenda  for  ASEAN's  Policy  Ap- 
proaches and  Responses,  ASEAN  ISIS  Memorandum 
Series  No.  2  (Juli  1992). 


'"Martin  Luther  King  Jr,  Where  Do  We  Go  from 
Here:  Chaos  or  Community?  (New  York:  Harper  and 
Row,  1967). 

"Usulan  Global  Charter  on  Ecology  and  Develop- 
ment ini  dapat  ditemukan  dalam  Deklarasi  Rio  yang  di- 
terima  dalam  Konperensi  PBB  mengenai  Lingkungan 
dan  Pembangunan  yang  diselenggarakan  di  Rio  de  Ja- 
neiro tahun  1992.  Menurut  rencana  Piagam  yang  di- 
usulkan  ini  akan  diterima  pada  tahun  J  995. 


m 


Politik  Luar  Negeri  Indonesia: 
Suatu  Evaluasi* 


Mochtar  Kusuma-Atmadja 


MENGEVALUASI  politik  luar  ne- 
geri Indonesia  dewasa  ini  mau  ti- 
dak  mau  kita  harus  berbicara  ten- 
tang  pelaksanaan  politik  luar  negeri  Indone- 
sia masa  lampau  hingga  sekarang,  dan  ba- 
gaimana  sebaiknya  Indonesia  menghadapi 
masa  depan,  khususnya  dalam  dunia  yang 
sedang  berubah  cepat  ini. 


I 

Kecuali  untuk  kurun  waktu  yang  singkat 
antara  akhir  tahun  1963  dan  1965,  ketika  ki- 
ta dihinggapi  suatu  nasionalisme  yang  eks- 
trim  dibarengi  hubungan  yang  sangat  erat 
dcngan  RRC,  yang  waktu  itu  juga  dilanda 
gclombang  radikalismc,  schingga  tcrjadi  ku- 
bu  New  Emerfiin^  Forces  yang  hcndak  nic- 
rombak  dunia  yang  dikuasai  olcli  ncgara- 
ncgara  maju  yang  mcndominasi  dunia  kila 

'Bcra.val  dari  makalsh  yang  di«ampaiknn  pada  Scri 
Dialog  Pemhangiinan  Politik  Luar  Negeri  yang  di»c- 
lenggarakan  olch  Centre  for  Infnrmalion  and  FVvclop- 
ment  Studies  (CIDIiS)  pada  tanggal  II  I)e<icml>fr  1993 
di  Jakarta. 


menjalankan  politik  luar  negeri  yang  bersa- 
habat  dengan  segala  bangsa  di  dunia. 

Suasana  anti  negara  maju  dan  negara- 
negara  Barat  pada  umumnya,  selain  disc- 
babkan  pengalaman  Indonesia  dalam  per- 
juangan  merebut  Irian  Barat  (sekarang  Irian 
Jaya),  juga  disebabkan  makin  kuainya  pe- 
ngaruh  PKI  dalam  konstelasi  politik  waktu 
itu,  sehingga  juga  mempengaruhi  politik 
luar  negeri  Indonesia.  Di  masa  itu  pula  kita 
mengadakan  kerja  sama  erat  dengan  Kam- 
boja,  Peking  dan  Korea  Utara  schingga  tcr- 
jadi poros  Jakarta-Pnom  Pcnh-Bcijing- 
Pyongyang. 

Kcinginan  untuk  mclawan  scgala  yang 
berbau  dominasi  Harai  ini  mcnimbulkan  ga- 
gasan  mcmbcnluk  "GANI-FO"  fCames  of 
(he  New  Ijnerfiini;  f  orces!  pcngganti  OI>-m- 
pic  Games,  dan  mcmuncak  pada  linJakan 
kcluar  dari  PHH  yang  waktu  itu  hcndak  kila 
ganfi  dengan  orgatiisasi  ncgara-ncgara  yang 
barn  bangkii  (GGNl-FO).  Konfronta.vi  de- 
ngan Malaysia  juga  tcrjadi  pada  Viinin 
wnkin  rang  sama. 


POLITIK  LUAR  NEGERI  INDONESIA 


157 


Radikalisasi  politik  luar  negeri  Indonesia 
sejak  penghujung  tahun  1963  hingga  tahun 
1965  ini  sebenarnya  mengejutkan  cukup  ba- 
nyak  pengamat  politik,  karena  hingga  tahun 
1963  politik  luar  negeri  Indonesia  masih  bisa 
dipahami.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa 
pidato  Presiden  RI  di  depan  Sidang  Umum 
PBB  di  tahun  1960  yang  berjudul  "Mem- 
bangun  Dunia  Baru"  (To  Build  the  World  a 
New)  cukup  banyak  mengandung  hal-hal 
yang  menarik. 

Kejadian-kejadian  penting  dalam  politik 
luar  negeri  sesudah  tahun  1960  adalah  turut 
sertanya  Presiden  Soekarno  dalam  Pertemu- 
an  Beograd,  dalam  sidang  pertama  Konpe- 
rensi  Gerakan  Non-BIok  di  tahun  1962. 
Kampanye  merebut  Irian  Barat  yang  akhir- 
nya  diselesaikan  dengan  bantuan  PBB  di  me- 
ja  perundingan,  dengan  penengah  Tuan  Ells- 
worth Bunker  dari  Amerika  Serikat,  juga 
merupakan  prestasi  diplomasi  yang  cukup 
menonjol.  Hingga  saat  itu  jalannya  politik 
luar  negeri  Indonesia  masih  bisa  diikuti  dan 
diartikan  sebagai  pelaksanaan  cita-cita  men- 
capai  emansipasi  bagi  bangsa-bangsa  baru 
merdeka  yang  sedang  berkembang,  sebagai- 
mana  dicanangkan  oleh  Konperensi  Asia 
Afrika  di  tahun  1955. 

Konperensi  Asia  Afrika  yang  diadakan 
di  Bandung  tahun  1955  yang  antara  lain 
menghasilkan  "Dasa  Sila  Bandung"  yang 
terkenal,  merupakan  tonggak  sejarah  dalam 
politik  luar  negeri  yang  cukup  penting.  Dasa 
Sila  Bandung  merupakan  perluasan  dari 
lima  sila  koeksistensi  damai  (Pancha  Seel) 
yang  dirumuskan  dalam  Konperensi  Asia  di 
New  Delhi  tahun  1947.  Di  samping  lima  sila 
New  Delhi,  Dasa  Sila  Bandung  juga  memuat 
lima  sila  lainnya  mengenai  kerja  sama  antar- 
negara  baru  merdeka  yang  sedang  berkem- 
bang di  bidang  ekonomi  sosial  dan  budaya. 


Kalau  kita  pelajari  hasil  Konperensi  Asia 
Afrika,  tidak  kurang  pentingnya  adalah  ba- 
gian  dalam  Final  Act  mengenai  masalah  po- 
litik, ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan.  Apa- 
bila  semuanya  ini  kita  rangkum,  maka  Dasa 
Sila  Bandung  dan  keputusan-keputusan  ten- 
tang  hal-hal  di  atas  yang  ditetapkan  dalam 
Konperensi  Asia  Afrika  merupakan  pro- 
gram kerja  negara  berkembang  di  bidang  po- 
litik, ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  cu- 
kup luas  dan  menyeluruh  (comprehensive). 
Dapat  dikatakan  bahwa  keputusan  Konpe- 
rensi Asia  Afrika  tahun  1955  merupakan 
agenda  yang  lengkap  bagi  negara-negara 
baru  yang  sedang  berkembang  dalam  usaha- 
nya  mencapai  emansipasi  sebagai  bangsa  di 
segala  bidang  kehidupan. 

Sebagai  orang  Indonesia  dengan  jelas 
kita  bisa  melihat  hubungan  antara  hasil  Kon- 
perensi Asia  Afrika  itu  dengan  pokok-pokok 
atau  falsafah  politik  luar  negeri  Indonesia 
sebagaimana  tercantum  dalam  mukadimah 
Undang-Undang  Dasar,  yang  intinya  adalah 
meningkatkan  taraf  hidup  dan  kecerdasan 
bangsa,  memberikan  sumbangan  kepada 
perdamaian  dan  memberantas  kemiskinan 
dan  keterbelakangan. 

Dalam  melaksanakan  misi  atau  amanat 
yang  diberikan  oleh  mukadimah  Undang- 
Undang  Dasar  ini,  pelaksanaan  politik  luar 
negeri  kita  berpedoman  pada  prinsip  politik 
bebas  aktif  yang  dasar-dasarnya  diletakkan 
oleh  Wakil  Presiden  Mohamad  Hatta  dalam 
pidatonya  dihadapan  Badan  Pekerja  KNIP 
bulan  September  1948  di  Malang.  Pidato  ini 
kemudian  terkenal  dengan  judul  "Menda- 
yung  di  Antara  Dua  Karang". 

Berlainan  dengan  perjuangan  merebut 
Irian  Barat,  konfrontasi  dengan  Malaysia 
tidak  sepenuhnya  didukung  oleh  ABRI  dise- 
babkan  kekhawatiran  bahwa  keadaan  poli- 
tik dalam  negeri  yang  labil  akan  dimanfaat- 
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kan  oleh  PKl  uniuk  merebui  kekuasaan. 
Terjadinya  peristiwa  30  September  1965  dan 
ditumpasnya  usaha  perebutan  kekuasaan 
oleh  PKI  mengakhiri  masa  radikalisme  da- 
lam  kehidupan  politik  Indonesia,  termasuk 
politik  luar  negerinya.  Konfrontasi  dengan 
Malaysia  diakhiri  dan  dimulailah  era  baru 
dalam  politik  luar  negeri  Republik  Indone- 
sia. 

Sebagai  reaksi  terhadap  keterlibatan  PKI 
dalam  usaha  Gerakan  30  September  1965 
yang  gagal,  timbullah  suasana  anti  komunis- 
me  yang  kuat  sekali,  yang  pada  gilirannya 
menyebabkan  kita  tidak  lagi  begitu  bermu- 
suhan  dengan  negara-negara  Barat,  khusus- 
nya  Amerika  Serikat.  Dalam  suasana  politik 
pasca  coup  PKI  yang  gagal  ini  di  mana  kita 
cenderung  memihak  kepada  pihak  Amerika 
Serikat  dalam  masalah-masalah  politik 
dunia,  pemerintah  mengangkat  Adam  Malik 
sebagai  Menteri  Luar  Negeri, 

Pengangkatan  Adam  Malik  sebagai  Men- 
teri Luar  Negeri  yang  semasa  pemerintahan 
sebelumnya  menjabat  sebagai  Menteri  Per- 
dagangan  merupakan  suatu  tindakan  yang 
bijaksana  sekali  dan  menunjukkan  niat  kita 
untuk  mempertahankan  politik  luar  negeri 
kita  yang  bebas  aktif.  Adam  Malik  yang  di- 
kenal  sebagai  seorang  nasionalis  yang  radi- 
kal  dan  mempunyai  pengalaman  sebagai 
Duta  Besar  RI  di  Moskwa  merupakan  pilih- 
an  yang  sungguh  tepat. 

Di  tahun  1967,  atas  prakarsa  Mcnlu- 
mcnlu  Thailand  dan  Indonesia  didirikanlah 
ASEAN  (Associalion  of  South  East  Asian 
Nations).  Pcrkcmbangan  politik  di  Asia 
Tcnggara  scjak  didirikannya  ASFAN  di  in- 
hun  1%7  sccara  garis  bcsnr  dapni  dibagi 
dalam  dua  bagian.  Tahap  pcrtnnin  ynilu  dari 
tahun  1967  hingga  tahun  1977  adalah  masa 
confidence  hui/ding  anlara  ncgarn-ncgara 
Asia  Tcnggara  yang  (adinya  bcrmusuhan 


dan  dileiakkannya  dasar-dasar  untuk  kerja 
sama  di  hari  depan. 

Deklarasi  Bangkok  1967  pada  dasarnya 
merupakan  suatu  dokumen  politik.  Deklara- 
si Bangkok  dalam  bahasa  yang  singkat  dan 
padat  menyatakan  tujuan  dan  aspirasi  keli- 
ma  negara  Asia  Tenggara  untuk  memajukan 
perdamaian  dan  stabilitas  di  kawasan  dan 
mengusahakan  pertumbuhan  ekonomi,  ke- 
majuan  sosial  dan  perkembangan  budaya 
bangsa-bangsa  di  kawasan.  Ciri-ciri  non- 
alignment  tampak  dalam  bagian  mengenai 
pangkalan  militer  asing  dan  hubungan  de- 
ngan negara-negara  luar  kawasan.  Deklarasi 
Bangkok  mempunyai  arti  politik  yang  pen- 
ting  karena  merupakan  permulaan  dari 
suatu  era  kooperasi  atau  era  kerja  sama  bagi 
negara-negara  Asia  Tenggara  yang  baru  saja 
mengakhiri  suatu  masa  yang  tegang  dan  pe- 
nuh  konflik,  yang  terutama  disebabkan  oleh 
konfrontasi  antara  Indonesia  dan  negara  te- 
tangganya. 

Di  tahun  1 97 1 ,  Kepala  Negara  dan  Peme- 
rintah ASEAN  mengeluarkan  Deklarasi 
Kuala  Lumpur  mengenai  ZOPF.AN  (Zone  of 
Peace,  Freedom  and  Neutrality),  yang  me- 
nyatakan keinginan  mereka  uniuk  mencipia- 
kan  zona  perdamaian.  kebebasan  dan  ne- 
tralitas  di  Asia  Tenggara.  Deklarasi  ini  mc- 
ngulangi  lagi  keinginan  yang  dinyaiakan  da- 
lam Deklarasi  Bangkok  untuk  perdamaian 
dan  stabilitas  politik  di  kawa.san  dan  kebe- 
basan dari  campur  langan  dari  dan  kcierli- 
bat  an  dengan  negara-negara  bcsar  luar  ka- 
wasan. Scpcrii  juga  Deklarasi  Bangkok, 
Deklarasi  ZOPI-AN  merupakan  suaiu  pcr- 
nyalaan  politik.  Pcniingnva  IVklarasi  ZOP- 
I-AN Kuala  I  umpur  adalah  karena  dikcluar- 
kan  scwaktu  pcrang  di  Indocina  scdang  pada 
punoaknva.  Karena  itu  l>cklarasi  /OPTAN 
harus  dilihat  sebagai  pcrnyataan  keinginan 
ASI- AN         vaja  untuk  bcrkcmbang  scba- 
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gai  negara-negara  merdeka,  tetapi  juga  seba- 
gai  pernyataan  keinginan  mereka  untuk  be- 
bas  dari  keterlibatan  dalam  persaingan, 
kompetisi  dan  konflik  antara  negara  luar  ka- 
wasan  di  kawasan  Asia  Tenggara. 

Baru  di  tahun  1976  ketika  diadakan  Per- 
temuan  Puncak  Kepala  Negara  dan  Peme- 
rintah  ASEAN  di  Bali,  ASEAN  menghasil- 
kan  dokumen-dokumen  yang  mempunyai 
arti  atau  nilai  hukum.  Pertemuan  Puncak 
Bali  (Bali  Summit)  yang  diadakan  dalam 
suasana  penuh  harapan  karena  baru  ber- 
akhirnya  perang  Indocina  telah  menghasil- 
kan  dua  dokumen  yaitu:  (1)  Declaration  of 
ASEAN  Concord;  dan  (2)  Treaty  of  Amity 
and  Cooperation  in  South  East  Asia.  Decla- 
ration of  ASEAN  Concord  penting  karena 
tidak  hanya  menyatakan  atau  mengulangi 
lagi  prinsip-prinsip  dan  aspirasi  yang  dinya- 
takan  dalam  Deklarasi  Bangkok  dan  Dekla- 
rasi  ZOPFAN,  akan  tetapi  berisi  juga  satu 
program  tindak  lanjut  (action  programme) 
yang  secara  rinci  menetapkan  langkah-lang- 
kah  apa  yang  harus  diambil  dalam  bidang 
politik,  ekonomi,  industri,  perdagangan, 
sosial  dan  bidang  luar  negeri.  Deklarasi  juga 
memuat  suatu  kerangka  kerja  sama  ASEAN 
yang  konkret  yang  memuat  arahan-arahan 
mengenai  tatacara  kerja  sama  ekonomi  dan 
sikap  bersama  terhadap  masalah-masalah 
ekonomi  dunia.  Dilihat  dari  sudut  kelemba- 
gaan,  ASEAN  Concord  yang  dicapai  di  Bali 
itu  penting  karena  menyatakan  adanya  suatu 
kebutuhan  untuk  kemajuan  di  dalam  meka- 
nisme  kerja  sama  yang  terwujud  dengan  di- 
tandatanganinya    suatu    perjanjian  oleh 
Menteri-menteri    Luar   Negeri  negara 
ASEAN  mengenai  pembentukan  Sekretariat 
ASEAN.  Hal  ini  dibarengi  dengan  suatu  ke- 
sepakatan  untuk  mengadakan  tinjauan  ber- 
kala  dari  organisasi  ASEAN  dengan  tujuan 
meningkatkan  efektivitasnya.  Juga  disepa- 


kati  untuk  mempelajari  kerangka  organisasi 
(constitutional  framework)  yang  baru  untuk 
ASEAN. 

Mengenai  masalah-masalah  keantafian 
dinyatakan  bahwa  kerja  sama  antara  anggo- 
ta  ASEAN  dalam  bidang  keamanan  diada- 
kan atas  dasar  non-ASEAN,  yang  berarti 
atas  dasar  bilateral  sesuai  dengan  kebutuhan 
dan  kepentingan  negara-negara  anggota. 

Perjanjian  Persahabatan  dan  Kerja 
Sama  (The  Treaty  of  Amity  and  Coopera- 
tion) yang  ditandatangani  di  Bali  pada  tang- 
gal  24  Februari  1976  merupakan  suatu  doku- 
men hukum  yang  penting,  karena  ia  men- 
cantumkan  dalam  bentuk  perjanjian  inter- 
nasional  (treaty)  prinsip-prinsip  dan  aspirasi 
negara-negara  ASEAN  yang  tercantum 
dalam  deklarasi-deklarasi  sebelumnya, 
yakni  Deklarasi  Bangkok  dan  Deklarasi 
ZOPFAN.  Dengan  demikian,  pernyataan 
keinginan  aspirasi  itu  telah  menjadi  komit- 
men  yang  mengikat  negara-negara  yang  ber- 
sangkutan,  tidak  seperti  dokumen-dokumen 
politik  yang  berbentuk  deklarasi. 

Karena  dokumen-dokumen  yang  dihasil- 
kan  oleh  Pertemuan  Puncak  Bali  bulan  Fe- 
bruari 1976  ini,  dapatlah  kita  katakan 
bahwa  Pertemuan  Puncak  Bali  merupakan 
suatu  tonggak  penting  dalam  sejarah 
ASEAN.  Lengkaplah  sudah  landasan  politik 
dan  kelembagaan  bagi  tumbuhnya  ASEAN 
sebagai  suatu  bentuk  kerja  sama  antarnega- 
ra  di  Asia  Tenggara, 

Tahap  kedua  dari  perkembangan 
ASEAN  dimulai  menjelang  akhir  tahun 
1978.  Menyusul  suatu  kunjungan  muhibah 
Perdana  Menteri  Pham  Van  Dong  ke  negara- 
negara  ASEAN  di  bulan  Oktober,  dunia  di- 
kejutkan  oleh  suatu  serangan  kilat  yang 
mendadak  oleh  tentara  Vietnam  atas  ibu- 
kota  Kamboja  menjelang  Natal  tahun  1978. 


160 


ANALISIS  CSIS.  1994-2 


ASEAN  yang  baru  saja  selesai  meletak- 
kan  dasar-dasar  dan  kelembagaan  bagi  per- 
kembangan  dan  kerja  sama  di  Asia  Tengga- 
ra  dihadapkan  pada  pilihan  yang  sangat  su- 
lit.  ASEAN  dapat  bersikap  tidak  mengacuh- 
kan  pada  apa  yang  terjadi  atau  bahkan  me- 
nerima  alasan  Vietnam  bahwa  apa  yang  me- 
reka  lakukan  itii  dilakukan  untuk  menyela- 
matkan  rakyat  Kamboja  dari  kebuasan  re- 
zim  Pol  Pot.  Sebaliknya,  ASEAN  dapat  me- 
ngambil  sikap  yang  tegas  berdasarkan  prin- 
sip  bahwa  serangan  itu  apa  pun  alasan  atau 
motivasinya  merupakan  pelanggaran  prin- 
sip-prinsip  hidup  berdampingan  secara 
damai  yang  dijunjung  tinggi  ASEAN  yaitu: 
(1)  saling  menghormati  kemerdekaan  dan 
kedauiatan  masing-masing;  (2)  menghormati 
integritas  tentorial  negara;  (3)  tidak  men- 
campuri  urusan  dalam  negeri  negara  lain;  (4) 
larangan  menggunakan  kekerasan  atau  an- 
caman  kekerasan;  (5)  penyelesaian  sengketa 
secara  damai. 

Dalam  suasana  yang  kritis  itu  Ketua  Pa- 
nitia  Tetap  ASEAN  (Chairman  Standing 
Committee)  harus  mengambil  suatu  sikap. 
Indonesia  memutuskan  untuk  mengambil 
sikap  yang  tegas  terhadap  intervensi  bersen- 
jata  Vietnam  dan  langsung  mengadakan 
konsultasi  dengan  rekan-rekannya.  Walau- 
pun  tidak  mudah,  akhirnya  keputusan  me- 
ngambil sikap  yang  tegas  terhadap  intervensi 
bersenjata  olch  Vietnam  di  Kamboja  ditcri- 
ma  dan  kcluarlah  suatu  pcrnyataan  bersama 
yang  diumumkan  atas  nama  scmua  negara 
ASEAN  di  Jakarta.  Pcrnyataan  bcrsam;i 
(Joint  Statement)  ASEAN  ini  mcnyaiakaii 
sikap  yang  didasarkan  alas  pciiHhorinaian 
integritas  tcrilorial  dan  penyelesaian  sengke- 
ta dengan  jalan  damai  scbagainiann  icrcan- 
tum  dalam  ASEAN  Concord,  Dasa  Sila  Han 
dung  dan  Piagam  PMH.  Pcrnyataan  bersama 
ini  kcmudian  disusul  dengan  diadakannya 


suatu  pertemuan  khusus  Menteri-menieri 
Luar  Negeri  ASEAN  di  Bangkok. 

ASEAN  dan  khususnya  Indonesia  tidak 
mempunyai  pilihan  Iain  kecuali  mengambil 
sikap  yang  tegas  terhadap  intervensi  bersen- 
jata Vietnam  di  Kamboja.  Indonesia  mem- 
punyai alasan  tambahan  untuk  mengambil 
sikap  yang  tegas,  karena  bila  tidak,  bisa 
diartikan  membenarkan  intervensi  bersen- 
jata Vietnam  di  Kamboja,  suatu  hal  yang 
bertentangan  dengan  kebijakan  Indonesia  di 
Asia  Tenggara,  terutama  terhadap  negara  te- 
tangga  terdekat  yang  dicoba  untuk  didekati 
sejak  ditandatanganinya  Deklarasi  Bangkok 
yang  membentuk  ASEAN.  Seandainya  In- 
donesia mengambil  sikap  yang  lain  atau  ber- 
sikap ragu-ragu  sekalipun,  maka  landasan 
bagi  solidaritas  dan  kerja  sama  .ASE.AN 
akan  goyah.  Bagi  Indonesia  yang  baru  saja 
meninggalkan  politik  konfrontasinya  benar- 
benar  tidak  ada  pilihan  lainnya. 

Perkembangan  kemudian  sepenuhnya 
membenarkan  langkah-langkah  yang  diam- 
bil  ASEAN  mengenai  masalah  Kamboja.  Ini 
tidak  berarti  bahwa  kebijaksanaan  .ASE.AN 
mengenai  Kamboja  tidak  dikecam.  Salah 
satu  kecaman  adalah  bahwa  pendekatan 
yang  diambil  terlalu  legalistis.  Bcberapa  pi- 
hak  menganjurkan  agar  diambil  suatu  cara 
pendekatan  yang  "Icbih  rcalisiis".  .Mungkin 
yang  dimaksudkan  adalah  hahwa  .-XSE.^N 
sebaiknya  mcncrima  saja  kcadaan  dc  facto 
yang  dilimbulkan  olch  pcnijgiuiaan  kekeras- 
an olch  Viclnani  di  Kamboja.  Namun  sikap 
licmikian  tidak  saja  akan  bertentangan  de- 
ngan kiimiimcn  (hiikutn)  Indonesia  scbagai 
pcnaniiatangati  ASliAS  Treaty  of  Amity 
and  (\to/}eration.  teiapi  jupa  akan  bcrten- 
(angan  ticngan  asas-asas  dasar  yang  mcnjadi 
landasan  didirikannya  ASEAN  dan  yang 
mcnjaili  MimiTt  krVu.Tlnn  (1,Tn  kriah.Tnan 
ASEAN 
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Sejak  ASEAN  mengajukan  resolusi  me- 
ngenai  Kamboja  ke  hadapan  Sidang  Umum 
PBB  di  tahun  1979,  dari  tahun  ke  tahun  re- 
putasi  ASEAN  meningkat.  Masalah  Kambo- 
ja benar-benar  telah  membantu  ASEAN 
tumbuh  dan  berkembang  sebagai  suatu  sa- 
tuan  politik,  walaupun  pada  dasarnya 
ASEAN  mervipakan  suatu  persekutuan  ne- 
gara  untuk  kerja  sama  ekonomi,  sosial  dan 
budaya.  Masalah  Kamboja  dalam  arti  yang 
sesungguhnya  telah  menjadi  katalisator  dan 
faktor  pemersatu  bagi  ASEAN,  karena  ber- 
bagai  kepentingan  nasional  negara  anggota 
ASEAN  dapat  bertemu  dalam  masalah  ber- 
sama  ini. 

Walaupun  cara  pendekatan  dan  nuansa 
melihat  persoalan  yang  digunakan  oleh  ne- 
gara anggota  ASEAN  berlainan,  namun 
pada  dasarnya  mereka  semua  percaya  terha- 
dap  ekonomi  pasar  bebas.  Kepercayaan  ber- 
sama  akan  ekonomi  pasaran  bebas  ini  dan 
pengalaman  bersama  menghadapi  masalah 
Kamboja  telah  membuat  ASEAN  makin 
lama  bertambah  kuat.  Suasana  hati-hati 
bahkan  saling  curiga  yang  pada  mulanya 
masih  ada,  secara  lambat  laun  telah  berubah 
menjadi  rasa  saling  mengerti  dan  percaya, 
walaupun  tidak  selalu  bisa  dicapai  pendapat 
yang  sama  benar  mengenai  semua  masalah. 

Pengalaman  kerja  sama  bertahun-tahun 
antara  pejabat-pejabat  tinggi  dan  diplomat 
ASEAN  memungkinkan  mereka  untuk 
mengidentifikasikan  makin  banyak  hal  yang 
mengandung  kepentingan  bersama.  Kerja 
sama  ini  juga  telah  membuka  pengalaman 
mengkoordinasikan  kebijakan-kebijakan 
dan  posisi-posisi  para  anggota  ASEAN. 
Adanya  sikap  bersama  ASEAN  di  forum- 
forum  seperti  UNCTAD,  Group  77  dan 
GATT  menyebabkan  pengaruh  ASEAN  dari 
tahun  ke  tahun  bertambah.  Kebiasaan  peja- 
bat-pejabat ASEAN  untuk  bekerjasama  di 


foum-forum  internasional  ini  menjadi  tidak 
terbatas  pada  masalah  Kamboja  saja,  tetapi 
meliputi  selain  masalah  ekonomi  juga  masa- 
lah-masalah  yang  bermacam-ragam  seperti 
pariwisata  atau  perlindungan  lingkungan. 
Dari  ESCAP  hingga  ke  PBB,  dari  Uruguay 
Round  dan  GATT,  dari  Gerakan  Non-Blok 
sampai  ke  Dewan  OECD,  pengaruh  ASEAN 
terasa. 

Menjelang  akhir  tahun  1987  dan  mende- 
katnya  penyelesaian  masalah  Kamboja,  sete- 
lah  tercapainya  Ho  Chi  Minh  City  Under- 
standing antara  Indonesia  sebagai  juru  bica- 
ra  ASEAN  dan  Vietnam  dalam  bulan  Juli 
1987,  mulailah  ASEAN  memasuki  tahap  ke- 
tiga  perkembangannya. 

Orang  mulai  bertanya-tanya  apa  yang 
menjadi  hari  depan  ASEAN  setelah  masalah 
Kamboja  selesai.  Dirasakan  bahwa  harus  di- 
lakukan  sesuatu  untuk  melangkah  lebih  ma- 
ju,  karena  cara-cara  lama  melakukan  kon- 
sultasi  dan  kerja  sama  dirasakan  tidak  lagi 
memadai.  Dalam  suasana  inilah  diadakan 
Pertemuan  Puncak  ASEAN  di  Manila  tahun 
1987  yang  dapat  dianggap  sebagai  penutup 
tahap  kedua  dalam  pertumbuhan  ASEAN. 
Diadakannya  Pertemuan  Puncak  ASEAN  di 
Manila  itu  sendiri  merupakan  suatu  prestasi 
besar  dan  menjadi  pernyataan  atau  demon- 
strasi  tekad  negara  anggota  ASEAN  untuk 
terus  membina  ASEAN  pada  suatu  waktu 
ketika  keadaan  politik  di  Manila  tidak  begi- 
tu  stabil.  Fakta  bahwa  Pemerintah  Aquino 
akhirnya  bisa  menyelenggarakan  Pertemuan 
Puncak  ASEAN  di  Manila  banyak  sekali 
membantu  atau  meningkatkan  kredibilitas 
Pemerintah  Aquino  bahwa  mereka  dapat 
menguasai  keadaan. 

Pertemuan  Puncak  itu  sendiri  di  samping 
mengulangi  kembali  tekad  ASEAN  untuk 
meneruskan  kerja  sama  di  bidang  ekonomi. 
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sosial  dan  budaya,  tidak  menghasilkan  ke- 
putusan-keputusan  yang  luar  biasa.  Namun, 
keputusan  Pertemuan  Puncak  Manila  me- 
mang  mengandung  suatu  hal  yang  perlii 
dicatat  karena  peniing  sekali  iintiik  politik 
hari  depan  kawasan,  yaitu  komilmen  negara 
ASEAN  untiik  mcmbentuk  suatu  Zona 
Bebas  Senjata  Nuklir  di  Asia  Tenggara  (SE- 
Asia  NWFZ)  di  kemudian  hari. 

Akhir  Perang  Dingin  yang  kurang  iebih 
jatuh  bersamaan  dengan  tahap-tahap  akhir 
penyelesaian  masalah  Kamboja,  mengun- 
dang  banyak  pertanyaan  tentang  apa  yang 
harus  dilakukan  ASEAN  dalam  masa  pasca- 
Perang  Dingin.  Banyak  dibicarakan  orang 
tentang  kekosongan  atau  vakum  yang  akan 
terjadi  di  Asia  Tenggara  dengan  penarikan 
mundur  atau  pengurangan  kehadiran  Ame- 
rika  Serikat  di  Asia. 

Sebenarnya  hal  ini  merupakan  masalah 
bagi  negara-negara  yang  bersekutu  dengan 
salah  satu  negara  raksasa  dalam  masa  Pe- 
rang Dingin.  Tidak  berlaku  untuk  negara 
yang  berpolitik  luar  negeri  bebas  aktif. 

Indonesia  merupakan  salah  satu  dari 
negara  atau  bahkan  satu-satunya  negara 
yang  tidak  terlalu  memusingkan  diri  dengan 
pertanyaan-pertanyaan  demikian.  Berdasar- 
kan  doktrin  kepcrcayaan  pada  kekuatan  sen- 
diri  kita  bcrpcndirian  bahwa  ASEAN  sendi- 
rilah  yang  harus  mengisi  kekosongan  itu. 
Bcrdasarkan  pcndirian  itu  pcmikir-pcmikir 
stratcgis  di  Asia  Tenggara,  aniara  lain  dari 
Indonesia  mcngadakan  pertemuan  bcbcrapa 
kali  di  pclbagai  ibukoia  ASEAN  yang  pada 
umumnya  mcngacu  pada  fnkia  yang  tidak 
dapai  diclakkan  lagi,  bahwn  yang  hcrtang 
gung  jawab  atas  kcamnnan  di  Asia  Tenggara 
adalah  bangsa  Asia  Tenggara  sendiri. 

Bersamaan  dengan  munculnya  dan  her 
tambah  kuatnya  pikiran  demikian.  hcrlam 


bah  kuat  pula  pikiran-pikiran  yang  meng- 
hendaki  agar  organisasi  ASEAN  lebih  me- 
madai,  khususnya  mempunyai  Sekreiariat 
ASEAN  yang  lebih  kuat.  Sementara  iiu  In- 
donesia terus  melaksanakan  tugasnya  seba- 
gai  penanggung  jawab  utama  dalam  menye- 
lesaikan  masalah  Kamboja,  kini  dengan  me- 
lakukan  persiapan  untuk  diadakannya  kon- 
perensi  internasional  tentang  Kamboja,  se- 
suai  rencana  induk  penyelesaian  masalah 
Kamboja  dari  semula. 

Indonesia  dan  ASEAN  juga  tetap  pada 
agendanya  untuk  masa  pasca  pengunduran 
Vietnam  dari  Kamboja,  antara  lain  dengan 
melakukan  hal-hal  sebagai  berikut:  me- 
nyambut  baik  keinginan  dua  negara  bekas 
Indocina  yaitu  Vietnam  dan  Laos  untuk  me- 
nandatangani  dan  menjadi  peserta  Treaty  of 
Amity  and  Cooperation.  Bahkan  ada  pikir- 
an di  kalangan  negara  ASEAN  mengharap- 
kan  agar  pada  suatu  saat  di  kemudian  hari 
mereka  akan  menjadi  anggota  ASEAN  yang 
diperluas.  Memang  rencana  jangka  panjang 
adalah  supaya  ASEAN  akhirnya  akan  meli- 
puti  semua  negara  di  Asia  Ten^ara  selain 
anggota  ASEAN  sekarang,  yaitu  melipuii 
juga  Laos,  Vietnam,  Kamboja  dan  Myan- 
mar.  Kapan  mereka  menjadi  anggota  adalah 
soal  waktu  saja. 

ASEAN  juga  telah  mcngadakan  pcmbi- 
caraan-pembicaraan  iniensif,  mula-mula 
pada  tingkai  informal  yang  kemudian  pada 
tingkat  formal  antara  Mcnlu-mcnlu 
ASEAN,  untuk  kemudian  di.sahkan  pada 
Pertemuan  Puncak  Singapura.  mcngcnai 
iisul-UNul  uniuk  mcningkatkan  Sekreiariat 
ASEAN,  haik  ilalam  wcwcnanp.  fungsinya 
mauptui  ilalam  kcdwdukannya.  Sckretaris 
.Icndcralnya  yatif?  sekarang  dinamakan  Se- 
krclaris  .Icnderal  ASEAN,  bukan  lagi  Sckre- 
(aris  .Icnderal  Sckrciarial  ASEAN.  .luga 
Iclah  dibrnmk  ASEAN  Forum  \mtnk  mem- 
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bicarakan  masalah-masalah  keamanan  (se- 
curity) yang  dalam  format  lebih  luas  meng- 
undang  juga  peserta  di  luar  ASEAN.  Kese- 
muanya  ini  merupakan  tindakan-tindakan 
dan  usaha-usaha  untuk  menyesuaikan 
ASEAN  dengan  keadaan  dunia  sekelilingnya 
pasca-Perang  Dingin. 

Mengenai  kehadiran  militer  Amerika  Se- 
rikat  di  Asia,  pandangan  negara  anggota 
ASEAN  berlain-Iainan.  Sebenarnya  keha- 
diran Amerika  Serikat  di  Asia  tidak  dapat 
disamaratakan.  Keadaan  di  Asia  Timur  Laut 
(North  East  Asia)  dengan  kegentingan  yang 
disebabkan  atau  yang  bersumber  pada  Ko- 
rea Utara  (North  Korea)  memang  memerlu- 
kan  kehadiran  militer  Amerika  Serikat.  Baik 
Korea  Selatan  maupun  Jepang  memerlukan 
dan  menghendakinya. 

Keadaannya  berbeda  di  bagian  Asia  lain, 
khususnya  Asia  Tenggara.  Sejak  Amerika 
Serikat  meninggalkan  Vietnam  di  pertengah- 
an  tahun  1970- an  Asia  Tenggara  telah  mam- 
pu  mengurus  urusannya  sendiri.  Di  halaman- 
halaman  terdahulu  telah  dilukiskan  bagai- 
mana  ASEAN  menghadapi  dan  akhirnya 
mengatasi  kemelut  Kamboja  yang  disebab- 
kan oleh  penyerbuan  Vietnam  ke  negeri  itu 
di  tahun  1978.  Semuanya  dilakukan  oleh 
ASEAN  sendiri  yang  sekaligus  membukti- 
kan  ramalan  Amerika  Serikat  bahwa  domi- 
no-domino Asia  Tenggara  akan  berjatuhan 
setelah  mereka  meninggalkan  kawasan  ini 
sama  sekali  tidak  benar. 

Beberapa  negara  di  Asia  Tenggara,  an- 
tara  lain  yang  masih  terikat  oleh  Manila 
Treaty,  kadang-kadang  masih  menyuarakan 
pendapat  perlunya  kehadiran  Amerika  Seri- 
kat di  Asia  Tenggara.  Negara  lain  seperti  In- 
donesia berpendapat  lain,  dengan  membeda- 
kan  antara  perlunya  kehadiran  Amerika  Se- 
rikat di  Asia  Timur  Laut  dan  keadaan  Asia 


Tenggara  di  mana  kehadiran  militer  Ameri- 
ka Serikat  tidak  menjadi  persoalan.  Apa  pun 
juga  hendak  dikatakan,  Amerika  Serikat  se- 
bagai  negara  militer  raksasa  yang  mempu- 
nyai  kewajiban  global  akan  hadir  di  suatu 
bagian  dunia,  apabila  kepentingannya  me- 
merlukannya,  apakah  negara  itu  menghen- 
dakinya atau  tidak.  Indonesia  cukup  reahstis 
untuk  tidak  ikut-ikutan  menyuarakan  pen- 
dapat perlunya  kehadiran  Amerika  Serikat 
di  Asia  Tenggara.  Sebagai  negara  kepulauan 
yang  menghubungkan  Samudera  Pasifik  dan 
Samudera  Hindia,  yang  berarti  alur-alur  pe- 
layaran  penting  menghubungkan  kedua  sa- 
mudera melalui  negara  kepulauan  Indone- 
sia, kehadiran  Amerika  Serikat  dalam  arti 
lalu-lintas  kapal  perang  Amerika  Serikat  me- 
rupakan suatu  kenyataan  yang  tidak  bisa  di- 
elakkan.  Akan  tetapi,  hal  ini  dapat  diako- 
modasikan  dengan  adanya  alur-alur  pelayar- 
an  nusantara  yan  sudah  diatur  dalam  Kon- 
vensi  Hukum  Laut  tahun  1982,  Ini  merupa- 
kan kehadiran  militer  Amerika  Serikat  di 
Asia  Tenggara  yang  dalam  rangka  strategi 
militer  global  relevan,  dan  Indonesia  tidak 
saja  bisa  menerima  kenyataan  ini  tetapi  da- 
pat mengakomodasikannya  sesuai  dengan 
hukum  internasional.  Dalam  masa  teknologi 
modern  ini  sebenarnya  tidak  diperlukan  lagi 
kehadiran  militer  Amerika  Serikat  secara  fi- 
sik/dalam  bentuk  pangkalan  tetap  di  kawa- 
san Asia  Tenggara.  Karena  itu  kehilangan 
Pangkalan  Subic  dan  Clark  di  Filipina  seca- 
ra strategis  militer  sebenarnya  bukan  kehi- 
langan yang  terlalu  besar  bagi  Amerika  Seri- 
kat. 

Meletusnya  Gunung  Pinatubo  yang 
mempercepat  dan  kemudian  mengakhiri 
kontroversi  kehadiran  pangkalan  militer 
Amerika  Serikat  di  Filipina,  sebenarnya  me- 
rupakan suatu  hal  yang  membantu  memper- 
cepat pemecahan  masalah  ini.  Kini  bekas 
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Pangkalan  Angkatan  l.au(  Subic  sedang  di- 
persiapkan  oleh  Filipina  dengan  bantuan 
modal  dari  luar  antara  lain  Taiwan  dan 
Singapura,  untiik  menjadi  pusai  perbaikan 
dan  galangan  kapal  serta  perdagangan  yang 
besar  di  Asia  Tenggara.  Dalam  jangka  pan- 
jang  hal  ini  akan  jauh  lebih  menguntungkan 
pertiimbuhan  ekonomi  Filipina  daripada 
pangkalan-pangkalan  militer  Amerika  Seri- 
kat  dulu. 

Persoalan-persoalan  lain  yang  dihadapi 
oleh  Indonesia  dan  negara  Asia  Tenggara 
lainnya,  khususnya  ASEAN,  di  Asia  adalah 
kemungkinan  gangguan  militer,  termasuk 
senjaia  nuklir,  dari  negara-negara  besar  di 
Asia:  India,  Cina  dan  Jepang.  Untuk  semen- 
lara  ini  kita  memperkirakan  bahwa  tidak 
akan  terjadi  peningkatan  ketegangan,  apa- 
lagi  konflik  militer,  karena  pada  umumnya 
semua  negara  di  Asia  termasuk  Cina  sedang 
giat  memusatkan  dirinya  dalam  pembangun- 
an  ekonomi.  Kita  di  Asia  khususnya  Asia 
Tenggara  berkepentingan  agar  Cina  tetap 
pada  jalan  yang  ditempuhnya  sekarang, 
yakni  memusatkan  diri  pada  pembangunan 
dan  pertumbuhan  ekonomi.  Karena  itu  In- 
donesia mengambil  inisiatif  di  tahun  1990 
untuk  mengadakan  serangkaian  pertemuan 
mengenai  Kepulauan  Spratly  di  Laut  Cina 
•Selatan  sebagai  upaya  membangun  suasana 
saling  percaya  (confidence  building 
measures). 

Hingga  kini  sudah  cmpat  kali  dindaknn 
pertemuan  dan  konflik  icrbuka  dapat  dicc- 
gah.  bahkan  sctclah  pcrnyaiaan  yang  icgas 
di  bulan  Juni  1992  oleh  Mcnicri-nicntcri 
Luar  Ncgcri  A.SKAN  mcnyusul  himbaiinii 
dalam  dokumcn  Singapore  Summil  P'cbruari 
1992,  Cina  bcnisah.!  tidak  innipak  tcrlahi 
agrcsif  di  Taut  Cina  Selatan.  Salah  sntu  basil 
positif  dari  usaha  pcnccgahnn  konflik 
ASEAN  yang  dipclopori  Indonesia  ini  ada- 


lah bahwa  Cina  dan  Vietnam  sekarang  se- 
dang terlibat  pembicaraan  mengenai  klaim 
mereka  masing-masing  mengenai  landas 
kontinen  sekitar  Kepulauan  Paracel. 

Di  arena  lebih  luas,  Indonesia  sudah  me- 
nampakkan  kegiatan  diplomatiknya  yang  le- 
bih meningkat,  terutama  sejak  menjadi  tuan 
rumah  Gerakan  Non-Blok  di  tahun  1992. 

Dapat  dikatakan  Indonesia  sekarang  ini 
sedang  dalam  puncak  kejayaannya  dalam 
menjalankan  politik  luar  negeri.  Tahun  yang 
lalu  kita  telah  menjadi  tuan  rumah  KTT 
Gerakan  Non-Blok  di  Jakarta,  yang  dengan 
ukuran  apa  pun  merupakan  KTT  Gerakan 
Non-Blok  yang  sangat  berhasil.  Kita  mem- 
buktikan  bahwa  Gerakan  Non-Blok  tidak 
saja  masih  relevan  dalam  suatu  dunia  pasca- 
Perang  Dingin,  bahkan  lebih  dari  itu  dalam 
langkah-langkah  yang  kemudian  diadakan. 
Indonesia  berhasil  menjadikan  Gerakan 
Non-Blok  suatu  faktor  yang  peniing  di 
dalam  percaturan  dunia. 

Hal  ini  ditunjukkan  dalam  Sidang 
Umum  PBB  tahun  ini  di  mana  Ketua  Ge- 
rakan Non-Blok,  Presiden  Soeharto  dari  In- 
donesia menggariskan  suatu  kebijakan  yang 
dalam  garis  besarnya  menggambarkan  Crc- 
rakan  Non-Blok  sebagai  suatu  gerakan  pem- 
bela  kepentingan  negara-negara  bcrkcmbang 
untuk  memperbaiki  nasib  dalam  kcdudukan 
ekonomi  dan  politiknya  tanpa  mcngulangi 
rctorika  anti  negara  maju  ma?ia  silam.  wa- 
laupun  mengenai  hal-hal  yang  prinsipial 
atau  mcndasar  kita  ictap  mcnyuarakan  ke- 
pentingan anggoia  Gerakan  Non-Blok  de- 
ngan icgas.  Antara  lain  telah  kita  kemuka- 
kan  pcrlu  diadakannya  rcstrukturisasi  Persc- 
rikatan  Bangsa-Hangsa,  terutama  Dcwan 
Kcamanannva,  agar  lebih  menoerminkan  kc- 
adaan  yang  iclah  banyak  heruhah. 

Pcmaparan  garis  besar  kebijak.vanaan 
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pimpinan  Gerakan  Non-Blok  yang  disam- 
paikan  di  Sidang  Umum  PBB  itu,  kemudian 
disusul  oleh  program-program  kerja  sama 
dan  bantuan  teknik  di  bidang  ekonomi, 
sosial  dan  keuangan  yang  konkret. 

Semua  usaha  dan  inisiatif  ini  tidak  terba- 
tas  pada  pernyataan  dalam  pidato-pidato  sa- 
ja,  tetapi  disusul  oleh  pembicaraan  dalam 
kelompok-kelompok  kerja  dan  pertemuan- 
pertemuan  gabungan  yang  dikoordinasikan 
oleh  Indonesia  di  New  York,  Jenewa  dan 
pusat-pusat  kegiatan  diplomasi  dunia.  Ketua 
Gerakan  Non-Blok  juga  mengirim  Duta  Be- 
sar-Duta  Besar  khusus  untuk  membicarakan 
pelbagai  masalah,  antara  lain  menyampai- 
kan  pesan-pesan  dan  masalah-masalah  khu- 
sus ke  beberapa  ibukota  negara  maju  di  Be- 
nua  Asia,  Amerika  dan  Eropa.  Ketua  Ge- 
rakan Non-Blok  juga  mengemukakan  ke- 
pentingan  negara  anggota  Gerakan  Non- 
Blok  pada  pertemuan  negara-negata  industri 
maju  dan  Pertemuan  Puncak  Pemimpin  me- 
reka  di  Tokyo  baru-baru  ini. 

Juga  dalam  forum  yang  tidak  langsung 
menyangkut  urusan  anggota  Gerakan  Non- 
Blok,  seperti  pertemuan  pemimpin-pemim- 
pin  negara  anggota  APEC  di  Seattle  baru- 
baru  ini,  Presiden  Republik  Indonesia  tidak 
lupa  menyampaikan  pesan  berisi  kepenting- 
an  negara-negara  yang  kurang  maju  seperti 
yang  banyak  terdapat  dalam  Gerakan  Non- 
Blok.  Di  dalam  forum-forum  lain  pun  seper- 
ti ASEAN,  dan  dialog  pasca  pertemuan 
ASEAN  yang  diadakan  tahun  ini,  sebagai- 
mana  juga  tahun-tahun  sebelumnya,  Indo- 
nesia selalu  mengambil  sikap  yang  konstruk- 
tif. 

Di  dalam  OKI  Indonesia  melanjutkan 
kebijakan  yang  dilakukan  sejak  Pertemuan 
di  Taif  (Saudi  Arabia)  tahun  1979,  yaitu 
mencegah  OKI  menjadi  semacam  organisasi 


negara  Arab  yang  diperluas  dengan  paham 
Islam  kolot  dan  mendekatkan  OKI  dengan 
gerakan  umum  (main  stream)  negara  ber- 
kembang.  Hubungan  bilateral  Indonesia 
pada  umumnya  baik,  terutama  dengan  nega- 
ra tetangga. 

Dalam  masalah-masalah  yang  agak  me- 
nyulitkan,  seperti  persoalan  Hak  Asasi  Ma- 
nusia,  Indonesia  berhasil  menyatakan  pendi- 
riannya  tanpa  tenggelam  di  dalam  nada  yang 
ekstrem.  Penolakan  Indonesia  untuk  tidak 
mengaitkan  persoalan  Hak  Asasi  Manusia 
dengan  pemberian  bantuan  luar  negeri  ada- 
lah  suatu  pendirian  wajar  yang  sesuai  de- 
ngan rasa  harga  diri.  Hal  ini  tidak  berarti 
bahwa  masalah  Hak  Asasi  Manusia  tidak 
mendapat  perhatian.  Kesediaan  untuk  meng- 
adakan  perbaikan-perbaikan  di  bidang  per- 
buruhan  misalnya,  menunjukkan  bahwa 
kita  bukannya  tidak  peka  terhadap  masalah- 
masalah  yang  menyangkut  martabat  buruh 
dan  rakyat  kita. 

Apabila  ada  yang  menyayangkan  kenya- 
taan  mengapa  sampai  perlu  bahwa  harus  ada 
kecaman  dari  pihak  luar  lebih  dahulu,  ba- 
rangkali  hal  itu  merupakan  koreksi  terhadap 
lembaga-lembaga  kita  sendiri  yang  seyogya- 
nya  harus  melakukan  kontrol.  Seandainya 
lembaga  itu  melakukan  fungsinya  sebagai- 
mana  mestinya,  maka  hal  yang  dirasakan  se- 
bagai  campur  tangan  luar  negeri  atau  pihak 
luar  itu  tidak  perlu  terjadi. 

II 

Apabila  diukur  dengan  landasan  idiil  se- 
bagaimana  terdapat  dalam  Mukadimah 
Undang-Undang  Dasar  1945,  prinsip  politik 
bebas  aktif  dan  prinsip-prinsip  hidup  ber- 
dampingan  secara  damai  dan  bersahabat  de- 
ngan bangsa-bangsa  lain  sebagaimana  ter- 


166 


ANALISIS  CSIS,  1994-2 


canium  dalam  Dasa  Sila  Bandung  serta 
prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam  Piagam 
PBB,  maka  dapailah  dikaiakan  pelaksanaan 
politik  luar  negeri  Indonesia  sejak  lahirnya 
republik  hingga  sekarang  lelah  dilakukan 
dengan  cukup  konsisten.  Dipiisatkannya  be- 
gitu  banyak  pikiran  dan  tcnaga  dalam  kurun 
waktu  1978  hingga  1988  pada  usaha  mewu- 
judkan  prinsip-prinsip  bertetangga  baik 
dengan  negara  teiangga  di  Asia  Tenggara, 
dalam  kenyataan  memang  mutlak  harus  di- 
lakukan, karena  apabila  tidak  dibuktikan 
dalam  perbuatan  nyata,  semua  kesepakatan 
yang  tercapai  sejak  Deklarasi  Bangkok 
tahun  1967  hingga  hasil-hasil  Pertemuan 
Puncak  Bali  tahun  1976  itu  hanya  akan  me- 
rupakan  kata-kata  hampa  belaka.  Di  dalam 
sejarah  politik  dan  diplomasi  cukup  banyak 
contoh  rumusan-rumusan  politik  luhur  yang 
lidak  dilaksanakan. 

Bagi  Indonesia  dan  kedudukannya  di 
Asia  Tenggara  masa  itu  usaha  keras  yang  te- 
lah  dilakukan  untuk  mewujudkan  pernyata- 
an-pernyataan  yang  bagus  itu  dalam  kenya- 
taan, lebih-lebih  diperlukan  karena  kita  baru 
saja  meninggalkan  politik  konfrontasi  yang 
sangat  mengganggu  stabilitas  kawasan.  Kita 
tidak  melakukan  semuanya  itu  untuk  keba- 
hagiaan  negara  tetangga  di  kawasan  semata- 
mata,  teiapi  juga  bagi  kepentingan  kita  sen- 
diri.  Karena  senang  atau  tidak  kita  harus 
mengakui  bahwa  sikap  bcrmusuhan  dengan 
tetangga  Icbih  banyak  mcmbawa  kerugian 
daripada  kcuntungan. 

Tclah  dilaluinya  dengan  sclaniai  masa 
yang  sulit  ini  sccara  psikologis  poliiis  sangat 
pcnting  bagi  hari  dcpan  kcrja  sania  antar- 
ncgara  tetangga  di  Asia  Tenggara  ini,  sc- 
hingga  kini  dapat  dikatakan  prinsip-prinsip 
yang  discpakati  mulai  dari  Bangkok  lahun 
1960  melalui  Kuala  Lumpur  tahun  1971 
hingga  Bali  tahun  1976  ilu  bcnar-bcnar  su- 


dah  merupakan  prinsip-prinsip  politik  berte- 
tangga baik,  dan  kerja  sama  sudah  menjadi 
bagian  dari  pola  kebijakan  dan  perilaku 
yang  baku  bagi  kita  di  Asia  Tenggara. 

Hal  yang  dikatakan  di  atas  ini  penting 
karena  kita  perlu  menentukan  baik  bagi  diri 
kita  sendiri  maupun  bagi  kebaikan  kawasan, 
apakah  Indonesia  dalam  melaksanakan  poli- 
tik luar  negerinya  di  hari  depan  akan  teiap 
menganggap  ASEAN  sebagai  batu  tumpuan 
(soko  guru)  politik  luar  negerinya.  ataukah 
memilih  pilihan  lain  yaitu  untuk  berjalan 
sendiri  seperti  di  masa  sebelum  terbentuknya 
ASEAN.  Jawabannya  lentu  bukan  hitam 
putih  (either  or)  melainkan  bisa  juga  diru- 
muskan  sebagai  berikut. 

Indonesia  menjalankan  politik  luar  nege- 
rinya sesuai  dengan  kepentingan  nasionaJ- 
nya,  namun  tanpa  melupakan  kedudukan 
pentingnya  sebagai  negara  kunci  di  Asia 
Tenggara.  Dengan  rumusan  demikian  kita 
tetap  menganggap  ASEAN  sebagai  bagian 
penting  politik  luar  negeri  kita  tanpa  me- 
ngorbankan  identitas  dan  kemandirian  poli- 
tik luar  negeri  kita.  Sikap  kita  akhir-akhir  ini 
dengan  menganggap  diri  kita  sebagai  bagian 
yang  tak  dapat  dilepaskan  dari  .ASE.AN  te- 
lah  banyak  membawa  keuntungan.  lerma- 
suk  kenyataan  bahwa  kita  telah  mampu  mc- 
yakinkan  negara- Asia  Tenggara  lainnya  se- 
tidak-tidaknya  anggota  ASE.AN  akan  man- 
faat  dan  kebaikan  dari  politik  Xon-A/icn- 
mcni.  Dari  enam  negara  anggota  .'XSFAN 
tiga  sudah  menjadi  anggota  ncg.ira-nogara 
non-blok  scdangkan  yang  lainnya  menjadi 
calon  anggota. 

Walaupun  usaha  kita  mcnyatukan  nega- 
ra di  Asia  Tenggara  ini  dapat  dikaiakan  su- 
dah jauh  bcrhasil,  namiui  ada  bclxrapa  hal 
yang  bcluni  (crcapai.  Hclum  semua  negara  di 
kawasan  Asia  Tenggara  ini  menjadi  anggota 
AvSHAN.  Kcdua.  walaupun  ZOPFAN  untuk 
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sebagian  besar  telah  tercapai,  zona  "bebas, 
damai  dan  netral  di  Asia  Tenggara"  belum 
sepenuhnya  terjamin  apabila  belum  terwu- 
jud  South  East  Asian  Nuclear  Weapons  Free 
Zone  (Kawasan  Bebas  Senjata  Nuklir  Asia 
Tenggara),  yang  merupakan  perwujudan 
ZOPFAN  di  dalam  satu  dunia  yang  masih 
diancam  kemungkinan  perang  nuklir. 

Hal  di  atas  perlu  dikatakan  karena  tidak 
benar  angapan  bahwa  dengan  telah  selesai- 
nya  Perang  Dingin  dan  adanya  persetujuan 
pengurangan  senjata  nuklir  antara  Amerika 
Serikat  dan  bekas  Uni  Soviet  maka  ancaman 
penggunaan  senjata  nuklir  telah  lenyap.  Ke- 
mungkinan penggunaan  senjata  nuklir  oleh 
negara-negara  berkekuatan  sedang  atau 
negara  besar  di  Asia  tetap  ada,  sehingga 
South  East  Asian  Nuclear  Weapons  Free 
Zone  tetap  harus  menjadi  kenyataan  sebagai 
perwujudan  ZOPFAN  dalam  dunia  yang  be- 
bas dari  ancaman  senjata  nuklir. 

Bahwa  solidaritas  ASEAN  cukup  berpe- 
ran  dan  berwibawa  terbukti  dalam  perkem- 
bangan  gagasan  APEC  beberapa  tahun  bela- 
kangan  ini.  Gagasan  APEC  telah  muncul 
dua  kali.  Pertama  kalinya  semasa  pemerin- 
tahan  Perdana  Menteri  Hawke  di  Australia. 
Dalam  versi  ini  APEC  merupakan  kerja 
sama  antara  Australia  dengan  negara  Asia 
lainnya,  termasuk  negara-negara  ASEAN, 
di  Pasifik  tanpa  mengikutsertakan  Amerika 
Serikat.  Gagasan  ini  ditentang  oleh  Jepang 
yang  mempunyai  hubungan  erat  sekali  de- 
ngan Amerika  Serikat,  tidak  hanya  di  bi- 
dang  keamanan  tetapi  juga  di  bidang  eko- 
nomi  dan  perdagangan.  Indonesia  juga  me- 
nanggapi  gagasan  APEC  yang  pertama  ku- 
rang  realistis,  lepas  dari  cara  gagasan  ini-di- 
umumkan.  Versi  yang  dikemukakan  kemu- 
dian  yang  tidak  lagi  mengucilkan  Amerika 
Serikat  disambut  baik  oleh  negara  raksasa 
ini,  yang  melihatnya  sebagai  kesempatan  un- 


tuk  berperan  dalam  wadah  kerja  sama  eko- 
nomi  Asia  Pasifik.  Versi  ini  pun  masih  ku- 
rang  disenangi  oleh  Malaysia,  yang  semen- 
tara  itu  telah  mengemukakan  gagasan 
EAEG  (East  Asian  Economy  Grouping),  ka- 
rena khawatir  akan  dominasi  Amerika  Seri- 
kat. APEC  akhirnya  diterima  oleh  negara 
ASEAN  termasuk  Indonesia,  namun  kita 
berbeda  pendapat  dengan  Amerika  Serikat 
yang  didukung  oleh  Australia  untuk  menja- 
dikan  APEC  suatu  masyarakat  kerja  sama 
ekonomi  Pasifik,  bukan  hanya  suatu  forum 
seperti  dikehendaki  ASEAN.  Gagasan  Per- 
dana Menteri  Mahatir  dalam  pada  itu  tidak 
seluruhnya  dikesampingkan  tetapi  diterima 
juga,  setelah  bentuk  persekutuannya 
(Grouping)  diubah  menjadi  "Caucus". 

Dengan  demikian  usul  semua  pihak  bisa 
ditampung  tanpa  usaha  mengikat  diri  pada 
pembentukan  suatu  kelompok  perdagangan, 
karena  hal  demikian  akan  memperbesar  ke- 
mungkinan perang  perdagangan  antarke- 
lompok  regional,  suatu  hal  yang  sebaiknya 
dicegah  selama  harapan  untuk  mencapai  ke- 
sepakatan  dalam  perputaran  Uruguay  masih 
ada. 

Sikap  negara-negara  ASEAN  mengenai 
APEC  menunjukkan  kelemahan  tetapi  seka- 
ligus  juga  kekuatan  yang  terdapat  dalam 
ASEAN,  sebagai  suatu  bentuk  kerja  sama 
negara-negara  di  Asia  Tenggara  yang  tidak 
mau  menerima  suatu  sistem  yang  terlalu 
banyak  mengurangi  kedaulatan  mereka 
masing-masing.  Karena  pengelompokan  ne- 
gara-negara dalam  suatu  kawasan  atau  sub- 
kawasan  merupakan  gejala  atau  kecende- 
rungan  yang  tak  dapat  dielakkan  lagi  dalam 
dunia  yang  cepat  berubah,  perlu  dipikirkan 
upaya  untuk  meningkatkan  rasa  kebersama- 
an  dan  persatuan  antarnegara  ASEAN.  Sa- 
lah  satu  cara  terbaik  menurut  pendapat  saya 
adalah  mengembangkan  konsep  ZOPFAN 
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lidak  hanya  dalam  arti  kuanii[atif  dan  hori- 
zontal, tetapi  juga  secara  kualitatif  dengan 
memperkuat  komitmen  negara-negara 
ASEAN  pada  cita-cita  untuk  membiiai  Asia 
Tenggara  benar-benar  suatii  kawasan  yang 
bebas,  damai  dan  netral,  lepas  dari  pengaruh 
atau  campur  langan  kekuatan  iuar, 

Setelah  memberikan  uraian  dan  evaluasi 
secara  umum  tentang  politik  luar  negeri  In- 
donesia, saya  ingin  menutup  uraian  ini  de- 
ngan mengemukakan  beberapa  masalah 
yang  akan  aiau  sedang  kita  hadapi,  khusus- 
nya  di  Asia  bagian  timur. 

Kita  di  Asia,  khususnya  Asia  Timur 
akhir-akhir  ini  beruntung  karena  suasana 
aman  dan  damai  disertai  kecenderungan 
kuat  pada  kebanyakan  negara  di  Asia  bagian 
limur  untuk  mengutamakan  pembangunan, 
p>enanaman  modal  dan  memacu  perdagang- 
an.  Karena  kesibukan  kita  di  bidang  eko- 
nomi  ini  hampir  tidak  disadari  bahwa  di 
Asia  Timur  ada  kemungkinan  gangguan  ke- 
amanan  dan  benih-benih  lomba  senjata,  ter- 
masuk  senjata  pemusnah  massal  (nuklir). 

Ketegangan  yang  terdapat  di  Asia  Timur 
Laul  disebabkan  oleh  politik  nuklir  Korea 
Utara,  yang  menurut  dugaan  mencakup  di 
dalamnya  suatu  program  pembuatan  senjata 
nuklir.  Usaha-usaha  Badan  Atom  PBB  dan 
Amerika  Serikat  untuk  membujuk  Korea 
Utara  mcnghentikan  program  pembuatan 
senjata  nuklirnya,  atau  setidak-tidaknya 
mengi/inkan  diadakannya  pcmcriksaan  sc- 
mua  fasilita.s  icnaga  nuklirnya  untuk  dikun- 
jungi  Badan  Atom  PBB  bclum  mcmbawa 
hasil  yang  positif.  walaupun  akhir-akhir  ini 
ada  tanda-tanda  Korea  Utara  bcrscdia  mcm- 
buka  fa.silita«.  nuklirnya  unluk  dipcriksu  pi- 
hak  luar. 

Pcnyclc<iaian  masalnh  ilu  secara  mcmuns 
kan  dalam  waktu  dekaf  sangai  dipcrlukan 
bagi  terpcliharanya  keamannn  di  Asia,  khu- 


susnya Asia  Timur,  karena  keadaan  tidak 
menentu  yang  terlalu  lama  akan  meiiggeli- 
sahkan  Jepang  dan  menyebabkan  negeri  ini 
untuk  akhirnya  meninjau  kembali  kebijakan 
(policy)  negaranya  berdasarkan  perjanjian 
perdamaian  dengan  Amerika  Serikat  yang 
telah  meninggalkan  perang  sebagai  alai  men- 
capai  tujuan  nasional.  Juga  kebijakan  ami 
nuklir  Jepang  dalam  jangka  panjang  dapat 
berubah  oleh  berlanjutnya  krisis  yang  dise- 
babkan program  nuklir  Korea  Utara. 

Bagi  Amerika  Serikat  penyelesaian  yang 
cepat  dari  krisis  itu  juga  diinginkan,  karena 
adanya  masalah  tersebut  tidak  memungkin- 
kan  Amerika  Serikat  dengan  sepenuhnya  da- 
pat  memperoleh  manfaat  dari  keredaan  ke- 
adaan politik  global  pasca-Perang  Dingin. 
Dengan  perkataan  lain,  tidak  bisa  memper- 
oleh peace  dividend  secara  sepenuhnya. 

Sumber  masalah  yang  kedua  di  .Asia 
Timur  adalah  hubungan  antara  Cina  dan 
Korea  di  satu  pihak  dan  dengan  Jepang  di 
lain  pihak.  Selama  ini  hubungan  antara 
negara-negara  Timur  Laut  tersbui  baik-baik 
saja,  karena  semuanya  sedang  sibuk  dengan 
kegiatan  yang  berkisar  pada  pengembangan 
ekonomi,  penanaman  modal  dan  perda- 
gangan.  Namun  di  bawah  permukaan.  kecu- 
rigaan  yang  berlatar  bclakang  pengalaman 
selama  beberapa  dekade  di  pcrmulaan  ahad 
ini  masih  teiap  menghinggapi  negara-negara 
itu.  Bahwa  pcrasaan  ini  sangai  mcndalam 
tcrbukti  dengan  sewaktu-waktu  munculnya 
kc  permukaan  ccriia-ceriia  kckcjaman  Jo- 
pang  pada  masa  lampau.  Tidak  niustahil  ada 
pihak  yang  ingin  dan  bcrkcpcntingan  mcng- 
hidupkan  pctsoalan  ini. 

I)i  pihak  lain  harus  kita  akui  bahwa  so- 
mua  pihak  sudah  mclakukan  usaha  untuk 
mcnpubur  masa  silam.  Dalam  rangka  ini 
pcnling  sckali  t>crnyalaan  maaf  yang  disam- 
paikan  oleh  Pcrdana  Mcnicri  Jepang  Miya- 
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zawa  sewaktu  Perdana  Menteri  Roh  Tae  Wu 
dari  Korea  Selatan  mengunjungi  Jepang  ta- 
hun  lalu.  Juga  pernyataan  penyesalan  men- 
dalam  yang  diucapkan  Kaisar  Akihito  ketika 
mengadakan  kunjungan  resmi  ke  Beijing  be- 
lum  selang  beberapa  lama  ini,  mempunyai 
arti  yang  penting  bagi  perbaikan  suasana  an- 
tara  kedua  negara.  Memang  pernyataan  pe- 
nyesalan yang  mendalam  belum  merupakan 
pernyataan  maaf,  karena  hal^emikian  sulit 
diharapkan  dari  seorang  Kaisar  Jepang. 
Namun  rupanya  cara  penyesalan  yang  men- 
dalam itu  sudah  cukup  memuaskan  bagi  pi- 
hak  Cina. 

Jadi  sebenarnya  kalau  tidak  ada  ganggu- 
an  atau  tidak  sengaja  diganggu,  tidak  ada 
alasan  bahwa  untuk  hari  depan  hubungan 
antara  tiga  bangsa  bekas  musuh  besar  di  per- 
mulaan  abad  ini  tetap  bisa  terpelihara  de- 
ngan  baik.  Banyak  juga  tergantung  dari  si- 
kap  Cina  sendiri.  Sebagai  negara  besar  harus 
dijaga  agar  Cina  tidak  merasa  terpojok,  ka- 
rena menurut  sejarah  dan  tradisinya  Cina  ti- 
dak mempunyai  tradisi  atau  naluri  ekspan- 
sionis,  kecuali  apabila  Cina  merasa  teran- 
cam.  Banyak  juga  tentunya  tergantung  dari 
keadaan  dalam  negeri  Cina  sendiri.  Selama 
perhatian  dan  prioritas  masyarakat  dan  pe- 
merintahan  Cina  tertuju  pada  peningkatan 
ekonomi,  penanaman  modal  dan  perdagang- 
an,  maka  kecenderungan  untuk  petualangan 
militer  akan  berkurang. 

Dalam  hubungan  ini  penting  sekali 
bahwa  Deng  Xiao-ping  cukup  lama  meme- 
gang  pimpinan,  setelah  dia  mengadakan 
liberalisasi  ekonomi  di  permulaan  tahun 
1980- an  sehingga  kin!  gerakan  itu  sudah 
mencapai  momentum  yang  sukar  diben- 
dung.  Penting  juga  dalam  hubungan  ini, 
bahwa  ia  cukup  berani  dan  kuat  kedudukan- 
nya  untuk  mengadakan  perubahan  besar- 
besaran  dalam  kepemimpinan  militer  bebe- 


rapa waktu  lalu  yang  tampaknya  tidak  me- 
nimbulkan  gerakan  reaksi.  Apabila  suasana 
yang  baik  ini  bisa  tetap  terpelihara,  maka 
kita  di  Asia  Tenggara  tidak  perlu  khawatir. 
Pembelian  senjata  dan  modernisasi  angkat- 
an  bersenjata  dengan  pembelian  senjata 
akhir-akhir  ini  pun  tidak  perlu  diartikan  se- 
bagai peningkatan  kekuatan  militer  untuk 
tujuan-tujuan  tidak  damai.  Memang  sudah 
lama  diperlukan  penggantian  peralatan  dan 
senjata  Angkatan  Bersenjata  Cina  yang 
sudah  usang  dan  ketinggalan  zaman  itu. 

Beberapa  tahun  terakhir  ini  ada  kekha- 
watiran  terhadap  sikap  Cina  berhubung  de- 
ngan klaimnya  atas  beberapa  gugusan  pulau 
di  Laut  Cina  Selatan.  Untuk  mencegah  ber- 
kembangnya  masalah  Kepulauan  Spratly 
menjadi  konflik  terbuka,  Indonesia  di  tahun 
1990  mengambil  inisiatif  pada  tingkat  infor- 
mal untuk  mengadakan  serangkaian  perte- 
muan  negara-negara  yang  berkepentingan 
langsung    untuk    membicarakan  masalah 
Spratly  ini.  Bahwa  Cina  kemudian  menun- 
jukkan  sikap  bersedia  menyelesaikan  masa- 
lah ini  secara  damai  merupakan  pertanda 
bahwa  paling  tidak  untuk  beberapa  tahun 
yang  akan  datang  kita  belum  mengkhawatir- 
kan  sikap  Cina,  yang  diperkirakan  masih  te- 
tap akan  berkonsentrasi  pada  masalah  eko- 
nomi dan  pembangunan.  Dalam  hal  ini  perlu 
diusahakan  penyelesaian  masalah  atau  seng- 
keta  yang  ada  antara  Cina  dengan  negara 
lain  mengenai  wilayah  atau  pulau  (Pulau 
Singkaku).  Melupakan  atau  menganggap 
tidak  adanya  sengketa  mungkin  adalah  cara 
yang  baik  juga. 

Setelah  uraian  dan  sekadar  memberikan 
evaluasi  serta  mengemukakan  masalah-ma- 
salah  yang  dihadapi  politik  luar  negeri  In- 
donesia dalam  masa  dekat  ini,  sampailah  pa- 
da beberapa  masalah  dasar  yang  memerlu- 
kan  jawaban  sebagai  berikut. 
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Pertanyaan  pertama  adalah  apa  yang  me- 
rupakan  tema  pokok  politik  Indonesia  di 
masa  mendatang  ini,  mengingai  lelah  beru- 
bahnya  konstelasi  politik  internasional  dan 
juga  karena  telah  terjadi  evolusi  dalam  kehi- 
dupan  politik  maiipun  ekonomi  Indonesia 
sendiri.  Jawabannya  menuriit  saya  adalah 
bahwa  tema  pokok  politik  luar  negeri  In- 
donesia di  masa  mendatang  tetap  memper- 
juangkan  kepentingan  nasional  Indonesia  di 
bidang  politik.  ekonomi  maupun  sosial  kul- 
lural,  dengan  tetap  mengingat  kewajiban  In- 
donesia uniuk  turut  memberi  sumbangannya 
pada  pemeliharaan  dan  penegakan  perda- 
maian  dunia.  Dalam  hubungan  ini  persaha- 
batan  dan  kerja  sama  erat  dengan  negara  te- 
tangga  terdekat  di  Asia  Tenggara  merupa- 
kan  suatu  modal  atau  "asset"  yang  perlu  di- 
pelihara  demi  stabilitas  kawasan  Asia  Teng- 
gara dan  kepentingan  nasional  Indonesia 
sendiri. 

Apabila  yang  dimaksud  dengan  berubah- 
nya  konstelasi  politik  internasional  adalah 
masa  pasca-Perang  Dingin,  maka  dapat  di- 
katakan  hal  tersebut  tidak  banyak  membawa 
perubahan  bagi  politik  luar  negeri  Indone- 
sia. Sebab  pada  dasarnya  dari  dahulu  hingga 
sekarang  politik  luar  negeri  Indonesia  meru- 
pakan  politik  bebas  aktif  dan  cinta  damai, 
sehingga  perubahan  konstelasi  politik  inter- 
nasional itu  tidak  membawa  banyak  peru- 
bahan bagi  dasar  dan  arahnya  politik  luar 
negeri  Indonesia,  Bcrlainan  dengan  ncgara- 
ncgara  lain  yang  pcrnah  mcnjadi  sckutu  dari 
salah  satu  negara  raksasa.  Bagi  mcrcka  peru- 
bahan konstelasi  internasional  mcmang  mc- 
merlukan  rc-oricntasi  yang  mcndasar.  Inilah 
kcuntungan  kita  mcmiliki  politik  luar  negeri 
beba<;  aktif  dnlam  aril  vang  scbcnarnva. 

Icrjadinya  pcrkctnhangnn  dalrtm  bidang 
polifik  dan  ekonomi  Indonesia  mnu  (idak 
mau  mengharuskan  kita  (erbukn  di  dnlatn 


melaksanakan  politik  luar  negeri.  Hal  ini  ter- 
masuk  proses  perumusan  politik  luar  negeri 
itu  sendiri  dan  pengambilan  kepuiusan  da- 
lam batas-batas  yang  dimungkinkan  oleh 
konstitusi.  Dalam  hal  ini  pun  kita  tidak  ter- 
lalu  banyak  membutuhkan  perubahan,  kare- 
na bidang  politik  luar  negeri  dalam  sejarah 
politik  Indonesia  merupakan  salah  satu  bi- 
dang yang  paling  terbuka  berkat  usaha 
secara  konsisten  memasyarakatkan  politik 
luar  negeri  yang  telah  dilakukan.  paling 
tidak  sejak  tahun  1978.  Dalam  rangka  ini 
selalu  ada  dialog  secara  terbuka  dengan  ma- 
syarakat  cendekiawan,  termasuk  mahasis- 
wa,  tidak  saja  di  Jakarta  tetapi  juga  di 
daerah.  Juga  dialog  terbuka  sering  dan  se- 
cara berkala  dilakukan  dengan  pers  dan 
media  massa  lainnya.  Juga  pembicaraan  ma- 
salah  politik  luar  negeri  dengan  Dewan  Per- 
wakilan  Rakyat  selalu  dilakukan  secara  ter- 
buka dan  terus  terang. 

Hasil  dari  cara  melakukan  atau  melaksa- 
nakan kebijakan  politik  luar  negeri  di  dalam 
negeri  demikian,  telah  menghasilkan  keada- 
an  dimana  politik  luar  negeri  merupakan  sa- 
lah satu  segi  kebijakan  pemerintah  yang  pa- 
ling dipahami  oleh  masyarakat. 

Pertanyaan  kedua.  apakah  doktrin  dan 
dogma  yang  selama  ini  dikembangkan  ma^ih 
dapat  dipertahankan  atau  perlu  direvisi? 
Asas-asas  dan  pokok-pokok  yang  selama  ini 
menjadi  pegangan  dalam  menjalankan  poli- 
tik luar  negeri  mcmang  perlu  dipertahankan 
selama  merupakan  a.sa.s  dan  pokok  da^r  se- 
pcrti  apa  yang  tcrmuai  dalam  Mukadimah 
UUn  1945.  Prinsip  ptilitik  bchas  aktif  yang 
sclclah  dicanangkan  oleh  Wakil  Prcsidcn 
Mohamad  Malta  lelah  diuji  kebcnarannya 
tialnm  sejarah  dengan  scgala  pcngalaman 
pahiinya.  yaiiu  pemheroniakan  komunis  di 
Madiun  lahun  1948.  campur  langan  negara 
besar  Barat  dalam  urtivan  dalam  negeri  kita 
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di  tahun  1958  dalam  pemberontakan  PRRI/ 
PERMESTA,  dan  kembali  campur  tangan 
komunis  kali  ini  oleh  Cina  di  tahun  1965. 
Dengan  demikian,  ketidaksenangan  In- 
donesia pada  campur  tangan  dan  intervensi 
negara  besar  tidak  hanya  merupakan  soal 
prinsip  atau  teori  meiainkan  dikuatkan  oleh 
pengalaman  sejarah. 

Terhadap  pertanyaan  apakah  doktrin 
atau  dogma  itu  perlu  direvisi.  Jawabannya 
adalah  bahwa  asas  dan  prinsip  yang  kita 
anut  rasanya  tidak  sampai  menjadi  dogma 
dan  memang  sebaiknya  jangan.  Revisi  tidak 
perlu,  yang  perlu  adalah  adaptasi  atau  pe- 
nyesuaian  di  mana  perlu  pada  keadaan  yang 
berubah.  Hal  ini  perlu  dilakukan  mengha- 
dapi  setiap  perubahan  yang  terjadi.  Dalam 
pengamatan  saya,  pejabat-pejabat  perumus 
dan  pelaksana  kebijaksanaan  luar  negeri  da- 
lam hal  ini  cukup  tanggap,  bahkan  dapat  di- 
katakan  sangat  kompeten.  Ada  beberapa 
konsep  atau  pemikiran  yang  dapat  kita  kem- 
bangkan  untuk  meningkatkan  efektivitas 
politik  luar  negeri  Indonesia  di  masa  datang. 
Misalnya  sudah  waktunya  kita  memberikan 
warna  yang  lebih  positif  dan  menggairahkan 
pada  Gerakan  Non-Blok. 

Dalam  menghadapi  perubahan  konste- 
lasi  politik  dan  keinginan  masyarakat  dunia 
untuk  membentuk  suatu  Tatanan  Dunia 
Baru  {A  New  International  Order),  kita  cu- 
kup memiliki  konsep  atau  pikiran  mendasar, 
pengalaman  sejarah  dan  kemampuan  untuk 
mengambil  prakarsa  dalam'  usaha  pemben- 
tukan  suatu  Tata  Duria  Internasional  Baru 
ini.  Berlainan  adalah  New  International 
Order  yang  dicanangkan  oleh  Presiden 
George  Bush  yang  tidak  pernah  jelas  apa 
yang  diinginkan,  sekalipun  dalam  garis  be- 
sarnya. 


Kita  sebaliknya  mempunyai  konsep  dan 
program  yang  jelas.  Seperti  pernah  saya  ka- 
takan,  keputusan-keputusan  Konperensi 
Asia  Afrika  bisa  dijadikan  agenda  untuk 
negara-negara  berkembang  dalam  usahanya 
membentuk  Tatanan  Dunia  Baru.  Dalam 
rangka  ini  baik  dipertimbangkan  supaya  Ge- 
rakan Non-Blok  diberi  nama  lain  misalnya 
','Gerakan  untuk  Tatanan  Dunia  Interna- 
sional Baru"  (A  Movement  for  a  New , Inter- 
national Order). 

Sebagai  pimpinan  dari  Gerakan  Non- 
Blok  yang  dalam  KTT  Jakarta  sudah  me- 
ngakui  kepeloporan  Konperensi  Asia  Afri- 
ka, sudah  sepantasnya  agenda  atau  Program 
Kerja  (Programme  of  Action)  Konperensi 
Asia  Afrika  yang  disetujui  tahun  1955  itu 
dengan  beberapa  perubahan  yang  disesuai- 
kan  dengan  perkembangan  zaman,  dijadi- 
kan agenda  dari  Gerakan  untuk  Tatanan 
Dunia  Internasional  Baru  yang  kita  canang- 
kan.  Untuk  meneruskan  pelbagai  program 
konstruktif  yang  dimulai  dalam  masa  kepe- 
mimpinan  Indonesia  dan  menjamin  kesi- 
nambungan,  sudah   waktunya  dipikirkan 
pembentukan  Sekretariat  Tetap  Gerakan 
Non-Blok  yang  tidak  berkedudukan  di  ibu- 
kota  negara  salah  satu  anggota. 

Untuk  kawasan  Asia  Tenggara,  usul 
yang  saya  kemukakan  dalam  makalah  saya 
mengenai  perlunya  pengembangan  lebih  lan- 
jut  pemikiran  tentang  ZOPFAN  dalam  sega- 
la  dimensinya,  termasuk  dimensi  anti  nuklir- 
nya  berupa  South  East  Asia  Nuclear 
Weapons  Free  Zone,  dapat  dijadikan  suatu 
hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  yang 
serius  dalam  masa  dekat.  Dengan  demikian, 
kita  mempunyai  bahan  yang  tidak  hanya  ter- 
batas  pada  masalah-masalah  ekonomi  dan 
perdagangan  saja  apabila  kita  bertemu  di 
dalam  forum  internasional  dengan  pihak 
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lain.  Artinya,  akan  kelihaian  di  dalam  perte- 
muan  ASEAN  dengan  negara  Asia  Timur 
lainnya,  misalnya  komitmen  ASEAN  pada 
suatu  dunia  yang  bebas  nuklir. 

Mengenai  pertanyaan  ketiga  yang  diaju- 
kan  oleh  Panitia  Penyelenggara,  yaitu  apa- 
kah  terdapat  jurang  antara  retorika  dan  pe- 
laksana  politik  luar  negeri  Indonesia?  Dapat 


dijawab  bahwa  perumus  dan  pelaksana  po- 
litik luar  negeri  Indonesia,  termasuk  penang- 
gung  jawabnya  yaitu  Presiden  sendiri  telah 
menjaga  dengan  seksama  tidak  adanya  ju- 
rang antara  retorika  dan  perbuatan  dalam 
politik  luar  negeri  Indonesia.  Seperti  telah 
.saya  katakan,  politik  luar  negeri  mungkin 
merupakan  salah  satu  bidang  kebijakan 
pemerintah  yang  paling  transparan,  realisiis 
dan  tidak  mengada-ada. 


Menilai  Kembali  "Potret" 
Kebijakan  Negara  Sekuler  di  India 


Dhurorudin  Mash  ad 


DALAM  agenda  politik  kontemporer 
India  ternyata  persoalan  integrasi 
belum  tertuntaskan.  Kesetiaan  picik 
pada  ikatan-ikatan  primordial'  masih  terus 
mewarnai  spektrum  politik  India.  Persoalan 
Kashmir,  kasus  Punjab  (Sikh),  dan  permu- 
suhan  Hindu-Muslim  terus-menerus  meng- 
ganjal  stabilitas.  Bahkan  karena  persoalan 
itu  pula,  upaya  perbaikan  hubungan  India- 
Pakistan,  dua  negara  yang  "bertalian  da- 
rah",  sampai  kini  masih  tetap  memperlihat- 
kan  pola  perseteruan. 

Di  antara  negara-negara  Dunia  Ketiga, 
India  sebenarnya  telah  mempunyai  tradisi 
demokrasi  yang  lebih  mantap.  Tradisi  demi- 
kian  terutama  dijamin  oleh  penerapan  suatu 
konstitusi  sekuler  yang  bersandar  pada  per- 
samaan  hak  bagi  semua  warga  negara.  Arti- 

'Lihat  Clifford  Geerzt,  "Ikatan-ikatan  Primor- 
dial", dalam  Harold  Crouch  (ed.),  Perkembangan  Poli- 
tik dan  Modernisasi  (Yayasan  Perkhidmatan,  1982),  32- 
40.  Juga  lihat  Clifford  Geertz,  "The  Integrative  Re- 
volution: Primordial  Sentiments  and  Civil  Politics  in  the 
New  States"  dalam  Clifford  Geertz  (ed.),  Old  Societies 
and  New  States:  Quest  for  Modernity  in  Asia  and  A frica 
(London:  Free  Press  Collier  Mac  Millan,  1983),  109. 


nya,  minoritas  Muslim  bersama  masyarakat 
keagamaan  lain  di  India  merupakan  bagian 
integral  dalam  sistem  sosial  politik  yang  di- 
huni  oleh  mayoritas  Hindu.  Agama  bagi  pe- 
merintahan  India  diharapkan  hanya  bersifat 
kefalsafahan  individu,  seiring  dengan  sema- 
ngat  toleransi  serta  memberi  dan  menerima 
antar  orang-orang  dari  pelbagai  keyakinan 
yang  berlainan  untuk  hidup  berdampingan 
secara  damai. 

Namun  dalam  praktek,  sampai  kini  pe- 
nerapan negara  sekuler  belum  terdapat  ke- 
samaan  pandangan.  Bahkan,  problem  ko- 
munalisme  keagamaan  pun  ternyata  tetap 
menjadi  persoalan  rumit  bagi  pemerintah  In- 
dia. 


Penerapan  Paham  Negara  Sekuler 

Paham  negara  sekuler  secara  luas  telah 
dikenal  sebagai  suatu  komponen  utama  (sen- 
tral)  bagi  filosofi  kebijakan  dan  identitas  na- 
sional  India.  Sebagai  suatu  konsep  hukum, 
paham  ini  diartikan  dalam  prinsip  yang 
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sangat  jelas,  yakni  bukan  sebagai  negara 
agama  namun  untuk  kebebasan  beragama. 
Kebebasan  beragama  diartikan  bagi  masing- 
masing  agama  bebas  melaksanakan  ajaran- 
ajaran  agama  dalam  hal  pengertian  kepen- 
lingan  keteraturan  sosial  dan  moral  kema- 
syarakatan. 

Akan  letapi  dalam  pelaksanaannya  sa- 
ngatlah  sulit.  Paham  negara  sekuler  dalam 
pengertian  hukum  (le^al  secularism)  ini 
mempunyai  patokan  (guide)  sedikit  sekali 
bagi  pelaksanaan  kebijakan  umum.  Abstrak- 
si  dari  hukum  dasar  (UUD)  dan  kebiasaan- 
kebiasaan  hukum  (judicial  precedent)  gagal 
mengatasi  dinamika  dan  detail-detail  inter- 
aksi  agama-agama  dalam  negara  India. ^ 

Negara  sekuler  juga  mengandung  makna 
sebagai  tidak  adanya  campur  tangan  negara 
terhadap  persoalan  agama,  yang  berarti  pula 
adanya  suatu  dinding  pemisah  antara  agama 
dan  politik.  Agama  merupakan  persoalan 
individu  dan  bukan  persoalan  negara.  Na- 
mun pengertian  ini  pun  susah  diterapkan 
akibat  tak  ada  keseragaman  paham.  Karena 
pada  kenyataannya  agama  adalah  sebuah 
dimensi  individual  yang  juga  merupakan 
aktivitas  sosial  mencakup  kesehatan,  ekono- 
mi,  dan  kebudayaan,  yang  akhirnya  mau  tak 
mau  memaksa  negara  untuk  campur  tangan, 
seberapa  pun  kccilnya."' 


^Lihat  Donald  t.  Smith.  India  as  a  Secular  Stale 
(Princeton.  New  Jcr*ey:  Princeton  University  Press, 
1963).  Analisi«i  dari  Smith  icniang  ncpnrn  -.ckiilcr  Ichih 
banyak  didaMrkan  pada  nsiimsi  ncgnra  sckiilcr  poln 
AS.  Juga  lihal.  Marc  Cialianicr,  ".Secularism,  l-n-.!  ami 
West*'.  Cnmparativr  Studies  In  Sadeiy  and  Hisfnry  VII 
(Janiiari  1963).  113-172. 

'Uniuk  analisis  negara  sekuler  dalam  pengertian  di 
AS  lihat  Mark  de  Wolfe  Mowc.  The  Garden  and  ihe 
H'itderne%^  (Chichago.  Illinois:  University  of  C  hlchflgo 
Pfe^%.  1965). 


Bagaimana  dengan  ide  negara  sekularis- 
me  India?  Dalam  hal  ini  Nehru  pernah  me- 
nyatakan: 

"Saya  iiigin  agar  pclbagai  persengkeiaan  sempii  dc- 
wasa  ini  aias  nama  agama  aiaupun  kaua.  bahasa 
aiaijpun  daerah  berakhir.  Dan  suaiu  masyarakai  tak 
bcrkelas  dan  tak  berkasta  dibangun  dengan  seiiap 
insan  mendapat  kescmpatan  pcnuh  untuk  berkem- 
bang  scsuai  dengan  nilai  serta  kemampuannya.  Khu- 
susnya  saya  mengharapkan.  kuiukan  kasia  agar  ber- 
akhir, karena  demokrasi  maupun  sovialisme  tak 
mungkin  terwujud  atas  dasar  kasta.^ 

Nehru  melihat  betapa  konflik  yang  bera- 
sal  dari  primordialisme  selalu  mengganggu 
tata  pemerintahan  India,  bahkan  sejak  jauh 
sebelum  kemerdekaan,  termasuk  pula  yang 
menyebabkan  lahirnya  negara  Muslim  Pa- 
kistan. Pemikiran  negara  sekuler  Nehru  ini 
didasarkan  pada  kemanusiaan,  yang  me- 
mandang  seorang  manusia  sebagai  sesuatu 
di  atas  keyakinan  kesukuan  dan  kezigamaan 
yang  rumit.  India  adalah  negara  dengan  ba- 
nyak agama  dan  aliran.  Sikap  Nehru  terha- 
dap agama  bersifat  kefalsafahan  —  cukup 
seiring  dengan  semangai  loleransi  sena 
memberi  dan  menerima,  yang  memungkin- 
kan  orang-orang  dari  pelbagai  keyakinan 
yang  berlainan  hidup  berdampingan.  Nehru 
menyadari,  bahwa  kelangsungan  hidup  In- 
dia terganiung  pada  pemisahan  pt^litik  dari 
agama.  .serta  memberikan  kebebasan  beraga- 
ma kepada  masing-masing  warga  negara.  Ja- 
di  negara  sekuler  India  dida.'^arkan  pada 
asas-asas  hak  asasi  manu.sia.  lertnasuk  kebe- 
basan polilik  maupun  kcapatnaan.' 

Dniam  hal  negara  yang  lak  Ixrsifai  Kca- 
ganiaan.  Nehru  incniclaskan: 


I  ihal  K.  Snkuniaian  Naii.  "Waiivan  dan  Nehru", 
dalam  "        fi,f„7.  no.  W|  4        lanna-.  looi  .  7 

'l  ihal  K.  Sukumflran  Natr,  iWd  .  ,  .  •  ' 
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"Kami  bukan  hanya  harus  hidup  sesuai  dengan  cita- 
cita  yang  dicetuskan  dalam  UUD  kami,  tetapi  juga 
membuatnya  bagian  dari  pemikiran  serta  kehidupan 
kami  dan  dengan  demikian  membangun  negara  yang 
sungguh-sungguh  bersatu-padu.  Hal  ini  juga  saya 
ulang,  tidak  berarti  ketiadaan  agama  tetapi  berarti 
menempatkan  agama  pada  bidang  yang  berlainan 
dari  bidang  poiitik  dan  sosial  umum.  Segala  pende- 
katan  lainnya  di  India  akan  berarti  pemecahbeiahan 
India."^ 

Namun,  selama  46  tahun  sejarah  India 
pasca  kemerdekaan  ternyata  persoalan  nega- 
ra sekuler  belum  terlaksana  seperti  yang  di- 
harapkan  Nehru.  Persoalan  pelik  berkaitan 
dengan  isu  keagamaan  tetap  sering  muncul 
ke  permukaan,  yang  tak  jarang  pula  meng- 
ancam  stabilitas  dan  demokrasi  di  India. 
Bahkan  dalam  pola  kebijakan  pemerintahan 
India  pun  pengertian  negara  sekuler  belum 
mempunyai  patokan  yang  pasti.  Di  negara 
bagian  Tamil  Nadu,  India  Selatan  misalnya, 
secara  luas  birokrasi  negara  ternyata  menga- 
tur  kuil-kuil  Hindu,  dengan  alasan  bahwa 
persoalan  kuil  telah  menyangkut  kepercaya- 
an  umum,  yang  mana  negara  mempunyai 
tanggung  jawab  secara  langsung.^  Campur 
tangan  negara  dalam  hal  ini  secara  hukum 

^fVarta  India,  no.  Wl/9/88,  15  Agustus  1988,  3. 

^Apalagi  secara  ekonomis  organisasi  kuil  ini  punya 
peran  cukup  besar,  khususnya  dalam  hal  keterikatan- 
nya  dengan  soal  tanah.  Kuil  dewasa  ini  secara  kolektif 
mempunyai  sekitar  500.000  hektar  tanah,  yang  sebagian 
besar  adalah  tanah  subur.  Misalnya,  30-35%  tanah 
penghasil  padi  di  distrik  Tanjavur  adalah  milik  kuil. 
Dominasi  kuil  ini  sering  pula  telah  menyebabkan  ka- 
langan  di  luar  kuil  merasa  khawatir  terhadap  konse- 
kuensi  sosial  lebih  luas  yang  timbul  dari  dominasi  kuil 
ini.  Karena  secara  historis  kuil  dikonseptualkan  sebagai 
struktur  prestise  bagi  kelompok-kelompok  atau  bahkan 
individu  tertentu  yang  memperoleh  kemuliaan  dan 
status  tertentu,  yang  tidak  berlaku  bagi  kalangan  Iain. 
Lihat  Arjun  Appdurai  and  Carol  Breckenridge  App- 
durai,  "The  South  Indian  Temple  Authority,  Honor 
and  Redistribution",  Contribution  to  Indian  Sociology: 
New  Series  (December  1976);  Arjun  Appdurai,  Worship 
and  Conflict  Under  Colonial  Rule:  A  South  Indian  Case 


dilaksanakan  oleh  peradilan  tinggi  India. 
Padahal,  kuil  sebagai  tempat  kepercayaan 
rakyat  (temple  as  public  trust)  susah  dibeda- 
kan  dari  kuil  sebagai  tempat  keagamaan 
(temple  as  religion). 

Namun,  pemerintah  Tamil  Nadu  berar- 
gumen  bahwa  pengawasannya  terhadap 
kuil-kuil  tidaklah  dimaksud  untuk  merusak 
prinsip  negara  sekuler.  Kebijakan  itu  tidak 
dimaksudkan  sebagai  intervensi  terhadap 
agama  dan  atau  hanya  mengatur  satu  agama 
(Hindu)  saja,  melainkan  untuk  menangani 
kelemahan-kelemahan  yang  terjadi  dalam 
organisasi  kuil-kuil.  Dengan  kata  lain,  nega- 
ra hanya  berperan  sebagai  instrumen  (untuk 
melindungi  budaya  India  Selatan)  dan  bu- 
kan secara  hukum  (untuk  membentuk  Hin- 
du sebagai  agama). ^ 

Begitu  pula  dalam  pola  kehidupan  kema- 
syarakatan.  Kendati  secara  d/e  jure  soal  kasta 
telah  dihapuskan,  namun  secara  de  facto 


(Cambridge,  London,  New  York:  Cambridge  Universi- 
ty Press,  1981),  khususnya  Chapter  1.  Akibatnya,  seca- 
ra historis  sering  mendapat  tantangan  dari  kasta  yang 
lebih  rendah.  Atas  kenyataan-kenyataan  tersebut  tanpa 
campur  tangan  pemerintah  kuil  cenderung  korup, 
mengeksploitasi  kuil  untuk  kepentingan  pribadi.  Menu- 
rut  pemerintah,  hanya  suatu  sistem  administrasi  terpu- 
sat  di  bawah  pemerintah  saja  yang  dapat  mengawasi 
kecenderungan  tersebut.  Lihat  Franklin  A.  Presler, 
"The  Structural  and  Consequences  of  Temple  Policy  in 
Tamil  Nadu,  1967-1981"  dalam  Pacific  Affairs  56,  no. 
2  (Summer  1983). 

*Menurut  pemerintah  kuil-kuil  Hindu  di  Tamil 
Nadu  (sekitar  32.000  buah)  memiliki  sumber-sumber 
materi  dan  simbol  yang  sangat  penting  bagi  individu, 
kelompok  dan  organisasi.  Kuil  bukan  hanya  penting 
secara  agama,  tetapi  juga  secara  sosial  dan  ekonomi. 
Lihat  Andre  Betaille,  Class.  Status  and  Power:  Chang- 
ing Patterns  of  Stratification  in  Tanjore  Village  (Berke- 
ley, California:  University  of  California  Press,  1965). 
Juga  Kathellen  Fordham  Norr,  "Factions  and  Kinship: 
The  Case  of  a  South  Indian  Village",  Asian  Survey,  16 
(Desember  1976),  1139-1150. 
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masih  tetap  eksis.  Bahkan  selain  kasta 
Brahmin,  Ksairiya,  Waisya  dan  Sudra  --  se- 
perti  yang  selama  ini  kita  kenal  —  di  India 
kini  masih  terdapat  sekitar  1.000  kasta  lebih 
rendah  yang  terdaftar  secara  resmi.  Sebagi- 
an  dari  mereka  --  kini  berjumlah  lebih  dari 
120  juta  atau  \5%  dari  total  penduduk  In- 
dia --  merupakan  kasta  terendah  yang  dise- 
but  untouchable  (yang  tak  boleji  disentuh). 
Sebab  kontak  fisik  dengan  mereka  dianggap 
bisa  menimbulkan  pencemaran  ritual.  Kare- 
na  kelompok  ini  dalam  proses  pembangunan 
umumnya  juga  sebagai  kelompok  paling  ter- 
tinggal,  maka  lazim  pula  disebut  other  back- 
ward castes  (OBC). 

Akibat  sebutan  yang  tak  manusiawi  itu 
pemerintah  pasca  kemerdekaan  (dengan  di- 
pelopori  Gandhi)  lebih  cenderung  memakai 
istilah  "kasta  yang  sudah  ditentukan" 
(schedule  caste)  atau  sering  pula  dinamakan 
kaum  Harljan  (anak-anak  Tuhan).  Bahkan 
dalam  Konstitusi  India  (1959)  dinyatakan, 
tindakan  diskriminasi  semacam  itu  secara 
hukum  dilarang. 

Namun,  dalam  kehidupan  kemasyara- 
katan  praktek  semacam  itu  tetap  berlang- 
sung.  Memang,  dewasa  ini  banyak  keluarga 
dari  kasta  tinggi  (khususnya  di  kota-kota) 
mcmpekerjakan  mereka.  Tetapi  orientasinya 
lebih  pada  "harga  murahnya"  tenaga  mere- 
ka dibanding  dari  mcnipisnya  keyakinan  ter- 
hadap  soal  stratifikasi/kasta. 

Jclaslah  bahwa  di  balik  wajah  dcmokrasi 
sekuler  India  tcrjadi  pula  diskriminasi  terse- 
lubung  dari  kasia  tinggi  tcrhadap  Hurijan. 
Kalangan  clit  India  pun  scjak  awal  kcnicrdc* 
kaan  didominasi  golongan  knsin  linggi  pula. 
Nehru.  Indira,  dan  Rajiv  pun  adalah  dari 
Brahmin,  kasta  (criinggi.  Bcgitu  juga  kcndn- 
lipun  partai  Kongres  (partai  paling  dominan 
dalam  pcmerintahan  India)  scjak  awal  bcrdi- 


rinya  secara  resmi  menganut  paham  sekuler, 
namun  untuk  meraih  suara  dari  kalangan 
atas  dan  menengah  nampaknya  sulit  diba- 
yangkan  akan  berhasil  jika  pemimpinnya 
kaum  Harijan.  Bahkan  untuk  saat  ini  (ken- 
datipun  hukum  tak  melarang)  Harijan  pa- 
ling mungkin  bisa  berhasil  menjadi  f>emim- 
pin  terutama  di  wilayah  yang  didominasi 

g 

Harijan.  Dari  sini  terlihat  bahwa  mereka 
yang  lahir  dari  kalangan  Harijan,  akan  tetap 
menjadi  anggota  kasta  rendah.  Tak  peduli 
apa  pun  yang  ia  lakukan,  apakah  jadi  orang 
kaya  atau  tetap  miskin.'^ 

Pemerintah  Kongres  sebenarnya  "telah" 
berusaha  memperbaiki  nasib  mereka.  Kon- 
stitusi menjamin  bagi  kasta  terbelakang  dise- 
diakan  tempat  di  Parlemen,  jatah  pekerjaan 
di  pemerintah  pusat  dan  negara  bagian,  sena 
akses  ke  lembaga  pendidikan,  termasuk  juga 
perlakuan  secara  khusus  dalam  pengem- 
bangan  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Begitu 
pula  persyaratan  umur,  biaya,  dan  nilai 
ujian  masuk  universitas  dan  pegawai  negeri 
diperingan,  bahkan  termasuk  biaya  asrama. 

Memang,  upaya  demikian  telah  sedikit 
memperbaiki  nasib  Harijan}^  Namun  nam- 

'Mereka  itu  terutama  tinggal  di  negara  bagian  Uliar 
Pradesh.  Rajashtan,  Bihar,  Madya  Pradesh.  Haryina 
Sedangkan  di  wilayah  Selaian:  West  Bcnjial.  Andri 
Pradesh,  Tamil  Nadu.  84*'e  mereka  tinggal  di  dcsa  s*ha- 
gai  buruh  tani.  Harijan  ini  ada  kaMa-kasia  lagi  dan  vi- 
fainya  tidak  lunggal.  Misalnya.  di  Kerala  ndavan  ter- 
masuk kasta  yang  tidak  lH>leh  disentuh,  setncniara  di 
Punjab  justru  termasuk  kasta  yang  betMh. 

'"I'cncntangan  lerhadap  si^tem  kasta  telah  dtmulai 
scjnk  25(X)  lahun  lalu  olch  Hudha  Gautama.  Namwn. 
gerakan  gcrakan  nyaia  kc  aiah  )lu  terutama  sciak  tahun 
1857-1859  bcrsama  sama  tetjadinya  pajuangan  mela- 
wan  kolonial. 

"Tahun  1940  an  mahasiswa  dari  Hah/on  hanya  100 
orang.  lahun  1980  an  telah  mcncapai  500  000  orang. 
Namtm  dari  jumlah  itu  lebcoarnva  leiar  tak  lehih  dan 
7.3^.  padflhal  yang  dtcadanf  I  -  '■'■'"f 
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paknya  tetap  tak  dapat  menyelesaikan  masa- 
lah  secara  tuntas.  Bahkan,  kebijakan  terse- 
but  akhirnya  telah  dipakai  alasan  oleh  kasta 
tinggi  untuk  mempertahankan  sikap  mere- 
ka,  serta  bisa  berakibat  ditariknya  dukungan 
kasta  tinggi  terhadap  pemerintahan.'^  Kon- 
disi  demikian  telah  membuat  dilema  bagi 
kaum  Harijan.  Karena  jika  Harijan  pindah 
agama  akibat  kecewa  pada  sistem  Hindu, 
justru  ia  akan  kehilangan  perlakuan-perla- 
kuan  khusus  dari  pemerintah.  Maka  dapat 
dipahami  bila  mereka  yang  sudah  pindah 
agama,  ada  yang  kembali  masuk  Hindu  de- 
mi  mendapatkan  perlakuan  khusus  itu  lagi. 
Hal  ini  telah  memperlihatkan  tidak  konsis- 
tennya  paham  negara  sekuler  pemerintah  In- 
dia, yang  tidak  memihak  kepada  satu  agama 
mana  pun. 

Diskriminasi  juga  secara  langsung  dia- 
lami  kaum  Muslim,  yang  bersama  penganut 
non-Hindu  lain  berada  pada  posisi  paling 
rendah  di  hadapan  mayoritas  Hindu.  Ha!  ini 
terutama  karena  non-Hindu  tak  termasuk 
dalam  kasta.  Bahkan  karena  alasan  sejarah, 
Muslim  di  mata  golongan  Hindu  "tak  diang- 
gap"  sebagai  bangsa  India. 


Dendam  Sejarah 

Pada  abad  ke  15  M,  meskipun  umat 
Muslim  tidak  melebihi  25%  dari  seluruh 
penduduk  India,  mereka  telah  mampu  men- 
dirikan  kesultanan  Islam  Moghul  yang  me- 
merintah  mayoritas  Hindu.  Kendatipun  an- 
tara  Muslim  dan  Hindu  berbeda  dalam  ber- 
bagai  aspek  kehidupan,  serta  tidak  ada  per- 
kawinan  campur  antarmereka,  namun  kon- 


Kejadian  demikian  sebagaimana  terlihat  pada 
kasus  jatuhnya  pemerintahan  V.P.  Singh  dianggap  me- 
rugikan  kepentingan  kasta  tinggi. 


tak  kemasyarakatan  antarmereka  dapat  ber- 
jalan  harmonis.  Mereka  tetap  melakukan 
kontak  sosial  secara  baik,  terutama  dalam 
bidang  perdagangan.  Kondisi  ini  tercipta, 
karena  Kaisar  Moghul  memang  tidak  me- 
maksakan  sistem  Islam  di  dalam  komunitas 
Hindu.  Mereka  diberi  kebebasan  mengem- 
bangkan  budaya  sesuai  dengan  apa  yang  me- 
reka yakini.  Moghul  pun  tidak  membawa 
hukum  Islam  dalam  wilayah  kerja  politik. 
Agama  hanya  diterapkan  sebagai  falsafah 
hidup  personal,  sambil  mengembangkan  si- 
kap toleransi  serta  memberi  dan  menerima 
di  antara  orang-orang  dari  pelbagai  keyakin- 
an  yang  berlainan  untuk  hidup  berdamping- 
an  secara  damai.  Bahkan,  Akbar  Agung 
(Kaisar  Moghul  abad  17)  yang  terkenal  pa- 
ling sekuler,  mengambil  seorang  isteri  dari 
kalangan  Hindu.  Suatu  hal  yang  tidak  lum- 
rah  dilakukan  oleh  rakyatnya. 

Memang,  menjelang  berakhirnya  dinasti 
Moghul,  Aurangzeb  mulai  menerapkan 
nilai-nilai  Islam  dalam  "wilayah"  politik.^-' 
Namun,  penyuntikan  nilai-nilai  Islam  terse- 
but  dimaksudkan  untuk  menggalakkan  se- 
mangat  jihad  menentang  kolonial  Inggris. 
Oleh  karena  itu,  kebijakan  bersifat  "Islam" 
yang  diperkenalkan  raja  terakhir  dinasti 
Moghul  tersebut  tidak  menimbulkan  kecuri- 
gaan.  Bahkan  dalam  Sepoy  Mutiny  tahun 
1857,  yang  dikenal  sebagai  perang  kemerde- 
kaan  (gerakan  nasionalis)  pertama  bagi  In- 
dia melawan  kolonial  Inggris,  rakyat  Hindu 
pun  justru  ikut  berperan  aktif  mendukung 
dinasti  Moghul. 

Namun,  akibat  kekalahan  dalam  Sepoy 
Mutiny  ini  peran  Moghul  merosot  tajam, 
dan  sebaliknya  Inggris  semakin  dominan. 


Lihat  S.  Akbar  Zaidi,  "Religious  Minorities  in 
Pakistan  Today",  Journal  of  Contemporary  Asia  81, 
no.  4  (88),  445. 
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Alhasil,  secara  perlahan  Inggris  menanam- 
kan  nilai  demokratis  ala  Barat  yang  mene- 
kankan  pada  pentingnya  suara  mayoriias. 
Hal  ini  berarti,  Muslim  yang  tidak  lebih  25% 
dari  seluruh  pendiidiik  India  menjadi  sema- 
kin  tersisih.  Sebaliknya,  Hindu  yang  meru- 
pakan  75%  dari  total  penduduk  India  ber- 
ganti  dominan.  Demikianlah  Congress  Na- 
tional India,  yang  dibentuk  sejak  tahun 
1887,  telah  dipenuhi  kalangan  Hindu.  Dan 
meskipun  secara  formal  Congress  National 
adalah  sekuler,  namun  hasil  kebijakan  yang 
dikeluarkan  lebih  diwarnai  aspirasi  Hindu 
"secara  pekat". 

Posisi  marginal  sedemikian  tentu  tidak 
bisa  diterima  Muslim.  Bukan  hanya  karena 
telah  berabad-abad  terbiasa  menjadi  pemim- 
pin,  lebih  daripada  berbagai  kebijakan  yang 
beraspirasi  Hindu  "tidak  jarang"  berten- 
tangan  dengan  tradisi  Islam.  Akibatnya,  per- 
tentangan  Hindu-Muslim  dari  hari  ke  hari 
kian  menajam.  Dengan  dipelopori  Syed 
Ahmad  Khan,  muncul  di  kalangan  Muslim 
pemikiran  menuntut  diberikannya  hak  yang 
sama  sena  perwakilan  terpisah  dalam  parle- 
men  India.  Kalangan  Muslim  sangsi  bahvva 
jika  kolonial  Inggris  telah  meninggalkan  In- 
dia, Hindu-Muslim  dapat  memimpin  negara 
dengan  hak-hak  yang  sama.  Berdasar  alasan 
tersebut  maka  pada  tahun  1906  dibentuklah 
Liga  Muslim  India  untuk  mengimbangi  ke- 
kuatan  Congress  National  India. 

Karena  kcinginan  dcmikian  ditolak  olch 
mayoritas  Hindu,  akhirnya  Muslim  juslru 
mcngajukan  luntulan  lebih  ckstrcin.  Musiini 
tidak  lagi  hanya  mcnunlut  pcmisahan  Cong- 
ress National  ■  l,iga  Muslim,  lebih  dari  iiu 


'*IJha(  Abhas  Ra«hicl.  "Pflki<ilan:  Ihc  Idcniogicfll 
Dimension",  dalam  (Tmar  A«ghar  Khan.  Islam:  f*>flitu  \ 
anrl  Slate:  Thf  Pakistan  Experience,  Zed  Bookii  l  td.. 
J985.  73. 


-  dengan  dipelopori  Mohammad  Iqbal  (ta- 
hun 1930)  dan  selanjumya  dipinipin  Mo- 
hammad Ali  Jinnah  (tahun  1937)  -  menun- 
lui  suatu  negara  merdeka  terpisah  dari  In- 
dia. 

Meskipun  kaum  nasiona!  India  (seperti 
Maulana  Abdul  Kallam  Azad,  dan  Mahatma 
Gandhi)  berupaya  menyatukan  India,  na- 
mun pertentangan  Muslim-Hindu  pada 
akhirnya  mencapai  pom/  of  no  return,  tidak 
mungkin  dapat  dipadamkan.  Akhirnya, 
pada  bulan  Agustus  1947,  anak  benua  iiu 
pecah  menjadi  2  negara,  India  (mayoritas 
Hindu)  dan  Pakistan  (mayoritas  Muslim). 

Kian  Benci 

Tatkala  India  pecah  menjadi  dua,  India 
dan  Pakistan,  pemimpin  besar  India,  .Mo- 
handas Karamchand  Gandhi,  menyatakan 
bahwa  ia  merasa  seakan-akan  jantungnya 
terbelah  dua.  Menurutnya,  "pembedahan 
hidup-hidup  terhadap  tanah  air"  itu  trauma- 
nya  sudah  pasti  akan  dirasakan  secara  ber- 
generasi.  kecuali  jika  para  pemimpin  necara- 
nya  bekerja  ekstra  keras  menghasilkan  kesc- 
larasan  komunal  Hindu-.MusIim  yang  lahir 
dari  rahim  yang  sama  itu.  Ternyaia.  kckha- 
watiran  Gandhi  ada  benarnya.  Komunalis- 
mc  Hindu-Muslim  di  India  terus  bcrkclan- 
jutan.  scmentara  bcbcrapa  pf>liii.si  Hindu 
(scpcrti  B.IP)  justru  socara  tak  bcrtanggung 
jawab  mcnuangkan  "minyak"  kc  dalam  api 
komunnlismo  dalam  usahanya  mcngalihkan 
pcrh.iiian  dari  kcf?agalan  ckonomi.  .Schingga 
kcndali  kini  pcndviduk  Muslim  lebih  dari  1 10 
jnia.  namun  poliiik  pcrscsuaian  rupanya 
iclap  tak  populcr  di  India. 

Scmentara  ilu  Musinn  India  minia  dihar- 
gai  secara  layak.  Karena  Muslim  walaupun 
jumlah  kurang  dari  I5<^«.  ictapi  Mmibn 
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Muslim  terhadap  seni,  arsitektur,  sastra  dan 
politik  adalah  tak  dapat  diabaikan.  Bahkan 
warga  Muslim  seperti  Maulana  Kalam  Azad 
telah  pula  berjuang  bersama  Gandhi  dan 
Nehru  untuk  mengusir  kolonialisme.  Begitu 
pula  Muslim  India  (yang  saat  ini  menjadi 
warga  negara  India)  sendiri  telah  memperli- 
hatkan  nasionalismenya  dengan  memilih  te- 
tap  di  India  daripada  bergabung  ke  Pakis- 
tan, membentuk  negara  Muslim.  Memang, 
mereka  yang  tetap  di  India  sebagian  karena 
alasan  kemiskinan,  namun  banyak  pula  dari 
mereka  sebenarnya  memang  tertarik  pada 
ide  sekuler  para  pendiri  negara. 

Apa  pun  faktanya,  Muslim  India  tetap 
merupakan  minoritas  yang  hidup  di  tengah 
mayoritas  Hindu  yang  sedikitnya  berjumlah 
580  juta.'^  Sementara  itu,  luka  sejarah  aki- 
bat  perpecahan  Hindu-Muslim  tahun  1947 
ternyata  belum  terlupakan.  Bahkan  Muslim- 
Hindu  India  dalam  kurun  45  tahun  sejak  ke- 
merdekaannya  tetap  menaruh  rasa  benci  dan 
curiga.  Mayoritas  Hindu  selalu  curiga  terha- 
dap loyalitas  Muslim  India  terhadap  negara- 
nya,  apalagi  ditambah  dengan  realitas 
bahwa  masyarakat  Muslim  Kashmir  telah 
pula  selalu  menuntut  pemisahan  dari  India. 

Kondisi  demikian  diperparah  oleh  ke- 
cemburuan  Hindu  terhadap  jumlah  Muslim 


Dalam  perpecahan  India-Pakistan  tahun  1947  itu, 
ternyata  penduduk  Muslim  yang  tetap  loyal  bergabung 
dalam  negara  India  masih  cukup  besar,  sekitar  10% 
(1951)  dari  total  penduduk  India.  Dari  jumlah  tersebut 
akhirnya  meningkat  menjadi  11,21%  pada  tahun  1971, 
dan  13%  pada  tahun  1981.  Kini,  Muslim  India  telah 
mencapai  angka  absolut  110  juta,  ketiga  terbesar  di 
dunia  setelah  Indonesia  dan  Bangladesh,  serta  lebih 
besar  dibanding  Pakistan  yang  harya  105  juta  jiwa. 
Bahkan  Maulana  Wahiduddin  mengklaim  bahwa 
jumlah  Muslim  India  saat  ini  adalah  terbesar  kedua  se- 
telah Indonesia.  Lihat  "Not  by  Grivances  Alone:  Indian 
Muslim's  Failure",  The  Time  of  India.  New  Delhi,  15 
September  1987. 


yang  kian  membengkak.  Bukan  hanya  aki- 
bat  faktor  keturunan,  tetapi  lebih  dari  itu 
banyak  kalangan  Hahjan  (Hindu  kasta  ba- 
wah)  yang  "berlomba"  masuk  Islam  akibat 
kecewa  terhadap  posisi  mereka  dalam  termi- 
nologi  Hindu.  Yaitu  meskipun  pemerintah 
India  telah  melarang  penerapan  kasta  dalam 
kehidupan  bernegara,  namun  dalam  prak- 
teknya  mereka  merasa  tetap  disisihkan,  mes- 
kipun dalam  pendidikan,  jabatan,  dan  eko- 
nomi,  kaum  Harijan  telah  mengalami  mobi- 
litas  ke  arah  yang  lebih  baik. 

Akibatnya,  kebencian  Hindu  terhadap 
Muslim  kian  mendalam.  Dan  konflik  Mus- 
lim Hindu  semakin  sulit  terpecahkan.'^  Iba- 
rat  api  dalam  sekam  konflik  terpendam  ini 
kadangkala  muncul  ke  permukaan,  menjadi 
kerusuhan  komunal.  Dus,  impian  Pandit  Ja- 
waharlal  Nehru  tentang  India  yang  sekuler 
tidak  kunjung  terwujud.  Antara  tahun  1946- 
1979  saja  telah  terjadi  9.542  kali  kekerasan 
anti-Muslim  di  India, dan  mencapai  titik 
kritis  pada  kerusuhan  Ayodhya  pada  bulan 
Desember  1992  lalu. 

Konflik  Ayodhya  bermula  dari  keinginan 
kaum  militan  Hindu  yang  dimotori  Bhara- 
tiya Janata  Party  (BJP)  dan  Badan  Hindu 
Internasional  -  Vishma  Hindu  Parishad 
(VHP)  untuk  mendirik^n  kuil  (mandir)  di 
atas  tanah  Masjid  Babri  di  Ayodhya,  kota 
kecil  di  negara  bagian  Uttar  Pradesh.  Mak- 
sud  tersebut  didasarkan  pada  "klaim"  bah- 
wa di  lokasi  tersebut  mulanya  berdiri  sebuah 
kuil  tempat  lahir  dewa  Rama  (sejak  1500 
SM),  namun  telah  dihancurkan  Kaisar  Mo- 
ghul  diganti  dengan  sebuah  masjid.  Oleh 


'^Lihat  "Conversions  to  Islam  Startle  Hindu  India" 
dalam  Kalim  Siddiqui  (ed.).  Issue  in  the  Islamic  Move- 
ment (1980-1981),  137-141. 

'^Lihat  Surya  India.  Delhi,  Juni  1979. 
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karena  itu,  menurui  BJP  dan  VHP  adalah 
kevvajiban  bagi  umat  Hindu  unluk  kembali 
mendirikan  "bangunan  suci"  tersebut,  de- 
ngan  menggusur  Masjid  Babri  yang  lelah 
berdiri  sejak  1528  M  itu. 

Keinginan  demikian  akhirnya  menimbul- 
kan  konflik  berkepanjangan  dengan  umat 
Islam.  Sejak  tahun  1988  lebih  dari  5.000 
orang  telah  menjadi  korban,  di  samping  ri- 
buan  lainnya  yang  luka-luka.  Kerusuhan  ter- 
sebut mencapai  puncak  sejak  akhir  bulan 
Desember  1992,  setelah  umat  Hindu  berhasil 
meruntuhkan  masjid  serta  berhasil  mendiri- 
kan kuil  darurat.  Kasus  Ayodhya  tentu 
dapat  memberi  gambaran  lebih  jelas  bahwa 
komunalisme  (perasaan  kita-mereka)  tetap 
menjadi  ganjalan  utama  dalam  demokrasi 
sekuler  India. 


Hinduisasi  Muslim 

Berbagai  kekerasan  berdarah  Hindu- 
Muslim  pada  umumnya  direncanakan  oleh 
Hindu  militan,  terutama  Rashtriya  Sevak 
Sangh  (RSS)  dan  sayap  politiknya,  Jana 
Sangh,  termasuk  beberapa  organisasi  re- 
gional seperii  Shiv  Sena  di  Maharashtra. 
Kekerasan-kckerasan  anti-Muslim  yang  per- 
tama  kali  dimulai  di  India  pada  awal  tahun 
1920-an  tatkala  organisasi  Hindu  militan, 
seperti  Mahasahha  (yang  akhirnya  bcrga- 
bung  dengan  RSS)  yang  mclancarkan  pro- 
gram Shuddhi.  yaitu  Hinduisasi  kalangan 
Muslim.  Setelah  kcmcrdckaan,  program  ter- 
sebut diganti  nama  dengan  Indianisasi  Mus- 
lim. Hal  ini  bcrarli  orang  Muslim  di  India 
dianggap  bclum  India,  mclainkan  scbngai 
orang  asing  dalam  ncgaranya  scndiri."' 


'*Kaljm  Siddiquc  (cd  ).  op.  cii..  103- 106. 


Sejak  awal  tahun  1960-an  kerusuhan 
anti-Muslim  mulai  meningkat  tajam.  Pada 
tahun  1960  saja  tercatat  26  kali  kekerasan. 
Selanjutnya  berturut-turut  terjadi  92  kasus 
(1961),  60  kasus  (1963),  dan  220  kasus 
(1967).  Pada  pertengahan  tahun  1968  keru- 
suhan telah  mencapai  327  kasus.  Bahkan, 
pada  masa  partai  Janata  Dal  berkuasa  yang 
didominasi  kaum  komunal  Jana  Sangh 
(1977-1978),  kerusuhan  anti-MusUm  men- 
capai rekor  tertinggi,  yakni  547  kasus. 

Dalam  berbagai  kerusuhan  ini  Muslim 
selalu  menjadi  korban  terbesar.  Bahkan  so- 
siolog  AS,  Richard  D.  Lambert,  dalam  pene- 
litiannya  terhadap  kekerasan-kekerasan 
anti-Muslim  berhasil  mengungkap  bahwa 
korban  di  pihak  Muslim  adalah  sebesar  2,5 
sampai  10  kali  lebih  besar  dibanding  jumlah 
yang  disiarkan  oleh  pemerintah  India. ^ 

Dalam  peta  komunalisme  di  India  ini, 
minoritas  Muslim  dari  tahun  ke  tahun  terus 
mengalami  teror  dari  Hindu.  Mereka  bukan 
hanya  menyerang  pribadi-pribadi  .Muslim, 
melainkan  juga  merusak  dan  membakar  ru- 
mah,  toko  dan  industri-industri  milik  Mus- 
lim. Kekerasan  ini  terutama  ditujukan  pada 
daerah-daerah  di  mana  Muslim  relaiif  mak- 
mur,  seperti  di  Jabalbur.  Jamshedpur.  Bhi- 
wandi,  Banaras,  Ahmadabad,  dan  Mura> 
dabad. 

Indian  Muslim  Rchcf  Comma u  c  >an^ 
berbasis  di  London  incniporkirakan  bahwa 


"l  ihal  Prornod  Kumar.  "Communal  Violence  und 
Kcpicssion"'.  Mtiinsirvom,  5  .Sc{McmlxT  1%"^.  dikutip 
ulnng  dari  Jutnol  of  C<^n temporary  Aaan  19,  no.  3 
(1989).  282 

^\  ihat  Kalim  Siddiquc,  np.  <it..  IOJ-106,  Pcndiiian 
alfl«  kfl»«n  kekerasan  Hindu  (erhadap  MuUim  ini  pemah 
pula  dilakukan  oleh  Prof.  R.A.  Schcrmerhmn  of  Caw 
Western  Rctratch  Unix-crvtv  dari  AS.  lihat  tmport. 
LondiMi.  12  2?  September  I9<W. 
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selama  33  tahun  (1948-1981)  saja  di  India 
telah  terjadi  5.500  kekerasan  anti-Muslim 
oleh  Hindu,  dengan  korban  200.000  Muslim 
meninggal,  serta  kerugian  materi  di  atas 
US$200  juta. 

Sementara  itu,  pemerintah  India  yang  di- 
dominasi  Hindu,  nampaknya  tidak  dapat 
berbuat  banyak  mengatasi  kebrutalan  warga 
Hindunya.  Bahkan  pada  beberapa  kasus, 
justru  terjadi  pemihakan  (kepada  Hindu)  se- 
cara  terang-terangan  oleh  pihak  kepolisian. 
Misalnya  pada  kerusuhan  di  Muradabad 
tanggal  13  Agustus  1980,  polisi  justru  ikut 
menembak  mati  150  Muslim  dalam  kerusuh- 
an komunal.  Dalam  kerusuhan  Meerut  ta- 
hun 1982,  di  kota  kecil  sebelah  barat  laut 
New  Delhi  itu  polisi  juga  secara  jelas  berpi- 
hak,  dengan  menembaki  puluhan  Muslim 
serta  menangkap  ratusan  lainnya.  Hal  yang 
sama  juga  pernah  terjadi  dalam  kerusuhan 
di  Aligarh  dan  Bangalore.  Sementara  itu,  pe- 
merintah pun  nampaknya  tidak  melakukan 
tindakan  apa  pun  atas  pemihakan  tersebut. 

"Mesin-mesin"  pemerintah  memang  di- 
dominasi  Hindu.  Elemen-elemen  RSS  dan 
Jana  Sangh  memang  telah  berpuluh-puluh 
tahun  mendominasi  kekuatan  polisi.  Di  pro- 
pinsi  paling  padat  India,  Uttar  Pradesh,  di 
mana  Masjid  Babri  Ayodha  terdapat,  adalah 
pusat  dari  kaum  komunalis  Hindu  ini.  Di 
sini,  jumlah  Muslim  yang  menjadi  Provin- 
cial Armed  Constabulary  (polisi  anti  huru- 
hara)  hanya  300  Muslim  dari  sekitar  200.000 
PAC  yang  ada.  Hal  ini  berarti  Muslim  yang 
merupakan  13%  dari  seluruh  penduduk  Ut- 
tar Pradesh,  hanya  mendapatkan  jatah  ja- 
batan  di  kepolisian  0,15%  saja.  Oleh  karena 
itu,  dapat  dipahami  pula  bila  selama  3  tahun 
konflik  Masjid-Kuil  di  Ayodhya  dengan  kor- 
ban di  atas  9.000  orang  ini,  Muslim  pula 
yang  menderita  paling  parah. 


Pola  Hubungan  India-Pakisfan 

Seperti  biasanya  kerusuhan  Ayodhya 
pada  akhir  tahun  1992  lalu  telah  pula  me- 
nyulut  campur  tangan  Pakistan.  Islamabad 
menyebut  pemerintah  New  Delhi  telah  gagal 
melindungi  umat  Islam  India.  Bahkan,  ma- 
syarakat  Muslim  Pakistan  melakukan  aksi 
kekerasan  dengan  merusak  beberapa  toko 
milik  Hindu  dan  kuil  di  Pakistan.  Sikap  de- 
mikian  oleh  New  Delhi  dinilai  sebagai  "cam- 
pur tangan"  Pakistan  terhadap  masalah  da- 
lam negeri  India.  Atas  dasar  peristiwa  itu 
akhirnya  India  cukup  mempunyai  alasan 
menuduh  Pakistan  terlibat  dalam  aksi  pele- 
dakan  di  Bombay,  India  pada  pertengahan 
bulan  Maret  1993  lalu.'^' 

Kendatipun  belum  berhasil  diungkap  se- 
cara jelas  siapa  otak  dan  pelaku  serta  apa 
motif  aksi  peledakan  tersebut,  India  telah 
menuduh  Pakistan  berada  di  belakang  aksi 
yang  menewaskan  250  orang  itu.  India  me- 
nyatakan  bahwa  tindakan  teror  di  Bombay 
dilakukan  oleh  keluarga  Memon  yang  Mus- 
lim. Setelah  itu  mereka  lari  ke  Pakistan  me- 
lalui  Timur  Tengah.  Pakistan  membantah 
tuduhan  tersebut,  bahkan  ganti  menuduh 
India  telah  sengaja  membuat  rekayasa  untuk 
menimbulkan  kesan  bahwa  pemerintah  Is- 
lamabad adalah  pendukung  terorisme. 

Terlepas  dari  soal  siapa  yang  benar  da- 
lam peristiwa  saling  tuduh  itu,  kiranya  kita 
perlu  menempatkan  analisis  pada  pola  hu- 
bungan India-Pakistan  yang  memang  tak 
harmonis  sejak  keduanya  pecah  menjadi  dua 
negara  tahun  1947.  Bahkan,  selama  46  tahun 
sejarah  terpisahnya  Pakistan  dari  India,  ke- 
dua  negara  itu  telah  terlibat  dalam  tiga  kali 


Lihat  "Pakistan  Link  to  Bombing",  Far  Eastern 
Economic  Review,  8  April  1993,  4,  dan  "The  Explosive 
Nature  of  Politics",  The  Economist,  24  April  1993,  32. 
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perang.  Tahim  1948  dan  1965  kediianya  ben- 
irok  karena  soal  Kashmir.  Tahun  1971  pepe- 
rangan  terjadi  lagi  setelah  India  membaniii 
gerakan  separatis  Bengali  memisahkan  diri 
dari  Pakistan  untuk  mendirikan  negara 
Bangladesh." 

Sejarah  mencaiai  bahwa  pcrsoalan 
Kashmir  yang  menjadi  sisa  persoalan  pcrpe- 
cahan  tahun  1947  memang  menjadi  ganjalan 
uiama  hiibungan  India-Pakistan  sampai 
kini.  Pakistan  yang  menguasai  sekitar  scpcr- 
liga  wilayah  Kashmir  merasa  lebih  berhak 
menduduki  seluruh  daerah  itu,  karena  ma- 
yoritas  penduduknya  mcnganut  Islam.  Bu- 
kankah  landasan  berdirinya  Pakistan  adalah 
keinginan  mewujudkan  suatu  negara  Mus- 
lim terpisah  dari  India?  Maka  argumenlasi- 
nya  jelas  bahwa  pembagian  Anak  Benua 
Asia  tersebut  adalah  identik  dengan  pemi- 
sahan  antara  Muslim  (Pakistan)  dan  Hindu 
(India).  Atas  dasar  itu  pula,  Kashmir  pun 
seharusnya  ikut  bergabung  dengan  Pakistan. 

Sebenarnya  dalam  Perjanjian  India- 
Pakistan  pada  awal  kemerdekaan  Pakistan 
tahun  1947  telah  ditegaskan  bahwa  kerajaan 
kecil  tersebut  harus  menentukan  pilihannya 
sendiri  apakah  akan  bergabung  dengan  In- 
dia atau  Pakistan.  Namun  karena  penguasa 
Kashmir  waktu  itu  adalah  non-Muslim 
(Harry  Singh),  apalagi  karena  mereka  pun 
ler.singgung  alas  kchadiran  pasukan  Pakis- 
tan, akibainya  penguasa  Kashmir  meminia 
bantuan  kcpada  India.  Bahkan,  pada  hulan 
Oktobcr  1947  Kashmir  dan  India  njcnatida- 
tangani  perjanjian  pcnggabun^'an  kcdiia  wi 
layahnya. 

Islamabad  mcncnlang  perjanjian  itu 
yang  dinilai  Iclah  mclanggar  prinsip  uiama 

"Dhuroriidin  Ma«ha<l.  "Kflsu«  fkrmhay  dnn  t'to'- 
pck  fliihungan  fncJia-PakiMnn".  Stiara  Karva,  18  Mflrn 


pisahnya  India-Pakistan,  yakni  mendirikan 
negara  untuk  Muslim  India.  Perang  pun 
akhirnya  terjadi.  Persoalan  tersebut  telah 
pula  dibawa  ke  meja  pcrundingan  bilateral 
maupun  forum  PBB.  Namun  sampai  sejauh 
ini  formula  yang  diperoleh  belumlah  mc- 
muaskan  kedua  belah  pihak.  Walhasil,  ber- 
bagai  faktor  historis  tersebut  akhirnya  mem- 
buat  hubungan  India-Pakistan  terus  mema- 
nas.  Adalah  masuk  akal  jika  konflik  terpen- 
dam  tersebut  selalu  sangat  mudah  menim- 
bulkan  perasaan  curiga  seria  saling  tuduh.^"^ 

Pada  awal  tahun  1989  prakarsa  damai 
India-Pakistan  sempat  memberikan  "angin 
segar".  PM  India  Rajiv  Gandhi,  putra  scka- 
ligus  penerus  Indira  Gandhi,  bersama  PM 
Pakistan  Benazir  Bhutto,  putri  Ali  Bhutto, 
berusaha  mengakhiri  permusuhan  untuk 
menjalin  hubungan  "mesra"  antara  kedua 
negara  yang  mereka  pimpin.  Bahkan,  Bena- 
zir berhasil  mengundang  PM  India  mengun- 
jungi  Pakistan  serta  mengadakan  pembica- 
raan  mengenai  berbagai  hal  yang  selama  ini 
menjadi  sandungan  hubungan  India-Pakis- 
tan. Peristiwa  ini  merupakan  kunjungan  per- 
tama  seorang  PM  India  setelah  kunjungan 
Jawaharlal  Nehru,  kakek  Rajiv,  kira-kira  30 
tahun  sebelumnya.  Padahal  usaha  lerus- 
menerus  sudah  pernah  dilakukan  mendiang 
Zia  ul-Haq.  tcrmasuk  dengan  berkali-kali 
mengunjungi  India.  Namun  sejauh  itu  Zia 
lidak  berhasil  mengubah  sikap  permusuhan 
Rajiv  icrhadap  Pakistan.  Olch  karena  ilu, 
lak  berlebihan  bila  kcvlaiangan  Rajiv  kc  Is- 
lamabad itu  iclah  mcmiuK'ulkan  harapan 
kuat  hagi  tcrwujudnya  hubungan  harmonis 
India-Pakistan. 

Tcrnyata  dugaan  mclesct.  Pada  pctie- 
Ufjahan  bulan  Novcml>cr  1989  hubungan 


^'Uhat  "TTic  Pain  of  Kashmir".  NewicMt-ek.  *?  De- 
%cm\^  1992.  32-5 3. 
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India-Pakistan  kembali  memanas  disebab- 
kan  konflik  Ayodhya  akibat  militan  Hindu 
India  ingin  mendirikan  kuil  di  atas  tanah 
Masjid  Babri.  Karena  peristiwa  itu  Pakistan 
lantas  melontarkan  kecaman  terhadap  pe- 
merintah  India.  Sebaliknya,  India  pun  ganti 
mengecam  dengan  menuduh  bahwa  Islama- 
bad sengaja  berusaha  menciptakan  suasana 
keruh  di  India  menjelang  dilaksanakannya 
pemilihan  umum  di  negara  itu. 

Tatkala  PM  Rajiv  telah  digantikan  PM 
V.P.  Singh  pada  bulan  Januari  1990,  upaya 
peredaan  ketegangan  segera  dilakukan.  Na- 
mun  usaha  tersebut  tidak  memberikan  hasil 
berarti.  Bahkan  ketegangan  kian  memun- 
cak,  terutama  akibat  menyusulnya  kerusuh- 
an  di  Kashmir  pada  akhir  bulan  Januari 
1990.  Pakistan  kian  meningkatkan  kecaman- 
nya.  Sekitar  34.000  rakyat  Pakistan  berde- 
monstrasi  di  kota  Sothaitgarh  dan  Siolkot, 
perbatasan  India-Pakistan.  Bahkan  lebih 
dari  1.000  di  antaranya  menyeberang  masuk 
India,  melakukan  pengrusakan  dan  memba- 
kar  bendera  India. 

Ketegangan  kian  memuncak.  India  telah 
menempatkan  lebih  dari  100.000  pasukan  di 
Rajashtan,  8  kilometer  dari  tapal  batas.  In- 
dia telah  pula  meningkatkan  anggaran  mili- 
ternya  dari  US$9,54  juta  menjadi  US$17,7 
juta  atau  sebesar  27%.  Sementara  itu  Pakis- 
tan meningkatkan  sebesar  18%  dari  52,25 
juta  rupee  (atau  sekitar  US$4  juta)  menjadi 
61,93  juta  rupee.  PM  Benazir  telah  pula  me- 
lakukan lawatan  ke  negara  Timur  Tengah 
dan  Cina  guna  mendapatkan  dukungan  di- 
plomasi  dan  keuangan. 

Tatkala  peperangan  sudah  di  ambang 
pintu,  kedua  pimpinan  negara  berseteru  itu 
akhirnya  sadar  bahwa  bila  perang  terjadi 
akibatnya  akan  sangat  mengerikan.  Pepe- 
rangan akan  menjadi  konflik  militer  terbesar 


dalam  sejarah  India-Pakistan,  mengingat  ke- 
duanya  telah  sama-sama  memasuki  jajaran 
negara  nuklir.  Walaupun  diperkirakan  be- 
lum  membuat  senjata  nuklir,  tetapi  kedua- 
nya  dapat  dengan  cepat  menciptakan  hanya 
dalam  beberapa  minggu.  India  diperkirakan 
bisa  membuat  40-60  bom.  Jumlah  ini  sudah 
cukup  untuk  menyapu  kota-kota  Pakistan 
hanya  dalam  beberapa  kali.  Sedangkan  ke- 
kuatan  nukHr  Pakistan  walaupun  lebih  kecil, 
tetapi  dapat  dimungkinkan  untuk  mengha- 
silkan  5-9  bom.  Jumlah  ini  tentu  sudah  lebih 
dari  cukup  untuk  membunuh  sejuta  rakyat 
India.  Menyadari  kemungkinan  terburuk 
yang  bakal  terjadi,  akhirnya  PM  V.P.  Singh 
dan  PM  Benazir  Bhutto  kembali  berupaya 
mencari  jalan  diplomasi  untuk  meredakan 
ketegangan. 

Kendatipun  India-Pakistan  tak  menghen- 
daki  perang  untuk  keempat  kalinya,  namun 
selama  ini  konflik  masih  tetap  mewarnai 
spektrum  hubungan  kedua  negara  itu.  Nam- 
paknya  masih  terlalu  sulit  mewujudkan  har- 
monisasi  hubungan  antara  keduanya.  Trau- 
ma sejarah,  kasus  Kashmir,  persaingan  ke- 
pentingan  -  khususnya  persaingan  kepe- 
mimpinan  regional  ~  telah  menyebabkan  ru- 
mitnya  hubungan.  Dalam  semangat  permu- 
suhan  itu,  India  dan  Pakistan  cenderung 
mempertahankan   pola   pertahanan  yang 
kuat.  Sikap  demikian  sudah  pasti  akan 
menghabiskan  dana  sangat  besar  untuk  ke- 
pentingan  militer,  yang  sebetulnya  dapat  di- 
manfaatkan  untuk  peningkatan  kesejahtera- 
an  rakyat.  Oleh  karena  itu,  India-Pakistan 
hendaknya  dapat  menahan  diri  serta  segera 
mencari  formula  untuk  menyelesaikan  inti 
dari  permusuhan  mereka.  Karena  selama  hu- 
bungan tidak  segera  diperbaiki,  bukan  tidak 
mungkin  keduanya  akan  terus  melakukan 
kalkulasi  untuk  sahng  merongrong  stabilitas 
negara.   Hal  demikian  terbukti  nampak 
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dalam  KTT  SAARC  ke-7  di  Dhakka  awal 
bulan  Mei  1993  lalu  menyusul  lerjadinya 
kasus  Ayodhya. 

Mulanya  pertemuan  piincak  tersebut 
nampak  sulit  diwujudkan,  bahkan  sempat 
tertunda  dua  kali.  India  selain  sibuk  mem- 
benahi  siabilitas  dalam  negeri,  juga  enggan 
datang  menghadiri  KTT  SAARC  di  Dhakka. 
India  khawaiir  lerhadap  kemungkinan  mun- 
culnya  kerusuhan  di  negara  itu,  menyusul 
demonstrasi-demonstrasi  keras  akibat  diru- 
buhkannya  Masjid  Ayodhya.^"*  Hanya  kare- 
na  usaha  keras  dari  Bangladesh  sebagai  tuan 
rumah  saja  akhirnya  KTT  tersebut  dapat  ter- 
laksana. 

Namun  demikian  dalam  pelaksanaan- 
nya,  hampir  di  setiap  pertemuan  itu  tak  ber- 
hasil  dirumuskan  suatu  kebijakan  substan- 
sial  bagi  kepentingan  mereka.  Jangankan 
suatu  rumusan,  untuk  mengembangkan  si- 
kap  menahan  din  agar  tidak  memasukkan 
konflik  bilateral  ke  dalam  pertemuan  resmi 
KTT  saja  mereka  tak  mampu.  Pakistan 
tetap  asyik  melancarkan  kecaman  terhadap 
musuh  historisnya  New  Delhi  yang  dianggap 
gagal  melindungi  umat  Islam  India.  Akibat- 
nya,  KTT  SAARC  yang  sebenarnya  diben- 
luk  untuk  menjadi  wadah  pembahasan  ma- 
salah-masaiah  regional  akhirnya  berubah 
fungsi  menjadi  ajang  kcscmpatan  untuk  me- 
ngcmukakan  pcrsoalan-persoalan  bilateral 
yang  umumnya  bersifat  konfrontatif. 

Bahkan,  karcna  kasns  Ayotihya  pula  lui- 
bungan  India-Bangladesh  menjadi  scmakin 
tidak  harmonis,  kciidaiipun  India  ikul  bcrja- 
sa  mcmbantu  bcrdirinya  Bangladesh."  Scla- 
ma  KTT  bcrlangsung  ribuan  rakyai  Bangia 

^■*LihaJ  DhiiroDidin  Ma^hncJ.  '■Pcr<;cliOhnn  di  Halik 
Pertemuan  Asia  Sclalan",  Suara  Kurvu.  \  \  Mci  199.^ 

^'Selain  ilu  terdapat  faklor  lain  vanp  mrnjadi  ken 
dala  hubungan  Bangladesh-India,  sepcrti  mcfeml>esny8 


desh  lurun  ke  jalan  menuntut  agar  Rao 
membolehkan  Bangladesh  memanfaatkan 
air  Sungai  Gangga  secara  adil,  dan  berjanji 
untuk  membangun  kembali  Masjid  Babri 
yang  Desembcr  lalu  dirubuhkan  kelompok 
ekstrimis  Hindu.  Kaum  demonstran  yang  di- 
pimpin  kelompok  sayap  kanan  dari  Partai  - 
Juliya  Ganotanlrik  dan  Partai  De/nokrasi 
Nasional  Bangladesh  ini  berpendapat  bahwa 
India  bukan  hanya  telah  turui  campur  terha- 
dap masalah  dalam  negeri  Bangladesh,  me- 
lainkan  juga  sudah  menjurus  menyakiti  haii 
umat  Islam. 

Karena  siluasi  itu,  maka  inenjelang  dan 
selama  KTT  berlangsung  Bangladesh  mem- 
perketat  keamanan  dengan  mengerahkan  se- 
kitar  8.000  tentara  dan  polisi.  Kendaiipun 
demikian,  ternyata  rakyat  Bangladesh  bersi- 
kap  tak  peduli  dengan  terus  melakukan  de- 
monstrasi  seiring  dengan  pelaksanaan  KTT. 

Walhasil  sebagaimana  pertemuan-pene- 
muan  sebelumnya,  pertemuan  kali  ini  pun 
ternyata  tak  memberikan  hasil  substantial 
bagi  kepentingan  anggota  SA.ARC.  Sedia- 
nya  pertemuan  tersebut  akan  difokuskan 
pada  pembahasan  masalah  perdagangan  dan 
isu  internasional  yang  mempengaruhi  nega- 
ra-negara  berpenduduk  padat  dan  .<ialah  saiu 
kawasan  tcrmiskin  di  dunia  ini.  Namun, 
upaya  kc  arah  itu  ternyata  relatif  gagal.  tcru- 
lama  akibat  masing-masing  pihak.  khusus- 
nya  India  dan  Pakistan,  mcmbawa  konflik 
bilateral  kc  dalam  pcricmuan  baik  dalam 
forum  resmi  maupun  informal.  Akibamya 
pembicaraan  itu  pun  tak  Icbih  hanya  sebagai 
ritual  politik  (rite  of  passajicf  dengan  tanpa 
mcmbawa  hasil  yang  bcrarti. 

jKndiidtik  Hangladcvh  kc  India,  iVTvdi«.ihan  Matus  pc- 
milikan  Pulau  r<ilp<it(\\  nintulan  Bangladesh  aiav  kori- 
dor  Tin  Higha.  vena  iKt^oalan  pcmhagian  air  Sungai 
(fune^ii  (rlah  menjadi  (x-nvehah  terhentuknya  pol*  r»e- 
gatif  hubungan  India  Bangladesh. 


Dokumen 
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Membangun  Kerja  Sama 
Ekonomi  Asia  Pasifik 


Tim  Departemen  Hubungan  Internasional 


I.  PERTEMUAN  KERJA  SAMA  EKONOMI  ASIA 
PASIFIK  (APEQ  KE-5 

A.  Pertemuan  SOM  APEC 

B.  Pertemuan  APEC  ke-5 

H.  PERSIAPAN  PERTEMUAN  APEC  KE-6 

A.  Pertemuan  SOM  APEC 

B.  Pertemuan  Menteri  Keuangan  APEC 


Berakhirnya  era  Perang  Dingin  telah  memunculkan 
persoalan  baru  di  kawasan  Pasifik,  yaitu  bagaimana 
kawasan  ini  harus  mengatur  dirinya  dengan  adanya 
perubahan-perubahan  global  di  bidang  keamanan  dan 
politik.  Upaya  negara-negara  di  kawasan  Pasifik  untuk 
mengatur  diri  mereka  adalah  dengan  membangun  kerja 
sama  dalam  bidang  ekonomi.  Kerja  sama  dalam  bidang 
ini  menempati  posisi  penting  dalam  kebijaksanaan  ne- 
gara-negara di  kawasan.  Salah  satu  gagasan  kebijaksa- 
naan dalam  bidang  ekonomi  ini  adalah  membangun  in- 
stitusi  regional  yang  didasarkan  atas  hubungan  multi- 
lateral. Tetapi  proses  pembentukan  institusi  demikian 
kelihatannya  berjalan  agak  lam  bat,  meskipun  telah  ada 
upaya  ke  arah  itu,  misalnya  APEC.  APEC  dianggap  se- 
bagai  forum  yang  paling  tepat  bagi  kawasan  Pasifik  un- 
tuk mengelola  masalah-masalah  ekonomi  kawasan. 


APEC  tidak  hanya  bersifat  multilateral  karena  ia 
melibatkan  banyak  peserta,  tetapi  juga  modular  karena 
ia  melibatkan  berbagai  pelaku  yang  berbeda  sesuai  de- 
ngan masalah  yang  ditangani.  Lebih  dari  itu,  kepe- 
mimpinan  dalam  APEC  cenderung  bersifat  luwes  dan 
tidak  bersifat  hegemonis.  Dalam  arti  kepemimpinan 
APEC  disesuaikan  dengan  masalah-masalah  yang  diha- 
dapi. 

APEC  menjadi  berita  utama  dalam  surat  kabar 
pada  akhir  tahun  1993  ketika  ia  mengadakan  pertemuan 
di  Seattle,  Amerika  Serikat.  Pertemuan  Seattle  ini  mem- 
pertegas  APEC  sebagai  forum  kerja  sama  ekonomi 
yang  paling  cocok  untuk  Asia  Pasifik.  Meskipun  tidak 
mengeluarkan  suatu  keputusan  konkret  mengenai  ke- 
lembagaan  APEC,  pertemuan  APEC  kelima  tersebut 
telah  meletakkan  landasan  baru  yang  memberi  inspirasi 
bagi  kelangsungan  APEC. 

Pertemuan  Seattle  tersebut  juga  memutuskan  Indo- 
nesia sebagai  tuan  rumah  Pertemuan  APEC  keenam  ta- 
hun 1994.  Keputusan  ini  tidak  hanya  dipandang  sebagai 
keberhasilan  diplomasi  ekonomi  Indonesia,  tetapi  juga 
pengakuan  bahwa  sebagai  anggota  ASEAN  Indonesia 
mampu  memainkan  peran  penting  dalam  membangun 
kerja  sama  ekonomi  Asia  Pasifik. 

Ringkasan  Peristiwa  edisi  ini  akan  menyajikan  be- 
berapa  berita  utama  mengenai  Pertemuan  APEC 
kelima  dan  berita-berita  mengenai  persiapan  Pertemuan 
APEC  keenam  di  Jakarta  bulan  November  1994. 
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I.  PKRTEMUAN  KKRJA  SAMA  FKONOMI  ASIA 
PASIFIK  APKC  KK-5 

A.  PERTEMUAN  SOM  APEC 

Pertemuan  Tingkat  Pejabai  Tinggi  (Senior  Official 
Meeting  -  SOM)  APEC  berlangsung  di  Seaiile.  AS, 
tanggai  14-16  November  1993  dihadiri  oieh  15  negara 
dari  ASEAN,  AS,  Kanada,  Australia.  Selandia  Baru, 
Jepang.  Korea  Selatan.  Cina,  Hongkong  dan  Taiwan 
untuk  membahas  laporan  Keiompok  Para  Pakar  (emi- 
nent persons  groups  -  EPG),  economic  trends  and  issues 
(ETl).  anggaran  APEC,  dan  laporan  Direktur  Ekse- 
kutif  Sekretariat  APEC  di  Singapura,  Dr.  William  Bod- 
dee. 

Rckomcndasi  Keiompok  Para  Pakar  kepada  Konpe- 
rcnsi  Tingkat  Menteri  (KTM)  tentang  Konsep  Masyara- 
kai  Ekonomi  Asia  Pasifik  dan  ide  pembentukan  kawa- 
san  perdagangan  bebas  (free  trade  area)  sebagai  tindak 
lanjut  APEC  beium  bisa  diterima.  Rekomendasi  terse- 
but  dipandang  masih  terlaJu  dini  karena  tingkat  kema- 
juan  ekonomi  di  kalangan  anggota  APEC  belum  seim- 
bang.  Akan  lebih  baik  bila  sesama  anggota  APEC  me- 
ningkatkan  kerja  sama  untuk  mengurangi  perbedaan 
tingkat  pertumbuhan  ekonomi  di  antara  mereka  {Kom- 
pas.  20-11-1993). 

Menlu  All  Alatas  mengatakan  bahwa:  (1)  termino- 
logi  masyarakat  ekonomi  atau  yang  juga  diistilahkan 
komunitas  ekonomi  masih  mengundang  berbagai  pe- 
nafsiran.  Ada  yang  menganggap  kata  komunitas  dapat 
dipakai  sejauh  tidak  mempunyai  implikasi  teknis,  tapi 
ada  pula  yang  keberatan  karena  implikasinya  sangat 
luas  scpcrti  pcnyeragaman  kriteria,  standardisasi,  dan 
sistcm  pabcan;  (2)  langkah  ke  arah  pembentukan  perda- 
gangan bebas  sebagai  persiapan  pelembagaan  APEC, 
tcrlaJu  dini,  tanpa  merinci  alasannya.  Indonesia  dan 
anggota  ASEAN  lainnya  belum  siap  mcnerima  konsep 
komunitas  ekonomi  bila  kata  iiu  diartikan  sama  dcngan 
Masyarakat  Ekonomi  Eropa  (lluropean  /•'conomic 
Community  ■  EEC).  Tcrminologi  Mnsyaraknl  Ekonomi 
Eropa  mempunyai  pcngcrtian  inicgrusi  ekonomi  pnsnr. 
dan  pclaksanaan  harmonisasi  dalam  kcbijaksanann 
ekonomi.  tcrmasuk  ttandardi^njii  produk  (Knmpas.  2()- 
1 1- 199.1). 

.Semcniara  itu  Mcniu  AS.  Wanrn  Chrixtnpher  me- 
ngatakan  bnhwa:  (I)  APFC  pcrhi  dilcmbagakan  unlnk 
mempcrccpaf  pt'ningkatan  perdagangan  dan  invr^in^i  di 
kawa.<van  Asia  fasiTik;  (2)  harmnni«flsi  langkah  Inngkah 
APEC  adalah  penling.  Sejalan  dcngan  hal  ini.  AS 


mcngusulkan  uniuk  lebih  melibaikan  scktor  swasta;  (3) 
AS  tetap  menekankan  peniingnya  pelaksanaan  sistera 
perdagangan  dan  investasi  terbuka,  meningkaikan  kerja 
sama  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  regional, 
seperii  cnergi  dan  lingkungan,  mempererat  jalinan  kerja 
.sama  regional  dan  meningkatkan  infra  struktur  pcmba- 
ngunan  (Kompas,  20-11-1993). 

Presiden  Soeharto  mengatakan  bahwa:  (1)  keikut- 
sertaan  Indonesia  dalam  APEC  bukan  berani  mening- 
galkan  Gerakan  Nonblok  (GNB).  atau  mcngabaikan 
cita-cita  GNB.  Scbaliknya,  kepemimpinan  Nonblok 
akan  mendapai  perhatian;  (2)  APEC  diharapkan  dapat 
mengembangkan  dialog  yang  konsirukiif  antara  negara 
industri  maju  dan  negara  membangun.  Di  dalam  APEC 
ada  tiga  negara  industri  maju  anggota  G7,  yaitu  AS, 
Kanada  dan  Jepang;  (3)  masa  depan  APEC  penting 
karena  di  kawasan  Asia  Pasifik  terletak  kemungkinan 
dikembangkannya  kerja  sama  di  bidang  ekonomi;  (4) 
APEC  perlu  dikembangkan  secara  berhati-hati.  dan 
hendaknya  memberi  manfaat  untuk  lingkungan  APEC 
dan  bagi  semua  negara  di  kawasan  lainnya  (Kompas. 
21-11-1993). 

KTM  sepakat  untuk  mengurangi  hambatan-ham- 
batan  dalam  perdagangan  barang,  jasa,  investasi.  dan 
administrasi,  serta  meningkatkan  akses  ke  data  menge- 
nai  tarif  di  negara-negara  APEC  tanpa  keluar  dari  prin- 
sip  GATT. 

Kesepakatan  bersama  yang  tenuang  dalam  Dekla- 
rasi  Kerangka  Kerja  Sama  Perdagangan  dan  Investasi 
Asia  Pasifik  (Declaration  on  an  Asia  Pacific  Economic 
Cooperation  Trade  and  Inwstment  Frame^<oriJ  berisj; 
(I)  rumu.san  tentang  pembentukan  keiompok  kcrji 
APEC  untuk  bidang  tclekomunikasi.  r>ariwi<iaia.  kon- 
servasi  sumber  daya  kelautan  dan  teknologi;  (2)  puiu.<^ 
untuk  mengembangkan  APEC  dcngan  prinsip  "rcgiO' 
nalisme  terbuka"  dan  sisiem  pa.«r  yang  mcnparah  p^ada 
interdcpcndcnsi  ekonomi  di  k.iwa.<;an  A.Ma  Pasifik.  Hal 
itu  diixrluknn  karcnii  masa  dcpan  APFC  diiantang  olch 
lajunya  pcrdagnng.in  dan  investasi  regional.  lanian^W 
mana  hanya  bisa  dihadapi  Jnigan  meningkatkan  kerja 
sama.  termasuk  pcnyediaan  fasilitas;  pmgakuan 
APFT  bahwa  prinsip  GAIT  triap  mcrupakan  landasan 
siMcM)  ixrdagangan  dan  kcria  sama  ekonomi  AI'I C;  (4) 
prinsip  kerja  sama  API-f.  yang  (ctap  iKtpcgang  pada 
prinsip  perdagangan  multilateral  yang  bchas;  (5)  keya- 
kinan  para  mcntcri  untuk  mnidemonstrasikan  \ia  inter- 
dcpcndcnsi APF-r  pada  komunitas  perdagangan  dan  in- 
vestasi global;  (<S)  jvtanan  APHC  untuk  mewakili  ke- 
pcntingan  bersama  kawa.san  Aua  Pasink  dengan  teiap 
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mengikuti  prinsip  umum  perdagangan  dan  investasi 
GATT;  (7)  sikap  APEC  untuk  mempertahankan  se- 
mangat  dialog  terbuka,  dan  membangun  konsensus  de- 
ngan  tetap  menghargai  pandangan  tiap  anggota;  (8)  ke- 
sepakatan  mengenai  Ketua  KTM  selanjutnya,  yaitu 
tahun  1994:  Indonesia,  tahun  1995:  Jepang,  tahun  1996: 
Filipina,  dan  tahun  1997:  Kanada;  (9)  keputusan  mene- 
rima  Chili,  Meksiko  dan  Papua  Nugini  sebagai  anggota 
APEC,  namun  Chili  baru  dapat  mengikuti  kegiatan 
APEC  tahun  1994  saat  kepemimpinan  berada  di  bawah 
Indonesia.  Sedangkan  Meksiko  dan  ^apua  Nugini 
sudah  dapat  langsung  mengikuti  kegiatan  APEC;  (10) 
dukungan  untuk  menyukseskan  Putaran  Uruguay 
mengingat  kontribusinya  yang  penting  bagi  pertumbuh- 
an  dan  kemajuan  dunia  {Kompas,  21-11-1993). 

Selain  kesepakatan  bersama,  KTM  juga  mengeluar- 
kan  deklarasi  terpisah  tentang  Putaran  Uruguay,  pro- 
gram kerja  perdagangan  dan  investasi  APEC  1994. 

B.  PERTEMUAN  APEC  KE-5 

Pertemuan  para  pemimpin  APEC  ke-5  di  Seattle 
yang  didahului  dengan  Pertemuan  SOM  tidak  menge- 
luarkan  suatu  putusan  konkret  tentang  bentuk,  struktur 
dan  kelembagaan  APEC.  Mereka  hanya  merumuskan 
pandangan  bersama  yang  mempunyai  jangkauan  ke  de- 
pan  sekurang-kurangnya  memberi  inspirasi  bagi  kelang- 
sungan  APEC.  Pandangan  itu  berupa  Pernyataan  Visi 
Ekonomi  (Economic  Vision  Statement)  sebagai  berikut: 
(1)  komitmen  untuk  menciptakan  masa  depan  yang  sta- 
bil  dan  makmur  bagi  rakyat  di  kawasan  Asia  Pasifik 
dengan  memperkuat  landasan  kerja  sama  ekonomi;  (2) 
Pertemuan  Tingkat  Tinggi  APEC  tahun  1994  berlang- 
sung  di  Jakarta;  (3)  landasan  pertumbuhan  ekonomi 
Asia  Pasifik  adalah  sistem  perdagangan  multilateral 
yang  terbuka.  Peningkatan  partisipasi  anggota  APEC 
dalam  sistem  GATT  dapat  meningkatkan  kerja  sama 
kawasan;  (4)  keberhasilan  pembangunan  di  Asia  Pasifik 
merupakan  hasil  kemampuan  masyarakat  di  kawasan 
ini  dalam  mengadaptasi  cepatnya  perkembangan;  J[5) 
masyarakat  ekonomi  Asia  Pasifik  perlu  tumbuh  dalam 
semangat  keterbukaan  dan  kemitraan;  (6)  berbagai 
hambatan  perdagangan  dan  investasi  akan  terus  diku- 
rangi  untuk  memperlancar  lalu  lintas  barang,  jasa, 
modal  dan  investasi  di  kalangan  anggota  APEC;  (7) 
perlu  memperbaiki  mutu  pendidikan,  meningkatkan 
melek  huruf,  memacu  sistem  pendidikan  keterampilan; 
(8)  perlu  perbaikan  telekomunikasi  dan  transportasi  un- 
tuk mengurangi  hambatan  waktu  dan  ruang,  sehingga 


mobilitas  barang  dan  manusia  dapat  berlangsung  cepat 
dan  efisien;  (9)  perlu  tercipta  lingkungan  Asia  Pasifik 
yang  semakin  baik  dengan  menjaga  kualitas  udara,  air 
dan  kawasan  hijau.  Sumber-sumber  energi  dan  daya  di- 
manfaatkan  untuk  menjamin  pertumbuhan  dan  pem- 
bangunan berkelanjutan  dan  menjamin  masa  depan 
yang  lebih  aman  bagi  rakyat  Asia  Pasifik;  (10)  APEC 
agar  memperluas  dialog  ekonominya  untuk  memajukan 
proyek-proyek  kerja  yang  khusus.  Semangat  kewira- 
swastaan  dan  kebijaksanaan  yang  berorientasi  pasar, 
yang  telah  mendorong  dinamika  ekonomi,  akan  terus 
diperkokoh  dalam  APEC;  (11)  menerima  rekomendasi 
Kelompok  Para  Pakar  yang  menganjurkan  perdagang- 
an bebas  di  Asia  Pasifik,  memajukan  liberalisasi  perda- 
gangan global  dan  meluncurkan  program-program 
nyata;  (12)  pertemuan  para  Menteri  Keuangan  APEC 
berlangsung  tahun  1994,  untuk  mengkonsultasikan  isu- 
isu  ekonomi  secara  luas,  termasuk  perkembangan  eko- 
nomi makro  dan  arus  modal;  (13)  dunia  usaha  agar 
membentuk  Forum  Bisnis  Pasifik  untuk  mengidentifi- 
kasi  isu-isu  yang  dihadapi  APEC  guna  memperlancar 
perdagangan  dan  investasi  kawasan,  serta  mendorong 
pengembangan  jaringan  bisnis  regional;  (14)  sepakat 
untuk  melakukan  investasi  bagi  generasi  mendatang  di 
kawasan  Asia  Pasifik  melalui  pembentukan  Program 
Pendidikan  APEC;  (15)  sepakat  untuk  membentuk  Pro- 
gram Sukarela  Bisnis  APEC  (APEC  Business  Volunteer 
Program)  untuk  mendorong  kerja  sama  dalam  bidang 
sumber  daya  manusia,  pertukaran  keterampilan  mana- 
jemen  dan  teknik,  serta  pengembangan  usaha  kecil  dan 
mtnmgah  (Kompas,  22-11-1993). 


II.  PERSIAPAN  PERTEMUAN  APEC  KE-6 

A.  PERTEMUAN  SOM  APEC 

Pertemuan  Tingkat  Pejabat  Tinggi  APEC  (SOM 
APEQ  berlangsung  di  Jakarta  tanggal  2-4  Februari 
1994,  dihadiri  oleh  17  anggota  APEC,  yaitu  Indonesia, 
Malaysia,  Singapura,  Brunei  Darussalam,  Filipina, 
Thailand,  Jepang,  AS,  Hongkong,  Korea  Selatan, 
Taiwan,  RRC,  Australia,  Selandia  Baru,  Kanada, 
Meksiko  dan  Papua  Nugini. 

Dirjen  Hubungan  Ekonomi  Luar  Negeri,  Wisber 
Loeis,  mengatakan  dalam  jumpa  pers  bahwa:  (1)  SOM 
menyepakati  program  yang  akan  dilaksanakan  di  In- 
donesia pada  bulan-bulan  yang  akan  datang,  yaitu:  (a) 
memutuskan  Indonesia  untuk  menyelenggarakan  sim- 
posium  bea  dan  cukai  bersamaan  dengan  Konperensi 
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Tingkai  Menteri  (KTM)  bulan  November  1994;  (b)  In- 
donesia akan  menyelenggarakan  Pertemuan  Kelomf>ok 
Ahli  Bidang  Usaha  Keci!  dan  Menengah  (Expert 
Meeting  on  Small  and  Medium  Scale  Enterprises)  seba- 
gai  persiapan  KTM;  (2)  SOM  1  merupakan  persiapan 
KTM  VI  APEC  dan  Periemuan  Informal  II  Para  Pe- 
mimpin  APEC,  yang  akan  berlangsung  di  Indonesia 
pada  bulan  November  1994;  (3)  para  peninjau  antara 
lain  dari  Sckrciariai  ASEAN  dan  Pacific  Economic 
Cooperation  Council  (PECC);  (4)  SOM  11  akan  ber- 
langsung di  Bali  pada  langgal  16-20  Mei  1994.  SOM  III 
bulan  Oktobcr  1994  dan  SOM  IV  pada  bulan  November 
1994;  (5)  pelaksanaan  instruksi  para  Menlu  agar  SOM 
merumuskan  saran  bagi  Kelompok  Para  Pakar  untuk 
niclaksanakan  tugasnya  di  tahun  1994;  (6)  SOM  telah 
menghasilkan  operasionalisasi  Komite  Anggaran  dan 
Administrasi  (Budget  and  Administrative  Committee  - 
BAC)  (Suara  Pembaruan,  5-2-1994). 

B.  PERTEMUAN  MENTERI  KEUANGAN  APEC 

Penemuan  periama  para  Menteri  Kuangan  Anggota 
Kcrja  Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (APEQ  berlangsung 
di  Honolulu,  AS  tanggal  18-19  Maret  1994  untuk  mem- 
bahas  teniang  bagaimana  negara-negara  di  Asia  Pasifik 
bisa  tcrus  tumbuh  dan  mempertahankan  apa  yang  su- 
dah  dicapai  di  bidang  ekonomi  dan  bagaimana  negara- 
negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  mampu  memobilisasi 
untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  diha- 
rapkan. 

Menteri  Keuangan  AS,  Llyod  Bcntsen,  selaku  Ketua 
Forum  Penemuan  Menkeu  APEC  mengatakan  kepada 
wanawan  bahwa:  (1)  para  Menteri  Keuangan  APEC 
mcnyctujui  pcnyelenggaraan  pertemuan  lanjutan  di  In- 
donesia pada  tahun  1995  untuk  mcmbahas  masalah  pc- 
ngembangan  ekonomi  regional,  stratcgi  pertumbuhan 
ekonomi,  bcrbagai  ma.salah  makro  ekonomi,  arus  pcr- 
pindahan  modal  di  kawa.san  Asia  Pasifik,  scrta  kcbi- 
jaksanaan  dan  pcngcmbangan  scktor  keuangan;  (2)  per- 


temuan membicarakan  masalah  tantangan  ekonomi 
yang  akan  dihadapi  di  kawasan  Asia  Pasifik,  yaiiu  ba- 
gaimana mempertahankan  pertumbuhan  dengan  infiasi 
yang  rcndah.  upaya  pcngcmbangan  infrastruktur  dan 
pembiayaan  investasi,  scrta  upaya  mcndorong  pcngcm- 
bangan pasar  modal;  (3)  pertumbuhan  ekonomi  yang 
baik  di  kawasan  Asia  Pasifik  akan  membawa  hasil  bagi 
masing-masing  ncgara  APEC  dan  juga  bagi  dunia  eko- 
nomi secara  keseluruhan;  (4)  ada  bcbcrapa  prinsip  da- 
lam  membuat  kebijaksanaan:  (a)  negara-negara  APEC 
diminta  menerapkan  kebijaksanaan  makro  ekonomi 
yang  hati-haii  dengan  mcngup>ayakan  tingkat  infiasi 
yang  rendah  sebagai  dasar  untuk  mempertahankan  ting- 
kat pertumbuhan;  (b)  peningkatan  lalu  lintas  barang, 
jasa  dan  investasi  antar  ncgara  merupakan  pilar  pcnting 
bagi  tercapainya  perekonomian  di  kawasan  Asia  Pasi- 
fik; (c)  scktor  swasta  mcnjadi  motor  utama  dari  pcnum- 
buhan  ekonomi  di  Asia  Pasifik;  (d)  mobilisasi  dana 
sangat  dibutuhkan  dalam  mendukung  investasi  swasta 
dan  pembangunan  infrastruktur,  membantu  diversifi- 
kasi  sumber-sumber  pyendanaan,  mengurangi  cost  of 
capital,  dan  membantu  pcngcmbangan  pasar  modal;  (e) 
perumusan  kebijaksanaan  yang  mcndorong  arus  dana 
yang  lebih  banyak  untuk  masuk  ke  suatu  ncgara  mdalui 
investasi  langsung  (Foreign  Direct  Investment  -  FDI) 
terbukti  mampu  membcrikan  kontribusi  yang  positif 
dalam  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi;  (0  para 
Menkeu  APEC  setuju  untuk  meningkaikan  arus  modal 
dan  surat  berharga  bagi  investasi  di  antara  negara 
APEC;  (g)  sepakat  untuk  bckerjasama  dalam  mem«ju- 
kan  pasar-pasar  modal  domcstik  sebagai  sumbcr  pem- 
biayaan bagi  proyck  infrastruktur  jangka  panjang;  (h) 
menyambut  baik  upaya  yang  dilakukan  Dana  Monetcr 
Internasional  (IMF),  Bank  Dunia.  Inremarkmai  Ff- 
nance  Corporation  (IFC),  dan  Bank  Pembangunan  .\sa« 
(ADB)  uniuk  membantu  pcngcmbangan  pasar  uang;  (i) 
mcndorong  agar  Icmbaga-lcmbaga  kaiangan  icrischut 
mclanjuikan  siraicgi  ynng  sudah  ditcrapkan  untuk 
membantu  p>cndanaan  j>cr»is.ihaan  kciil  dan  menengah 
{Knmpas.  21-3-1994). 


Timbangan  Buku 


Operasi  Perdamaian  PBB: 
Tantangan  di  Masa  Depan 


Peacekeeping:  Challenges  for  the  Future, 
Hugh  Smith  (ed.),  Canberra:  Australian  De- 
fence Studies  Centre,  Australian  Defence 
Force  Academy,  1993,  xiv  +  229  hal.  ISBN 
0  7317  0274  3. 


BERAKHIRNYA  Perang  Dingin  telah 
mendorong  Perserikatan  Bangsa- 
Bangsa  (PBB)  untuk  kembali  me- 
mainkan  per  an  dan  fungsi  utama  dalam  po- 
litik  internasional.  Meningkatnya  peran  lem- 
baga  dunia  ini  antara  lain  terhhat  dari  me- 
ningkatnya jumlah  operasi  perdamaian 
(peacekeeping  operations)  yang  diluncurkan 
selama  tahun  1990-1993,  serta  dari  perubah- 
an  dan  perbaikan  kualitatif  yang  mengikuti 
operasi-operasi  perdamaian  yang  baru  terse- 
but.  Seperti  yang  dilakukan  di  Kamboja, 
operasi  perdamaian  PBB  tidak  lagi  terpaku 
pada  konsep  operasi  lama,  yaitu  mengawasi 
gencatan  senjata,  tetapi  melibatkan  banyak 
kegiatan  baru  seperti:  pemulangan  para 
pengungsi,  pengawasan  dan  penegakan  hak- 
hak  asasi  manusia,  pelaksanaan  pemilihan 


umum,  serta  rekonstruksi  dan  rehabilitasi 
ekonomi. 

Mengikuti  evolusi  di  atas,  pembahasan 
mengenai  peran  dan  kedudukan  baru  PBB- 
pun  berkembang  menjadi  topik  utama  da- 
lam banyak  seminar  internasional  serta  pe- 
nerbitan  ilmiah  selama  tahun  1992-1993. 
Buku  Peacekeeping:  Challenges  for  the 
Future  ini  merupakan  salah  satu  dari  sekian 
banyak  buku-buku  baru  yang  terbit  dalam 
rangka  menyambut  "kebangkitan"  PBB  ini. 
Seperti  pembahasan  lainnya,  buku  ini  pun 
pada  intinya  mendukung  kembalinya  PBB 
sebagai  aktor  utama  dalam  percaturan  poH- 
tik  dunia,  perdamaian  pada  khususnya. 

Dalam  konteks  ini,  harus  diakui  bahwa 
Australia  telah  memainkan  peran  aktif. 
Buku  ini  sendiri,  misalnya,  terbit  sebagai  tin- 
dak  lanjut  dari  sebuah  seminar  internasional 
yang  diprakarsai  oleh  Angkatan  Bersenjata 
Australia  pada  bulan  Juni  1993.  Sebelum- 
nya,  Menteri  Luar  Negeri  Gareth  Evans  te- 
lah menerbitkan  "buku  biru"-nya:  Coop- 
erating for  Peace,  yang  juga  menyoroti  pe- 
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ran  serta  kedudukan  PBB  di  masa  pasca  Pe- 
rang  Dingin.  Dalam  kesempatan  lain,  Aus- 
tralia telah  memprakarsai  "The  Canberra 
Seminar"  yang  secara  khusus  diadakan  un- 
tuk  membahas  perubahan-perubahan  drastis 
di  seputar  PBB. 

Sebagai  produk  kalangan  militer,  tidak- 
lah  mengherankan  kalau  buku  ini  lebih 
memperhatikan  aspek  militer  dan  operasio- 
nal  dari  operasi  perdamaian,  dengan  penga- 
laman  dan  keterlibatan  kontingen  Australia 
sebagai  salah  satu  acuan  dasar  utamanya. 
Namun,  ini  tidak  berarti  bahwa  hal-hal  yang 
bersifat  non-militer  ataupun  non-Australia 
dikesampingkan  begitu  saja.  Salah  satu  ke- 
lebihan  dari  buku  ini  adalah  disertakannya 
analisis  teoretis-konseptual,  dan  juga  tulis- 
an-tulisan  mengenai  pengalaman  negara- 
negara  lain,  termasuk  Indonesia. 

Tulisan  Cathy  Downes,  misalnya,  me- 
nyoroti  tantangan  yang  dihadapi  oleh  nega- 
ra-negara  kecil  dalam  partisipasinya  di  ope- 
rasi perdamaian  yang  baru.  Analisis  Downes 
ini  beranjak  dari  konsep  second  generation 
peacekeeping  operation  yang  diajukan  oleh 
John  McKinlay  and  Jarat  Chopra  yang  pada 
intinya  menekankan  perubahan  dalam  sifat- 
sifat  dasar  operasi  perdamaian,  terutama  da- 
lam kecenderungan  mempergunakan  ke- 
kuatan  dan  kekerasan.  Dari  sini,  Downes 
berkcsimpulan  bahwa  ncgara-negara  kecil, 
scpcrti  misalnya  Sclandia  Baru,  perlu  mcng- 
kaji  kcmbali  kcscluruhan  force  structures 
yang  ada.  termasuk  dokirin  dan  kcsiapan 
opera.sionalnya.  schingga  keterlibatan  mcrc- 
ka  dalam  operasi  militer  PBB  tidak  mcng- 
ganggu  kcpcntingan  agenda  kcamanan  na- 
sional  masing-masing. 

Analisis  Cathy  Downes  ini  scsungguhnya 
menarik  untuk  dikemhangkan  dan  dikaji  sc- 
car;i  \f^h'\h  mcndalam.  Savnngnv.n.  pmrV.ni 


an  buku  ini  terlalu  dititik  beraikan  pada 
pembahasan  praktis-operasional  sehingga 
momentum  dan  landasan  teoretis-konsep- 
tual yang  telah  dikemhangkan  oleh  Downes 
ini  tidak  dikemhangkan  sebagaimana  mesti- 
nya  di  dalam  bab-bab  selanjutnya. 

Menutupi  kekurangan  ini,  ulasan  singkat 
yang  mengetengahkan  pengalaman  dan  ke- 
terlibatan negara  Asia  Pasifik  lainnya,  yaitu 
Fiji,  Indonesia,  Singapura  dan  Thailand, 
yang  ditulis  oleh  perwira  militer  dari  negara- 
negara  yang  bersangkuian  telah  membaniu 
memberikan  perspektif  tambahan  yang  i>en- 
ting  dan  menarik  bagi  buku  ini.  Diiambah 
dengan  uraian  mengenai  pengalaman  Aus- 
tralia sendiri,  tulisan-tulisan  ini  sekurang- 
kurangnya  dapat  menggambarkan  besarnya 
inisiatif,  kesiapan,  serta  komitmen  dari 
negara-negara  Asia  Pasifik  dalam  memban- 
tu  misi-misi  perdamaian  PBB  di  lapangan. 

Yang  agak  disayangkan  adalah  bahwa 
tulisan-tulisan  dari  negara  tersebui  di  aias 
masih  terkesan  terlalu  "formal"  dan  saraa 
sekali  tidak  menyinggung  atau  membahas 
kemungkinan  koordinasi  dan  kerja  sama  se- 
cara regional. 

Di  luar  pembahasan  di  atas,  dua  tulisan 
lain  yang  menarik  untuk  diperhaiikan  ada- 
lah analisa  mengenai  keterlibatan  Polisi 
(Civilian  Police)  oleh  Peter  Mac.-\ulay  serta 
perspektif  dari  media  massa  yang  ditulis  oleh 
Graeme  Dobcll.  Masing-masing  topik  ini. 
dalam  kapasiiasnya  icrscndiri,  mewakili  cle- 
mcn-elemen  pcniing  yang  peran  dan  kcdu- 
dukannya  dalam  mi.si  |>crdamaian  scdang 
bcrkcmbang  dengan  pcsat  sesuai  dengan 
cvohisi  operasi  (perdamaian  itu  sendiri. 

Keterlibatan  Civilian  Police  sc^ungguh- 
nya  telah  dimulai  dengan  operasi  perdamai- 
an di  Cyprtis  (UNMCYP.  1964).  Namun 

koiiitilMi'i  il.'iti  Vrf rrlllvTf .TP  dan  pcran  mere- 
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ka  baru  terlihat  menonjol  dalam  operasi- 
operasi  perdamaian  kontemporer,  seperti 
UNTAG  di  Namibia  dan  UNTAC  di  Kam- 
boja.  MacAulay  berpendapat  bahwa  fungsi 
dan  peranan  Civilian  Police  ini  masih  belum 
sepenuhnya  didayagunakan  dan  karenanya 
harus  terus  dikembangkan  ~  seperti  kon- 
tingen  militer  -  sehingga  dapat  menjadi  ele- 
men  andalan  yang  dapat  memberikan  perlin- 
dungan  bagi  anggota-anggota  lainnya  di  la- 
pangan. 

Dalam  semua  proses  dan  kegiatan  ini, 
pengaruh  dan  keterlibatan  media  massa  ti- 
dak  dapat  diabaikan.  Malahan,  "CNN  Fac- 
tor" sekarang  ini  telah  berkembang  menjadi 
salah  satu  dasar  pengambilan  keputusan 
yang  penting,  termasuk  juga  dalam  pengi- 
riman  pasukan  ke  suatu  medan  operasi,  ka- 
rena  kedekatan  serta  kekuatannya  dalam 
membentuk  pandangan  umum  (public  opi- 
nion). Dari  pengamatannya  terhadap  kasus- 
kasus  Perang  Dunia  II,  Perang  Vietnam, 
Malvinas,  dan  juga  Perang  Teluk,  Graeme 
Dobell  berkesimpulan  bahwa  pengalaman 
dalam  operasi  perdamaian  telah  membantu 
mengubah  terjalinnya  hubungan  kerja  yang 
baik  sehingga  para  peliput  berita  kini  tidak 
perlu  untuk  "dijauhkan"  lagi.  Dari  sini, 
Dobell  kemudian  berpendapat  bahwa  media 
massa  dapat  memainkan  peran  yang  cukup 
penting,  yaitu  sebagai  fasihtator. 


Secara  keseluruhan,  buku  Peacekeeping: 
Challenges  for  the  Future  ini  merupakan  bu- 
ku yang  penting  dan  menarik  untuk  dibaca. 
Usaha  menuju  perdamaian,  seperti  melalui 
Peacekeeping,  bukanlah  suatu  tugas  dan 
tanggung  jawab  yang  mudah.  Apalagi  kalau 
pada  kenyataannya  pihak-pihak  yang  berti- 
kai  ternyata  tidak  peduli  pada  niat  baik  kita. 
Ditambah  lagi  dengan  besarnya  harapan  dan 
sorotan  kalangan  masyarakat  internasional, 
seperti  kasus  Bosnia,  maka  kedudukan  dan 
peran  yang  dijalankan  PBB  sebagai  penjaga 
perdamaian  global  bukanlah  sesuatu  yang 
membuat  kita  menjadi  iri.  Buku  ini  mem- 
bantu memahami  masalah  dan  tantangan 
yang  dihadapi  PBB  dalam  mencoba  menga- 
tasi  kesulitan-kesulitan  dunia  saat  ini. 

Sebagai  catatan  akhir  perlu  dikemuka- 
kan  bahwa  bias  yang  mungkin  timbul  karena 
penekanan  utamanya  pada  pengalaman  dan 
keterlibatan  kontingen  Australia  tidaklah 
mengurangi  kegunaan  buku  ini.  Sebaliknya, 
dengan  mengetahui  inisiatif,  pengalaman 
dan  kesiapan  Australia,  kita  dapat  secara 
lebih  konkret  mengantisipasi  dan  kemudian 
memusatkan  perhatian  pada  peranan  dan 
kebutuhan-kebutuhan  lain  yang  tidak  atau 
belum  tercakupi. 


A.K.P.  Mochtan 
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